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KATA PENGANTAR 

Buku yang herisi laporan tentang kehijaksanaan pendidikan sehe­

lum masa kemerdekaan sangat langka diperoleh di negara kita. Laporan 

seperti itu patut diteliti untuk dijadikan hahan pemikiran mengenai 

keadaan pendidikan kita haik masa kini maupun di masa yang akan da­

tang. 

Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada buku herjudul "Het Onder­

wijs-heleid In Nederlands-Indie, 1900-1940'; (= Kehijaksanaan Pendi­

dikan di Hindia Belanda 1900-1940) karya Dr. S.L.van der Wal, seorang 

guru hesar sejarah Indonesia (khususnya sejak 1900 hingga kini) pada 

"Rijks-universiteit Utrecht' 1 di negeri Belanda. Buku tersehut hukan-· 

lah sekedar huku hacaan, tetapi suatu puhlikasi sumber yang memuat 

dokumen-dokumen mengenai surat-menyurat antara tokoh-tokoh puncak di 

negeri Belanda dan Hindia Belanda, semuanya dalam hidang ·kehijaksana­

an pendidikan. Oleh karena itu sistematikanya tidak menurut materi 

mengenai sesuatu pokok persoalan, tetapi disusun sesuai dengan urut­

urutan peristiwa secara kronologis. Karena terbatasnya waktu yang 

tersedia maka buku ini tidak diterj emahkan secara menyeluruhs tetap:t 

disadur sedemikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan 

pembaca dapat mamperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran, ke­

putusan serta langkah-,langkah yang ditemp~h oleh tokoh-tokoh dan pe­

jabat-pejahat Belanda dan Hindia Belanda pada jamannya. 

Sudah barang tentu saduran ini masih hanyak terikat kepada tata­

bahasa dan susunan kalimat bahasa aselinya, sehingga kadang-kadang 

terasa agak janggal hila dilihat dari kacamata hahasa Indonesia. Hal 

ini sulit dihindarkan karena dikhawatirkan bahwa saduran hehas akan 

dapat mengahurkan makna daripada isi yang sehenarnya. 

Untuk memperoleh gamharan mengenai hierarkhi dan urut- urutan 

~ertanggungan j awab dalam sis tim ketata negaraan dan pemerintahan di 

Hindia Belanda serta sistim persekolahan pada jaman itu dilampirkan 

hagan dan penjelasan seperlunya agar pemhaca dapat mengikuti saduran 

ini dengan seksama. 
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Saduran ini diterbitkan da1am dua buku. Buku I berisi dokwnen­

t asi surat-menyurat yang ber1angsung antara tahun 1900 dan 1913/1914. 

Dokumentasi tersebut antara lain memuat materi pengenai pendidikan 

pertenian, teknik, sekolah-sekolah untuk anak-anak gadis Bumi-putera , 

dan Cina. Diantaranya yang sangat menarik adalah bah:wa orang sudah 

mulai mengadakan eksperimen dan penelitian mengenai kebutuhan yang 

mendesak akan sekoi8h dasar (dese) di Indonesia sejak 70-80 tahun 

yang 1a1u , yang hingga kini masih merupakan masalah yang hangat. 

Buku II me1iputi dokumentasi antara tahun 1913/1914 hingga tahun 1940. 

Buku II ifti antara lain merilhahas mengenai pendidikan tinggi, pendi­

dikan guru, seko1ah pera1ihart (' :schakel-schoo1") , perpustakaan rakyat 

dan bahkan mengenai organisasi pemuda yang diliputi oleh gagasan-ga­

gasan kebangsaan yang sangat dikhawatirkan oleh Pemerintah Be1anda 

pada wektu itu. 

Dengan se1esainya penyaduran buku tet·sebut di atas, sudah pada 

tempatnya kami menyampaikan rasa terima kasih kepada para penyadur 

yaitu Sdr. Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasuki dari !KIP Bandung. 

Mudah-mud~an buku yang diterbitkan untuk lingkungan terbatas 

ini dapat merupakan sumbangan yang berarti t khususnya bagi para " pe­

nyusun kebijaksanaan" dan ' 'pengambi1 keputusan' : da1am bidang pendi­

dikan, guna menentukan langkah di masa depan. 

Se1ain itu, kami masih mengharapkan saran-saran untuk pe rbaikan pe­

nerbitan kami selanjutnya. 

JAKARTA, DESEMBER 1977 

Pjs. Kepala Pusat Pengo1ahan Data, 

Statistik dan Konsepsi , 

SOENARDI RONOWISROYO 

NIP 130427530 



·.• 

I _ , 

DAFIAR lSI 

Kata Pengantar 

Daftar lsi . . . . .. . 
Bentuk dan Susunan K~tatanegaraan dan Pemerintahan di 

i 

iii 

Negeri Be1anda dan Hindia Be1anda (1900-1940) v 

Organigram .Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan di 

Negeri Belanda dan .Hindia Be1anda (1900-1940) viii 

Pendidikan Pertanian 

Pendidikan Teknik 

; . 

Perluasan Pendidikan Bumiputera di Jawa 

. . • • • . . . . 
1 

2 

5 

Pendidikan .Untuk Gadis-Mgadis Bumiputera • • 10 

Per1uasan Bahasa Belanda Diantara Penduduk Bumiputera 15 
Pemberian ~ubsidi Kepada Sekolah-seko1ah Bumiputera 

Swasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pendidikan Dasar Bagi Penduduk Bumiputera - Sekolah-

seko1ah Ketrampilan • • • • • , , • • • • • • • 

Pendidikan Bagi Anak-anak Para Pejabat (Swapra:ja) 

Pendidikan Bagi Penduduk Bumiputera - Azas-azaa Xebijak- •. 

sanaan . . . . . . . 

28 

30 

34 

42 

Pendidikan Bagi Orang-orang Cina . • • • • • • • • 43 

Reorganisasi Pendidikan Bumiputera - Pendidikan Pertu-

kangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pendidikan Rakyat - Percobaan Dengan Sekolah•sekolah De-

sa di Jawa 
- . ·,, • I . . . . ·- . . . . .. . . . . . . . . . . 

ReorganisasL Pendidikan Bumiputera - Pendidikan Pertu-

kangan. "··: • .. ·. . . . . . . · · · • • • I e I I • 

Pendidikan Bagi Orang-orang Cina . . . . 
Penibatasan Pemasukan Orang-orang Bumiputera ke Sekolah 

45 

58 

76 

88 

Rendah Eropa (E.L.S.) .••••••• , • 92 

Pendidikan Rakyat - Sekolah Desa dan Sekolah-sekolah Ne...:. 

geri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

iii 



iv 

Pendidikan Eropa (Barat) Bagi Orang-orang Bumiputera • 106 

Pendidikan Rakyat di Luar Jawa dan Madura - Pendidikan Pe-

gawai Negeri 113 

Per1uasan Penerimaan Orang-orang Bumiputera di Seko1ah 

Rendah Eropa - Perluasan Seko1ah Bumiputera Ke1as I 119 

Pemberian S,ubs;i9.i Kepada Sekq1ah~seko1ah Ihuniputera Swasta 127 

P~ndidikan Rakyat di Jawa dan Madura 137 

Pendidikan Pertukangan • • • • • ';. • 139 

Pendidikan Untuk .Perkembangan Lebih Lanjut B~g~ Go1ongan 

Bumiputera - Seko1ah Bumiputera Belanda (H.I.S.) 142 

Masyarakat Bumiputera dan Politik Pendidikan 158 

Pendidikan Bagi Gadis Bumiputera • . • • • • : . • 160 

Pendidikan Untuk Perkembangan Leb~p Lanjut Bagi Go1ongan 

Bumiputera - Sekolah Bumiputera Belanda (H.I.S.) • • • 163 

Pendidikan Pertukangan . ': . . . . . ~ 

Seko1ah Mene~gah Hindia Be1anda 

. . . . 
. . . 

171 

174 

Pendidikan Bagi Orang-orang Cina 185 

Pendidikan Rakyat - Sekolah B:l;'miputera Ke1as II dan Seko-. . 

lah-seko1ah Lanjutan (Vervolg school) • • • • • • • ·~· 193 

Pendi~ikan Swasta Bersubsidi - ~enentukan Pendicikan Agama 

MenjadiFaku1tatif • • • . • • • • • . i • • • • • • 206 

S~~olah Bumiputera Belanda (H.I.S.) - Pemasukan Pnak-anak 

Eropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

LANPIRAN-L.AMPIRAN 

Lampirar. I Sistim Persekolahan Jaman Hindia Be1anda 212 

Lampiran II • Daftar Menteri Urusan Daerah Jajahan, 

. ·' 1900-1940 ... -'• . . . ' . . . 213 

Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

1900-1940 214 

Daftar Ketua Dewan ~ndia Belanda 1900-1940 214 

Lampiran III: Daftar Direktur Pendidikan, Agama (dan Ke-

juruan), 1900-1940 . . . . . . . . 215 

*** 



BENTUK DAN SUSUNAN KETATA.~EGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN 

DI NEGERI BELANDA DAN HINDIA BELANDA 

( 1900 - 1940 ) 

I. Negeri Belanda 

Karena Hindia Belanda merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, 

maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia Be­

landa d.alam kurun waktu antara 1900-1940 tidak boleh tida,k negeri 

Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga. 

Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusionil (monar­

khi konstitusionil) artinya suatu negara yang dikepalai oleh se­

orang Raja atau P.atu yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitUE!i. 

Raja atau Ratu adalah kepala negara sedangkan pemerintahan sehari­

hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan 

diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana men-
/ 

teri Memimpin satu departernen, diantaranya ada departemen (urusan) 

daerah jajahan (departement van Kolonien). 

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet 

merupakan pencerminan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwaki.lan 

Rakyat (Staten-Generaal). Dengan kata lain para anggauta kabinet 

itu diangkat dan diberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggung 

jawab kepada DPR mengenai jalannya pemerintahan. 

Lembaga DPR menggunakan sistim bikameral, artinya terdapat dua ba­

dan yaitu Eerste Kamer (majelis . tinggi) yang bertugas meneliti dan 

mengavrasi majelis rendah. disamping mempunyai kekuasaan perundang­

undangan. dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang mengontrol jalan­

nya pemerintahan dan pemeganc kekuasaan utama dalam bidang per­

undang-undangan. 

Daerah··daerah jaja~.an Belanda yaitu Hindia Belanda, Suriname, 

dan Cura~ao diatur dan diawasi oleh Henteri (urusan) Daerah Jajahan. 

Oleh karena itu Wali Negara dalam hal in! Gubernur Jenderal Hindia 
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Belanda bertanggung j~wab kepada Raj a (Ratu) melalui l1enteri Jajahan 

mengenai segala sesuattmya yang berhubungan dengan Hindia Belanda. 

Seperti telah dikemukakan pertenggungan j a,..1ab l:ienteri yang sebenar­

nya adalah pada DPR. 

II. liindia Belanda 

Pemerintahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara 

(Land-voogd) yang berpangkat Gubernur Jenderal. Dalam melaksanakan 

pererintaha.n sehari-hari dibantu oleh delapan kepala departemen . (di­

rektur) beserta staf dan pembantu-pembantunya. 

Departemen-departemen tersebut ia1ah~ 

1. Departemen Kehakirnan 

2. Departemen Keuangan 

3. Departemen Pemerint'ahan Dalarn ·Negeri 

4. Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan *) 

5. Departemen Urusan Ekonomi **) 

6. Departemen Perhuhungan ***) dan Pengairan · 

7. Departemen Peperangan 

8. Departemen Harine· (Angkatan Laut) 

Gubernur Jenderal diangkat untwc waktu yang tidak terbatas, tetapi 

menurut kebiasaan yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 ta­

hun. · Dalarn melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Se­

kretariat Umum (Algemene Secretarie), dengan beherapa Sekretaris nega­

ra (Gouvernements-Secretarissen). Hereka ini rnenja1ankan tugas pem­

bantuan yang bersifat teknis untuk ke1ancaran pekerjaan Gubernur Jen­

deral. Tetapi sejak tahun 1918 lembaga ini dan para sekretarisnya 

--------------------------·----~---

*) Pada tahun 1912 Departemen P.A.K. diganti menjadi Departemen 
Pendidikan dqn Agarna (Departement van Onderwijs en Eredienst). 

~*) Urusan Ekonomi meliputi pertanian, perikanan, kedokteran hewan, 
kerajinan, kehutanan, perusahaan negara, perkebunan (taman) Ne­
gara Bogor, perdagangan, statistik, percetakan negara, 1embaga 
tera. 

***) Perhubungan dan Pengairan meliputi PJKA, PTT, Bank Tabungan Pos, 
PUTL, Pe1abuhan .. penerbangan , irigasi, jembatan dan jalan. peng­
awasan jalan, L 1ung-gedung negara dan pertambangan. 
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mulai kurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu 

ada lembaga lain yang bernama Dewan Hindia (Raad van Indie) yang ber­

tugas memberi.kan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai 

"wev1enang pemerintahan serta" (medebesturende bevoegdheid). 

Sebagai lembaga yang rnempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol 

adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang dianggap "mewakili rakyat" Hin­

dia Belanda yang anggautanya semula mayoritas orang Belanda, tetapi 

kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Se­

bagian besar anggautanya dipilih dan sebagian diangkat. . ,. 
Pejabat di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen, Bupati, 

dan selanj utnya. Hulai dari Bupati ke bawah dij abat oleh tokoh-tokoh 

d~ pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang 

pejabat Eropa (Belanda) yaitu di pulau Jawa dan Hadura Asisten Resi­

den, dan d'i daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu ter­

dapat pula pemw{a Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja 

(Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat residen seperti 

Yogyakarta dan Surakarta dan ada pula setingkat kabupaten atau lebih 

rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan bupati, wedono, 

dsb. diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka kepala sw.apraja . 

dijabat secara turun-temurun. 

Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat 

mengenai pendidikan di Hindia Belanda an tara pejabat-pej abat yang 

relevan dengan masa.lah tersebut. Khususnya mengenai pendidikan dasar, 

Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan, Agama, 

(dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. 

Pejabat-pejabat yang banyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku 

ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jenderal, Direk­

tur P.A.K., Direktur P.D.N., Sekretaris (kelas I), Menter! Jajahan, 

dll. Selain itu lembaga-lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat, 

D.P.R. (Staten Generaal), <;lsb. banyak pula disebut-·sebut. 

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini kami harapkan para 

pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarkhi peme-

rintahan Hindia Belanda pada waktu i·tu. 
' 
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ORGANIGRAM KETATANEGARAAN DAN TATA, PEMERINTAHAN 

DI NEGERI :SELANDA DAN HINDIA BELANDA 

(1900-·1940) 

Dewan Pertimbangan 

Negara (Raad van state) 

Dewan Hindia 
(Raad van Indie) 

RATU 

(KONINGIN) 

KABlNET 

RAKYAT BELANDA 

Dewan Rakvat 
{ Volks-ralld) 

RAKYAT HINDIA BELANDA 



PENDIDIKAN PERTANIAN 

! · . -

1. sural: Gubernur Jenderci'i (Roosehoom) kepae 9. Menteri J.::1jahan (cr'emer) 

tanggal 6 Juli 190P nomor 1257/16 
:.: L . I ;. 

Dalam surat ini Gube_~nur Jenderal memp£rhatikan _ sur3.t Menteri Ja­

jahan yang dahulu .(J .H. Bergsma) tertanggal 6 :feb~uari 189.6 litt. A 

no. 34/341 yang mengharap perhatian Pemerintah Hindia Eelanda atas 

'Jf'Ul yang dikemukakan dalam ~aj elis Rendah dari Dewan Peruakilan 
~·. . ~· - . 

Rakyat Belanda supaya di llindia. Beland~ did.irikan kursus untuk pen-, . . . , . . . 

didikan pertanian praktis. 

DikePlukakan, surat permohonan yang s~~ak itu diterima d{lri Pengurus 

Sindikat Umum Kopi tertanggal Malang 19 September 189~ ya,n~ mends­

pat dukungan dalam berbagai surat permo~onan . dari perk:umpulan-per­

kumpul_an . ,pertanian .dan . perkebunan. dan,begitu pula dari Kamar .Da-· 

gang dan Kerajinan Semarang. Semuanya menekankan perlunya di Hin-
J . • ' 

dia Bel,anda diberikan pendidikan pertanian d;m mohon diadakan tin-

dakan persiapan sepet·lun)Ta untuk mendi.t::ik~n . Sekolah r~rtanian. 

Direktur Kebun Raya (M. Treub) dan Direktur Pe~1didikan, Agama, dan 

Kerajinan (0. van der Hijck), yang didengar dan .diminta nasehat- . 

nasehatnya tentang hal ini, ternya~a dari nasehat-nasehat yang di­

berikannya sangat menyetujui usul didirikannya Sekolah Pertanian di 

Hindia Belanda, begitu pula Dewan Hindia Belanda. 

Didirikannya lembaga pendidikan pertanian s'vasta di liindia Belanda 

sangat . mendesak, karena. sejumlah be,sar pendud~k , akan mendapat sum-
·-· ...... . . .. . - ··-· 

ber penghidupan dan dalam berbagai c.abang ipdus.tri yang diusahakan 
. ' .. • .: ..... . 

di sini, pertanian menduduki tempat -y.~~g s~~gat · p~nting. 

Dalam hal ini dikemukakan pula bahwa sek~lah semacam itu akan mem­

beri manfaat bagi ~rang-orang Ercipa yang ' tid.ak atau kur,img mampu. 

Menurut hemat Gubernur Jenderal·, lembaga demikian akan memberikan 

1 
. .. · 
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jasa yang lebih besar kepoda bagian terbesar penduduk Hindia Belan­

da daripada l~baga . p~ngaj aran seperti Gymnasium Bagian B Jiil,l~m. III .. 

di Betawi. 

Dalam suratnya tertanggal sama nomor 45/Rah. dengan menyimpang dari 

nasehat Dewan Hindia Belanda diusull:an pembub'aran bagian B. Gymnasi­

um Hillem III dan pefl:dirian seko1ah pertanian. untuk memberi bukti 

baru , kepada masarakat Hindia· Be1anda. bahwa Pemerintah tidak her-

maksud ~engurangi · kepentingan penduduk. -· ~ tetapi bahwa Pemerintah 

justru mempunyai pandangan terbul~a atas kebutuhan masarakat Hindia 

Be1anda yang sesungguhnya. *) 

Usu1-usu1 terperinci untuk pendirian sekolah pertanian ini, belum 

dapat diajukan. karena data-data belum ada. Sekirany.a Henteri da-

lam' prinsip menyetuj ui pendirian seko1ah pertanian di Bog or. tin­

dakan-tindakan selanjutnya yang diperlukan akan segera di1aksanakan 

untuk menyusun rencana terperinci. 

Dengan melampirkan semua sa1inan surat yang bersangkutan dimohon 

persetujuan l1enteri dan kemudian dikirim program dan data-data la­

innya dari semua bagian Sekolah Pertanian Negeri di Hageningan (Be­

landa) • . 

PEND! DIKAN TEKNIK 

2. Surat Gubernur Jendera1 (Rooseboom) kepada Menteri Jajahan (Cremer) 
\ 

tertangga1 6 Juli 1900 nomor 1258/17 

Dalam surat ini Gubernur Jenderal meneruskan salinan surat usul Di­

rektur Pendidikan. Agama, dan Kerajinan tertangg~ 26 11ei 1900 no­

mor 7090a untuk mendirikan sebuah. lembaga pendidikan di Betawi ter­

diri dari hogere Burger-school (sekolah lanjutan) dengan 3 tahun 

ajaran disertai mata pelajaran Dagang yang t~rikat pada sekolah itu 

*) penduduk dan masarakat = P,enduduk 'dan mo.sarakat Eropa (penyadur) 
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(Bagian A) dan mata pelajaran pendidikan masi~is ~ ~hli ·bu::.~. ::;. .:..J :. r·. ~· 

ahli pertBmbangan (Bagian B) di ba\-7ah satu pimpinan. ~1ene!"lu11 i. su-­

rat kawat Nenteri Jajahan tertanggal 26 Januari h rf. )) i' o . 5?./ 2:41. '- -

yang mengharap dikirim data-data yang diperlukan supaya da ~:_am Ang­

garan Be:l.anja untuk tahuit berikutnya sudah dapat dipcrsi. a j.:·ka·::. 1) 2~- · 

luasan pendidikan teknik di Hindia Belanc:l.a yang nya t <'. pertu s eka -­

li. Dilampirkan pula sa1ina:n nasehat De\-Tan ~:india Ee 1.a::tda tert2.ng-­

ga1 22 Juni 1900 nomor III yang menyatakan persetujuannya meng·enai 

usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan tersehut ci i atA- s~ 

dan sesuai dengan pendapat De\"1an Hindia BeL::mda dikemulca ~:an penda­

patnya, bahwa pendirian sekolah..,.seko1ah kejuruan khusus; · seperti 

kursus untuk ah1i teknik gu1a, seko1ah pertanian , kela s p(;!ndidikan 

untuk guru-guru bantu tidak per1u menunggu sumpai dicnkupi oleh 

prakarsa ·swasta. Tetapi bahwc:. .tanggung jawab Peme:rictah harus me­

luas sedemi.kian .rupa sampai pembukaan lembaga-lembaga riemil:i Rn itu 

segera setelah terbukti kebutuhaimya. Dalam suratnya ter:tanggal 

6 Juli -1900 nomor 1257/16 telah diusulkan untuk membul,·.a sekolah 

pertanian .di h india nelanda. 

'Diharapkan supaya Menteri Jajahan memoho~kan pemberian ~masa Raja 

untuk mendirikan lembaga pendidikan menengah dan pcn clidi kan keju'­

ruan di Betalt1i seperti diuraikan da1am usul Di r Ektur Pendi dikan; 

.Agama ., dan Kerajinan, dan dimasukkan da1am B.encana An·];~ ;n~ ari Be 2.an­

ja 1901 pos sejum1ah £.58.645, - (dil1arapkan kers 11s b.s. r u t~i1Juka 

tanggal 1 Juli 1901) sedangkan subsid i yang d i be r i ka::1 Ir:~. pa :·l a Se.'!.:o·­

lah Pertukangan di Beta11Ji sebanyak f.l.OOO ,-·- pe;~ bulan h <:-: "t:·' c: cii·-· 

berikan. sampai bulan itu , karena sekolah ini aka~ ~~ e :~ l2bur rl ~lflr.: 

kursus-kursus teknik tersebut. Didukungnya pula pe:rmc:-ur!r-n Direk· · 

tur Pendidikan, Agama , dan iZeraj inan supaya kcpaca :la t:-:.1 c" :i..;r.o~JOnkan . 

izin untuk memberikan. nama Koningin Vi1he1mi na 3chc :->l (K\.JS) k~pndc.. 

1em~aga pendidikan baru itu. 
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3. Surat l1enteri Jajahan (Cremer) kepada Gubernur Jendera1 (~.oo~eboom) 

tangga1 12 September 1900 nomor 49/2280 

Da1am surat ini Menteri Jajahan memba1as , bahwa sesuai dengan surat 

Gubernur Jendera1 tertangga1 6 Juli 1900 no~or 1253/17 da1am renca­

na Anggaran Be1anja 1901 tclah dimasukkan pos untuk pendiri3.? lem­

baga pendidikan menengah dan kejuruan, dan jika keuangan yaug di­

perlukan sudah disetujui oleh Dewan Perwaki1an Rakyat Belandat_akan 

dimohonkan idzin Ratu untuk menamakan lembaga bar u itu: KWS. 
Mengenai pendirian selw1ah-seko1ah kejuruan k.husus seperti lrnrsus 

ahli teknik gula. sekolah pertanian, kelas pendidikan ,guru bantu, 

menurut pendapatnya untuk sementara, fihak swasta merasa terpang- • 

gil - seperti pendirian sekolah pelayaran - dan dalam hal-hal se­

demikian prakarsa st-msta patut diterima dengan terima kasih.-dan di 

mana perlu Pemerintah membantu dengan keuangan, ka~ena dengan 'demi­

kian menguntungkan Kas Negara dan meringankan tugas Pemerint..'lh. 

Tetapi mengenai pendirian 1embaga pendidikan yang 1ebih luas. ruang 

1ingkupnya, yang diperuntukkan untuk menyebarkan manfaat dalam 

lingkungan yang sangat luas dan yang akan minta persaratan terlalu 

tinggi, maka Pemerintah harus banyak rnemberi bantuan personil dan 

keuangan. Seperti untuk sekolah pertanian ~ dapat disetujui penda­

pat Gubernur Jendera1 bahwa tidak perlumenunggu prakarsa swasta, 

tetapi 1emb,aga tersebut harus baru dan dihidupkan o1eh Pemerintah 

segera terbukti kebutuhannya dan keadaan keuangan mengizinkan. ', 

Disetujui usul Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dalam ·su­

ratnya tertanggal 26 Mei 1900 nomor 7090a, tentang perlunya ,,.J.emba­

ga pendidikan menengah dan kejuruan baru ini diperuntukkan juga 

bagi orang-orang Bumiputera dan pada urnunmvn untuk memberika.n juga 

kepada mereka kesempatnn untuk mencapai pendidikan yang lebih ting­

gi. Tida~ hanya sekolah urnurn Eropa yang sudah ada dan 1embaga pen­

didikan baru~ tetapi sekolah kejuruan khusus terbuka juga bagi pen­

duduk Burniputera dan Timur Asing. Cita-cita mengikut-sertakan Bu­

miputera dan Timur Asing da1am pendidikan bukan Bumiputera sedapat 

mungkin har~s dimajukan. Pengeluaran untuk sekolah-sekolah ... Eropa 
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yang sudah ada, yang dibebankan pada sub-bagian upendidikan untuk 

orang Eropa' 7 dapat menimbulkan salah paham dan memberikan sebab 

penarikan kesimpu1an yang ke1iru dengan akibat yang sangat 1uas, 

karena nama itu akan m~nimbu1kan secara tidak ben~r dugaan bahwa 

seko1ah-seko1ah ini memang hanya dapa t dimasuki oleh anak-anak E­

ropa. 

Kesa1ah-pahaman ini akan 1ebih disesa1kan dengan ditambahkannya 

apa yang disebut npencl idikan untuk orang Eropa" dengan pendidikan 

menengah dan kejuruan yang sudah sering disebut-sebut, dan segera 

diharapkan pula pendidikan pertanian dan perkebunan~ sehingga de­

ngan demikian perbandingan jumlah uang yang diijinkan untuk ';pen-

didikan untuk Ihimiputera" nampaknya akan 1ebih buruk. 

Karena pertimbangan ini1ah dipandang per1u untuk menghapus nama 
11 peT.1c! i ·:li kB.!l untuk orang Eropa" dan lebih suka . memilih nama "pendi­

dikan negeri untuk umumt: . dan da1am berbagai peraturan nama dan 

isti1ah yang tercantum di dalamnya harus disesuaikan dengan nama 

baru. Dianggap kurang bijaksana untuk bertindak tanpa berembug 

lebih dahu1u dengan Gubernur Jenderal. Dihc.rapkan pandangan dan 

usul-usul Gubernur Jenderal tentang persesuaian nama pendidikan 

dengan nama baru yang diuraikari di atas dapat diterima pada wak­

tunya agar dapat dimasukkan da1am Rencana Anggaran Be1anja 1902. 

Pemisahan pendidikan khusus untuk penduduk Bun1iputera dengan nama 

yang 1ebih tepat tetap ada. 

PJ;RLUASAN PENDIDIKAN BUHIPUTEHA DI JAWA 

4. Sur at Direktur ':~endidikan , Agama 2 dan Keraj inan (J. H. Abendanon) 

~ada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tangga1 20 Pebruari 1901 no­

mor 2226 

Pasal 1 Surat Keputusan Raja tanggal 28 September 1892 riomor 44 

(Lembaran Negara 1893 nomor 125) membagi sekolah negeri Bumipute­

ra di Hindia Ee1anda ci 'l1am 2 kategori yaitu sekolah ke1as 1 dan 
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sekolah kelas 2, yang disebut akhir ini untuk penduduk Bumiputera 

pada umumnya. · Pasal 2 dari Reg1emen dalax:1 Lembaran Negara 1893 

nomor 128 menentukan tentang seko1ah-seko1ah ini, bahua gedung dan 

mebiler harus disesuaikan sedapat mungkin dengan lingkungan yang 

sudah biasa bagi para murid . Sebagaimana terbukti dari peraturan 

yang dikutip di atas, go1ongan sekolah ini merupakan pendiciikan 

rakyat yang sesungguhnya. fA~ka dari itu rencana pe1ajaran seko1ah 

tersebut sangat sederhana (pasa1 5 Reg1emen tersebut) dan syarat 

untuk pengangkatan jadi kepala seko1ah ke1as 2 memiliki akte guru 

bantu sudah dipandang cukup (pasal 9 paragrap c Peraturan dalam 

Lembaran Negara 1893 nomor 127). 

PJ<an tetapi da1am kenyataannya pengaturan seko1ah-.sekolah ke1as 2 

tidak begitu sederhana seperti diperkirakan oleh Reglemen. Di Ja­

\la dan Hadui'a rencana pelaj aran sekolah kelas 2 telah diper1uas, 

yaitu pada 3 kelas (yang dimiliki kebanyakan sekolah da1am bentuk-­

nya yangpaling sederhana) ditambah ke1as 4, dimana diajarkan se­

bar.ian besar mata pelajaran tersehut dalam pasal 4 Reg1emen dalam 

Lembaran Negara 1893 noroor 128 yang lebih khusus diperuntukkan ba­

gi sekotah sekolah ke1as 1. Selanjutnya yang menjadi kepala seko­

lah kelas 2 hat:ipir semua ·guru· guru yang terdidik. hal mana bagi 

rencana pelajaran yang 1uas per1u sekali. 

Bahvm sekolah-sekolah kelas 2 sekarang di Ja\•Ta dan t1adura tidak 

mencukupi kebutuhan akan pendidikan rakyat 5 akan segera tampak de­

ngan menyolok, jika diingat jum1ahnya (212) dibandingkan dengan 

jumlah penduduk (25 . 370. 5!•5 menurut A1manak Uegara 1901). Jika 

seko1ah-sekolah swasta/subsidi ikut dihitung yang jum1ahnya ± 230~ 
ternyata terdapat 1 seko1ah untuk tiap 57.400 penduduk . Hanya ba­

gian sangat kecil dari penduduk mendapat kesempatan untuk menyuruh 

anak-anaknya sedikit menikmati pendidikan. Bahwa kekurangan ini 

pada umumnya sangat dirasakan 9 terbukti pada perja1anannya ke Jawa 

Timur, ketika i a dimana-mana diberi tahu tentang keinginan rakyat 

untuk mendapat kesempatan yang lebih 1uas untuk menerima pendidik­

an oleh negara
9 

baik o1eh pega\-Tai-pegawai Eropa maupun Bumiputera. 
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Kenyataan, bahwa tiap tahun oleh para pegawai penilik dan Kepala 

Daerah ("Gewese ' ) dikemukakan tempat-tempat yang disediakan untuk 

pembukaan sekolah kelas 2 yang j umlahnya j auh lebih besar daripa .. " 

da dana yang 'diizinkan untuknya. Er':.mpir semua sekolah yang dalam 

tahuri;..tahun akhir ini dibuka, segera dikunjungi oleh jumlah murid 

yang siingat besar, bahkan banyak di~~taranya sampai sejumlah mek­

sim\:am 210 anak. Dari uraian tersebut di atas ternyata perlu se­

kali untuk dalam jangka "t-Taktu yang tidak begitu lama membuka se­

kolah-sekolah kelas 2 dal.:un ' jumlah yang lebih besar daripada yang 

sampai sekarang dimungkinkan dengan keadaan keuangan yang terse­

dia, untuk dapat mencukupi kebutuhan pendidiltan rakyat. Nenurut 

pandangannya itu bukan permintaan ya~g terlalu tinggi, bahwa tiap 

ibu kota kawedanaan dan ibu kota kecamatan diberi satu sekolah 

kelas 2. Dengan metnperh:i..tungkan jumlah tempat dimana sudah ada 

sekolah negeri atau sekolah swasta subsidi, akan diperlukan pem­

bukaan + 1300 sekolah kelas 2. llengingat kebutuhan yang sesung­

gtihnya dari penduduk des a dan juga biaya yang besar, dian_~gapnya 

tidak perlu untuk mengatur sekoleh-sekolah baru itu menurut seko­

lah kelas 2 yang sudah ada, sepanjang mereka tidak diperuntukkan 

bagi ibu kota karesidenan ("Gewest") dan kabupaten ("afdeling") 

dimana diharapkan jumlah murid yang lebih besar, 

(Pandangan tentr:ng pcrs oni.l , re:lc :=;.na p~lajnran dan 

bangunan sekolah yang diusulkan) 

Andaikan pendirian jumlah sekolah seluruhnya yang dipandang perlu 

itu dibagi atas 5 tahun - j i.mgka waktu mana jangan sedikitpun di­

tunda-tunda karena sangat mendesaknya kebutuhan - maka untuk tiap­

tiap tahun itu harus diperhitungkan dana untuk pembukaan ± 250 se­

kolah. Dapat diperkirakar. rnasing-masing s·.:;kolah akcm mempunya"i 

40 a' 60 murid. Untuk personil diperkirakan seorang guru memerlu­

kan ~aj i .· f. 20.- sampai f. 30,- ( pasal 4 paragrap 4b Lembaran Negara 

1893 nomor 128) atau rata-rata £.25,- se~ulan, serta seorang pem­

bantu' (kwekeling) deng~n gaji £.12,- sampai f.l5»- atau rata-rata 

f.l3,50 per bulan, jumlah f.38,50 per bulan. 

(Perhitungan pengeluaran yang berhubungan dengan usul itu 

dan saran-saran pelaksanaan rencana, jika dana yang diper­

lukan telah disetujui) 
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5. Sur at Menteri Jajahan (van As·ch van Hij ck) kepada Gubernur Jende­

ra1 tertangga1 23 Janueri 1902 nomor 19/235 

Da1am surat ini l1enteri Jajahan menjauab ·surat Gubernur Jenderal 

tertanggal 18 Agustus 1901 nomor 1678a/17 serta surat kawatnya 

tertangga1 21 Agustus 1901 nomor 0004 tentang penambahan seko1ah 

negeri Bumiputera, baht-ra pandangannya da1am usul-usul tersebut 

tidak dapat disetujui. Surat Henteri Jajahan lama tertanggal 4 

Hei 1901 litt.A1 nomor 53/1226 tentang per1uasan jumlah ca1on gu-­

ru (ktmke1ing) dari sekolRh-sekolah guru Bumiputera di 5andung, 

Yogyakarta dan Probo1inggo tidak dapat disetujui sesuai dengan 

azas-azas yang diterime da1am tahun 1893 (menarik laporan yang 

diajukan oleh Henteri Baron van Dedem kepada Janda Raja~ Ibu Suri 

Emma tertanggal 15 Juni dan 23 September 1892 1itt Al nomor 3 dan 

13) bah't-78 tidak ada dan tidak akan ada inaksud untuk memasukkan 

pemeliharaan pendidikan rakyat di llindia Bclanda menjadi tanggung­

an Pemerintah. Hal ini harus dicukupi oleh prakarsa Slmsta. Ne­

gara hanya mcmbantu sebanyak mungkin prakarsa S\vasta da1arn melal:­

sanakan tugasnya. Kegiatan-.. kegiatan seperti itu1ah yang diingin­

kan dan diharapkan ole1:! Pemerintah. Negara hanya perlu bertindak 

sendiri diroana sungguh-sungguh ada kebutuhan akan pendidikan ren­

dah oh:h Pemerintah. 

Kini ternyatn bahwa pandangan yang tercantum da1a!!l surat Gubernur 

Jendera1 tertc.nggal 7 September 1901 nomor 1813/20 ada1ah seja1an 

dengan pendapat Direktur Pendidikan, Agama~ dan Kerajinan, da1am 

laporannya tertanggal 6 Juli 1901 nomor 8213. Ditunjuknya halam­

an 3 dari laporan Direktur P. A. K. tersebut, yang mengatnkan balm a 

sekarant; be1um perlu disinggung dan tak akan disinggung dalam ta­

hun-tahun pertau'1a berikut ~ persoalan memberikan pendidikan rakyat • 

karena j ika pendirian s ekolah-·sekolah kelas 2 di J awa dan Hadura 

tetap dilaksanakan dengan derap yang sama seperti tahun-tahun ter­

akhir ini yakni rata-rata lv av 12 seko1ah tiap tahunnya, maka 

akan memakan waktu kira-kira satu abad lamanya sebelum tiap ibu 

kota kawedanan dan kecamatan dapat memiliki seko1ah demikian. 
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Earu kemudian sesungguhnya dapat dibicarakan pendidikan rakyat. 

Mengingat hal ini Direktur P. A.K . mengajukan usul-usul untuk da­

iain jangka waktu yang j auh lebih pend~k sampa:!. . pada keadaan sede­

mikian . itli. Inl me!':.~-;_::: t.:::: ~ : :in. · b~l~{,~ -:meskiptL."l sud~h- -ad~ surat dari 

Uenteri Jajahan lama 5 Di:-ektur P.A. K. masih tetap berpegangan pa­

da pemikiran pendidikan rakyat oleh 'l lega'ra, yang metripakan tujuan 

dati cita..;.c·itanya yang diharapkan da~ at dicc\pai dalani j'angka wak­

tu cukt'-P s :~ngkat . 

Ditunjuknya -penje1asan da3:i .aza·.s-a zas 1893; halrunan 52/53 idar'i 

Nota Sejarah yang sangat periting dalam' Laporari 'Umum tent;ang pen­

didikan £umiputera d:t H:tn r.l i a B P-l ? ~.dR dari te.hun-t2hun 1893-1897 

dimana dikatakat'l ~ ba hw,:,_ b eb an l angsung untuk pendirl an sekolah..­

sekolah bagi kepentinglln penduduk Bumipu tera t er1'e t ak pada Peme­

rintah~ ·seo1ah-olah tidak adn s eko1ah S\<TaRt a , dan Pemerintah ber­

kewajlban untuk mendirikan s~ko1ah-sekolah. Nenurut pendapatrtya 

penje1asan · tersebut km:-ang tepa~. 

Tidak ada keberatan un<:uk mc !:an:!~!tkar: pembukf' an s ekol ah-sekolah 

kelas 2 dimana ternyata tnemang perlu , tetap5. hn.l ini hhrus diker­

jakan dengan seksama da':. hati-h ati , dan ja:;:!gan sampai menuruti 

cita-cita Direktur P'~A. K. yang · akan !l'.~njurtis ke penyediaari pendi-

dikan rakyat umu.~ oleh t·legnraa ·;··:· ·: 

Dalam suratnya t a~r>: ~a1 samr-. no~or 20/2 36 dijelas kannya 1Jendkiran­

l'emikirannya , untuk memenuhi kebut:uhan ak:an pendidikan rendah un­

tuk penduduk Bu_Tllipute:-:a denga.::J. c ar a lain . yaitu dengan pengaturan 

yang 1ebih baik tenta.ng pemberian subsidi dari Ka s Nega r .'l kepada 

sekolah Bumiputera swa~ta . d2r ipa da ya ng sekarang sudah diatur 

dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 . 



PENDIDIKAN UNTUK GADIS-GADIS lll.JHIPUTERA 

6. Surat Direktur Pendidikan 1 A&ama, dan Kerajinan (J.h. Abeodanon) 

kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tertanggal 31 Oktober 1901 

nomor 23520 

Meskipun pada sekolah-sekolah negeri Bumiputera terbuka juga bagi 

gadis-gadis, kesempatan ini hanya terdapat di beberapa bagian Hin­

dia Belanda, dan hanya dalam jumlah sangat terbatas. Sebab-sebab­

nya ialah sebagai akibat dari pendapat umum yang tersebar luas di 

kalangan Bumiputera 9 bahHa pendidikan demikian tidak perlu bagi 

anak-anak gadisnya, dan adanya keberatan bahwa gadis-gadis Bumipu­

tera yang sudah berumur 10-12 tahun dibiarkan bergaul dengan anak­

anak lelaki. Pes-ert.n sekolah-sekolah Eropa yang terdiri dari pu­

teri Kepala-Kepala Bumiputera sangat kecil, terutama disebabkan 

karena terlalu tingginya uang sekolah yang dipungut dari murid-mu­

rid tersebut 5 dan kesulitan dalam memiliki persyaratan pendidikan 

sebelumnya supaya dapat diterima di sekolah-sekolah tersebut. Ter­

hadap sekolah campuran mas ih ditambah keberatan yang sama seperti 

terhadap sekolah Bumiputera. 

Anak lelaki Bumiputera di sekolah rendah, sekolah pendidikan untuk 

pegawai Bumiputera 9 sekolah Dokter Jawa, dan lembaga pendidikan 

menengah makin lama makin banyak mendapat kesempatan untu~ perkem­

bangan lebih lanjut 9 tetapi bagi gadis-gadis masih harus terting­

gal di belakang. Satu ke•1yataan yang tidak dapat dipungkiri, bah­

"'Ta dalam keadaan demikian perkembangan masyarakat Bumiputera tidak 

dapat maju dengan pesat. 

Didorong oleh pertimbangan ini dalam surat edarannya kepada para 

Residen tertanggal 20 Nopember 1900 nomor 15336 - yang salinannya 

bersama ini dilernpirkan kepada Gubernur Jenderal - para Residen 

dimohon mempergunakan pengaruh mereka supaya lebih bunyak gadis 

Bumiputera dimasukkan ke sekolah-sckolah Eropa dan sekolah-sekolah 

Bumiputera. Sebagaimana dijelasknn lebih lanjut dalam surat edar­

an tersebut ruereke juga ditanya tentang perasaan dan pandangannya 

10 
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tentang pendiripn.-: sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputera. Me­

reka juga diminta menyarnpaikan- pandangan dan nasehat para Bupati 

tentang hal ini. 

Jawaban-ja\..raban yang diterima, yang bersama ini disampaikan kepada 

Gubernur Jenderal, telah mengecewakannya dalam banyak hal. Pada 

umumnya oleh pen~sehat-penasehat baik .Er,opa maupun Bumiputera di­

akuJ perlunya didirikan pendidikan khusus bagi · gadis-gadis Bumipur­

tera, tetapi kebanyakan mengemukakan sangat; banyak keberatan. Ter­

hadap penerimaan lebih ~anyak gadis di sekolah-sekolah Bumiputera 

dari Eropa pada umumnya tidak ada keberat:an • . Kebanyakan Resfden 

b~rpendapat bah\om penggalakan ke arah itu pasti akan membawa basil 

dan ada sementara yang menambah pandangan, supaya syarat masuk ke 

sekolah-sekolah Eropa dibuat lebih mudah, da~ te~utama uang seko­

lah bagi murid-murid Bumiputera di sekqlah-sekolah itu perlu seka­

li diturunkan. Hal ini telah dibicArakan terperinci dalam surat­

nya tertanggal 17 Januari dan 9 April ' l901 nomor 776 dan A368, te-. 

tapi belum dipastikan. (Surat Keputusan tanggal 15 Mei 1901 no.l5). 

Dari lenibaga-lembaga di ibu l:ota karesidenan termaktub dalam surat 

edarannyil kepada para Residen dan daii institut-institut di Se · . ~:::­

rang dan Betawi, para penasehat mengharapkan hasil yang sangat ti­

pis. Terhadapnya banyak diaj ukan keberatan-, terutamo. b_erdasarkan 

alasan-aiasan berikut: 

1. Jumlah pemuda yang terdidik secara Barat masih sangat se­

dikit, gadis-gadis yang telah _mengenyam peradaban Barat 

akan menginginkan kawin dengan pemuda-pemuda yang terdidik 

dalam arah yang sama, qan ini tidak selalu mungkin, dan 

akibatnya kekecewaan yang mendalam. 

Lebih lanjut gadis-gadis tersebut akan .mempunyai kebutuhan 

kebutuhan, yang oleh pegmvai negeri Bumij>Utera pangkat 

rendahan tidak akan dapat dipeuuhi dar:i,. penghasilannya 

yang kecil -- tidak semua gadis dapat kawin dengan Bupati ~ ­

Patih atau Hedono. Perka,vinan tidak bahogia akan terjadi. 

2. Sangat umum adat m~naruh keberatan terhadap pendidikan le­

bih lanjut bagi gadis-gadis mereka yang telah mencapai 
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·-- umur 10-12 tahun pergi ·sendiri tanpa penga~Jasan. ,pari umur 

itu sal!lpai waktu mereka dikal-rinkan 5 mereka harus dipingit. 

Banyak naseh~t member! kesan seolah-o1ah mencari-cari keberatan~ se­

dangkan sama. ~eka1i tidak. diper,timbangkan dengan cara-cara apa kebe­

ratan ' itu dapat diatasi. 
I 

Meskipun tetap berkeyakinan, bahwa seko1ah-sekolah yang ' akan diusul-

kannya itu perlu seka1i dan banyak kemungkinan hidup terus, nasehat­

nasehat mema~sanya melepaskan maksudnya urituk mengrijukan usul yang 

bersifa~. , umum, karena dari kebanY:akan Residen dan Bupati yang akan 

melaksanakannya, tidak diresapi o1eh kemanfaatan seko1ah bagi gadis 

Bumiputer,a~ 

Satu-satunya Kepala Karesidenan 5 yang tanpa janji apapuri; berani 

menganjurkan pendirian sekolah kh~~J~ bagi gadis-gadis Bumiput,era, 

ialah Residen .Banten (Hardeman). Dapat disetujui sepenuhnya pan­

dangannya termuat da1am surat tertanggal 19 Pebruari 1901 nomor 

1280/23 9 mengapa justru di Keresidenan Banten dengan mengingat ke-
. . . 

adaannya, po1itik pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera harus men-

dapat leb:i.h banyakperhatian daripada di iain daerah. 

Sebagaimana ~erbukti dari daftar
1

yang dilampirkan Resiclen Banten» 

seko1ah di Serang akan mendapat jumlah murid yang cukup. Kepala­

Kepala Bumiputera tertinggi di keresldenan juga menyambut hangat 

pembukaan sekolah tersebut. Karena itu dengan tidak ragu-ragu la-
' 

gi usyl d~ajukan. 

Contoh dari K.epa1a-Kepa1a di Banten mempuriyai pengaruh baik atas 

Kepala-Kepa1a di keresidenan lain. 

Di sekolah ini pe1ajaran bahasa Belanda harus diberikan, de­

-. ngan pengertian bahl>ra gadis-gadis yang orang tuanya menarult 

keberatan mendapat pembebasan • . , 
Pengerjaan, pengaturan 5 dan rencana pelajaran dari sekolah 

yans diusulkan disertai hitungan pembiayaan. 
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7. Surat Sekretaris Pemerintah ke1as I kepada Direktur Pendidiltan, 

Agama dan ~erajinan (J.H. Abendanon) tertangga1 19 Desember 1901, 

nomor 4023 

Da1am surat inf diberi tahu, bahwa Pemer:i.ntah tidak dapat menyetu­

jui pandangan-pandangan dal~ · su.rat Direktur PAK tertangga1 31 Ok­

tober 1901 nomor ·23520 tentang kebutuhan pendidikan bagi gadis-ga­

dis Bumiputera . 

. Keberatah para Kepala Pemerintah Keresidenan terhadap pendirian 

sekolah khusus bagi gadis-gadis Bumiputer~ dapat dibenarkan o1eh 

Gubernur Jendera1, mengingat: 

Kedudukan dari. gadis dalam masyarakat Bumiputera dan hubungan 

antara isteri terhadap suami. Keadaan gadis dan isteri da1am 

masyarakat Bumiputera, membuktikan bah"7~ k~butuhan akan pe1a­

jaran dan kemajuan Eropa baginya belum begitu umum, sehingga 

Pemerintah be1um diharuskan untuk l!lembuka kesempatan yang ja­

uh lebih besar daripada yang sekarang diberikan di sekolah­

seko1ah yang sudah ada. 

Harus diuaahakan lebih dulu untuk mengajar dan memajukan le-

1aki (suami), karena j ika ini tidak dilaksanakan dan ditempuh · 

yang diusulkan Direktur PAK, maka ini akan menimbulkan hubun£ 

an pincang da1am masyarakat Bumiputera, yang akan menjurus ke 

keadaan yang sangat menyedihkan dalam kehidupan sosial dan 

perkawinim·. Pendidikan dan keoajuan yang Iilakin besar dan hu­

bungan dengan masyarakat Eropa dari suami, · lambat laun akan 

mempunyai pengaruh pada kedudukan wanita (isteri). Baru saat 

itu1ah dapat dikatakan, bahwa ada kebutuhan akan ·pendidikan 

bagi wanita (isteri), dan menurut pendapat Hali Negara baru­

lah tiba waktunya untukmemberi 1ebih banyak kesempatan akan 

pe1ajaran bagi wanita. 

Gubernur Jenderal memandang belum waktunya untuk mendirikan seko­

lah gadis di tiap ibukota Keresidenan menurut contoh seko1ah yang 

diusulkan didirikan di Serang. Menurut pendapatnya harus diperhi­

tungkan tidak hanya konservatisme (keko1otan) orang Indonesia, 
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te~api juga ·pengha$ilannya yang _sangat terbatas. Pega~ai Bumipute­

ra Yru,tS tinggalnya d~ ibukota keresidenan, yang gadisnya dapat me­

nikmati sekolah gadis ~edemikian jumlahnya relatip kecil. Pega~rai-­

pegawai Bumiputera, yang tinggalnya di bagian laiD dari keresidenan, 
' .. 

akan harus mE!mondokkan gadisnya di rumah teman atau saudara, sehing­

ga disamping uang •sel,<olah akan .juga harus membayar sekedar uang pon­

dokan di ibukota Keresidenan. Jumlah uang itu mungkin sekali tidak 

akan dapat .~isisihkan dari penghasilannya yang .relatip kecil. 
I • 

Tentang jumlah gadis yang menurut laporan Residen Banten akan 

mengunjungi sekolah gadis di Serang dikatakan, setelah diselidiki, 

ternyata terdapat 43 gadis yang orang tuanya tinggal di luar ibukota 

Serang, diantaranya hanya 9 gad is adalah anak pegatvai dengan gaj i 

yang mungkin akan dapat menanggurig biaya sekolah dan pondokan. Para 
I 

Bupati, karena tabu, bahwa Residen menaruh perhatian besar .pada se­

kolah gadis itu, akan bekerja sekeras mungkin untuk membujuk pegawai 

peg~wa:i,. bawahannya supaya menyekolahkan gadisnya. Tiap pega'.oTai Bu­

miputera akan berusaha untuk bekerja sama, supaya sekolah itu dapat 

dibuka dengan jumlah murid yang cukup Qanyak. ,Tetapi Gubernur Jen­

deral khawatir bahwa jumla~ itu akan oenyusut, karena biayanya mele­

bihi kekuata~ para orang tua. 

Mungkin juga, selama Hardeman tetap jadi Residen Banten, para 

Bupati tidak akan berhenti memaksa pegauai-pegat-Tai bawahannya menye­

kolahkan gadisnya meskipun biayanya melebihi kekuatannya. Apakah 

pemaksaan pendidikan sedemikian itu ak·an dapat dianjurkan. 

Seandainya _laporan Residen Banten itu betul, bahwa Kepala Kepa­

la Bumiputera di Banten ;telah diresapi oleh rasa pentingnya memaju-­

kan kecerdasan anak-anaknya di lembaga pendidikan Eropa, masih di­

sangsikan apakah kesukaan pada pendidikan Eropa itu ada juga bagi 

gadis-gadisnya. Betul, . bahwa peg.::n·rai-pega\·181 Bumiputera Banten me­

lebihi rekan-rekannya di daerah la,in. tetapi di Jawa hal itu tidak 

dapat diterima. 
Berdasarkan uraian di atas, percobaan untuk membuka se-

kolah gadis di Serang, yang keberhasilannya sesungguhnya ha.nya ter­

gantwlg pada tetap atau tidaknya fungsi Residen sekarang ini, tidak 

dapat disetujui oleh Pemerintah. 
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PERLUASAN BAHASA BELANDA 

DI ANTARA PENDUDUK BUMIPUTERA 

8." Nota Bagian A. dari Kementerian Jajahan tertanggal 16 Desember 1901 

Sudah lama terkandung cita-cita untuk memba\1a penduduk Bumipu-· 

tera k~: kemajuan yang lebih tinggi dengan memajukan pengajaran ba­

hasa Belanda di antara mereka. Pengetahuan bahasa Belandamembuka 

banyak sekali jalan ke pengetahuan dan ilmu, yang tertutup baBi Bu~ 

miputera yang h~ya mengerti bahasanya sendiri. Setelah dimasukkan 

bahasa Belanda sebagai salah satu ~atapelajaran . di sekolah guru· Bu­

miputera sehingga dengan demikian pendidikannya lebih tinggi dan 

dengan sendirinya akan langsung menguntungkan penduduk. 

Tetapi dengan Surat Keputusan tanggal 15 Pebruari 1886 (Lem­

baran tlegara Hindia Belanda nomor 47) bahasa Belanda sebagai mata­

pelajaran dicoret dari program. Henurut sementara orang hal ini 

disebabkan, karena bahasa Belanda diajarkan tidak hanya sebagai ·ma­

tapelaj~ran saja, tetapi juga sebagai media pengantar. untuk mS:ta­

matapelajaran lainnya. Bahua penge~ahuan tentang bahasa Belanda 

yang" dicapai oleh mur;l.d-murid dinilai kurang baik, "itu sudah tentu. 

Haka dari itu bany~ yang berpend~pat. bah\-ra penggunaan bahasa itu 
. ~ ( . 

. dalam pelajaran~pelaj~ran, lainnya sangat merugikan. 

Usaha Menteri Jajahan Keuchinius dalam 1889 untuk mengembali­

kan bahasa Belanda di sekolab guru Bumiputera tidak berhasil, kare­

na nasehat-·nasehat yang tak menguntungkan. 

Perluasan b~hasa Belanda di Hindia Be1anda sesungguhnya tidru~ 

dima.ksudkan untuk memajukan penduduk, Bumiputera pada umumnya, teta­

pi untuk memajukan Kepala-kepala .dan orang-orang terkemuka (bangsa­

~~an) Bumiputera. Buktinya ialah sebagai beriku.t: 

Dalam tahun 1878 karena keinginan yang diketahui dari tokoh- . 

tokoh ~ r:' rket:\ , ,ka Bumiputera. yang menginginkan pelajaran yang lebih 

baik dan lebih luas daripada p~ngajaran bahasa Belanda, maka dalam 

tahun 1878 didirikan sekolah KeJi>ala Bumiputera (hoofden school). 

Ket;l.ka Menteri Keuchenius dala.:n J.:.ahun 1889 mendesak diajarkannya 

r 
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kembali bahasa Belanda di sekolah-sekolah guru, ia mendesak pula 

perluasan bahasa Belanda di ka.langan llumiputera secara umum. Oleh 

karena itu di l1 india :-3elanda timbul banyak pendapat, antara lain 

bahw·a sudah cukup dengan diberikannya pelaj a ran bahasa Beland a di 

sekolah kepala Bumiputera. 

Bahasa ilelanda sebagai bahasa ?enganta r dala~ pendidikan di 

sekolah kepala Dum~putera dalan re~rganisasi tahun 1893 dihapuskan. 

Dalam reoreanisasi 1893 itu .sekolah-sekolah itu tidak lagi diper­

untukkan untuk memajukan orang-orang terkemuta a tau bangsawan Bumi 
' 

putera, tetapi dijadikan sekolah pendidi,kan pega-v1ai negeri Bumipu­

t era. Dalam talmn 1899 bahasa Belanda dikembalikan menjadl ba!lasa 

pengantar. 

Di sekolah· kepala Burniputera di r~agelang , dimana dimulai re­

organisasi tersebut. ternyata tidak diperoleh basil yang baik. 
, . ' ;. 

Perluasan bahasa Belanda kec'lali untuk memajukan penduduk Bumipute­

ra, mempunyai maksud dan tujuan politik juga . I katan antarc:. tanah 

induk (Negeri ilelanda) dengan tanah-tanah j a jahan diharapkan dengan 

demikian dapat menjadi lbbih erat. Ako.n tetapi bo.berapa residen 

ternyat a tidak dapct menye tujui pendapat . ini. Banyak pegauai Eropa 

mengabaiknn pennintaan untuk memajukan penggunaan bahasa Belanda 

dengan pega\vai Bumiputera, bahkan beberapa diantaranya menolak bi­

cara dengan bahasa Belanda dengan pegauai Bumiputera. r:ctika ku­

rang pe rha tian terjadi sampai dua kali yakni dalam tahun 1890 dan 

1900, maka Sekretaris · Pemerintah kel as I dengan surat edar nnnya 

menunjukkan kepada para Kepala Penerintahan Kcr (;!eidenan (Rcsiden) 

adanya keinginan Pemerintah ke arah itu. 

Keengganan me reka dinya takan dalam ' 'de Indische Tolk1
; (Juru 

Bahasa liindia Belanda) 1890 sesudah surat edara~ Pemerintah pertana 

1890 yang berbunyi : 

~' Orang Jav1a dengan mengingat orang yang diaj ak bicara memper­

gunakan bahasa Jmva kraton , tinggi atau rendah. 

Terhadap pegamli ki t a ( = Belanda) mereka menggunakan bahasa 

Jawa Tinggi, dan mereka dijawab dengan bahasa Melayu. Ini 
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bukan soa1 ' 'etiket" sebagaimana dikira o1eh surat edaran itu, 

tetapi soal _hormat, yang te1ah sangat mendalam pada rakyat dan 

1embaga-lembaga negara. · Bahasa Belanda tidak mempunyai perbe­

daan seperti bahasa · J~w"a, s~hingg~ orang Bumiputera yang bica­

ra dengan orang Belanda dalam bahasa Belanda, menyamakan diri-
.' . . 

nya dengan orarig De1anda. Ia tahu, bahwa den~an demikian ia 

. ~idak sopan untuk tidak dikatakan kurang ,ajar"! 

.. Pendapat _,c~rang Eropa sedenukian itu dinyatakan pula dalam nota 

-tuan v.d. Kemp yang dit·ulis sebagai jaHaban atas pidato Prof. Kern 

.tahun 1890 di depan Perhimp.unan llindia Belanda tentang masa1ah · s~­

. pai. kemana perlunya .memajukan. peng_etahuan bahasa B~landa di ka1ang­

an penduduk Bumiputera (Not:ulen Perhimp.unan Hindia Belanda 18.91 ha-· 

!aman 158). 

Cara-cara yang . dianjurk.an untuk melaksanakan· cita-cita · untuk 

memajuka~, penyebaran pengetahuan bahasa Belanda terutama di kalang­

an orang-orang terkemuka dan bangsa\ran dan Kepala.:.kepala Bumiputera 

ia1alt: 

1. penggunaan ba4asa Belanda dalam pertukaran pikiran ·jabatan 

. antara pegawai-pegawai Eropa dan B.umiputera. 

2. penambahan sekolah-sekolah kepa1a Bumiputera. 

Akhir-akhir ini dalam Laporan S~mentara_ di t~je1is Rendah 

(Tweede Kamer) tentang Anggaran Belanja Hindia Be1anda untuk tahun 
. ' 

1900 ha1aman 4 paragrap 8 dides·ak penggunaan dua cara tersebut di 

atas. ·oa1am surat berikutnya tertanggal 1 Desember 1899 nomor 58 

Menter! Jaj-e.han Cremer mengadakan penukaran pertimbangan 1ehil'\ 1an-

. jut dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang dua cara tersebut. 

Da1am surat itu Menteri tidak 1upa menyebut diri sebagai pendukung 

besar dari perluasan bahasa Be1anda. Pemerintah Hindia Belanda da-

1am suratnya tertanggal 28 Januari 1900 nomor 180/14 menjawab· surat 

tersebut di atas: 

ad.1. "Pe~dapat pembesar-pembesar Hindia Be1anda tentang ini sa­

ngat tidak menguntungkan. Bahkan sangat meno1ak untuk 

mengadakan percobaan. Direktur Pemerintahan Da1am Negeri 

" . 
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sebelum mengamb-il putusan r.1enelaah bagaimana keadaan baha­

~a Belanda pada umumnya 4i · kal'angan kepala d.:m pegawai nu-

II!iputera. Terbukti dari l~poran hal.aman. 4/5 " 

"Jumlah pegawai Bum_iputern - yang dihnsil,Jmn oleh apa yang 

diseb.IJt sekolah- sekolah kepala Bumiputera ,dan menjabat se-

bagai pega\vai masih sangat ~edikit. Jumlah mereka lenyap 

ditelan dalam masa yang besar itu, mereka belum ~enguasai 

keadaan di mana-mana, hanya masih merupakan sed,i ,k,it titik­

titik terang. B~gian terbesar pegmvai ,13umiputera sekarang 

dilahirkan dan dibesarkan dalam_ lingkungan Bumiputera mur-

ni, hampir sama sekali tidak mengerti apa-apa tente3;ng ba-

hasa Belanda". 

Dengan sendirinya Direktur P~merintahan Dalam Negcri keberatan ter­

hadap desakan dnri, a tas untuk mempergunakan bahasa Belanda dalam 

pertukaran pikirnn jabatan. Tetapi ia ingin memajukan pemakaian · 

bahasa Belanda ·jika pega\.rni-pega~Tai Bumiputera sendiri mengambil 

prakarsanya. · Pemakaian berbagai ba.~asa dalain surat· ·menyurat jabat­

an di sana-sini nkan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan (umpama­

nya_ pada pergantian personil) merupakan suatu hel yang tidak dapat 

dihindari dalam masa peralihan. 

Dewan Hindia/ Belanda juga sangat menentang usaha n.empergunakan ba­

hasa Belanda dalam surat-menyurat jabatan, dan bertindak lebih jauh 

daripada Direktur Pemerintahan Hindia Belanda. Dewan menganggap 

sangat tidak perlu pemakaian bahasa Belanda, meskipun pral~arsa ke~ 

luar dari pegawai-pegmmi Bumiputera sehdiri , karena di satu pihak 

· mengingat pengganti··penggantinya yang mungkin tidak mengerti baha­

sa Be:landa dan di lain pihak mengingat juga personil di Biro-~iro 

Jabatan, yang, tidak akan mengerti su,rat yang ditulis clalam bahasa 

Belanda, meskipun pimpinannya mengerti baliasa itu. 

Gubernur Jenderal sangat menyetujui pendapat dari Dewan Hindia Be­

lanca, dan baru mau mengambil percobaan, jika pengetahuan bahasa 

Belanda sudah dapat dianggap ter~ebar secara umum di kalangan pega­

vJai Bumiputera. Dari hasil percobarin ini nantinya akan tergantune 

apakah surat-menyurat jabatan antara pegmJai-pega~mi Eropa dan Bu-­

miputera secara umum dapat dilakukan dalam hahasa Belanda. 
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Akhirnya mengenai ad.l dapat dinyatakan, bahwa surat 11enteri ter­

tanggal 1 Desember 1899 nomor 58 sudah tegas dan Pemerintah Hindia 

Belanda dapat mengeluarkan surat edarannya (sirkuler) tertanggal 

5 Pebruari 1900 nomor 344. 

Ad.2 Pemikiran untuk menamLah jumlah selcolah kepala Bumiputera 

dan atau menambah jumlah murid .pada sekolah-sekolah yang 

sudah ada dap~t disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

Dalam hal tindakan ini dilihat sebagai satu-satunya jalan 

untuk mencapai penyebaran bahasa Belanda. Terpisah dari 

soal biaya, yang dalam surat-menyurat tidak dibicarakan» 

terdapat satu keberatan yang harus dipertimbangkan yaitu 

bah1JJa di sekol~h-sekolah dapat dibentuk ca:~on pega~mi ne-
, 

geri, yang kemudian mungkin tidak semuanya mendapat ke-, . 

sempatan untuk ditempatkan. 

Untuk tidak menimbulkan kekecewaan dan kctidak-puasan di kemudian 

hari, penambahan jumlah sekolah kepala Bumiputera baru menjadi so­

a!, j ika sudah ada kepas tian dan jam in an, balm a pemuda-pemuda yang 

jumlahnya akan jauh lebih besar daripada jumlah yang diluluskan 

oleh sekolah yang sudah ada, mempunyai harapan yang pasti mendapat 

tempat dalam jabatan negara, dan karier yang dapat dikatakanmeme­

nuhi harapan-harapannya·. 

Untuk menyelidiki apakah tidak akan dapat diadakan perbaikan 

dalam keadaan yang ada , dan apakah benar bahwa para pemuda pemilik 

ijazah sekolah Kepala Bumi putera sering harus menunggu sampai ber­

tahun-tahun untuk dipekerjakan, Direktur Pendidikan, A3~.:na , da:1 Ke­

rajinan menasihatkan untuk mengadakan pemeriksaan dengan teliti 

mengenai : 

sampai di mana dalam 5 tahun terakhir ini para lulusan seko­

lah Kepala Bumiputera yang segera mendapat pengangkatan, dan 

bagaimana rh1ayat pekerj a;:tn dalam j abatan dari para pemilik 

ij azah yang telah diangkat selama 10 tahun akhir-akl1ir ini. 
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De\-mn l::J,.ndia Be1anda ~angat setuj.u dengan pemikiran i~i dan mende­

sak supaya seg~ra diadakan : 

1. pemeriksaan seperti tersebut di atas, karena ne·;c-ran Hindia Be-

1anda menduga. bahwa Kepala-kepa1a Pemerintahan Keresidenan ku­

rang atau tidak mematuhi Surat Edaran Sekret;~ris .Pemerintah ke-

1as I tertangga1 2 Juli 1891 nomor 159 (Lamp. L~baran Neg~ra 

nomor 4 '762), d;J.mana tegas dinyatal~an keing+pa~ Pemerintah, su­

payu p~ra pemuda pemilik ijazah sekQlah Kepala .Lumiputera sege­

ra. mun~kin di"pekerjakan depgqn gaji. 

2. pemuaharuan surat edaran ini. tet~pi den~an taml:>iiihan bah\-Ja pada . · .. ' 

kenaikan tingkat harus leb~h l,ianyak dlperhati\5,-an pendid~kan. 
" · ·' ' '. 

3 . · pengawasan yang dipertajam at~s pentaatan peraturan-peraturan 
. ' . ~ . 

dalam' Surat EdaraJ?. termaktub. dalB!ll ~ub f• 

Gubern~~ Jendera:f. menyetujui nasihat De\:rap Hindia Belanda . dan me­

ngeluarkan OUB surat edD.tan untuk melaks e..nakan nasihat ~f!rSelJut ! 

1. tanggal 28 Januari 1901 nomor 26+ 

2. tanggal ~8 Januc;tri 190J., nomor 260 

Dari kenyata~n-kenyataan dapat dis:J,.mpp:j.~~lh bahwa .saat itu yang 

dicitakan penyebaran bahasa Be1aJtd~ hanya · di l~alangan K~pala-kepa­

la dan orang-orang terkemuka Bumiputere 1 

Sekaraug nampaknya ·pada Femerint<,ih Hinp;l.a Belanda ad.a semangat 1.-:t­

in, nampaknya ingfn menyebarkan bahasa a~~~nda dalam lingkungan 

yang lebih 1\,ws . 1
. Hal ini qapat disimpulkan ~~ri: 

L usul Gubernur Jenderal untuk mengadal::m. k~mbali pengajaran 

bahasa Belanda di seko1~h-sekol~h guru . 
l 

2 . subsidi yang sangat banyak diberik<.ln lfepada S\<Tasta untuk 

penyelengga:raan kursus-kursus bahasa Beland~. 

lierhagai keadaan mungk in menjadi sebab per.~bahan sikap Pemerintah 

Hindia Belanda . an tare~ lain : 

1. Sebaga i titik tolak apa y.:tne te~uat dpl~ Laporan Sement ara 

tentang Anggaran Belanj a un~uk tahual900 halaman 4 paragrap 8 . 
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Ditunjukkan pula sarana-sarananya: 

a. anjuran masuk seko1ah-sekolah Bumiputera juga o1eh anak-anak 

yang kurang m3mpu. 

b. pemberian bantuan yang kuat kepada swasta. 

2. Surat dari Bagian A. Kementerian Jajahan kepada Gubernur J,mde-· 

ra1 ter~angga1 i Desember 1899 nomor 58 (• ditu1is karena Lapor 

an Sementara tersebut). 

Pemerintah menyatakan dengan tegas pendapatnya, bahwa memajukan 

pengajaran baha:sa Belanda di ka1engan Bumiputer? dianggapnya 

sangat penting. 
. i 'y .::: 

3. · Tindakan ~1r. Abendanon selaku Dire~J'fr Pendi~ikan,Ag~,dan Ke-

rajinan mungkin seka1i mempengaruhi juga. Terkenal bahwa Aben­

danon dengari segala syarat dan sarana akan me1aksanakan cita­

citanya memajuk.an penduduk Bumiputera, dan dapat dir;una1kan 

bahwa ia akan melakukan penyebaran. bahasa Belanda lebih gigih 

daripada Direktur sebelumnya. 

4. ¥..enurut artike1 dalam "het Onden.Tij s " (Pendidikan) nomor 39 dan 

40 tahun ke-9 tangga1 6 dan 13 Oktober 1900 di ka1angan Bumipu­

tera sekarang ternyata ada cita-cita yang 1ebih sungguh-sungguh 

untuk belajar bahasa Be1anda. 

5. Akhirnya, dari jum1ah pemberian subsidi yang sangat , ba~yak akhir 

akhir ini mungkin seka1i Hindia Be1anda .bertindak dalam -semangat 

daripada Menter! Jajahan sekarang • 
.. 

Patut dicatat : Da1am rapat Ilimpunan Hindia Be1anda tangga1 18 

Nopember 1890 (Notu1en Himpunan Hindia Be1anda 

1890 ha1.229) ia menyatakan pendapatnya, bahwa 
·· '· I 

kepada orang Jawa dan Me1ayu harus diberi kesem-

patan untuk be1ajar bahasa B.e1anc;ia dengan membe­

rikan subsidi kepada swasta yang menye1enggarakan 

kursus-kursus. Kebanyakan subsidi yang diberikan 

akhir-nkhir ini, diberikan sesudah ia menjadi · 

Menteri Jajahan (van Asch van Hijck). 

Sampai kemana per1unya penyebaran bahasa ·Be1anda di ka1angan rakyat 
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biasa di Hindia Belanda, Bagian A. menganggap tfdak pcrlu diperso­

alkan lebih 1anjut. Cukup ditunjukkan, bab:wa di balik banyak pen-· 

dukung, juga banyak yang keberatan dengan berbagai alasan, antara 

lain: 

1. .Helihat hasil-hasil peradaban Eropa atns orang-orang Hindu (di 

uindia) yang dianggap tidak menguntungkan (•buruk). (Notulen 

Himpunan Hindia Be1anda 1891 ha1aman 152/157). 

2. Henyartgsikan manfnatnya meopopulerkan bahasa :3elanda di ka1arig­

an Bumiputera (eodem ha1aman 161). 

3. Takut jum1ah orang yang tidak puas akan bertambah; jika Bumipu­

tera yang berbicara bahasa Belanda merasa dirinyll di atas tn::!sa­

rakat Bumiputera, akan mengetahui bahwa masyarakat Eropa belum 

terbuka baginya. 

4. ~~nganggap penyebaran bahasa Be1anda akan m~rugikan orang-orang 

Be1anda. 

(Pandangan-pandangan terperinci dari sub. a usul Guber­

nur J~;.:nderal unthk rnengadakan lagi bahasa Belanda di se­

kolah-sekolah guru, maka p.:o.da sekolah ini harus diadakan 

kursus persiapan 2 talmn dimana pengajaran bahasa Eelan­

da jadi bahasa pokok). 

Akhirnya ditentukan untuk pemberian subsidi pada kursus bahasa Ee­

landa. Dalam hal ini dibagi dab.m due. kelompok, yaitu : 

1. Untuk m~nghitung jum1ah subsidL 

2. Syarat··syarat untuk pemberian subsidi. 

Ad.l Subsidi berupa uanb ganti rugi bulanan kepada guru dihitunf 

f.4,- per jam pelajaran dipotong dengan uang sekolah yang di-

terimanyo.. 

Ad.2 S~hagai syarat pemberian subnidi dikaitkan ketentuan-ketentu-

an berikut: 

1. Besarnyn ua.ng sekolah tidak boleh lebih d.:J.ri f .1. 50 per 

murid per bulan. Pnda subsidi pertemn kepada kursus di 

Semarang tidak keberatan dipungut uang sekolnh £.2.50 

Pada perc~intaan subsidi di Tegal , Resid~n TeE;al dan juga 
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Direktur ·Pendidiken, Aga..TUo • dan Keraj inan r.1en·g:mggap f. 2. 50 

l>agi orang Bumiputero terlalu tinzgi, clan diturunknn £.1.50 

untuk dapet menerima subsidi. 

2. l ... epada murid alat--alat relajaran diberikan dengan cuna-cuma. 

Jumlah yang diperuntukkan untuk pe;mbelian alat-alat pelajar­

an diberikan sekalicus oleh Pemerintah .. 

Ketentuan ini diperika,n_ pacla pemberian subsidi. ,k~pada kurtsus 

eli Rembang. uang sekolah Jiturunkan jadi f.l.50 

3. Pelajaran tidak menjurus l~e persiapan 1:1urid untuk menenp;uh 

uj ian pega~..:rai rendah (Klein .~Ebtenaars Examen). 

Ketentuan ini dicantuinkan, karena pada l~e.dua kursus pertama 

dengan tegas sebagai t'l,ljuan diberikan: 

men.didik untuk ~jian pega>m,i rendah (Klein Ambtenaars 

Examen) (K.A.E. diadakan tahun 186lf). I: iinginkan membuat 

calon pegawai lebib tranpil untuk pekerjaannya dengan me­

nyuruh belaj ar l::ahasa _nelanda_. 'Residen Semarang 

(P.F. Sythoff) menjelaskan rr.aksud da~ tujuan kursus itu 

dengan alasan ~ . 

1. Kesempatan untuk belajar bahasa Belanda bag~ orang Bumipu~ 

tera scl~ar diperoleh. 

2.. Sekolah l·i .B.S. terlalu mahal, dan jumlahnya terlalu sedikit. 

sangat jauh di luar jang1:auan orang Bumiputera. 

3. Tempat di sekolah Kepala J2.umiputera sangat sedikit.· dan ba·­

hasa Belanda tidal: cukup diajarkan. 

4. Sekolah--sekolah Eropa (E.L.S-.) tidak diperhitungkan untuk 

anak-:-anak :.~ uniputera yang jumlahnya sangat banyak. lagi pula 

tidal~ cocok untuk kebutuhan khususnya, dan tidak mengajarkan 

bah~sa Jawa dan Helayu sehingga akhirnya anaL-anak Dunipute-

. ra tidak akan _t:Lengerti tig a bahasa itu dengar1 baH~. 

Pes~den ruelihat kursus-kursus itu tidak hanya baik untuk 

mendidik pega~..:rai·-~egaHai yang trampil, tetapi Ju8a berguna 

bagi persiapan masuL sekolah dokter Jm1a. 

Kebutuhan akan lembaga seperti itu terbukti ketik.a r.ursus yang 

dibul...a pada tanggal 4 r·:ei 1~()0 rii b a\-18}1 asuhan dua orane guru 
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llengan jumlah murid 38 orang. tanggal 28 Juni sudah berjumlah 93 

orang. Direktur Pendidikan. Agama. dan Kerajinim sangat menyokong 

permintaan·-perm.intaan subsidi tersebut, karena ia melihat didalam""" 

nya kemungkinan peralihan mengajarkan bahasa ·Belanda kepada lemba­

ga-lembaga Pemerintah. Ia akan mengajul~an u s ul-usul Le arah itu. 

Kursus di Tegal nula-nula akan rneniru kursus di Semarang. tetapi 

K.esiden Tegal keberatan terutana terhadap tujuan untuk persiapan 

nenempuh uj ian pegal-rai k.ecil . . , trempersiapkan orang-orang Bumipute· 

ra denz an jumlah besar untuk ujian ini (maksud l::ursus itu) sangat 

tid al~ <libenarkan, karena akan nenimbulkan persaingan berat bagi 

orang-orang Indo (peranal~an Delanda). 

Selain itu orang-·orang Bumiputera yant: terdidik ticlak akan · lagi 

puas dengan jabatan--jabatan yang diduduhinya sampai saat itu. te­

tapi menginginkan naik? dan harapan-·harapan ini tidak akan dapat 

cipenuhi. (Bumiputera - jurutilis; Indo - klerl~). 

Laka dari. itu n.esiden Tegal mernbatasi kursus itu sanpai pengajaran 

bahasa lielanda. Direktur Pendidikan. Agarna. dan Kerajinan mengakui 

bahvJa keberatan yang diajukan cul~up beralasan. dan selanjutnya da-­

larn kursus-kursus al;-.an melihat hanya " satti sarana mendapatkan ke·­

trampilan untuk kernajuan lebih lanjut''. Itu sebabnya dalam pembe­

riansubsioi yang kemudian dicantumkan ketentuan noror 3 . 

Ak hirnya r-atut dicatat: 

1. Biaya untuk stibsidi <liambil dari pos artikel 324 " Pengeluaran 

tidak terduga". 

2. Lokasi kursun kebanyakan di gedunt:; sekola.h Bumiputera kelas 1. 

yang memang diijinkan oleh Direktur Pendicikan. Ar;ama . dan Ke­

rajinan. 

3. Jumla;1 a an tempat kursus adalah seperti tercantum dalam daftar 

terlampir. (Semarang. Tegal. Pati~ Probolinggo, I>anekalan. Ku­

dus, Hoj okerto, Nganj uk , Punmrej o , I~utoarj o) Boyolali, lfagelang. 

~.Jonosobo, Ealang, dan Pasuruan). 

Bagian A.l dari Kementerian Jajahan dapat menyetujui catatan--catatan 

Henteri. bah¥7a sekarang pen;berian subsidi jalannya lepas tanpa bates· 
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Tetapi Bagian A. menyangsikan, untuk member! anjuran kepada Guber­

nur Jenderal supaya dalam member! keputusan pemberian subsidi da­

pat dibatasi hanya kepada yang sangat perlu saja. Pengajaran ba­

hasa Belanda kepada Bum.iputera di Hindia Belanda tidak merupa-kan 

"keharusan mutlak" , sebagaimana dapat dikatakan dengan pemberian 

pcnc'.::..C.. :f.'!::-?.!1 .um.um. Karena sekali suda'h setuju dengan azas itu, maka 

sukar sekali untuk menemukan satu kriterium, dimana kepada kursus 

ini dapat diberikan subsidi, dan kepada kursus yang lain tidak. 

Hungkin dapat diberikan beberapa pembatasan, dengan selanjutnya 

tidak 'memberikan subsidi kepada kursus-kursus, yang didirikan di 

tempat dimana:sudah ada kesempatan belajar bahasa Belanda. 

Dagian A.l ingin mengetahui pendapat Menteri mengenai usul menga­

dakan kembali bahasa Belanda di sek~lah guru Bumiputera. Bersama 

dengan surat tentang subsidi pendapat tersebut akan disampaikan 

kepada Gubernur Jenderal. 

Penyusun Nota menghubungkan dua nasalah, yang seharusnya terptsah 

menjadi satu: · 

1. Pendidi'Y,.an guru Bumiputera - yaitu met·odik pengaj aran yang 

dinikmatinya. dibandingkan dengan sil~J-•.Is pengaj aran yang 

'f!lereka alami sendiri untuk dapat memenuhi tujuannya. 

2. Memprogandakan bahasa Belanda, supaya dengan demikian ikatan 

lebih erat terbentuk antara orang-orang Eropa dan Bumiputera, 

antara tanah kelahiran Belanda dan. tanah jajahan. 

Ad.l Hanya mengenai masalah teknis saja, yaitu mentrampilkan 

guru. 

Ad.~ Hengenai kesukaan (hoby) • tetapi para pendu,·.~mgnya ;leM.h 

r:!endorong tujuan politisnya ke depan. 

Untuk melaksanakan kedua masalah tersebut bersamaan, maka 

mnsalah pendidikan guru (ad.l) disesuaikan dengan ad.2 

karena dengan deruikian bahasa Belanda dapat lebih dipropa­

gandakan. Keberatan terhadap ini didasarkan atas: 

1. Pendidikan guru Bumiputera ialah masalah tersendi r i. 
' 

2. Orang dape.t dididik. dengari. sangat baik, dan io dapnt 

menjadi guru yang bnik, juga tanpa bahasa Belanda. 

-~ 
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3. Sangat disangsikan apakah anak-anak Bumiputera akan 

mendapat manfaat dari pengetahuan bahasa Belanda dari 

gurunya. 

4. Anak-anak Bumiputera bel~ membutuhkan. pengetahuan ba­

hasa Belarida» dan seandainya membutuhkannya seharusnya 

diajarkan oleh guru-guru Belanda dan bukan guru-·guru 

Bumiputera. 

5. Dari pandangan politis juga bukan tujuan Pemerintah 

untuk membuat ral:yat Bumiputera jadi orang Belanda se­

mu dengan kebutuhannya yang lebih banyak, keluhan~ ke­

tidakpuasan, . dan sebagainya. 

6. Pendidikan Bumiputera harus tetap Bumiputera 9 dan ini 

mungkin, karena pengetahuan yang dibutuhk~n untuk ke­

hidupannya dapat diajarkan dalam bahasa Bumiputera. 

~fenurut Bagian A.l dari Kementerian Jajahan» pendidikan numipute­

ra sekarang sudah terlalu banyak diberikan. Bagi anak-anak Bumi­

putera, yang mengunjungi sekolah-seko-lah Pemerintah, tidak ada 

keharusan untuk mengetahui bahasa Belanda, dan juga tidak akan 

dirugikan. 

Apakah hal ini lain bagi guru-guru Bumiputera? 

Menurut Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan jawabannya: 

''Ya11 dengan alasan: 

1. Tampak tuntutan mendapat pengetahuan bahasa Belanda yang lebih 

banyak. -

2. Karena itu baik sekali untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada 

guru-guru Bumiputera, yang dengan jalan ini pengetahuan umum­

nya akan maju dan bertambah, 4an dalam hal ini akan berguna 

bagi pendidikan. 

Yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : 

1. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dan para pendukung­

nya adal~h kaum utopis, yang berjalan kian kemari dengan gam­

baran impiannya, tanpa memperhitungkan syarat-syarat untuk ke­

hidupan praktis. 
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2. Dimana bukti adanya tuntutan untuk mendapat lebih bany~~ penge­

tahuun tentang bahasa Belanda. 

3. Hengajarkan bahasa Bela,nda kepada guru-guru Bumiputera ada dua 

keberatan: 

a. masa pendidikannya jadi guru jadi banyak lebih lama ~ 

b. pemerintah harus mengeluarkan biaya: lebih banyak (gaji, tun­

jangan, penamba,han personil dan gedung). 

4. Guru Bumiputera yang tetap memberikan pelajaran dalam bahasa 

Bumiputera di desanya tidak akan memelihara dan memper8unakan 

dalam .percakapan sehari-hari bahasa Belanda yang telah dip~la­

jarinya. 

5. Hasil dari pendidikannya akan segera hilang 5 karena setelah 

menjabat guru ia merasa bebas dan berdiri sendiri. 

6. Sangat disangsikan, apakah guru· .. guru akan belajar terus untuk 

mendapat tambahan pengetahu~n. kebanyakan akan tetap pada ling­

karan jabatannya dan perce1ya bahwa pengetahuan yang; diperlukan­

nya dapat dipelajari c:lalam. lJahasa-bahasa Bumiputera. 
·' 

Uagian A.l mengingatkan sejarah penyebab c:licoretnya bahasa Belanda; 

dari sekolah-sekolah guru Bumiputera sebagai bahasa pengantar dan 

sebagai matapelajaran. Hal itu terjadi dalam tahun 1886, dan se­

karang 15 t nhun kemudian apakah keadaan akan terbalik de~gan tiba­

tiba. 

Gubernur ' Jenderal dan Dewan Hindia Bele .. nda mula:i. cenderung untuk 

mengikuti Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan. Wali Negara 

itu mohon pandangan l1en~eri. Bagian A.l menasehatkan tindakan te­

gas dan penoiakan, karena: 

1. Usul itu tidak dapat diharapkan berhasil. 

2 , Akibat keuangan bagi perbendaharaan negara, yang dalam lvaktu 

dekat; akan makin lama makin banyak dibebani. tanpa ada manfaat 

sebagai imbalannya. 

He::tgenai Ad.2, ' kesuitaan akan kursus-kursus bahasa Belanda, menurut 

llagian A .. l r: ~, ·:o .., iknya Gubernur Jenderal diajurkan supaya untuk se­

. mentara waktu lebih baik menunegu hasil dari kursus-k\,lrsus yang 

telah didirikan, sebelom memberikan subsidi baru . 
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Menurut dugaan Bagian A.l ada usaha para guru kursus .untuk mendapat 

penghasilan samp-ingan yang cukup lumayan (f .100.--- subsidi di sam­

ping gaj i f. 200.-- a f. 300. ··- sebulan) • Disangsikan apakah tambah- · 

nya kursus akan memberi m~nfaat dalam ukuran yang sama seperti ber­

taQbahnya permintaan subsidi. 

~EIU&LW~ 

_Kll'ADA Sf;KOL@;;.SEKOLAl-I B{fr1IPJliERA SHAS.l:A 

9. Surat Menter! Jajahan (van Asch van Hijck) kepada Gubernur Jenderal 

(Rooseboom) tanggal 23 Januari 1902 nomor 20/236 

Dalam surat ini dengan menarik surat Gubernur Jenderal tertan,g­

gal 6 September 1901 nomor 1812/29 tentang peninjauan kembali keten­

tuan tentang pemberian subsidi Negara kepada sekolah Bumiputera Swas 

ta. dan menyusuli suratnya tangga1 23 Januari 1902 litt.A. no.l9/235 

·tentang peri.ambahan jumlah sekolah Bumiputera Negeri» Menteri menyam­

paikan pendapat serta pemikirannya kepada Gubernur Jenderal sebagai 

be.rikut: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan rendah bagi penduduk Bu­

miputera yang makin lama makin bertambah. dapat ditempuh jalan 

lain daripada· jalan yang akan mcnjurus ke perluasan jumlah seko­

lah Bumiputera Negeri yang senantiasa makin menanjak. 

Jika pada perluasan jumlah sekolah Bumiputera yang lebih dari bi­

asa akan ada bahaya meng-alpakan azas-azas tahun 1893 mengenai 

pendidikan Bumiputera dengan terlalu memberatkan kekuatan keuang­

an negara. m~ka dengan jalan perubahan peraturan pemberian subsi­

di kepada sekolah Dumiputera Swasta, seperti yang sekarang ada 

menurut L~~baran Negara 1895 nomor 146, maka: 

bahaya kesatu tersebut di atas (~peng-alpaan azas 1893) da­

pat ditanggulangi» sedangkan bahaya kedua (=pembebanan ke­

kuatan keuangan negara) tak akan perlu dikhawatirkan. 

2. Menyetujui usul Gubernur Jendera1 mengenai perubahan-perubahan 

dalam Lembaran Negara 1895 n,om~r 146 termuat dalam suratnya ter-
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tangga1 14 Pebruari 1901 nomor 311/36 telah disetujui oleh Menteri 

lama. Dalam surat tersebut Gubernur Jendera1 te1ah menyampaikan 

data dari akibat _keuangan dari perubahan yang diusulkan, dan mem­

bantah beberapa keberatan. 

3. Disetujui pula usu1 untuk memperluas batas~batas pemberian subsidi 

kepada sekolah-seko1ah svasta; 

4. Jumlah uang subsidi termaktub dalam .Lembaran Negara tersebut ter-

1a1u kecil (f.100.-- - £.250.-- per tahun menurut jum1ahnya murid, 

ditambah f ,0.-- - f.40.-- biaya pemeliharaan) dan harus dinaikkan. 

Sebagai da;:;ar dii:mbil biaya minimum setal~· . .m dari sekolah Bumipute­

ra N~geri dengan jum1ah murid tert~ntu. Subsidi yang diberikan 

kepada seko1ah s"t-msta dengan jum1ah murid sama kira-kira 2/3 dari 

. biaya ruinimum tersebut. 

DEmgan dinaikannya jum1ah subsidi, prakarsa svJcsta akan lebih di­

rangsang; lebih-lebih akan adanya kepastian bah~"a subsidi p-asti 

diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Sekolah stv-asta, j ika memenuhi syarat-syarat termaktub dalam konsep 

perubahan ordcnansi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 (~;~urat 

Gubernur Jenderal tertanggal 14 Pebruari 1901 nomor 311/36) mempu­

nyai hak atas subsidi. 

5. Pl'tl~s::-.~ r-(· .'1-hth roue.?."~- rrC:>rr.2nuhi synrat tersebut diserahkan kepada 

Direktur P(mdidiknn 5 Agam?, clan Kerajinan (menarik surat Gubernur 

Jenderal t::mggal 6 Septen~1-_: er 1901 nomor 1812/29) dengan J:>Utusan 

1ebih tinggi pada Gubernur Jenderal. 

6. Perterq<>,ung o.n j~"'·9.b tentang uang subsidi dianggap tidak perlu~ ji­

ka sudah me:nenuhi sya rat da1am pasa.1 1 dan jum1ah subs:l.di kurang 

dari biaya sekolah negeri yang paling sederhana (p·enambahan a1inea 

pada pasz.l 6 yang telan ada termaLtub dalam pasal 7 dari konsep, 

dipand~ng tidak perlu) • 

7. Perubahan pas a1 6 ua:d konsep tentang pengawasan atas seko1ah-~e­

kolah Slva sta subsidi dipandang perlu. 

Banyak sekolal1 Slvasta enggan dan mer<2sa segan akan mohon subsidi 

karer..a · adanya peraturan pe·aga"t-msan ini. Terutama sekolah-sekolah 
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zending dibuat terlalu banyak tergantung pada putusan pengawas. 

Lain dari itu sering tidak mungkin untuk menemukan orang Eropa 

untuk anggota Komisi Sekolah, sehingga harus diangkat orang Bu­

miputera, yang dengan demikian mendapat posisi terhadap anggota 

zending~ hal mana tid~k diinginkan. 

8. Disamping pernberian subsidi, harus ditentukan pula peraturan 

tentang pemberian bantuan yang cukup untuk pembangunan gedung 

dan perlengkapan pertama. 

Pada akhir surat Menteri mengharap menerima pendapat Gubernur Jen­

deral dan penyelesaian masalah itu segera mungkin, supaya dapat 

mengajukan usul-usul dalam Anggaran Belanja tahun 1903. Direktur 

Pendidikan, Agama, dan Kerajinan dengan suratnya tertanggal 24 Ju­

ni 1901 sudah menyatakan dukungannya pada arab yang dipikirkan 

Menter! Jajahan dengan mengatakan: 

."tambahnya jum1ah sekolah-seko1ah swasta subsidi merupakan tanda 

yang sangat baik, karena dengan jalan ini kebutuhan akan seko­

lah rakyat yang dirasakan di mana-mann, makin lama makin banyak 

dapat diiJenuhi dengan jalan minta biaya yang jauh lebih sedikit 

daripada jika seluruhnya hatus dipikul oleh Pemerintah". 

PEN.,PIDIKAN,..DA§AR B~ 
I 

PENDUDUK l}_'UtlLJ'UTE.RA_- SEKOLAH-SEX~U:#-~ .. U..&l 

10. Surat Menter! Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (Roose­

boom) tansgal 27 Januari 1903 nomor 58/309 

Dalam surat ini Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jende­

ral bahwa pengaturan pendidikan Bumiputera yang sekarang tidak da­

pat disetujui seluruhnya dan berpendapat perlu diadakannya perubah 

an dalam arti yang praktis. 

Sekolah-sekolah kelas 2 memberi kesempatan kepada sebagian 

kecil penduduk Hindia Belanda untuk mentrampilkan diri buat berba­

gai jabatan rendah dalma dinas negara atau s~-1asta. Helihnt 
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jumlah dan metodenya pengajaran tersebut tidak akan dapat mencu­

kupi kebutuhan pendidikan bagi bagian terbe~ar penduduk. Bagi peng­

ajaran di desa sampai sekarang belum dilakukan apa-apa oleh -Pemerin­

tah. Nata tidak tertutup bagi kenyataan ini yang sering dikonstatir 

dan juga t:f,dak ~apat dipungkiri, bahwa keadaan ini tidak dapat terus 

dibiarkan, jika kita (=Belanda) sesuai dengan tuntutan ingin melak­

sanakan kewajiban terhadap penduduk yang kita jajah. Memberikan peQ 

didikan kepada seluruh penduduk Bumiputera - meskipun sementara ha­

nya di Jawa dan Madura dan sebagian di seberang - untuk memenuhi ke­

butuhan, merupakan tugas yang pelak~anaannya meminta syarat keuangan 

dan personil yang begitu besar, sehingga hanya dapat dipikirkan da­

lam masa depan yang sangat jauh. Perluasan jumleh sekolah kelas 1 

dan 2 secara berangsur-angsur akan memberikan beberapa pengetahuan 

sekolah dan dengan demikian sedikit persiapan buat pekerj aan terten­

tu, tetapi tidak akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dan paling 

bnnyak dirasakan, terutama oleh pendud1,1k desa. 

Penduduk desa r:1embutuhknn pendidikan rakyat dalam arti yang s esung­

guhnya~ yaitu bukan hanya pendidikan untuk seluruh penduduk (surat­

surat Direktur Pend~dikan » Agama, dan Kerajinan tanggal 20 Pebruari 

dan 9 Maret 1901 nomor 2226 dan 3167), tetapi juga pendidikan yang 

berkaitan dengan kebutuhan dari dan sesuai bagi penduduk desa. Yang 

perlu bagi desa ialah pendidikan yang lebih banyak didasarkan ·prak­

tek kehidupan orang desa . ini lebih dibutuhkan daripada yang seka­

rang diberikan oleh pendidikan Pemerintah. Disamping sekolah yang 

diatur menurut model B~rat di ibukota. di desa akan harus ada seke·­

lompok sekolah yang memberikan pelajaran kepada orang desa yang pen­

ting untuk perjuangan hidupnya ~ yaitu: 

1. Memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buah-bu­

ahan. 

2. Memt eri pengertian sehat tentang peternakan. 

3 • . ~1engemba:ngkan ketrampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain 
' dan bahan yang ditemukan di daert!h dim8.rta i n bertempat tinggal. 

Untuk tidak menghadapi keberatan-keberatan yang tidak teratasi 9 makn 

pendiuikan ini harus diatur sesederhana mungkin dan harus berkaitan 

1 "'-f. 
' n 

• , ' I 
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dengan kehidupan des~. Mengingat kesulitan untuk memperoleh perso-
... 

nil, maka permulaannya harus kecil dan lebih banyak bersifatperco-

baan. Ini perlu, karena menghadapi masalah baru dan harus bekerja 

dengan m.eraba-reb~. . Keko~ongan yang sungguh-sungguh dalam pendidik­

an Bumiputera ini sudah lama dirasakan. Keyakinan ini makin -diper­

kuat .setelah membaca artikel dari H.E. Schmalhausen dalain majalah 

"de Inpische Gids '' (Petunjuk Hindia Belanda) bulan Agustus dan Sep­

tember 1902 (judul 11 Apa yan~ . dibutuhkan Jawa? " ) dan dari Bupati 

Ngawi dalam majalah untuk Pemerintahan Dalam Negeri bulan Juli 1902 
,, . . 

(R.M. Tumenggung Oetoyo 5 judul: "Sekolah Ketrampilan yang berpindah 

pindah bagi Bumiputera11
). 

Tidak semua pemiki~an. d~lam artikel tersebut dapat diterima untuk 

dipraktekka~, tetapi nampaknya ada beberapa yang altan dapat dicoba­

kan dalam praktek dengan berhasil. Percobaan harus · dilaksanakan 
·' .1 · 

dengan sungguh-sungguh, supaya dapat dimulai di dalam pendidikan 

desa dengan biaya yang _tidak terlalu mahal. Masalah ini supaya di­

pelajari sedemikian, sehingga dalam Anggaran Belanja tahun 1904 su-

dah dapat dimasukkan .posnya, untuk dapat dimulai dengan percobaan 

d-alam tahun ini juga. Demi masalah percobaan tersebut sehartisny·a 

dilaksanakan dengan bantuan seorang Bupati yang merasakan penting­

nya masalah itu, dan dengan sendirinya sebaiknya di daerah Ngawi. 
. . 

Percobaan ini harus, sungguh-sungguh menuju ke sasarannya, karena: 

1. Belum diketahui banyaknya keberatan terhadap pendid:Lkan desa 

yang diusulkan. 

2. Kegunaannya oleh banyak orang masih disangsikan. 

3. h~ya prakteklah dapat meU1ber:i.. .jawaban atas berbagai pertanyaan 

tentang masalah ini. 

Dengan adanya usul ini sama sekali tidak meremehkan nilai sekolCl'---­

sekolah Bumiputera yang sekarallg ada, dan akan terus berusaha keras 

supaya perluasan jumlahnya diteruskan seperti tahun-·tahun terakhir 

ini. I:1enteri· yang lama tidak .dapat menyetujui pemikiran Direktur 

Pendidikcn. Agama, dan Kerajinan untuk memperluas jumlah sekolah 

yang sudah ada dengan 6 ka~t yang dilaksanakan tahun-tahun akhir 
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ini tiap-tiap tahunnya. Henurut pendapatnya bantuan prakarsa swas­

ta bag~ pendidikan lebih disw<ai daripada pendidikan langsung oleh 

Pemerintah, juga karena dengan jalan ini kebutuhan akan pendidikan 

dapat dipenuhi dengan .pengorbanan keuangan negara yang jauh lebih 

sedikit. Keunggulan pendidikan svrasta atas pendidikan ·oleh Pemerin 

tah menurut penc.apatnya : 

1. Dapat lebih menyesuaikan dengan keadaari dan kebutuhan yang khas 

di daerah tertentu. 

2. Dapat be:cs e.cna-sama menaikkan penduduk Bumiputera ke tingkat ke­

rohanian dan kesusilaan Barat yang lebih tinggi; (pendidikan ti­

dak hanya harus terbatas mengajarkan beberapa pengetahuan seko­

lah, tetapi seharusnya mendalam ke kehidupan rohani si _anak). 

3. Pendidikan Pemerintah yang harus bersikap netral, sebagian ter­

besar diberikan oleh guru-guru beragama Islam. 

Dengan bertambahnya pengetahuan diharapkan dapat membantu membe­

rantas ketahayulan~ tetapi jus.tru karena kenetralan ini tidak 

dapat menggantikan apa yang d:Lambilnya (=gambaran-gambaran taha­

yul) dengan sesuatu yang la:j.n yang lebih baik. Dari sudut pan­

dangan pedagogis pendidikan swasta lebih berhasil, karena dapat 

membina ke dalam dunia pikiran yang lain sama sekali. 

Dengan penuh perhat ian ditunggu-tunggu usul dari Gubernur Jenderal 

mengenai peraturan yang lebih baik dari pernberian subsidi kepada 

pendidikan Bumiputera swasta. Selama prakarsa swasta dalam hal ini 

masih lemah. pendidikan oleh Pemerintah akan tetap dimajukan dan 

perluasan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 dilanjutkan menurut cara dan 

derap yang sampai sel~rang dilaksanakan. 
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MAK-ANAILUM,1$Tfl-A'Ll$HAPRAJA) 

11. Surat Sekretaris Pemerintah ke1as I kepada Direktur Pendi~ikan, 

A,gama, dan Kerajina.n (J.H. Abendanon) tanggo1 4 Juni 1903 nomor 

· 166 Rahasia 

Keadaan, bahwa: 

1. Bobot para raja · dan pembesar kerajaan dari daerah-daerah· dengan 

pemerintahan se~diri, sementara daerah sering rnenyedihkan. 

2. Ada daerah dimana para ·anak raja menghabiskan waktunya tidak 

hanya dengan berma1as-malasan saja ~ tetapi da1am usia yang ma­

sih sanbat muda mendapat kesempatan menyerah pada kecabulan, 

main Judi, menyabung ayam, minum, madat, dan memeras rakyat. 

Timbul p~rtanyaan pada Gubernur Jenderal apakah hal itu bukan hak 

Pemerintah untuk menuntut pada para raja, supaya mereka memberikan 

pendidikan tertentu kepada putera-puteranya- paling · sedikit putera­

nya ya~g diinginkan menjadi penggantinya. 

Hak untuk menye~ujui penunjukkan pengganti raja dipegang oleh Pe­

merintah. dan ia hanya perlu mernbuat persetujuan itu tergantung 

9ari syarat, bahwa pengganti raja harus telah menikmati pendidikan 

tertentu. Pada hakekatnya hal ini akan mempunyai pengaruh ke arah 

perbaikan. 

·:Supaya para raja dapat memberikan pendidikan yang diperlukan kepa­

da putera-puteranya, Pemerintah harus memberikan ban~uan. Pendi­

dikan yang dilaksanakan dalam bentuk apapun akan memerlukan biaya, 

dan ba&i para raja yang tidak cukup keuangannya akan dirasakan te!. 

lalu berat, bahkan bagi beberapa raja pasti di atas kekuatannya. 

Mru(a dari itu demi keadilan dan politik yang baik, menuntut bahwa 

Pemerintah dimana perlu harus ikut menanggung pengeluarannya, pa­

ling tidak sebagian. Uang yang diperlukan untuk maksud ini menu­

rut Wali Negara merupakan suatu penanaman yang baik, jika kare. 

nya dapat dibentuk raja-raja, yang dalam pendidikan, otak, dan lu­

as pandangannya akan 1ebih berbobot daripada kebanyakan raja-raja 

34 
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sekarang. Keuntungan sampingan yang barangkali ada ialah. bahwa 

Pemerin.t~h dengan mena,ngani pengawasan atas pendidikan para calon 

raja akan mempunyai juga k~sempa,tan yang lebi,h baik daripada se­

karang untukmemperoleh keterangan yang lebih terpercaya mengenai 

sifat tabiat dan bakat kecerdasan ·mer_eka • 

. . Diharapkan Direktur Pendidikan, Agama.- _dan Kerajinan . menyampaikan 

pertimbangan serta nasehat. mengenai masalah tersebut di atas, se­

sudah membicarakannya dengan pejabat-pej:abat seperti Kepala Dae·­

rah Keresidenan di' luar Ja\,ra, dimana terdapat daerah swapraja, 

para pegawai inspeksi pendidikan Bumiputera, dan terutama Penase­

hat Urusan Bumiputera dan Arab-. 

12. Surat Direktur . Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.H. Abendanon) 

kepada Gubernur Jenderal (Rooseboom) tanggal 25 Nopember 1903 no­

mor 369 Rahasia 

' Dalam surat ini dijawab surat Sekretari$ Pemerintah kelas I 

tertariggal 4 Juni 1903 nomor 166 Rahasia, men'gehai pendidikan pu­

tera-putera atau calon perigganti kepala daerah Swapraja, bahwa 

nasehat telah dim:ohon dari para pembesar terinaktub dalam penutup 

surat tersebut d:i atas, serta pula dari Residen Yogyakarta dan 

Surakarta. Hasehat dari pembesar-pembesar itu sangat berbeda: 

1. Dari Gubernur Aceh d:in daerah sekitarnya (Let.Jen. J .B·. " 'an 

Heutz), menanggap pendidlkan pada sekolah Bumiputera biasa su­

dah cukup. 

2.. Dari Residen Bali dan Lombok (J. Eschbach) • 

Sesudah tamat sekolah Bumiputera, supaya disuruh diajar lebih 

lanjut oleh _g~r:u Bumiputera dalam ilmu bumi, sejarah dan ukur 

tanah,. kemudian oleh scorang kontrolir dalam pengetahuan pr:ak­

tis_tentang pembuatan salurc:.n/bangunan perairan, tentang per­

tanian dan tentang pemeriksaan dalam perkara-perkara pidana 

dan perdata. 

3. Da·ri Residen Ternate dan daerah-daerah sekitarnya (D.\-J. Horst). 

Menganggap perlu m.asuk berturut-turut Taman K.anak.-kan8k (seko­

lah Frobel), Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) dan Sekolah Pendi­

dikan Pangreh Praja Bumiputera (OSVIA).*) 

-----------------
*) OSVIA dapat pula berarti Sekolah Pendidikan Pegawai Neqeri Bu­

miputera. 
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4. Residen Yogyakarta (J.C. Couperus) 

Menganggap sekolah-sekolah yang ada tidak ada yang cocok. 

Mengusulkan mengajarkan kepada mereka mata-matapelajaran terten­

tu o1eh guru-guru khusus ~ tetapi tidak dalam bahasa Belanda. 

5. Residen Kalimantan Barat (A.J.Ch. de Neve) 
I 

Kebanyakan para muda .tersebut sudah terlalu tua untuk mengikuti 

pendidikan biasa pada Sekolah Kepala Bumiputera. 

Meng•sulkan supaya dipondokkan pada seorang atau beherapa orang 

Bupati, atau keluarga-keluarga pegawai Bumiputera terkemuka di 

Jawa selama 3 tahun. 

6. Residen Sumatera Timur (G. Schac.p). 

Mengusulkan didirikan sekolah-sekolah di Medan dan Tanjung Ba­

lai, khusus bagi para .putera raja-raja dan pejabat swapraja, 

diat~J:'~ dengan cara yang sama seperti .sekolah rendah Eropa dengan 

guru-guru Belanda. 

7. Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya (C.H.W.C. Baron van Hoe­

vel!). 11engusulkan supaya gQru-guru Bumlputera yang cakap di­

perbantukan kepada raja-raja yang bersangkutan. 

8. Residen Kalimantan Timur dan Selatan (C.A. Kroesen). 

Mengus.ulkan supaya semua putera raja dari berbagai bagian Nusan­

tara dididik bersama dalam satu sekolah dengan asrama, yang di­

dirikan oleh Pomerintah dalam satu rumah besar. dekat salah satu 

ibukota di Jawa. 

Bagaimanapun jauhnya perbedaan nasihat-nasihat itu. hampir semuanya 

menyetujui dilaksanakannya pemikiran Pemerintah dalam surat rahasia 

tersebut di atas. Sama halnya dengan nasehat para pegawai inspeksi 

pendidikan Bumiputera, namun belum dapat disusun pola umum. Nase­

hat dari Penasehat Urusnn Bumiputera dan Arab (Dr. Snouck Hurgronye) 

memandang masalahnya lebih banyak dari sudut paadangan umum: 

1. Menginginkan didiFikan sebuah pusat sekolah pendidikan dengan 

pengajaran yang cukup tinggi dalam beberapa matapelajaran ter­

tentu disamping · pengajaran pengetahuan umum, dengan pengawasan 

ketat dan pembinaan kuat oleh Pemerintah. 
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2. Karena pelaksanaan segera dari ad.l tiqak dap~t diharapkan, ma­

ka diusulkan lebih baik mulai dengan rencan~ yang l~bih seder­

hana: 

~· para pemuda dipondokkan pad~ keluarga-keluarga Eropa yang 

beradab-,' mula-mula masuk sekoiah rendah Eropa (sedekat mung­

kin deng~ kediaman orang tua) , dan k~mu'di(ln untuk mengikuti 

pengaj nra:":l pada Hogere nurgerschool. . 

b. para Residen yang bersangkutan mengawasi jalannya pendidikan 

pemuda-pemuda itu, jika perlu menggunakan pengaruhnya pada 

pemuda dan orang tuany~. ~upaya masuknya sekolah t~ratur dan 

supaya tidak dipergunakan ueng lehih banyak daripada yang 

diperlukan: d·an berguna. 

3. Di tempat dimnna sudah ada Sekolah Pendidikan Pang·reh Praja 

(OSVIA) di Jal<Ta (Bandung, Nagelang, Probolinggo) dan sekolah 

Kepala Eumiputera di Tondano, tidak perlu mengirimkan pemuda­

pemuda itu ~e HBS~ kecuali bagi mereka yang istimewa pandainya. 

Sekolah yang direncanakan Snouck IIurgronje (ad.l) lama dan 

tingkatnya akan sama dengan HBS, tetapi ada beberapa matapela­

jaran yang dihilangkan (exakta dikurangi), dan beberapa mntape­

lajaran ditamb.'ll1kan, misalnya · dasar-,dase.r 'ilmu hukum. 

4. llagi mereka yang sudah terlalu tua uptuk mengikuti pendidikan 

di at as, diusulkan : · 

Hendirikan se'Dll.'l.cam sekolah Bumiputera yang lebih tinggi (Uogere 

Inlandse School) - menurut contoh sekolah pendidikan Pangreh 

Praja. tetapi diubah sesuai keadaan daerah. dengan guru Belanda 

dan bahasa llelanda sebagai matapelajaran bagi mereka yang mem­

punyai kecakapan untuk memoe!ajarinya. 
•• !It ·' · ; 

Mendirikan sejumlah sekolah seder.likian - akan makan biaya yang 

sangat besar. Meskipun oleh Penaeehat ada pembatasan, hanya di 

ibukota keresidenan dan jika di ant~ra para putera raja dan pem­

besar kerajaan dapat diperoleh jumlah murid ycng cukup {jumlah 

ditetapkan minim). Akan ada keresidenan, dimana tidak dapat di­

dirikan sekolah semacam itu, sehingga putera-putera raja dan 

pembe~ar swapraja yang umurnya lebih tua tidak dapat memperoleh 
I 

pendidikan. 
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5. Pemikiran Dt. Snouck Hurgronye, yang dalam prinsip dapat dise­

tujui dan dapat dilaksanakan dengan biaya sedikit, yaitu dengan 

cara pada tiap-tiap Sekolah Pendidikan Pangreh Praja di Jawa 

dan pada S~kolah Kepa1a Bumiputera di Tondano diadakan kursus 

dengan personil Eropa dan Bumiputera, khusus bagi pemuda-pemuda 

tersebut dengan tujuan: 

a. mengajarkan pengetahuan umum dan kesusilaan; ' 

b. mempersiapkan diri agar dapat mengikuti pendidikan di seko-

lah Pendidikan Pangreh Praja. 

Yang sekiranya tidak akan mampu, hanya diberi pelajaran yang 

dapat dicapai pada kursus selama 3 tahun dan tidak perlu me­

nunggu sampai dapat mengikuti semua mntapelajaran~ tetapi dapat 

mengikuti beberapa matapelajaran saja. Selanjutnya dapat meng­

ikuti pendidikan di Sekolah Pendidikan Pangreh Praja, kalau 

perlu di berbagai kelas. 

Bagi yang memperlihatkan kecakapan untuk belajar bahasa Belanda 

diajarkan bahasa Belanda dengan maksud agar untuk selanjutnya 

dapat mengikuti matapelajaran yang diberikan dalam bahasa Be­

landa. Sebaiknya murid yangmeskipun sudah mengikuti semua ma­

tapelajaran~ dipondokkan pada 'keluarga-keluarga Eropa yang ber­

adab, d-mana mereka dapat memperoleh bimbingan dalan kehidupan 

sehari-har:.i.. Jika dalam hal pemondokan ini ada kesulitan, da­

pat diatasi dengan bantuan dan kerjasama para ~esiden dan In­

spektur Pendidikan yang bersangkutan dan Dr. Snouck Hurgronye. 

Diusahakan agar apa yang berbau kemewahan dapat dihindarkan. Hal­

hal yang perlu mendapat perhatian: 

1. Keberatan para raja 9 terutama dari isterinya, untuk mengirimkan 

putera-puteranya keluar daerah, karena : 

a. r a sa keterikatan antara ibu dan anak; 

b. kecurigaan akan maksud Pemerintah. 

Hal ini dapat diatasi dengan tindakan bijaksana dari Residen, 

dan dari contoh beberapa raj a lainnya. 
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2. Mengunjungi Sekolah Rendah Eropa di dekat ·kediamannya . menimb\11-

kan keberatan raja. karena puteranya berkumpul dengan anak-anak 

kawulanya sendiri, yang misalnya, dipersiapkan untuk sekolah 

dokter. :: r . 

3. Di beberapa Keresi<;leaan ada r.aJa-.raja. yang $ama sekali tidak 

melakukan apa-apa untuk pendidikan para . puteranya dqn dari para 

pejabatnya. 

Daerah-daerah, dimane s~dah dikerjakan ke arab yang diinginkan 

ialah: Aceh (oleh keinginan Gu,bernu,r) 

Surakarta (oleh prakarsa Susuhunan sendiri) 
~ ' . l 

Kes~ltenan Lingga~Riau, Asahan. Bacan, kepulauan Sangir 

Talaud (tiap•tiap raja telah m~ngir~mkan seor~n~ .put~­

ranya atau lcbih ke sekolah). 

4. Menurut _Dr • . Snouck Hurgronye , untuk pelaks~n~an re~~~na terse­

but. bd)e~apa oran~ tua para pemuda terseb~t sama sekaf:i tidak 

dapat memikui biayanya~ dan ada yang hanya' sebagian._ saja (ini 

merupakan kekecualian). Bantuan dari Pemerintah, tidak hanya 

untuk' poridokari dan makan, tetapi juga untuk biaya perjalanan ke 

Jawa pulang-pergi~ 

(untuk perencanaan biaya haros ' ada data mengenai jumlah 

pemuda yang akan diterima, kekuatan keu~hgan para orang 

tua, dll. ; jika renc~na disetujui, akan dimulai percoba­

an di Bandung) 

Mengenai daerah-daerah kerajaan di Jawa dapat dikemukakan, bahwa 

Residen Yogyak.'lrta (L .c. Couperus) ; 
' . . I 

. a. K.l-J.awatir • bahwa meJBpersatukan keturunan raja dengan anak-anak 

laip. di satu sek.olah tidak akan diperkenankan. 

b. Keturunan raja harus dididik hanya di . tempat sendiri, dimana me-
. . . . • I .. 

reka di kemudian hari akan berkuasa. 

Ad.a dibantah oleh kenyataan, bahwa menurut surat Residen Surakar­

ta (W. de Vogel) dengan lampiran data dari Kepala Sekolah 

Rendah Eropa Surakarta, · te'rnyata putera Susuhunan mengunjungi 

· sekolah tersebut. 
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Ad.b pandangan ini tidak benar. Per1u diperhatikan pandangan 

L. C • Couperus, Res ~d·en Yogyakarta. · · 

Pendidil,<an di tempat sendi:ri dimana seluru,h 1ingkungan dire­

sap! o1eh pertnJjaan dan rasa bangga dan kuasa tanpa henti·· 

hentinya mendapat tempat khusus sehingga hasi1 (manfaat) 

pendidikan akan sedikit sekalL Hal ini diinsyafi oleh Sul­

tan. 

Jika raja di Jawa 1ebih meng:itiginkan pendidikan di Magelang, maka 

di sana akan dapat diangkat seorang guru. Lingkungan bukan Jawa 

di Bandung akan 1ebih baik. Setelah mendapat persetujuan Gubernur 

Jenderal, akan diadakan pembicaraan 1ebih 1anjut dengan Residen 

Yogyakarta dan Sutakarta. -

13. Surat Sekretaris Pemerintah Ke1as ' I kepada Direktur Pendidikan, 

Agama, dan Kerajinan (J,H. Abendanon) tanggal 3 Mei 1904 nomor 

203 Rahasia 

Da1am surat ini diberitahukan, bahwa sete1ah membaca surat 

tanggal 25 Nopember 1903 nomor 369 (nomor 12) den~an . lampirannya 

Nasehat dari Penasehat Urusan Bumiputera dan Arab tanggal 22 Sep­

tember 1903 nomor 60, Guoernur Jendera1 memutuskan perlunya putera 

putera raja yang te1ah ditunjuk atau akan ditunjuk menjadi penggan­

ti untuk: 

1. Disuruh masuk Sekolah Rendah Eropa (ELS), sedekat mungkin dengan 

tempat kediamannya. 

2. Kemudian sa1ah satu dari Sekolah Pendidikan Pangr~h Praja (OSVIA) 

di Jawa atau Sekolah Kepa1a Bumiputera (Hoofdenschool) di Tonda­

no, dengan kebebasan bagi mereka yang terbukti cakap at'a~ yang 

orang tuanya lebih menyukai untuk masuk Hogere Burger School (HBS) 

5 tahun. 

Dr. Snouck Hurgronje mengusulkan untuk mendirikan semacam Seko-

1ah Bumiputera Atas (Hogere Inlandse School) di ibukota Keresidenan, 

dimana dapat dipero1eh murid yang terdiri dari putera raja dan pute­

ra pejabat swapraja dalam jumlah yang cukup bagi: 
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1. "Keturunan raja" yang umurnya agak lebih tua dan yang pendidik­

annya menurut cara adat diabaiYAn. 

2. Juga putera'~putera raja-raja yang kurang pe~ting, 1 dan pejabat- · 

, pejabat swapraja, yang .karena kooangan atau arti jabatannya me­

merlukan pendidikan yang lebih ~ sed:erhaml'. · 

Mf;murut .·pendapat Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan mengada 
I 

kan sekolah demikian akan tnemakan biaya yang sangat besar, dan ka-

rena itu ' pemuda-pemuda t~rsebut lebih baik disuruh mengikuti kur­

sus derigan personil Eropa . dan Indonesia yang diadakan di tiap-tiap _ 

'sekOlah Pangreh Praja di Jawa dan di Sekolah Kepala Bumiputera di 

Tondano. 

Akan tetapi Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak mengharap­

kan basil dari 'mengikuti kursas: di atas bagi pemuda-pemuda yang 

·. pendidikannya telah diabaikan. · Dan bagi anak- anak yang lebih muda 

yang disebut Snouck Hurgronje (Ad.2) yang membutuhkan pendidikan 

yang •lebih · sederhana, ' rnenurut pendapat Wali Negal.'a cukup',mengikuti 

kursus pada Sekolah Bumiputera atau Seko1ah Rendah · Eropa dari Pe­

merintah. · 

Bagi para putera raja yang ditunjuk menjadi pengganti, yang 

usianya sudah meningkat dewasa ~ tindakan yang paling mengenai sa­

sarannya menurut anggapan Gubernur Jenderal, ialah: 

masing·-masing persoalan harus ditimbang terpisah, putusan 

yang ditentukan tergantung dari bakat, tabiat, sifat-sifat 

individuil lainnya, dan kea'daan kehidupan pemuda itu. 

Wali Negara minta Direktur Pendidikan , Agama , dan Kerajinan meng­

hubungi para Residen yang bersangkutan untuk diminta nasehat me­

ngenai mereka. masing-masing terpisah dan disertai deugan usul-usul 

tertentu. 

Untuk memulai para Residen harus berusaha membujuk para raja 

serta pembesar daerah Swapraja, supaya putera-puteranya yang sudah 

mencapai usia sekolah dimasukkan ke Sekolah Rendah Eropa dalam Ke­

residenan tempat tinggal mereka, dan menyelidiki kemungkinan me­

mondokkan anak-anak itu pada keluarga Eropa yang beradab. Jika 

terdapat k:es.ulitan, bantuan dan kerjasama Dr. Snouck Hurgronje da­

pat diharapkan. 



PENDIDIKAN BW 
PENDUDUK. BYMIPUTERA - AZAS;....AZA$· • JSEBIJAI{SANMN 

14. Nota Menteri Jajahan (Idenburg) ..,. tanea tanssal. *) 

Kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda membebankan kewajiban 

untuk memerintah bangsa-bangsa Nusantara. pertama~tama demi kepen­

tingan mereka, dan melindungi hak-hak mereka. Kepentingan menuntut 

kemajuan rohani dan jasmani mereka. 

(pendirian mengenai pengkristeilan Hindia Belanda: kedudukan 

hukum orang-orang Kristen Bumiputera. sikap Pemerintah selaku 

''wa~il Bangse Kristen", menghormati kebebasan batin, zending 

'
1rangk.'lp 11

, kedudukan gereja Protestan, peningkatan kesusilaan 

penduduk Bumiputera) 

Pendidikan penduduk Bumiputera' menurut nota tersebut: 

l. Organi'sas:i. pendidikan ra,kyai yang sesu'ngguhnya oleh negara, akan 

mel'ebihi kekuatan keuangan negara. 

'2. Pendid'ikcin Bumiputera seperti yang diberikim oieh Pemerintah 

akan membuat propaganda bagi aga~a Islam. 

3. Maka dari itu bantuan kuat bagi pendidikan rakyat yang diberikan 

zending adalah untuk kepentingan keuangan dan politik negara. 

Selama prakarsa swasta masih kurang, organisasi pengajaran rakyat 

sebaiknya diusahakan dengan: 

1. Memperluas jumlah sekolah kelas 1 dan 2 secara berangsur. 

2. Perluasan hanya bagi tempat-tempat yang agak penting. 

3. Memenuhi kebutuhan pendidiY~n bagi penduduk pedesaan dengan se-

kolah-sekolah yang dekat berkaitan dengan kebuttihan· primernya. 

Saat untuk melancarkan propaganda bahasa Belanda di kalangan pendu­

duk Bum·iputera nd.mpaknya belum tiba. Kebutuhan akan pengajaran ba­

hasa Belanda nampak yang dipenuhi oleh prakarsa swasta, maka pra­

karsa itu dapat dibantu. Dalam· p~da itu penEajaran dalam bahasa 

Belanda oleh Pemerintah sebaiknya hanya diberikan pada Sekolah Bu­

miputera yang lebih tinggi (Pendidikan Pangreh Praja. dokter Jawa. 

guru). 

---------------
*) Judul nota tak bertariggal ini "N6ta yang berisi hal-hal yang di­

kemukakan Menteri Jajahan" 

42 
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.fENPIDII<AN BAG! ORANG-OiANG CINA · ... . . ; .. : · · .: :·. 

15. Nasehat pewan Hindia Belanda tani&al i.S .April 1905 . npmor. · XX. ; : : ·!~ 
' . " . . LC::L j . l ~ . I . . . 

. · .. lli?.ngan ·9\lr~t · Rahasia tanggal· t9= ·Desembe·r 1904 hr.f:.E nom6r 421 

Res·iderr. Betawi. mengemukakan seka-11 lagi · perlurtya ' membe"tikBitJ b'a:iltu­

an Pemerintah' .kepada::s·ekolah ba~i: ah~ki-anak Cina; yang ·tlidirl'kan 

dan diselenggarakan oleh perkumpulan "Tiong Hwer Hw~e Koanu' ;"d"lmana 
. ~ ~ i ~ ' 

diajarkan bahasa Ing.gris, agar supaya · per"lrumpulatf;J;f_lli dapat ,. 'lneng:.. . ~ : . . . 
angkat seorang g1;1ru : Belanda dan disuruh mehgaj!lrk.ari' b·ahasa Belan-· ' 

da. · · ·., , ·: . '{ '.• r~ .. . ' f :. 

Direktur Pendidikan, Agarna, dan Kerajinan, Mt; Ab·endanon (sudah 

berhenti) dalam raporan ·rahasia tanggal 13· Jahuari 19-04 nomot 74 ~ ·­

dalam . nasehat mengenai masalah ini" mengemukakan antara lain: · :· •. . ! \ 

a. Sungguh aneh, bahwd anak-rantlk:Cina mendapat pelajaran bahasa · 

lnggris, dan tidak bahasa Belanda. · 

b. Kenyataan ini tidak b~gitu ada artinya. 

c; ·- Pengajaran<bahastl Bi:!landa dengan bantuan uang Pemerintah perlu 

di.nningkinkan. 

Dewan llindia· Belanda tidak dapat menyetujui pendapat :ihL :. · :. ·. '"' .· 

Meskipun menurut penjelasa:n yang diberikanpada :pasal i28 da..: 
ri :Reglemeri Pemerintah termuat da lam Lampiran Lembara:n Negara no­

mor 1037 pengurusan , mendiriknn, dan menyelenggaraka:n sekolah bagi 

orang~orang Cina tidak da pat dianggap terma suk Ufusan Pemerintah, 

tetapi terhadap arah yang dianut sekolah-·sekolah itu tidak boleh 

b~rsikap ncuh tak acuh sama sekali. 

Jika =dalam arnh sekolah-sekolah itu disamping diajarkan bahasa Me­

layu dan bahasa Cina 9 juga diaja:tkart .' bah?.tsa Inggris, maka generasi 

yang mendatang lambat laun akan d·i..:.Inggriskan 9 dan makin lama makin 

dijauhkan dari Belanda. Kekhawatiran ini tidak boleh dianggap ham­

pa, mengingat bahasa Inggris: ; - -: ·· · 

a. Dianggap sebagai bahasa perdagangan. 

b. Lebih mudah dipelajari ·daripacla baha.sa Belanda. 
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e. Dipakai sebagai bahas~ pergaulan dan dibu3t populer dengan per~ 

temuan-pertemuan orang--o·rang asing dengan ras kuning d:!. Asia 

Timur. 

d. Maka, "bahasa untuk aeluruh bangsa" adAlah yang mempersatukan 

bangsa itu bahasa dan bukan tanah asal, maka bagian kawula y~ng 

bekerja giat <~ orang-orang Cina) makin lama makin berpnling 

dari Belanda, dan ~ngkin jika kead~an mengarah ke sana, akan 

memusuhi nel.anda • . 

Jadi menurut pendapat .Dewan Hindia Belanda ~ usaha orang-orang Cina 

untuk aaju yan$ jelas nam~~k sebagai ~kibat pcrang Rueta-Jepang, 

seharusnya d~ri permulaan dibantu dan dibina sebanyak mungkin ke 

arab Belanda. Cars pelaksanaan akan di~elidiki lebih lanjut dan 

dipertimbangkan. Perk1JlDPUlan "Alger~~een Nedcrlands Verbond" akar. di­

ikutsertakan dalam masa.lah . ini dan akan diminta menghubungi orang­

orang Cina yang terpelajar dan banyak pengaruh, untuk membina ma­

salah ini ke ar~h yang diinginkan. Jika perkurnpulan swaata itu 

tidak bersedia atau kekurangan keuangan untuk itu, akan dapat di­

perttab&ngkan untuk memberikan subsidi kepada sekolah Cina terse­

but, denac tegas diberi syarat bahwa subsidi tersebu.t hanya untuk 

pengajar•n bahasa .Belanda. Mengingat keadaan keuangan negara, se­

baiknya pemberian subsidi atau bantuan tersebut dibatasi, hanya 

diberikan jika dari pihak pengurus sekolah Cina menyetakan adanya 

kebutuhan pengajaran ba~~sa Belanda. Bantuan itu dapat berupa me­

mudahkan kesempatan untuk mendapatkan guru Belanda yang cakap atau 

untuk memperoleh dana yang diperlukan. 

Dewan Hindia Belanda menasehatkan, supaya Direktur Pendidika, Aga­

ma, dan Kerajinan menghubungi dan membicarakan masalah ini densan 

Kelompok Hindia Belanda dari "Algemeen Ned erlands Verbond" 2 dan ke­

mudian menyampaikannya lagi kepada Pemerintah dengan disertai usul­

usul yang dirumuskan. 

Anggota Dewan Hindia Mr . Nieuwenhuys mengemukakan pendapat. bahwa: 

1. Kekhawatiran akan akibat pengajaran bahasa Inggris di sekolah­

sekolah Cina terlalu dibesar-besarkan. 
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2. Tidak setuju member!~~- subsidi kepada'· sekolah-s~kblah Cirta be-

· ·· tapa pun kecilnya. 
. ~ , • . ' j 

. .:· ~--~ . •" 

3. Da~:~t menyet~ju~ :pembe1rian bantuan dengan cara'-~ara yang dinya-
.·. . . :.· .·" \ . . 

takan oleh Gub~rnur Jend_eral dalam Lampiran dari Nota s·ekreta-

riat Umum. 
·· : 

. : . . : . .. . . . 

REORGANISASI PENDIDIKAN BUMIPU~ERA . . 

PENDIDIKAN fERTUKANGAJl 

16. Surat Menter! Jajahan (Fock) keJ:!ada Gubernur Jenderal - (van Heutz) 

tanggal 15 September 1905 nomor 12/2733 

l)a1am pengantar nasehat mengenai perbaikan keadaan ekcinomi 

penduduk Bumip~tera , yang tahun lalu disampaikannya kepada Menter! 

Idenb,urg, ia telab dengan tegas menandaskan bahwa pendidika_? m~n­

duduki. tempat •Sangat penting diantara' 'faktor-£aktor· ya~g mengtiasai 
;- ~~ ' ·'. :. . ! 

keadaan ekonomi penduduk Bumiputera. · · ·· ··· 
:, :·, 

Menurut pendapatnya{Fock) pendidikan, jikadiatur menurut kebu.,.. 

tuhan-kebutuhan rakyat • . merupa~n satu-satunya ja1iln un:i:uk membawa 

orang Burniputera ke kebebasan (• berdiri s endfr1) >yang 1ebih besar 
. ' . . ' 

dan ke P.enanggalan beherapa sifat, yang mengha1ang-halangi kemaju-

annya sosial dan e_konomis. Menurut pendap·atriya. terutama pendi­

dikan praktis yang mengarah untuk mendidik orang Bumiputera kearah 

industri dengan mengaj ark.annya untuk mendapatkan matapencaharian 

dalam pertukangan dan kernjinan, akan dapat diharapkan berhasil 

baik,. karena menurut jalah itu tidak banyR dilE~:takkan da:ear hagi 

kebudayaan ],ebih tinggi, tetap~ juga .sebagian penduduk ~an~ sela1u 

makin besar dibuat tida.k tergant_ung dar;l. pertanian b.agi matapenca-

hariannya. ; ... . 

Berdasarkan kleyakinan :_ ini, segera ses'!ldah pengangk.a-tannya jadi 

Menter! ia menganggap perlu mengadakan musyawarah dengan Gubernur 
' , ., . , ,, . ' 

Jenderal mengenai apa ~~ng h~~us .. dikerjakan. untuk pendidikan.: 

Ia berpendapat bahwa perluasan berangsur yang lambat seperti yang 
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dilaksanakan sampai kin!, tidak dapat diterusl.<an. Oleb karena itu 

perlu reorganisasii dengan perluasan yang sangat menyelurub. Se­

belum dapat .diambil keputusan, perlu sebelumnya diadakan penyeli­

dikan mendalam dan teliti, untuk menjawab pertanyaan apakab: 

a. Yang sekarang dikerjakan untuk pendidikan perlu ditirtjau kemba-

11 atau diper1uas? 

b. Jika sekiranya. 'ya 1 , apa yang barus dilakukan untuk reorganise-

s! atau penambaban. 

Gubernur Jendera1 diharap supaya segera: 

a·. Memerintabkan mengadakan penyelidikan demikian. 

b. Menyampaikan hasil-basil penyelidi~n kepada :Menter!~ .supaya 

' dapat diperbitungkan pada pembicaraan Anggaran Be1anja 1907, 

dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat diajul<an rencana 1eng­

kap mengenai reorganisasi dan per1uasan pendidikan. 

Menter! mengharap pada pembicaraan Anggaran Be1anja 1906 yang akan 

datang, sudab dapat mengemukakan rencananya, dan dengan Nota Peru­

baban mengusu1~~n pos memori untuk biaya pene1itian. 

· Gubernur Jenderel diinintamengabarkannya dengan tilgram mengenai: 

kapan dimulainya penyelidikan, kepada siapa penyelidikan ·itu ditu­

gaskan, dan mengabarkan apakah menarub keberatan dan apakab sukar 

atau tidak menemukan pejabat yang cakap untuk penelitian. 

Jika demikian maka akan dikirimdari Negeri Belanda seorang petu­

gas yang cakap untuk itu dan tabu akan keadaan di Hindia Be1anda, 

dan diperbantukan kepada Gubernur Jenderal. 

17. Surat Pd. Direktur P~ndidikan, Agama, dan Kerajinan kepada Guber­

.nur Jendera1 (van Heutz) tanggal 23 Ok.tober 1905 nomor 17664 

Da1am surat ini . ia menyat~kan, setelab mendalami surat perin­

tab Menter! (Jajaban) mengenai reorganisasi pendidi.kan Bumiputera, 

bahwa dari pendidikan penduduk ke arab industri tidak dapat diba­

rapkan . apa-apa dalam waktu dekat, karena menurut keyakinannya pen­

duduk t'idak membutuhkan pendidikan demikian. 
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Ditariknya pula · nasehat -tangga1 19 April 1899nomor 6627, diperde­

batkan dan diselesaikan dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juni 1899 

nomor 11, dimana dinyatakan bahwa: 

1. Mendirikan sekolah-sekolah pertu~ngan oleh Pemerintah tidak 

akan dapat dibenarkan, selama masyarakat Bumiputera belum 

?erpendirian bahwa kebutuhan akan golongan kekaryaan-pertu­

kangan meinang diperlukan. 

2. Tetapi dimana di kalangan penduduk Bumiputera nampak usaha 

untuk lebih majus Pemerintah berkewajiban untuk membantu de­

ngan: 

a. memberi perluasan bagi perusahaannya. 

b. mencobakan salah satu cabang kerajinan. 

c. mengusahakan keraj inan rumah. 
. !' 

Percobaan ke arah ini (ad.c) telah dilakukan dengan mendirikan se--

kolah keraj inan rumah di Kabupaten Ngmli dan di Keresidenan Hadiun 

belum selesai. Laporan mengenai sekolah-sekolah ini dan hasilnya 

belum diterima dari Bupati R.M.T~ Oetojo, yang sekarang dipindah­

kan ke Jepara. Dari berbagai pihak diberi keterangan bahwa perco- · 

baan itu gagal. 

Menurut dugaannya :,·ang dimaksud Menteri sesungguhnya bukan · 

seluruh Hindia Belanda pada umumnya, tetapi hanya Jawa dan Madura. 

Dipandang dari sudut pelaksanaan praktis, memang sebaiknya dibatasi 

hanya pada dua pu1au ini. Menurut pendapatnya, penyelidikan dengan 

teliti dan seksama dan kemudian mengajukan hasil-has:Unya disertai 

dengan rencana ·lengkap mengenai reorganisasi dan perluasah pendi~ 
dikan Bumiputera dengan lampiran hitungan biayanya. tidak mungkin 

dikerjakan hanya dalam beberapa bulan saja, oleh- seorang saja dalam 

waktu yang begitu singkat. Hal ini mungkin masih dapat dikerjakan 

jika hanya untuk bagian terbatas dari pulau Jawa (umpamanya Keresi­

denan Surabaya). 

Mengenai orang yang al<an ditugaskan mengadakan penelitian, menurut 

pertimb~ngannya sebaiknya: 

a. Harus pegawai yang masib aktif bekerja. 
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b. Harus cukup mengetahui keadaan pendidikan Bumiputera yang aktuil, 
·' . 

dan dapat mengambil putusan mengenai pendidikan ·yang sungguh-
, : . 

sungguh beralasan. 

C > Biasa dengal:l orang-orang Bumiputera dan kebutuhanp.ya da;Lam la­

pangan pendidikan. Jadi bukan hanya "t.ahu akan keadaan Hindia 

Belanda pada umumnya" saja. 

d. Harus dicari diantara pegawai Pemerip.tahan Dalam Neg~ri. 

Mengingat pertimbangan di atas pandangannya j.atuh pada J.E. Jasper, 

Kontrolir untuk Polis! SuraQaya, yang dengan publikasi-publikasinya 

dalam surat-surat kabar dan majalah, membuktikan bahwa ia terbiasa 

dengan kebutuhan orang-orang Bumiputera, dan mempunyai pandangan 

terbuka bagi pendidikan industri orang Bumiputera. 

Orang lain, yang dapat diajukan ialah. H. Carpentier . A.l~ing, Inspek­

tur Perkreditan Tani Bumiputera. Tetapi mengingat pekerjaannya, ti­

dak mungkin ia dapat diserahi tugas penelitian. 

Karena dalam jabatan sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan 

pendidikan Bumiputera? ia telah mohon pertimb!'lngan Dr • . Snouck Hur­

gronje, Penasehat Urusa~ Bumiputera .dan ,Arab. 

Bersama surat ini disampaikan catatan-catatan yang berharga sekali 

dari Dr. Snouck Hurgronje menge-nai masalah ini, dan diharap Menteri 

Jajahan mempertimbangkan pandangannya , dan demi kepentingan orang­

orang Bumiputera kata-kata peringatannya didengarkan. 

Kesimpulannya: 

a. Rencana yang dianjurkan Dr • . Snouck Hurgronje dapat dilaksanakan. 

b. Arab yang ditunjukkan Dr. Snouck Hurgronje seharusnya dimulai. 

c. Menasehatkan supaya tugas penelitian diberikan kepada Jasper dan 

bukan orang la.in. 

d. Penyelidikan diadakan di keresidenan Surabaya, karena : 

1. Jasper sudah bertahun-tahun bekerja di Keresidenan Surabaya. 

2. Mengingat banyaknya perusahaan industri di sana. 

3. Dengan demikian dapat diberi jawaban ataspertanyaan, apakah 

peninjauan kembali pendidilkan Bumiputera ke ara.b industri. da­

pat menuju ke basil yang praktis dan bahwa orang~orang Bumipu­

tera yang diberikan didikan jadi ahli tukang, dapat menemu~n 

pekerjaan pada perusahaan-.perusahaan tersebut. 

I 
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:•, ., Mengenai perbaikan khusus dari apa y~~g sekarang sudah ada, dina­

~4!hatkan supaya ·. diad·akiri musyawarah . d~ngan . J)ara lnspektur Pendi­

\d.iltan Bumiputera di 'Jci~~ d~lam sebuah p~rtemua11; <lalam liburan pu­

. ~sa. .Konperensi ::itu akan diadakan pe~ulaan bulan Nopember. Bi-... :, ': , ,• 

.,).amana · petnbicaraan d.dam konperens7 ~enghasilkan _ usul~usul lebih 

lanjut, akan disampaikan dengan tilgram kepada Menteri (Jajahan); 

sehingga j ika disetujui dapat diikutkan dalam pembicaraan Anggar­

Am Belanja tahun 1906 . karena maksu!f Menter;[. dalam pembicar~an · 
•• .• . . 1 \ ; . 

terbuka dalam Majelis Rendah (Tt~eede Kamer) pada pertengahan bulan 
. · ... ··..-: ., 

Nopember akart mengemukakan rencana-rencananya • 
. ' ~ 

Untuk pembicartlan denga~ ~asper ~lirus dengan perantaraan Di-

rektur :.Pemerintahan Dalam Ne'geri, yang sebelumnya harus ada per-

setujuan Gubernur Jenderal • 

. Setelah · menerima per'setuj~~n tersebut akan diadakan pembica­

raan .dengan Jasper untuk: 

a. Menentukan jalannya penelftian dan hal~h~~ yang berhubungan de­

ngan itu. 

b. Bagaimana posisi keuangannya · selama melakukan pekerjaan pE!neli-. . . 

tian akan dapat diat~r sebaik-baiknya. 
. · : .. , 

.. ... · . • . 1, ) · · · · 

·. "1.· :. : 

Catatan-catatan Dr. Snouck Hurgronje atas ~;;ur&t l.t.a.w£tt . ~1enteri '; (Ja-

jnhan) tans.ga·1~ :15 Septenlber i905 hrf .Ao~~ - nomor. 12/2·733 ;.'/. ··~·· ·. · ;;· :. ~ · 

Ad. al 2 

Pemikiran tersebut dapat disetujui, tetapi ti~k boleh dilupakan, 

bahwa sangatsulit menentukan kebutuhan-kebutuhan rakyat, lebih­

lebill karena rakyat masih kekanak-kanakan belumdewaaa untuk me-.-... . . 

nget~hui sendiri kebutuhannya, dan hanya sedikit .mengt;!lllUkakannya. 

Bahkan para pegawai Bamiputera-pun baru saja mengatasi ketidak­

dewasaan itu, 'dan baru s~sudah emansiRasi ini menjadi kenyataan, 
' .. :\ .·· 

dapat .diharapkan dapat merierima data-data yang _sungguh-sungguh, 

sehingga dapat diambil keputusan yang betul-betul mengenai keman~ 

arah Pendidikan rakyat dapat dimnjukan demi kepentingan rakyat. 
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Sebagian besar pegawai Bumiputera mengangguk 'ya' pada semua pem_i­

kiran mengenai pendidikan rakyat yang selalu berganti-ganti, yang. 

da:i!i pihak Eropa dibayangkan kepada mereka, dan rakyat bukan pega­

wai bersikap seperti masa pasif, . dimana d.iadakan bermacam-macam 

percobaan, yang dijejalkan pengetahuan setertgah~setengah atau ku~ 

rang keahlian dari luar negeri. 

Andaikata terdapat lebih banyak orang : Eropa daripada yang se­

sungguhnya ada~ yang begitu mendalami penghidupan dan kebutuhan. ; 

masyarakat Bumiputera sehingga dapat meillberi keputusan terpercaya, 

untuk dapat memberi isi yang betul~betul pada putusan ini, mc~ka 

dalam masyarakat Burniputera sendiri harus nyata-nyata tarnpak ada­

nya desakan ke ara:h tertentu yang tak da.pat dipungkiri dan terli­

hat oleh peninjau yang berwewenang. 

Di kalangan pegawai-pegawai . Bumiputera di Jawa dapat dilihat 

adanya desakan yang tidak dapat dipungkiri untuk menuntut kemajuan 

lebih tinggi dan emansipasi. Dengan demikian ada titik hubungan 

antara kegiatan pendidik Barat dan orang-orang Bumiputera. Kepada 

kelas-kelas masyarakat Bumiputera ini semoga diberikan sarana un­

tuk dapat memperoleh kemaj.uan yang diinginkan dan cocok bagi mere­

ka; semoga emansipasi wanita Bumiputera menjadi cukup untuk memba­

wa keluarga padapendirian lebih tinggi; semoga para pegawai Bumi­

putera yang ter<:lidikb~tul-betul · ini dapat dibebaskan dari pewali­

annya yang sampai kini mengekang dan menghalang-halangi mereka. 

Sangat disayangkan, terutama di kalangan penduduk Jawa, . tidak 

ada dorongan sedikitpun untuk.melepaskan diri dari perjanjian-per­

ja.njian hutang yang kejam dan berat, sehingga lembaga-lembaga per­

kreditan tani~ kas-kas sinipanan, dan ·bank-bank pinjaman yang dari 

luar ·didesakkan kepada masyarakat Bumiputera, tidak dapat membawa 

basil, dan tidak dapat merubah keadaan ekonomi. 

Begitu pula halnya dengan kebutuhan pendidikan Bumiputera me­

rupakan hanya,< teori-teori Eropa sebagai dasar pendapat, :yang jika 

dilaksanakan a:kan menghasilkan kekecewaan yang mahal. 
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: ,Ad .• ~1 3 . 

Andaikan dianggap perlu sekali, hahwa orang-~~ang Bumiputera di Ja­

wa sebagian b~sar., l!lena:nggalkan pertanian dan .. dibawa beralih ke in-
~ . : . . . - ~ . ' ~ . .. . . 

dustri, k~~ngki~an ~ntuk memenuhi keingina:P- itu: masih. kurang, ka-

rena tidak aci.a .. d.or.o.ngan batin dari' penduduk ~€r,"ldiri. Pendidik (pe­

dagog) Eropa ! R(~~<t.F : membantu memajukan, tetapi ia tidak dapat membu­

at sesuatu dari yang tidak ada apa-apanya, Masyarakat Bumiputera 

mungkin dapat memberikan sejumlah besar orangj yang di bawah tekan­

an dididik ke arab itu, dapat memperoleh kecakapan untuk melakukan 
·. 

pertu~ng~~ dan perusahaan yang n_iemberi untung. · Tetapi pada akhir. 

pendidikan~ya ' ~~reka akan datang minta kepada negara diberi peker­

jaan sesuai deng~~ . pendidikannya, karena masyara~~tnya tidak dapat 
. . . 

mempergunakan keahliannya yang lebih ting.gi itu , d~n juga . ticiak da-

pat mem.bayarnya. . ·, 
. . .. ... u.· : ·. : . . 

Dan negaril yang telah I!leng,3dakan ahli-ahl;l pertukangan dan .industr.i 

yang berkelebihan itu, . tidak dap~t menarik diri dari kewajibann.ya 
. ,,· 

untult menghidupi mereka. Jangan disesatkan oleh sisa-sisa industri 

dari abad-at,ad 'attg lal!J, yang masih tinggalhidup .di beberapa tern­

pat di Jawa, yang akhir-akhir ini oleh para · setengah~ahli sering 

dibay~~gka~ arti~ya · 'seca~a berl!ebih-lebihan. Sisa-sisa itu "rud~-,, . . . 

men11 b'elaka dan tidak lebih. M~skipun orang_ romantis dan berbakat 

seni merasa sedih melihat . ~ereka hilang, · tetapi dari sudut pandang-
' . . . 

an ekonomis · peninggal.~n-pe~ipggalan sa~a-sini itu harganya sangat 

kecil! Ttdak dapat m~nghilangkan apa-apa dari keny&taan, .bahwa pa­

d_a saat sek<irang in:l · orang-orang Bumipu.tera di Jawa tidak memperli­

h~tkan kec~n~eruqgan dim kebutuhan, juga aka~ kemajuan industr_i, 

t!leskipun dengan b¢rbaga:J. rangsangan yang dibuat-buat. 
," : •• I 

Menurut ··pandangan Snouck Hurgronje perubahan dalani' hal ini dapat 

diharapkan dari contoh golongan bangsawan. Jika para bangsawan mu­

lai mendidik sebagian dari putera-puteranya untuk karier lairt dari­

p~da karier "pet jabatan dan payung-~ ' (priyayi), rnaka gerakan itu 
1 • 

akan . m~njalar ke lingkungan bawa·han. d~n kemudian dapat ditentukan 

l. ' ar~bnya. dimana · usaha .itu harus dibaiitu supaya berhasil lebih baik 
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dan lebih cepat. Untuk mendidik buat pekerjaan lain bagi bangs~an 

tidak kurang kesempatan. 

Lembaga-lembaga tabungan dan p:l~jaman se~ara dibuat~buat, emigrasi 

yang seca,ra dibuat-buat, dan pengadaan ahli~ahli pertukangan dan 

industri secara dibuat-buat, untuk suatu saat aka~ dapat pemberikan 

hasil semu , tetapi tidak membawa orang Jawa. selangkp,hpun maju ke 

kesejahteraan. 

Ad. al 5 

Pendidikan Bumiputera yang sekarang telah ada - kecuali perbaikan­

perbailuil} 'Yarig perlumenurut praktek dan pengalaman- memenuhi ke­

butuhan }.)enting dari masyarakat Bumiputera dan dapat banyak sekali 

diperluas. Akan t·etapi .j ika ingin mencoba apa yang akan dapat di­

capai dengan jenis pendidikan yang sama sekali berlainan, yang :erat 

berhubungan dengan apa yang dianggap kebutuhan masyarakat Bumipute­

ra oleh beberapa kalangan Eropa, maka d.inasehatkan membatasi diri 

pada percobaan yang betul-betul. dan : 

a. Dalam suatu daerahyang dipilih secara khusus dan sesuai . 

b. Pimpinan percobaan diserahkan kepada para pendukung yang sungguh 

sungguh dari pendapat . (yang sekarang jadi mode) mengenai indus-
...__ 

tri Bumiputera. T . 

c. Jika mempunyai kesanggupan hidup. akan segera terbukti, daa, ear-a 

perluasannya akan menampakkan diri dengan sendirinya. 

d. Jika sebaliknya ternyata, bahwa meskipun dalam keadaan-keadaan 

yang paling rnenguntungkan, masih sel·alu· perlu diberi bermacam.:.. 

macam daya lebih dari biasa unt\:JK menjaga jangan sampai pertu­

kangan dan-. industri itu hancur ,· maka percobaan dihentikan, dan 

jangan membming-buang uang lebih banyak lagi. 

Ad. al 6 

Penelitiati pendahuluan yang teliti. jika dibatasi pada satu keresi­

denan yang pallng terpilih untuk percobaan itu, mungkin dapat dila­

kukan dalam 6eberapa bulan. Untuk selurtih Jawa - ini tentunya yan~ 
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dimaksud Menteri - tidak mungkin, dan orang yang mau menanganinya , 

dengan demikian akan kehi1angan reputasinya sebagai orang yang 

sungguh-sungguh. Obyek penye1idikan da1am keresidenan ~ersebut 

di atas me1iputi penetapan cabang-cabang pertukangan dan industri \ 

yang banyak kemungkinan dapat dikerjakan penduduk dengan berhasi1 

baik,- dan kemudian merencanakan tindakan yang per1u dalam lapang­

an pendidikan, untuk menjamin tercapainy~ maksud .itu. 

Ad. al 8 

Tugas penelitian itu dapat diserahkan kepada kontro1ir Jas~er un­

tuk keresidenan Surabaya. 

Dr. Snouck Hurgronje tidak yakin bahwa selurUh tindakan (pen­

didikan industri rakyat) akan dapat berhasil. 

18. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj.Direktur Pendidikan, 

Agama, dan Kerajinan ~J.G. Pott) tangga1 14 Nopember 1905 no.3836 

Dalam surat ini diberitahukan, bahwa Gubernur Jendera1 pada 

pokoknya menyetujui usu1 Direktur PAK dalam suratnya ~anggal 23 

Oktober 1905 nomor 17664 : 

1. J.E. Jasper, Kontro1ir pada Pemerintahan Dalam Negeri di Jawa 

dan Madura, disetujui ditugaskan untuk mengadakan penelitian 

teliti di satu keresidenan tertentu yang ditunjuk mengenai ca­

bang--cabang pertukangan dan industri, yang mempun¥ai kemungkin­

an terbesar akan dapat dilakukan penduduk dengan berhasil baik. · 

2. Penelitian demikian tidak per1u dibatasi hanya di keresidenan 

Surabaya. 

3. Di beberapa tempat di Jawa, orang-orang yang beriktikad baik 

terhadap penduduk di lingkungan mana mereka hidup ": terutama 

para zende1ing - te1ah me1akukan percobaan-percobaan meno1ong 

orang-orang Bumiputera yang mahir dalam berbagai kerajinan de­

ngan metoda baru dan dengan alat-a1at yang lebih baik. Tempat­

tempat itu misalnya Mojowarno, Kendalpayak, dan Semampir. 
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Diterangkan selanjutriya , b~hwa Pemeriritah telah: 

1. Membantu usuha-usaha ·tersebut; di atas dengan memberi sekedar 

subsidi Jika dimohon. 

2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seorang PejabatKe­

pa1a Bumiputera (= Bupati)" di. Ngawi melakUkan percobaan-perco~ 

baan luas dengan sekolah -~sekolah kerajinan. yang juga disebut-

sebut dalam surat Pj. Direktur 1'AK . ... . · 

3. Sekarang Gubernur Jenderal menganggap perlu menunjuk seorang 

khusus untuk memeriksa dan membandingkan hasil-hasil yang di-
, 

per.oleh di ber·bagai tempatp l<;emudian berdas_arkan pendapatnya 

mempertimbangkan a pa yang - selanjutnya harus dikerjakan untuk 

melaksanakannya. 

Orang tersebut harus memenuhi dua syarat ·: 

a. Tabu betul- betul tentang keru~~htanggaan Bumiputera. 

b. Berbakat untu~ bertindak praktis. 

4. Jika kontrolir Jasper menurut pendapat Pj. Dir~ktur PAK meme­

nuhi kedua syarat itu , Wali Negara (Gubernur Jenderal) tidak 

keberatan tugas itu (ad. 3) diserahkan kepadanya. 

Usui-usu1 yang terumus harap segera disampaikan dengan peran­

taraan Direktur Pemerintahan Da1am Negeri. 

Dilampirkan sa1inan- sa1inan dari tilgrB:m me~genai masalah ;l.ni yang 
' 

disampaikan kepada Menteri Jajahan tanggal 25 Oktober, 5 dan 9 No-

pember 1905 nomor-nomor 6 , 3 dan 61. 

19. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) 

kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 30 Nopember 1905 no­

mor 20007 

Menarik surat Sekretaris Pemerintah kelas I tanggal 27 Okto­

ber dan 14 _ ~opember 1905 nomor-nomor 3679 dan 3836. 

Dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa 

te1ah membicarakan ~ 

1. Pikiran Pemerintah mengenai reorganisasi dan perluasan besar 

dari pendidikan Burniputera tersebut de lam surat Menteri tanggal 

15 September 1905 hrf.Al nomor 12/2733. 



55 . 

2. Perta:.:yac::.n a.pakah dengan mendirikan sekolah-sekolah desa seder­

hanu, se~erti yang dabulu didirikan oleb Asisten Residen Amba­

r~•,·a P .M.L. de Bruyn Prince,, dapat a tau tidaknya dijadikan lang­

kab pentir.g ke arab pertdidikan rakyat yang sesungguhnya. 

Pertanyaan ini tidak- dapat dijawab, karena ternyata dari para In­

spektuf hanya seorang saja yang pernah mendengarnya, dan ini dari 

des~s·-d es:!s ·, saja. 

Tiga pertanyaan penting dibicarakan dalam Konperensi (libat ad .1 

di atas), yakni: 

1. Apakah sekolab negeri Bumiputera. seperti yang sekarang diatur, 

memenuhi kebutuban pendidikan di kalangan penduduk,. 

2. Bagaimana pendidikan - dimana periu - barus direorganisir dan 

· diperluas. 

3. Apakah di sekolah rendah dapat diberikan pendidikan ke arab in­

dustri. unpamanya barangkali pengetahuan dagang dan tata buku 

sederhana. 

Perb1E.;ean 1: 

Semua Inspektur sependapat dan dapat dijawab dengan 11ya11
• 

Rencana pelajaran di Sekolab Bumiputera ·ke~as 2, yang merupakan 

sekolah raky 3. t meliputi menulis dan membaca babasa daerah, dan 

4 pergturan pokok dalam berhitung dengan angka-angka penub. Ter­

batas s e!c.:ali tetapi memuat ya~g perlu sekali bagi peningkatan ke­

majuan rakyat. Sek.olab Bumiputera kelas 1 merupakan lembaga peng­

ajaran yang lebih diperluas. 

Per t~~Y.'.?:~-~ 2 : 

Diakui, bahwa perluasan besar jumlah sekolab merupakan tuntutan 

yang sar..gat rr~ndesak, 'tetapi pembul-..aan sekolab-sekolah baru barus 

tetap tcrgantung dari tersedianya guru-guru yang berwewenang dan 

cakap. s .zk,Jlah-sekolah SlN"asta baik yang bersubsidi maupun lainnya 

memberikan bukti~ ~ahwa pendidikan dengan personil ·yang tidak cu­

kup dipe!:'s i.apkan ~ hasilnya sedikit sekali. Sekolah-sekolab swasta 

ini ak~n da~at memenuhi sebagian kebutuban pendidikan .dengan cara ­

yang tidak m:1hal, andaikata dapat diperoleb personil yang lebih 
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baik. Peraturan subsidi yang diusu1kan (surat Hindia Be1anda ter­

tangga1 3 Januari ~905 nomor 7/7) memberi beberapa harapan~ karena 

bagi guru-guru swasta mengandung rangsangan untuk berusaha memper­

o1eh wewenang tertentu untuk memberi pengaJaran. 

Dianjurkan supaya seko1ah-seko1ah swasta yang tidak memenuhi sya­

rat-syarat yang cukup 1un3k, tetapi jika dikunjungi o1eh jum1ah­

jum1ah tertentu (ditetapkan 80) murid~ dapat dise1enggarakan seba-
. . . :: !.. ·.· ' . 

gai seko1ah negeri, tetapi tegas- tegas dengan perjanjian tersedia­

. nya personi1 yang berwewenang. 

Timbu1 pertanyaan mengenai harus atau tidaknya sekolah guru 

Bumiputera ditambah jum1ahnya atau jum1ah muridnya. Penambahan 

jumlah sekolah guru Bumiputera di Jawa untuk sementaFa waktu di­

pandang belum per1u. sedangkan per1uasan jumlah murid secara ber­

angsur pada sekolah-sekolah guru yang ada (terakhir dengan Sura.t 
·' 

Keputusan tangga1 21 Januari 1905 nomor 10) sementara dianggap su­

dah cukup. (Bandung 50, Yogyakarta 75, Probo1inggo 75, Fort de 

Kock 50, Amboina 50). 

Perlu sekali mendapat banyak guru b~ntu yang cakap dan diuji 

(pasal 5 a1inea 1 sub e Lembaran Negara 1893 nomor 127) yang menu­

rut pasa1 9 sub c dari Lembaran Negara tersebut dapat diangkat ja­

di Kepala Sekolah Bumiputera kelas 2. Bagi banyak sekolah kecil 

cukup dengan guru-guru bantu ~ dan karena itu biayanya dapat diba­

tasi. 

Pertanyaan 3: 

Para Inspektur menyatakan keberatan terhadap pendidikan teknis, 

misalnya pendidikan pertukangan~ diajarkan di sekolah-sekolah ren­

dah. Juga pendidikan pengetahuan dagang dan tata-buku sederhana 

bagi Seko1ah Rakyat dipandang tidak .perlu. Didukung artikel dari 

bekas Inspektur Pendidikan Bumiputera J. Habboma dalam majalah 
/ 

"Indische Gids" bulan September 1905 yang dengan keras menentang 

diberikannya pEmdidikan kejuruan di sekolah-·sekolah rendah. 

Sekolah Rendah harus hanya memberikan pendidikan pengetahuan umum. 

Kesimpulnn dari pembicaraan-·pembicaraan ialah: bahwa reorganisasi 
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sekolah rakyat negeri Bumiputera tidak perlu dan tidak diinginkan, 

tetapi hanya ada k~b1Jt"'han ditambahnya jumlah sekolah, dengan ti­

dak sekaligus tetapi beraugsur-angsur dan dalam hal irii tergantung 

dari tersedianya personil yang berwewenang. Mengenai hal tersebut 

~ara Inspektur akan berusaha sebanyak mungkin 'untuk memajukannya 

(ad. 2). 

Dibicarakan juga kemungkinan memajukan kerajin~n pend~duk. 

1. H.Th.J. Uijtterbroeck. 

Di Negara (keresidenan Kali~~ntan Tenggara) penduduk giat me­

ngerjakan kerajinan penempaan alat-alat dari besi - yang meski-. 

pun masih kasar, tetapi inemenuhi kebutuhan penduduk - bahkan 

sampai banyak dikirim keluar, ke Siam dan Australia. 

2. G.J.F. Biegman. 

Di keresidenan Sumatera Barat ditemukan banyak tempat kerja 

pengrajin tempa besi, pertukangan kayu, dan pembuat~n barang 

pecah-belah. 

3. L.G. Bertsch. 

Di Jawa Tengah terdapat berbagai industri kecil .Bumiputera. 

Dengan penggalakan dan· bantuan pertukangan dan .kerajinan penduduk 

ini dapat ditingkatkan lebih tinggi. · 
\ 

Penugasan Kontrolir Jasper. 

Kontrolir Jasper memenuhi kedua syarat~ termaktub dalam surat Pe­

merintah tanggal 14 Nopember 1905 n~mor 3836 7 dan telah dipanggil 

ke Betal-71 oleh Direktur Pernerintahan Dalam Negeri atas permohonan 

Direktur PAK. 

Dalam pembicaraan Direktur PAK dengan Jasper. maka dis~pulkan 

bahwa: 

1. Penelitian akan diatur sepraktis mungkin. 

2 .. ~ Penelitian diarahkan untuk rnenjawab pertanyaan yang dibicarakan 

dalam konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tersebut 

di atas, dan bagaimana kerajinan rakyat, terutama kerajinan ta­

ngan, dapat digalakkan dan dtmajukan (bagaimana pendidikan rak­

yat .ke arah industri dapat dibina). 
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3. Penelitian sementara dibatasi pada keresidenan Surabaya dan un­

tuk itu dijanjikan pertolongan dan bantuan para pegawai Pemerin­

tahan· nalam Negeri, jika diperlukan. 

4 • . Untuk penelitian kemudian ten tang hasil:..hasilnya pe_ngajaran di 

sekolah-sekolah kerajinan dan pertukangan swasta di Jawa, dimo­

honkan kerj a sama dari para Pegawai Pernerintahan yang bersangkut-

an. 

5. Dari basil penelitian harus dapat disusun pendapat pribadi yang 

bebas mengenai masalah yang diselidiki. 

6. Kecuali jika ada keadaan luar biasa dan tidak diduga-duga , pe­

nyelidikan harus selesai paling lambat akhir April 1906 dan la­

poran serta usul-usul harus segera diajukan. 

PENQID1KAN RAKXAT - PERCOBAAN PENGAN 

SEKOLAli-SEKOLNi DESA DI JAWA 

20. Surat Sekretaris Pemerintah kelas I kepada Pj. Direktur Pendidikan, 

Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) tanggal 27 Oktober 1905 no.3679 

Dalam surat ini dikemukakan, bahwa Gubernur Jenderal telah di­

beritahu bahwa P.M.L. de Bruyn Prince - sekarang Wakil Ketua Dewan 

Hindia Belanda - sewaktu masih menjabat Residen Kedu atau Assisten 

Ambarawa telah mengambil prakarsa mendirikan sekolah- sekolah desa 

sederhana. Sekolah-sekolah ini setelah ditinggaikannya hilang la~ 

gi karena kurang perhatian dan pengawasan dari pengganti-pengganti-

, nya. 

Gube~nur Jenderal mengharap pertimbangan ~ apakah dengan mendi­

rikan sekolah demikian itu disamping atau sebagai pengganti dari 

sekolah-sekolah Bumiputera yang sekarang ada, dan dengan mengkesam­

pingkan sekolah kerajinan yang didirikan oleh R.M.T. Utoyo, dapat 

diambil langkah yang penting ke arah pendidikan rakyat yang sesung­

guhnya. 
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Direktur Pendidikan, Agama, dap Keraj.inan diminta menya:-.pai­

kan pertimbangan dan .nasehat mengenai hal ini, setelah mene~dakan 

konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera pa~a pe rme laan b~­

lan Nopember 1905 , menurut suratnya tanggal 23 Oktober 1905 r.:::::or 

17664. 

Pad<J sekolah-sekolah desa. yang akan minta biaya f e12:erintah 

13an.gat ke~H (~ekolah--sekolah yang , didir ;Lkan P .L .M. de nr ,,:;,-:-. :.· :·_n:: e 

sama ,e~li ~td~k memerlukari biaya app-apa dari negara) . ~iJak ha­

nya akan diaja~~~ roenulis dan membaca (dengan huruf Latin dan Ja­

wa) dan berh!~~p.g, te~api di~ana mungkin juga diberikan pend ~d~kan 

~~1=t~~n~~t1 ~ed~li't)ana ~ dengan mengingat bahan-b~ha'J. ment ah yar..g 

dal'at dipQrolen di dae1=al} itu , alat-ala t yang dipergunakan d :t r.'1.~. '1 

dan 1atn.-l~~~ ~~b~$~inya. 

Telah diter·ilna surat kawat dari Menteri Jajahan . minta nas ':!hat 

terakhir dari Pemerintah Hindia Beland .<~ · erigenai reorgani~as :t · ·'n­

didikan Bumiputera yang diingin~nnya, pa ling lambat tangga l 6 No­

pember 1905 ~ Tanggal ini supaya diperhitungk: j ika konp~"' -,..,si 

terseb~t di a~!lS memperoleh hasil--hasil lebih l a njut , 

21. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agamn, dan Kerajinan da..!!_Pj. Dtr~l~.:. 

tur Pemerintahan Dalam Negeri (D.F.W . van Rees) kep~da G~berm1;:_ 

Jenderal (van }ieutz;) ta.nggal 20 .Haret 1906 hrf. A t EJ.npa no_!!lo_:,;.. 

Pada tanggal 11 Januari ·1906 Gubernur Jenderal r .emberi t t'.gas 

aecara lisa.n kepada mereka untuk bersama'-sama menga d3kan . ffi'J r:yawu.-ah 

dengan H. Carpentier Alting , . Inspektur Perkreditan Tani Bumi pnte:ra ·, 

dan memberikan nasehat kepada Pemerintah mengenai kemungld!'."ln :!en­

dirikan sekolah- sekolah desa untuk kepentingan penduduk Bum:i.p'lt:P't'a 

di Jawa dan Madura. 

Pertimbangan-pertimbangan Gubernur Jenderal ialah: 

1. Jumlah sekolah bagi Pendidika n Bumipu<:era san ~;at keci.::.. di'::-r> .. ·· 

dingkan dengan jumlah jiwa penduduk Bumiputera, s eh:l.ngga ha r·:r"­

dapat m~beri manfaat kepada persentase sangat kc ~ 1 pe-;r: d a 3u-· 

miputera. 
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2. Perluasannya yang sedemikian . rupa sehingga dapat disebut pendi­

dikan rakyat yang umum tersebar di Jawa akan memakan biaya di 

luar kekuatan keuan.gan negara. 

3. Padahal .memcnuhi kebutuhan pendidikan merupakan tuntutan zaman 

yang sangat mendesak. 

4. Dari hal-hal tersebut di atas menimbulkan dua pemikiran, yaitu: 

a. Heniru contoh sekolah desa di Negeri Belanda di ze.man dahu­

lu. Apakah di Hindia Belanda tidak dapat didirikan lembaga 

sejiwa dengan :!.tu, ,. lembaga yang sangat sederhana disesuaikan 

dcngan kebutuhan sehari-hari dan Keadaan kehidupan penduduk, 

dan biaya lembaga itu pada umumnya dibeban~n kepada masya­

rakat setempat (• inlandsche gemeente). 

b. Meniru prakarsa P.M.L. de Bruyn Prince sewaktu menjabat Asia­

ten Residen di ~mbarawa. 

Sekolah-sekolah desa itu ldlang lagi, karena terlalu sederha­

na pengaturannya dan kurang perhatian dari Kepala Pemerintah­

an pengganti de Bruyn Prj_nce. 

5. Adanya lembaga perkr(::dit r.m desa (lumbung desa), yang makin lama 

makin laku di Ja1i7a , memberi harapan bah"t-7a sudut keuangan dari 

masalah itu tidak merupal~n lag! kesulitan yang tak teratasi, 

member! harapan bahwa sekolah desa akan dapat menerima bantuan 

kuat dari keuangan lumbung desa. 

Hasil pembic~raan Pj. Direktu~ PAK, Pj. Direktur Pemerintahan Da­

lam Negeri dan Inspektur Perkreditan Tani Bumiputera: 

1. Tidak ada keberatan mewujudkan pemikiran Gubernur Jenderal un­

tuk mendirikan sekolah-sekolah desa, asalkan saja Pe;c.erintah 

pada pri nsipnya sanggup r:tenyediakan uang dan alat-alat pelajar­

an, dimana perlu, untuk dapat mengatasi kesulitan yang paling 

besar. 

2. Sebelum mer~berikm ke-;>utusan (~ efinitif , seba:tknya '!engan car a 

sistemati s mengndakan beberapa percobaan yang d:tawasi deng.~ n ba­

ik di bebcraT.la daerah ya!lg dianggap cocok. 

Di daeral1 s e1 er t i Ja~la akan r:mdah da lam waktu singkat dc::n di!lvma 
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.f' . t 

mana mendirikan sekolah desa dalam jumlah be'~ar ~ yang kelang­

suiiga~ny~ · sedapa,t-dapatnya t~rjamin, . selaina tetap ada perhati·· 

an dan ketekunan para pegawai . pem~rintahan terpusat ke~~~anya. 
Akan tetapi pada tindakan tanpa _sistem sedemikian itu ddak 

hanya tidak ada jamtnan bahwa. pendidikan akan memenuhi turitut­

an lunak. seperti sungguh-sungguh akan meningkatkan tingkat 

pengetahuan umum, akan tetapi juga dikhawati.rkan~ bahwa dalam 

beberapa hal kepada des~ akan diberi beban 'yang menekan. 
' ' 

. 3. S~belv.rtmelangkah mengadak~n :sekolah desa secara besar-besaran 

, .. _perlu ditinjau: akibat keuangari bagi des·a §endiri, ya'ng penga­

tu~annya. harus mengingat ' l!yarat-"syarat : d.i~f ·ordonansi Desa 

(Lembaran Negara 1905 nomor ' 83), · konscikliensi keuangan bagi Pe­

merintah, belum disediakarl.nya ' alat-alat ~'pelajaran yang cukup 

bagi sekolah-sekolah dalam i'j'urlll'ah tak terbatas, t.-ehingga dalam 

permulaannya harus dikerjakan· dengan sangat hati-h~!ti. 

4. Dalam teori memang _ pendirian dan kelangsungan hidup sekolah~ 
I ' ' 

sekolah rakyat Bum~pu~era d~ . Jawa, yang pada pokoknya didiri-

kan dan dibiayai oleh desa-d"lsa .itu sendiri mungkin sekali. 

tetapi pada saat ini sebaiknya usaha ke arah . ini dibatasi pada 

percobaan-percobaan ( ~ - waktu . pel;'.cobaan d~pat pendek - ) untuk 

dengan jalan praktek demik~an. 4apat menent~kan garis-garis ke­

bijaksanaan umum dan melihat akibat keuangan dtmana perlu. 

Kesimpulan ad.l - ad.4 mengenai masalah .mendirikan sekolah-se­

kolah desa sementara terbatas pada dimana dan dengan cara apa 

per<;obaan-percobaan yang diper+ukan akan dilaksanakan. 

5. Perlu diminta pendapat beberapa pegawai Pemerintahan mengenai 

pertanyaan, apakah administ.rasi lumbung-lumbung desa yang se·· 

karang dikerjakan oleh Kumitir-kumitir (= anggota kumisi) da­

pat diserahkan kepada gur~-guru desa, yang biaya hidupnya se­

bagian dicukupi dari keuangan lumbung-lumbung desa. 

Inspektur Perkreditan Ta'Qi Bumiputera atas nama Pj. Direktur PAK 

dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri telah menghubung:i. Re­

siden Kediri (E. Constant), Asisten Residen Kebumen (L.N. van Mee­

verden) dan Residen Cirebon (J.W. Mesma) dan beberapa Bupati dalam 

keresidenan-keresidenan tersebut. 
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Para pegawa±' peme~intah t~rs'ebut di atas pada umumnya, berpendapat: 
< -' 

L Mendirikan dan memelihara kelangsungan sekolah-$ekolah desa di 

Ja'Wa · muhgkin sekali/ ·dilakSanakan. 

2 .. Jabatan:-Kumitir lumbung desa tid~k dapat disatukan dengan jabat-

,; . an guru -desa, lcitrena 'waktu-waktu sihuk (waktu tanam dan waktu 

panert) kumitir lu~bung desa dari pagi sampai sore sibuk mengatur 

pengeluaran/mentinjamk.cin pa'di d~n menerima padi pemb,qyaran kemba­

li, sehingga kira -kira '112 tahun sekola;h harus berh7rtti-. 

3. Menyerahkan pendidikan sekolah kepada ·guiu agama (kyai) di desa, 
;-; 

untuk mengis'i kekurangan tenaga guru desa 7 tidak dapat diterima, 

karena dapat meniinbulkcln pertyalahgunaan dan bentrokan pendapat. . . ~ . 

4. Jabatan guru desa juga tidak dapat disatukan de~gan jabatan ju­

rutulis (= carik) desa~ karena carik harus s~r~ng menghadiri ra­

pat desa, rapat-iapat pemerintahan desa di ibukota kecamatan dan 

ibukota kawedanaan~ sehingga pengajaran sek_olah akan mender ita. 

Residen Kediri. Asisten Resiqen ,Kebumen dan Residen Cirebon menya-
·~ ;; . 

takan bersedia untuk melaksa't¥lkan percobaan-percobaan di daerahnya, 

dan menganggap mupgkin seka~i untu~; nienyisihkan dana dari lumbung­

lumbung desa, dan juga menyisihkan sebagian dari bengkok desa bagi 

guru-guru desa •. Selain itu mereka meriyatal~h perlunya Pemerintah 

mengurusi ters~dianya alat-t:ilat pelajliran yang sangat diperlukan, 

meskipun dengan membayar. 

Sekolah desa yang : d~ sana-sini .yang ada di Jawa, yang dise­

lenggarakan, oleh ora~g-o_rang ~u~iput~ra sebagai matapencaharian, 

memberi harapan ~ babwa dengan. _ _.orga,nisa~i yang -< cocok dertgan tujuan 

dan berdasarkan kekuatan kerja-·sam.a (kooperasi) dari desa,i.;desa, 

kesulitan-kesulitan keu~ngan yang mungkin akan dapat diatasi. 

Keberatan-keberatan lain yang akan menghalang-halangi kelang­

sungan hidup sekolah desa mi~a~nyn: karena tidak adanya perhatian 

dari desa dan adanya perlawanan dalam de~a itu sendiri. Ini harus 

dijawab oleh praktek~ Dan ini, banyak tergantung dari bagaimana 
~ · ~ . . 

pendi:dikan i'tu diatur dan yang terutama adalah mengenai pemenuhan 

kebutuhan akan petsortil pengajar ~-, \ Supciya sekol~h.-... sel:tqlah desa 
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tidak akan segera kehilangan kepercayaan, maka harus ada jaminan 

bahwa guru-gurunya telah mendapat pendidikan tertentup bagatmana­

pun elemente,rnya peri.gajaran sekolah desa diatur . 

. Dalam hanya beberapa tahun Jawa akan mempU:nyai beratus-ratus 

·sekolah desa dan memerlukan beratus·-ratus guru desa. Guru desa 

seharusnya berasal dari r?kyat desa. karena harapan masa depannya 

sangat sede~hana . har~s puas dengan cara hidup desa, tempat ting-
1 ·. 

gal dan pergaulan di desa dan pengetahuan yang dituntut dari pa-

danya tidak lebih daripada yang diperolehnya dari &~~lah Bumipu­

tera kelas 2, ditambah kelakuan baik, bakat peroranganp dan keca­

kapan menurut penyelidikan lebih lanjut. 

Luasnya rencana pelajaran pada sekolah-sekolah desa terbatas pad~ 

membaca, menulis dan dasar-dasar pertama berhitung dan dengan tu­

juan umum memberikan pengertian yang benar me~genai kejadian alam 

sehari-hari, membuat murid memperhatikan sebab dan akibat dari. 

fakta-fakta dalam lingkungan pandangan yang dekat dan langsung. 

Buku-buku bacaan mengenai berbagai kehidupan sehari~hari, yang di­

sebar~luaskan secara besar- besaran • . memberi harapan baik dapat 

tercapainya tujuan di atas . dan membantu guru dalam meningkatkan 

minat murid. 

Penyediaan buku-·buku bacaan . untuk rakyat dan sekolah desa 

tersebut di atas termasuk urusan Departemen Pendidikan , Agama, dan 

Keraj inan, yang mencar_i dan menunjuk orang-orangnya untuk membuat 

karangan-karangan mengenai herbagai hal. dengan cara yang menarik 
I 

dan mudah dimenger:ti, menterjemahkannya dalam berbagai bahasa dae-

rah, menerbitkannya dalam beribu·-r:!.bu eksemplar dan menyebar ·luas­

kan secara besar-besaran. Ha l ini akan minta banyak pengaturan 

dan biaya. 

Dalam pertem!-lan kedua (Pj • Direktur PAK dan Pj. Direktur Pe-· 

merintahan Dalam Negeri) yang dihadiri pula oleh Kontrolir .Jasper 

(yang dengan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1905 nomor 20 di­

tugaskan mengadakan penelitian di keresidenan Surabaya) tidak meng­

hasilkan pandangan baru 'dan hanya dapat menyusun "pedom'-:n" yang 
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harus dipergunakan sebagai dasar pettmjuk oleh para pegawai peme­

rint~han yang bersangkutan dalam melaksanakan percobaan-percobaan 

tersebut. 

-Di beberapa keresidenan~ dimana percobaan akan dilaksanakan, 

Residen yang bersangkutan ~~nentukan satu lingkaran dalam mana 

akan didirikan jaringan sekolah-sekolah desa ,dengan cara yang di­

berikan oleh 11pedoman' 1
, dengan mengingat p~raturan yang ditetapkan 

Residen sesuai dengan nasehat dalam "pedoman" -tersebut. 

Peraturan Residen, __ yang perinciannya tergant_ung _dari keadaan setem-
:- .. ~ ., : . ' ' . 

pat yang terbukti baik dan cocok a _t~u d,iubah dan ditambah menurut 

pengalaman yang dip-~ro-leh akan diperuntukkan menje1di bahan-bahan, 

yang ai'..an dipergunakan dalam mengatur sekolah-sekolah dcsa · secara 

berangsur. 
,. 

Dalam percobaan·-percobaan ini akan ta,mpak pula apa yang dapat di-

harapkan dalam hal ini dari para pegawai pemerintahan Bumiputera. 
' Organisasi_ sepentin~ ini, ya~g menguasai seluruh penghidupan rak-

yat, tidak akan dapat terwuj~d dan bertahan, Jika tidak mendapat 

bantuan yang nyata dan perhatian yang tidak terbagi-bagi dari pa­

ra Bupati dan para pegawai rendahannya. Supaya dapat berhasil, 

kepada para pegawai Bumiputera harus cliberi bagian yang aktif cla­

lam pelaksanaan per.cobaan yang akan diambil~ di bawah pimpinan Re­

siden dengan bantuan para kontrolir. 

"Pedoman" tersebut di atas dibuat dengan anggapan~ bahwa Pemerin­

tah pada dasarnya ~kan sudi memberikan bant1:1an keuangan bagi per­

cobaan ini. Bantuan berupa kredit kepada Residen, yang besarnya 
I akan dirancangkan kemudian. Jika keadaan keuangan negara rneng-

iji~kan, diharapkan ,Penerintah sudi memberikan bantuan terus, di 

mana perlu, meskipun waktu percobaan sudah selesai. 

Bantuan ini menyimpang qar·i pemberian subsi~i kepada sekolah-seko­

lah Bumiputera S'iolasta, karena b'7rsifat semen.tara dan merupakan pos 

penutup dalam Anggaran Belanja Pendidika~ desa, sesudah diperhi~ 

tungkan dengan sumbangan dari keuangan des~ dfln dari orang:-orang 

tua murid, sehingga tidak perlu ditakutkan akan mengambil uang ne­

gara secara berlebih-lebihan. 
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Datam "pedoman" dinyatak8n perlunya di sel<.Olah desa pendidikan di­

bertkan dengan mempergunakan huruf Latin daripada buruf Jawa. 

Karena latibari-latihari membaca di sekolah Bumiputera kelas 2 mem­

pergunakan huruf Jawa~ maka di sekolah desa juga . terpaksS, "semen­

tara" mempergtinakan huruf. Jawa. Oleh Departemen Pendidika:n~ Agama 

dan ·Kerajinan di ketiludian hari ak.an ditisulkan supaya secara prin­

sipiil · diputuskan huruf mana yang akan d:ipergunakan~ huruf Jawa 

a tau huru{ ·Latin. 

Persediaan buku-buku bacaan dan hitung untuk permulaan menurut 

penyelidikan di Depot alat- alat pelajaran sangat terbatas untuk da­

pat dipergunakan di sekolab-sekolah desa. Maka dari itu segera 

mencetak kembali buku-:buku itu secara besar-besaran. sebingga per­

cobaan-percobaan se}tolah .desa dapat berjalan terus tanpa bambatan 

karena tidak ,adanya buku- buku. Pemberian alat-alat pelajaran ha­

rus dengan cuma-cum4, dimana orang tua tidak mampu membayarnya. 

Mungkin sekali kebanyakan tidak akan keberatan, jika Pemerintah 

mengurus pengirimannya - -jika perlu dari Eropa - dan pemberiannya 

dengan barga .pembelian. 

Selanjutnya kegiatan Pimpinan Umum percobaan-percobaan tersebut 

meliputi membagikan "pedoman:' dan memberikan penjelasannyaj meng-· 

atur supaya cara pelaksanaan percobaan berbagai daerab itu sama dan 

sesuai, dan mengawasi serta mengumpulkan basil-basil yang diper­

oleb. 
-Pimpinan Umum diserabknn kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri~ 

karena dalam pengurusan langsung ' sekolah- sekolah desa dapat memper­

gunakan bantuan dan jasa dari pegawai Inapeksi bawahannya, yang da­

lam perjalanan dinas mereka dapat mempergunakan kesempatan untuk 

meninjau sekolah··sekol.nh desa itu. 

Sekalipu; demiki.nn, bantuan dan kerjasama dari Departemen Pen­

didik~n. Agama p dan Kerajinan sangat diperlukan untuk: 

a. Pen~surtan buku-buku bagi persediaan perpusta~an rakyat yang 

. - ~~ngat l~~ serta pemberian alat-alat pelajaran yang perlu. 

b. Pember ian penyuluhan mengenai segi-segi pedagogis dari p'erigajar­

an desa. 
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c. Menugaskan para pegawai Inspeksi Pendidi.kan Bumiputera memberi 

penyuluhan kepadapara . ~egawai pemerintahan dalam negeri yang 

diserahi percobaan» satu dan lain tanpa mencampuri urusan se­

cara langsung.~,, dan 

d. Dalam· rangka_Anggaran Belanja Depa~temen P.emerintahan Dalam 

Negeri ·tidak ada pos untuk itu, biaya-biaya yang diperlukan 

untuk percobaan terpaksa dibebankan kepada Bagian· V Anggaran 

Belanja Pengeluaran Hindia Beland2 (= Dep.PAK). 

Tentang pemilihan , dnere,h-daerah percobaan. 

~1engingat persediaan alat-alat pelajaran yang terbatas, kesu­

karan pimpinan dari Departemen yang bersangkl1tan jika percobaan­

percobaan itu letaknya tersebar. maka terpaksa ~ibatasi di daerah: 

a. Keresiderian · Priangan - ·untuk ·daerah-daerah Pasundan. 

b. Keresidenan Kedu _; \.mtuh. keresidenau-keresiden~n Jawa Tengah 
i , ; 

(kabupaten Knrangany2.'!.· - Asisten Keresidenan Kebumen) • 

c. Keresidenan Kediri - untuk keresidenan-keresidenan Jawa Timur 

(Kabupaten Nganjuk). 

d. Keresidenan Cirebon (Kabupa ten Cirebon) • 

Bupati R.A.A. Salmon Salam Suryadiningrat menyatakan kesediaan­

nya. 

Masing-masing Residen tersebut di atas memilih satu kecamatan atau 

sebagian sebagai lingkar2n percobaan dengan mengingat: 

a. Kepribadian dari para pegawai pemerintahan Bumiputera yang ada 

di sana. 

b, Hubungan-hubungan ekon.om:ts dan inasyarakat. 

c. Jumlah sekolah da l am tiap lingkaran. 

(mengingat jumlah alat-ala t pelajaran yang terbatas, jumlah 

tersebut ditetapken tidak lebih dari 20 sekolah). 

Jika hal-h~l tersebut di atas dapat disetujui Gubernur Jenderal, 

maka diusulkan supaya Gubernur J0n1~ral sudi: 

1. a. Memberitahukan alasan-alasan Pemerintah untuk mendirikan 

sekolah~sekolah desa tersebut kepada masing-masing Resi­

den tersebut di atas. 
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b. Memerintahkan kepada para Residen tersebut di atas, supa­

ya menentukan' daerah-daerahnya untuk percobaan pendirian · 

sekolah desa dengan musyawarah dengan Pj. Direktur Peme­

rintahan Dalam Negeri serta ~engingat "pedoman" yang di­

terimanya dari Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. 

c. ~enandaskan kepada para Residen tersebut supaya dihindar­

kan paksaan baik mengenai pendirian sekolah desa maupun 

mengenai masuknya sekolah. Harus diusahakan dengan sung­

guh-sungguh supaya sekolah desa dibuat makin disukai de­

ngan jalan pembicaraan dan pembujukan. 

2. Dengan perantaraan Residen memberitahukan kepada para Bupati 

yang didaerahnya diadakan percobaan~ bahwa Pemerintah ingin 

dengan sungguh-sungguh agar sekolah-sekolah desa yang didi­

rikan itu menghasilkan sebuah lembaga yang keluar dari desa 

sendiri~ menyesuaikannya dengan kehidupan dan kebutuhan pen­

duduk desa, tanpa menimbulkan keinginan pada murid-murid un­

tuk menarik diri dari lingkungan desa sesudah mendapat pen­

didikan. 

3. Menugaskan Pj • Direktur Pemer.intahan Dalam Negeri- memegang 

Pimpinan Umum percobaan mendirikan sekolah-sekolah desa~ dan 

kemudian: 

a. Memberi penjelasan-penjelasannya kepada para Residen yang 

bersangkutan sesuai dengan "peda'man':. 

b. Dengan musyawarah dengan para Residen yang bersangkutan 

merancangkan dana-dana yang disediakan bagi ~sing-masing 
untuk membiayai percobaan termaktub dalam sub.l sejauh 

tidak dapat dicukupi oleh desa-desa yang berkepentingan. 

c. Dengan perantar~~n Direktur Pendidikan, Agama, dan Kera­

jinan mengusulkan hal..:hal yang perlu me~genai pemberian 

dana tersebut serta pemberian alat-alat pelajaran yang 

diperlukan bagi per~~baan-percobaan da~ perkembangan pen­

didikan desa . 
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4. Menugaskcm Pj. Direktur Pendidi.kan, Agana, dan Kerajinan un­

. tuk : 

a. Melaksanaka!f pembuatan buku-buku .sekolah dan lain~lain 

kebutuhan sekolah bagi sekolah-sekoiah desa di Jawa dan 

Madura. 
I . . ' 

b. Mel akukan apa yang perlu dikerjakan atau diusulkan dari 

perpustakaan rakyat bagi kepentingan pemuda sekolah Bumi­

putera . 

c. Menyuruh Depot Negara mcngeluarkan atas permintaan Depar­

temen Pemerintahan Dalam Negeri alat-alat pe lajaran bagi 

pengajaran desa . 

5. Menugaskan Pirektur Pertanian supaya menyuruh pegawai-pega­

wai Kehutanan memberikan bantuan dan kerjasama ~ 'agar supaya 

jika ada permohonan menebang kayu dengan cuma~cuma : untuk 

pembangunan sekolah desa, dapat segera' dilayani. · 

Pedoman Bagi Percobaan 

Mendirikan Sekolah-sekolah Desa di Jawa dan Madura 

1. Sekolah ini adalah sebuah lembaga desa. Atas pertimbangan 

praktis dalam banyak hal beberapa desa terpaksa cukup derigan 

satu sekolah bersama , atau di sana-sin! jika keadaan- keadaan 

memungkinkan beberapa dusun (dukuh) mengadakan sebuah sekolah 

desa sendiri. Letak dan penyebaran diatur sedemikian rupa, 

sehingga anak-anak tidak perlu be~jalan lebih dari 1~ pal untuk 

sampai ke sekola~ . 

2. Jika dalam lingkaran bergaris tengah 1~ paling tinggi 2 pal 

ditemukan kurang dari 30 a.nak (lelaki dan perempuan) berumur 

kira-ki.ra 6-10 tahun tidak perlu didirikan sekolah ~ kecuali ji­

ka diang~ap perlu dan dipandang memadai jerih payahnya. 

3. Jika dengan menginga t sub . l dan sub.2 pendirian sekolah desa 

sudah mungkin, maka diadakan musyawarah dengan desa atau desa­

desa yang bersangkutan. 
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Para pegawai yang bersangkutan berkewajiben: 

a, Menunjukk.an kepada penduduk desa manfaatriya perididikan bagi 

anak-anak mereka. 

b~ Membuktikan bahwa prasangka-prasangka yang ada pada mereka ter­

hadap sekolah itu tidak benar. 

c. Menghindari dengan hati-hati, jang~ri ~ampai ada kesari pada pen­

duduk, bahwa pendiria~ sekolah adalah 'bebari dar! atas. 

Dari permulaan sekolah desa harus bersifat: 

1. Lembaga milik desa dan dibiayai dengan sukarela oleh desa sen­

diri. 

2. Merupakan milik desa yang dihargai. 

3. Bukan beban yang didesak-desakkan. 

Harus ada musyawarah dengan para pegawai desa, karena: 

1. Pada pokoknya biaya-biaya sekolah desa seluruhnya .atau sebagian 

harus ditanggung mereka. 

2. Organisasi sekolah desa harus menyesuaikan dengan keadaan dan 

kebiasaan desa • 

. Menurut ketentuan dalam pasal 4 Ordonansi · pesa (Lembaran Negara 

1906 nomor 83) diharuskan ada musyawarah desa (rapat desa) .antara 

pamong desa dan warga-warga desa yang berhak memilih untuk :menga-. ·. · . 

dakan lembag<1:-lembaga desa. Desa harus tabu betul akibat-akibat 
; 

keuangan sebelum mengambil keputusan. 

4. Konstruksi bangunan sekolah harus sesederhana dan semurah mungkin. 

Harus sebanyak mungkin dipergunakan 'bahan-bahan yang ada ai:au dapat 

dibuat di tempat itu. Bangunan di atas tiang atau ompak dianjur­

kan. ~arus cukup ruangan, cukup lubang untuk udaradan ,cahaya. 

Dindi,ng dikapur, jika ada kapur. Jika bangunan di atas tanah, maka 

lantai ditu,:•l:luk dengan batu·-batu atau dikeraskan dengan semen, atau 

di,tutup dengan anyaman , bambu . . Kebersihan' bangunan dan halaman ha­

rus d:i.jaga. E<.!ngunan sekolah harus di atas halaman sendiri terpisah 

dan sebanyak mungkin letaknya di pusat desa. Tidak boleh di rumah 

guru. J:!.]t "\ kelangsungan masih diragukan, atau uang ser'ta bahan­

bahan untuk membangun belum ada, dapat di . rumah sewa atau di "balai 

desa". 
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5. ·Biaya bangunan da~ halaman dapat ditutup dari .: 

A. Uang ganti rugi )~ng mungkin diterima desa dari penyerahan 

dan pengambil-alihat•• !:~;:tah desa, sejauh tidak dipergunakan 

seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan desa lainnya yang 

mendesak. 

B. Hasil sewa sawah mili~ bersama yang tidak dibagi-bagikan atau 

khusus untuk maksud ini disisihkan dan dike~uarkan dari pem­

bagian teratur. 

C. Sumbangan-sumbangan dari kas desa atau dari lumbung desa, se­

jauh kepentingan-kepentingan pemberian kredit rnengijinkan de­

mikian. 

Bantuan ini jangan selalu dfperhitungkan~ karena dengan demi­

kian ora~g-orang yang lebih miskin akan harus memikul beban 

keuangan lembaga itu. 

D. Pungutan per kepala. 

E. Pekerjaan bersama (gotong-royong) dari penduduk yang dapat 

dikerahkan~ untuk pengerahan tersebut harus diingat pasal 17 

Ordonansi Desa. 

Sumber pendapatan · lainnya seperti penjualan pohon milik desa, . . 
pekerjaan bersama membakar batu merah, genting~ dan lain-lainnya. 

. ' 

Untuk memenuhi kebutuhan bermacam-macam peker.jaan kayu dapat di­

mohonkan penebangan kayu dengan cuma-cuma di hutan-~utan negara. 

Di desa dimana penduduknya tidak marnpu untuk memikul biaya pern­

bangunan seluruhnya~ .dapat dimohonkan bantuan Pernerintah. Ini 

hanya jika tidak dapat dihindarkan dan da:lam hal sangat terpak-

sa. 

6 • . Bangla,l-bangku tinggi lebih diutamakan, karena kurang melelahkan 

bagi anak-ana~< dan lehih mudah untuk mernberikan pengajaran klas­

sikal. Meskipun demikian, bila terpaksa cukup dilaksanakan de­

ngan dampar. Biaya pembuatan bangku diperoleh dengan cara-cara 

tersebut dalam ·sub 5. 

7. Buku, batu tulis, anak batu tulis, dan lain- lainnya sementara 

dapat diterirn~ dari Depot Negara .dan alat-alat pelajaran terseb.ut 
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dapat' diperoleh atas permintaaq melalui Departemen Pemerin~aban 

Dalam Negeri. Jika orang-orang tua murid tidak keberatan, alat­

·alat pelajaran diberikan dengan harga pembelian. Sementara 

alat-alat pelajaran dapat juga diberikan dengan cuma-cuma, supa­

ya anak-anak yang tidak mampu jangan sampai terhalang masuk se­

kolah. Biaya untuk pemberian dengan cuma-cuma ini akan dibeban­

kan kepada desa dan sumbangan orang tua yang mampu. 

8. Pemberian bantuan uang dari Pemerintah - jikn untuk itu telah 

tersedia dananya pada Residen - terutama hanya untuk memberikan 

dorongan pertama dan menghindari kemacetan, atau .untuk menutupi 

kekurangan Anggaran Belanja sekolah yang tidak dapat di,hindarkan. 

Harus diusahakan supaya bantuan ini jangan menjadi bersifat te­

tap. 

9. Dengan surat keputusan Residen ditentukan syarat-syarat untuk 

menjadi guru sekolah desa ~umiputera~ 

a. telah tamat belajar dengan baik dari sekolah kelas 2, lima (5) 

tahun yang lalu; 

b. lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Sekolah Negerl Bumipute­

ra di ibukota asisten-keresidenan di hadapan Komisi Sekolah 

Bumiputera setempat ; 

c. memenuhi sya·;:·at umur n inimum; 

d. berkelakuan baik; 

e. tidak cacat dan berpenyakitan yang mengganggu. 

Jika jumlah yang memenuhi syarat-syarat kura~g mencukupi dapat 

diadakan dispensas i dari ' syarat-syarat tersebut- kecuali syarat b. 

yang harus dipenuhi. 

Yang dibebasY~n dari ujian tersebut dalam b. adalah: 

a. yang paling lambat 5 tahun yang lalu telah lulus ujian 

"kwekeling!' (calon guru) ; 

b. bekas guru o guru bantu dan kwelteling d~ri sekolah negeri Bu­

mi?u i·-=ra yang diberhentikan dengan hormat, tetapi harus me­

menuhi syarat umur , kelakuan baik dan kesehatan badan. Yang 

diterfma jadi guru desa mendapat Surat Kekancingan (radikal 

= s emecam Surat Putusan) dari Re~dden » sebagai "guru sekolah 

desa a tau kampung' ;. 
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10. Penghasilan guru desa sebulan ± f~ 15. ~ minimum dan f. 20.-- £.25.- · 
. ,., . 

I • I ~ ,• 

rata-rata dipandang pnntas. ; Gaji ini sedap.at 'ltl1Jngkin dibetikan be-
, ' 

rupa hak pakai atas 'sebagiari sawah desa dengan luas tertentu (beng-
. ~ 

kok guru desa). Bengkok :guru desa ini berbeda dari bengkok pamong 

desa. ., · . 

Di daerah, d_iman~ desa tidak mempunyai sawab milik bersama, karena 

sebagian bes~r sawah milik perorangan tur~n-temurun, mal~ dengan 

'harltuan uang mtika dari keuangan lembaga perkreditan desa dapat di­

befikan -~ehid~ng. · sawah· untuk bengkok guru des a. Kemungkinan seka-

,, li guru desa kadang-kadang dapat diserahi administrasi perkreditan 

desa, dan dari ini ia dapat mengambil sebagian dari penghasilannya. 

Setidak-tidaknya guru desa dapat ~iberi sebagian dari uang sekolah 

yang dipungutnya, agar supaya ia mempunyai kepentingen dengan ber­

tambahnya murid. Bahkan jika ternyata perlu~ang sekolah dapat di­

serahkan seluruhnya kepadanya, jika ternyata penghasilannya dari 

sumber-sumber lain ternyata terlalu kecil. Selanjutnya guru desa 

termasuk orang yang dalam Surat Keputusan Residen dibebaskan dari 

rodi. Dari pihak desa ia seharusnya juga dibebaskan dari kerja 

.bersama-sama (gugur- gunung = gotong-royong). Jika dalam keadaan 

luar biasa tidak dapat ditemukan orang yang mau menjadi guru ·desa, 

dan desa sungguh- sungguh tidak dapat menaikkan penghasilan guru de­

sa, maka dapat dimintakan subsidi dari Residen, tetapi tidak lebih 

banyak dari pada yang diperlukannya. 

11. Rencana pelajaran me,liputi membaca dan menulis bahasa daerah (Jawa) 

· d~ngan huruf Jawa, menurut keadaan dapat dengan huruf Latin, dan 

penerapan dari -4 peraturan pokok berhitung . . ~-~ Pendidikan bertujuan 

pula memberikan kepada anak-an~k pengertian yang benar mengenai apa 

yang dapat dilihat d~ri sekeliling dan yang penting bagi mereka. 

Dalam berhitung dipergunakan ukuran panjang , luas dan timbangan 

yang dipakai di kalangan penduduk. Bagi yang sudah maju diperke­

nalkan juga ukuran panjang, _luas, isi dan timbangan dar~ sistem me­

trik, ·dan p0..rband::Ingannya clengan yang disebut pertama. 
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12. Tujuan umum untuk mendirikan Sekolah Desa Bumiputera · - yaitu mem­

bantu meluaskan pengertia~ y~ng benar mengenai berbagai kej~dian 

dalam kehidupan sehari- hari dan lingkungan dekat orang desa dan 

tidak akan mungkin tercapai hanya dengan keterangan-keterangan 

lisan dari guru desa saja. tanpa alat-alat pembantu. 

Uaka Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan. ditugaskan untuk 

menyusun buku-·buku bacaan, karangan-karangan dengan cara yang me­

narik dan mudah dimengerti dan diterjemahkan 'dalam bahasa daerah 

(Jawa) tentang: 

a. fungsi berbagai bagian dari tumbuh-tumbuhan ; 

b. syarat-syarat hidup dan sifat-sifat serangga dan jenis-jenis 

binatang lainnya ~ yang merugikan pertanian ; 

c. terjadinya mata air ; 

d. penjelasan berbagai kejadian alam; 
\ 

e. keuritungan penggarapan tanah yang baik; 

f. pembuatan dan pemakaian alat-alat yang berguna; 

g. susunan umum mesin uap ; 

h. hal- hal mengenai kesehatan dan kebersihan (hyg~ene) ; 

i. sebaga::: selingan ceritera·-ceritera: dongeng, dongeng binatang, 

dan lain· lain yang mempunyai tujuan kesusilaan, dll. 

Buku-buku ini ; 

a. diberikan kepada guru-guru desa untuk dipergunakan dalam pe­

lajaran lisan; 
I 

b. dikumpulkan menjadi perpustakqan u~tuk lingkaran beberapa 

_sekolah . diawasi oleh guru-guru sekolah negeri Bumiputera, 

dan secara bergiliran buku-buku ini dikirim ke sekolah- seko­

lah desa. 

13 . Penentuan waktu masuk sekolah ditetapkan da lam musya~-1arah dengan 

kepala desa untuk dapat memperhitungkan keadaan desa, sehingga ke­

sempatan masuk s ekolah dapa t dipe~gunakan oleh umum. 

Berdasarkan musyawarah tersebut, ditetapkan : 

a. anak-anak lelaki yang agak besar masuk siang, karena pagi dibu­

. tuhkan membantu pekerjaan di sawah, dll. s anak-anak perempuan 

masuk pagi ; 
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'' ·· 

b. guru mengajar 5 a' 6 jam sehari, dibagf dua: pagi dan siang; 
.. ,, . ; · . 

c. · pada musim ta~dur dan panen, ja~-jam s~k.o1ah dapat dikurai1gi; 

d. juga harus diperhitungkan waktu dimana anak- anak be1ajar agarna 

(ngaj i). 

Jam-jam seko1ah bagi seko1ah-seko1ah desa tidak seragam, tetapi 
i . l 

pemerintah harus diberitahu tentang pengaturan jam seko1ah di ma-
, . ., . ' . . · . . . . 

sing-masing desa. Jika jam-jam seko1ah sudah diatur dan disetujui 
· .. 

Pemerintah, harus ditaati o1eh guru dan murid-murid. 

14. Penetapan liburan diat~r seperti ad.13, dengan mengingat: 

a. se.tiap minggu ada 1 hari 1ibur; 

b. libur 4 a' 5 hari sekitar 1 sawa1 ; 

c. syarat-syarat pekerjaan sawah dan kegiatan umum penduduk menen­

tukan apakah per1u ada 1iburan panjang atau tidak, dan dalam 

bulan apa. 

15. KecuaH bagi orang tua yang miskiri, bagi murid-·murid dipungut uang 

sekolah. Uang seko1ah ditetapkan 5 sampai 50 sen tiap bulan, se­

tiap anak, dengan ketentuan bagi anak-anak kedua dan selanjutnya 

d·ari satu keiuarga diberikan pengura:ngan. Di beberapa daerah uang 

sekolah dapat dibayar d.ilam bentuk 11natura 11
, dan dibayar pada wak-

tu panen. 

16. Pimpinan mr.":11 untuk mendirikan dan memajukan pendidikan desa semen-· 

tara ada padc Departem~n Pemerintahan Da1am. Negeri, dan penge1o1aan 
· ·r ·. · 

langsung sekolah- sekolah desa dilaksanakan o1eh para pegawai Peme-

rintahan Dalam Negeri di bawah perintah para Residen. Masalah ini 
' : ! . . 

erat hubungannya dengan kehidupan rakyat dan kemajuan lembaga-lem-

baga ''desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukutn dan diwujudkan 

dalam Ordonansi Desa (Lembtiran Negara 1906 nomor 83). 

Dalam melaksanakan azi1s- azas termakttih di atas, Direktur Pemerin­

tahan Dalam Hegeri memberikan penjelasan dan peraturan tersebut ke­

pada para Residen. Residen dengcin tttusyawarah dengan para pegawai 

bawahannya: Eropa dan Bumiputera secara bera~gsur·-angsur mengadakan 

peraturcm d~n instruksi, , yang perlu dibuat menurut keadaan. 
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Untuk menjaga supaya pendidikan Bumiputera tidak -~kan tergantung__ 

lebih lama dari pendapat para pegawai Pemerintahan Dalam Negeri 

yang · sering berganti··ganti. maka ditetapkan bahwa untuk meiidiri··· 

kan dan menghapuskan sekolah desa harus ada .persetuj~~n Residen. 
. ~ ·- ·~ 

Apakah .tujuan sekolah desa, · me~yesuaikan dengan kebut~han rakyat 

desa da~ terbuka b~~~ semua anak desa ~ akan dapat tercapai teru­

. tama _tet.g~11-t~ng, ; P.-~-~~ ·p-~daiig~m:~ll~t(t~t~!~e~Jt&n~ d;m..~p.er,J,ta t.ian t e._ 
1'" ... _. : ·.- ·: .• :·. ·. . ; /,!~~,· ,: ,:.·j,··: I , . . .... I ,• • . - .~ · f,.~.: · -~- I : ' . ; j _ 

; .~r·rus..:.me~e~~s~:a?\ti,~.im]'a B~pati ·dan Kepala Bumiputera baw~hannya. 

• Periduduk des& supaya dapat menerima lembaga yang baru ini, meski­

pun ada beban .. ,beban 'tertentu yang dipikulkan kepada desa, sebagai 

keuntungan yang berguna dan dihargai. Pelaksanaannya tidak boleh 

ditempu'Q <iengan jalan. perintah-perintah, .. tetapi dengan cara pen­

dekatan, pembicaraan dan ajakan. 

Kpntrolir Pemerinta}lan Dalam Negeri berkewajiban melakukan peng­

awasan umum, menghadiri pembicaraan-pembicaraan dengan pendQduk, 

memberikan petunjuk ,dan bantuan menyelesaikan kesulitan-kesulit­

an, yang ditemui pada pelaksanaan rencana. 

Dalam melakukan penyuluhan mengenai pendidikan sendiri, pegawai 

P-emerintahan Dalam Negeridapat berhubungan deng~n paralnspektur 

Pendidikan Bumiputera. 

Dianjurkan pula untuk mempergunakaQ jasa-jasa para guru sekolah 

Bumiputera , dan menyuruh mereka mengunjungi sekolah-sekolah .desa 

secara bergiliran pada hari libur ~iap minggu. dengan mendapat 
... ' . . . ' . . . : ~· . . . - - . . . 

penggnntian uang perjalanan dan uang tunjangan tertentu, !yang da-
1; ' 

pat diambilkan dari dana pendidikan desa di keresidenan .• 

' .t ··1 .: 

, · .• 

· : .. 
.. . . 

'~, \.J .~ · ... 



REORGANISASI PE@JDtKAN BUMIPUTERA - PJLNDIDIKI,I,t'J PJ!:JLTUKANGAN 

22. Surat Pj , Di.iektur Pendidil'..an, Agama . dan Kerajinan (J .G. Pott) ke­

pada Gubernur Jenderal (van Heutz) tanggal 22 Hei 1906 nomor 8811 

Dengan surat ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal laporan 

dari Kontrolif J.E. Jasper. Laporan sebelurn diaj ukan dibicarakan 
l 

·leb.ih dahulu dengan para Inspektur Pendidikan Bumipute ra di Jm:a 

dalam ·pertemuan yang diadakan di Surabaya:. dan kemudian olel-i Pj. 

Direktur P.A.K. d engan para Inspektur ters?but di. Betawi. 

Laporan dib!igi dalam 3 bag ian: 

I. mengenai kead.aan pendidikan Bumiputera sekarang dan sarana­

sarana untuk memperbaiki > 

II. mendirik~n :sl!kol~h ·-sekolah . kelas dua baru di keresidenan 

Surabaya ; · 

rrr: mendirik:m sekolah~sekolah kejuruan pertukangan bagi orang 

Bumiputera. 

Bagian·--bagian ini akan ditinjau b~rturut-turut masing~-masing terpi­

~ah, dengan mcmpergunakan hasil-hasil pembicarc-.an dalam Konperensi. 

p~fa Inspektur Pendidikan Bumiputera di Jawa. tanggal 8 sampai 11 

H~~ 1906. 

BaSllln r 
::- · 7 ., 

D,Qn~~n menarik surat t anggal 30 Nopember nomor 2007 dikemuk.altan • 

.J;>a4wJ1 J .E. Jasper d~n p~1ra Inspektur Pendidik.an Bum:i.putera he~peqf!" 

_qap~f bah"'a: 

t• pendidikan di s ekolah-sekolah Bumiputera negeri, dengap m~qg-

kesampinekan kckurangan yang ada . mencukupi kebutuhe.n pejldu,­

duk a kan lwmajuan ; 

4·, jumlah sekolah yang ada jauh daripada mencukupi ; 
. ' 

3, sekolah-sekclah sw~sta~ kecuali yang didirikan zending~ "~4~ 

umumnya lebih te:rbelakang daripada sekolah ne,geri, da~ r~r., 

murid yang rtienginginkan suatu jabatah Hdak puas dengan iJ.ejt­
didikart yiirtg diberik..!tnnya. 

76 
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· 4. sekolah"·seko1~h swasta cukup: bagi mereka yang tidak ingin 
' ' 

menjadi pegawai, jadi cukup bagi petani, ne1ayan~ dsb. 

Kekurangan yang ada pada seko1ah-seko1ah negeri menurut Pe1apor 

dan para Inspektur ia1ah bahwa: 

'1. ke1as~ke1as rendah dibagi dalam bagian .. ·bagian, sehingga gu·· 

ru-·guro harus member! pelajaran di 1ebih dari satu bagian 
. . 

pada waktu yang bersamaan; · . 

. 2. murid-murid baru tidak dapat diterima pada waktunya;; 

3. murid-murid b~ru yang diterima, banyak yang ter1a1u muda~ 

4. waktu ·be1ajar yang 1amanya .3 tahun dipetpanjang 1 tahun 1a-· 

gi · deng~m tambahan satu ke1as sehirigga ,menjadi kelas 4; · 

5. untuk 1atihan tu1is-menulis banyak di~ergunakan batu-tu1is. 

Sebaiknya, untuk lebih memperbesar perhatian murid dan 

orang. tua lebih baik dipergunakan buku tu1is. 

Henurut pasal 22 Reg1emen Sekolah~Lembaran Negara 1893 nomor 128) 

seko1ah ke1as 1 harus terdiri: dari 5, dan seko1ah ke1as 2 dari 

3 ke1as. Menurut pasa1 25 peneriniaan murid baru dilakUkan 2 ka1i 

setahun. Peraturan ini mengakibatkan murid .:..murid ke1as-ke1as 

rendah harus dinaikkan tiap 1/2tahun sekit1i dan ada .bagian-bagi­

an 1/2 tahunrm, untuk member! tempat bagi murid-~urid · baru. Tugas 
( 

termaktub di ad .1 ter1alu berat bagi guru-·guru Bumiputera untuk 
. . 

· dapat dilaksanakan tanpa merugikan pendidikan. 

Untuk menghilangkan ,kekurangan ini o1eh Pe1apor diusu1kan: 

1. penerim.aan murid-murid baru untuk ke1as i rlibatas'i 1 ka1i .seta­

hun, dan bagian-~bagian dari ke1as-ke1as rendah dihapuskan ; 

2. satu guru tidak bo1eh me~gajar 1ebih dari 1 ke1as; 

3. satu ke1as tidak boleh 1ebih da .. i 40 murid. (para Inspektur ti­

dak _menaruh keberatan terhad~p usul-usu1 1 ~ 2 dan J) ; 

4. mengadakan "ke1as persiapan'' yang se1alu terbuka untuk penerima­

an murid baru. 

Da1am ~~ke1as persiapan1
' ini tidak diberikan pe1ajaran membnca, 

menu1is dan berhitung, tetapi anak-anak dengan cara yang menye~ 

nangkan dengan bermain-main, dibiasakan dengan ketertiban dan 
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pera.turan, dilatih mengeltiarkan pikiran dengan betul, dilatih 

menggunakan pancaindera dengan baik. 

(Para Inspektur sangat menentang usul ini~ karena guru-guru Bu­

miputera belum mampu memberikan pengajaran "fr.obel". dan juga 

orang tua belum mengerti manfaatnya, mereka memasukkan anak­

anaknya ke sekolah untuk belajar dan tidak . untuk main-main). 

Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan berdasarkan Laporan 

dan usul-usul tersebut di atas, mengusulkan kepada Gubernur Jende­

ral: 

1. pener,imaan mur:ld baru kelas 1 dilaksanakan satu kali setahun, 

dan sebaiknya menunggu informasi dari para pegawai Pemerin­

tahanl>alam Negeri pada akhir liburan Puasa; 

2. "kelas ·persiapan" jangan diadakan, meskipun bersifat perco-

baan. 

Di kemudian 'hari jika di sekolah-sekolah guru .untuk guru Bumiputera 

sudah diberikan pelajaran mengenai pengetahuan dnn kecakapan untuk 

memberikan pengajaran persiapan. dan mereka (= guru-guru) dapat di­

beri keinsyafan tentang manfaat pengajaran demikian» serta ada ke- . 
i sadaran bahwa pengajaran persiapan itu tidak di bawah derajat mere-

ka. maka telah tiba waktunya untuk mengadakan percobaan dengan 

menggunakan tenaga-tenaga yang terbaik di an tara mereka. Untuk 

membatasi sekolah kelas 2 pada 3 kelas, tidak ada keberatan dar! 

para Inspe~tur, jika hal ftu mengenai sekolah-sekolah yang jumlah 
./ 

murid-muridnya sedikit dan personil pengajarnya terlalu sedikit 

untuk dapat member! pengajaran di 4 kelas masing-masin~ tersendiri. 

Dimana penduduknya tetap membuktikan bahwa mereka menghargai seko­

lah yang ada tetap dipertahankan 4 kelas. 

Menurut para Inspektur. penduduk dengan perantaraan Pemerintahan 

Dalam Ne~eri mendesak supaya waktu belajar diperpanjang dan pendi­

dikan diperluas, antare lain dengan ditambah bahasa Melayu. Dimana 

perluasan pendidikan tidak dapat dipenuhi dengan perubahan rencana 

pelajaran, maka menurut para In~pektur kelas 4 harus diijinkan, ji­

ka kekuatan personil pengajar mengijinkannya. 
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Pentingnya perpustakaan sekolah bagi kemajuan dan perkembangan mu­

rid sudah lama diakui~ tetapi biaya untuk mendirikannya - meskipun 

secara kecil-kecilan ·· selalu menghambat pelaksa.naannya. Disulkan 

supaya dapat .diwujudka:n. 

Usul Jasper untuk dapat memperoleh bacaan~bacaan yang cocok- tidak 

dapat dilaksanakan. Pe.ra Inspektur harus mencari dan menemukan 

di antara para gu:ru (Eropa dan Bumiputera) dan orang~orang lain 

yang cakap, yang sedia dan sanggup menangani tugas yang berat ini. 

yakni menyusun bacaan hiburan bagi para murid dari berbagai kelas. 

Mengadakan perlombaan mengarang untuk bacaan hiburan tersebut me-

. nurut para Inspektur tidak akan banyak menolong. dan akan terpak­

samengecewakan banyak orang . Tetapi bantuan dari orang-orang se­

lain daripada yang ditunjuk para Inspektur tidak perlu ditolak. 

Sebaiknya diterima dengan terima kasih. 

Pikiran Jasper untuk memberikan bacaan yang baik bagi penduduk 

terutama bagi yang te.lah tamat sekolah kelas 2. dan umtimnya bagi 

semua yang dapat membaca. sangat simpatik d~n diusulkan untuk da­

pat dilaksanakan. 

Karena untuk memberikan pendidikan ulangan biayanya sangat 

besar dan sulit untuk mendapatkan personil pengajar. ma~ pemberi­

an bacaan yang membangun dalam bentuk yang menarik merupakpn satu-
' .. 

satunya jalan, , supaya apa yang dipelajari di ___ sekolah tidak akan 

hilang sama se}.<ali. tetapi . dapat <litambah dan dip.erluas ., 

Masal~h "penyediaan kebutuhan penduduk desa akan bacaan" te-
. ~ . : . 

lah dikemukakan pula dalam usul-usul bersama (Pj. Direktur P.A.K. 
. . ·~ . . 

dan Pj. Direktur Pemerintahan Dalam Negeri) mengenai pendirian se: 

kolah···sekolah desa. ' 

Mereka yang telah mendapat pendid~kan lebih banyak di sekolah ne­

geri daripada yang diperoleh di sekolah desa memerlukan bacaan 
' I 

yang lebih maj\1 daripada yang diperuntukkan ur:ttuk tamatan sekolah 

desa. 

(Usul ini disetujui Gubernur Jenderal dalam Surat Sekretaris Pe­

merintah Kelas I tanggal 31 Mei 1906 nomor 15.26/2). 
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Untuk memperbaiki pendidikim Bumiputera dan untuk mendapat kepasti­

an adanya perbaikan keadaari perlu sekali mEmgadakan inspeksi yang 

teratur. 

(Usul untuk mengadakan reorganisasi inspeksi, kenaikan gaji guru 

bantu, dan pembelian alat-alat peraga). 

Sekolah- sekolah negeri Bumiputera secara lahiriah nampaknya begitu 

muram~ sehingga lebih menakutkari daripada menarik murid-murid, dan 

hal lni perlu segera diperbaiki. 

Pada akhir l~poran Bah I dikemukakan masalah adanya dorongan di ka­

langan>besar penduduk Bumiputera untuk menyuruh anak-anaknya bela­

jar bahasa Beland~. Perlu dibicarakan dalam pertanyaan, apakah se­

kolah~sekolah kelas 1 metnerlukan perubahan-perubahan dan bagaimana. 

Rencaha anggaran biaya untuk perbaikan sekolah yang sekarang ada 

memerlukan beberapa perubahan berhubung dengan sekolah yang ada se­

karang diperluas, tidak hanya di keresidenan Surabaya tetapi juga 

di seluruh Jawa dan Madura. Perbaikan dan perubahan bukan hanya 

mengenai sekolah kelas 2 tetapi juga kelas 1 (Rencana anggaran bia­

ya). 

Bagian II · 

Jasper mengusulkan pendirian 36 sekolah kelas 2 baru di kere­

sidenan Surabaya. Dar! jumlah sekolah baru itu ada 5 sekolah, yang 

diperkirakan akan menyedot murid dar! sekolah-sekolah swasta, ada 

diantaranya yang diselenggarakan oleh zending. Di tempat dimana 

sekolah swasta itu terbukti tidak memenuhi syarat-~yarat yang lunak 

dan dengan dem~kian tide~ memenuhi kebutuhan akan pendidikan , di 

situ didirikan sekolah b~ru. Sehubungan dengan i ,tu jumlah sekolah 

baru yang a~n didirikan di keresidenan Surabaya ditetapkan 33. . ' · 
CRencana anggaran bi~ya d~~i sekolah- sekolah baru yang akan 

didirikan). 

Rencana anggaran biaya untuk mendirikan sekolah-sekolah baru di se­

luruh Jawa dan Madura menunggu data dari Jasper. yang akan dikum­

pulkannya dari tiap-tiap kecamatan. Untuk tahun 1907 dibatasi pada 

tersedianya personil pengajar. 
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Bagian III 

bar :I,. hasil·-hasil penyclidikan Jasper' data p'enting yang dikum­

pulkannya c.i'an pembicaraan~pembicaraan derigan para ahli industri yang 

dikerjakan orang- orang Bumiputera, dapat ditarik kesimpulan : 

a. orang-orang Bumiputera . denga~ persiapan' yan~ cukup dapat didi­

dik menjadi tukclng-tukang yang baik, yang a~.an mendapat mata­

pencaharian di i~dustri-ind~stri y.:mg diusahakan oleh orang­

orang Eropa; , 

b. hasil-hasil penyelidik~n membuktikan adanya dbrong'an di kalang­

anpenduduk Bumiputera · u~tuk m~ju ke arab lndustri, dan adanya 

kebutuhan akan adanya golongan; tukang ; ; • 

·c. golongan orang Bumiputera yeng·. dapat dibawa .- ke kedudukan sosial 

ekonomis yang lebih · tinggi ; dalam jumlah yang cukup besar ,. akan 

membawa pengaruh yang l~bih baik pada pertukangan di kalangan 

penduduk sendiri; 

d. untuk memajukan ini diusulkan supaya didirikan sekolah pertu­

kangan di kota dengan sekolah pertukangan yang;· dapat·: d.ipindah­

pindahkan dari satu desa ke desa ·yang lain , serta mendirikan 

t'empat-tempat kerja di luar · kota-kota besar • . dengan a tau tidak 

dengan dasar kooperatip; 

e. syarat untuk diterima di sekolah pertukangan harus . tamat dari 

sekolah rendah Bumiputera. Sekolah tidak hanya ·terbuka bagi 

pemuda Bumiputera dari tempat dimana sekolah itu didirikan, te­

tapi juga dari luar tempat .. itu.;· Pada sekolah tersebut diperban­

tukan sekolah--sekolah yang da pat dipindah-pindahkan. ' Selwlah 

"mobil" ini : 

1. memberikan pehdidikan pra ktis dalam · beberapa pertukangan; 

2. setelah· bebera pa bulandi satu desa dipindahkanke desa lain 

dimana akan dikerjakan pertukangan-pertuk~ngan yang diajar­

kan di sekolah •:mobile" itu; 

3. guru-gurunya diambilkan dari t amatan Sekolah Pertukangan di 

kota , yang telah meng:tkuti kursus-·secara menyeluruh. 

(Rencana ~ Kur.sus 4 tahun untuk mata pelajaran yang pa­
l .ing brmya\( diberikan, ~. t ,ahun l:lntuk mata-matapelajaran 
lainnya ; p'tmgaturan inspeksi ~ penambahan ''sekoiah-·seko­
lah i

1mobil"). 
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Pj. Direktur P.A.K. ,mengusu1kan supaya didirikan tidak hanya satu 

se.ko1ah pertukangan (di Surab~ya), tetapi juga di Jawa Tengah dan 

Jawa Barat. Menurut laporan Seko1ah Pertukangan di Surabaya tidak 

akan dapat memenuhi selu~h kebutuhan Jawa Timur. Di Jawa Tengah 
' ' • 

.dan Jawa Barat terdapat juga perusahaan-perusahaah industri yang 
I . . I . ,r• ' 

~emer1ukan tukang-tukang yang terdidik, dan pertukan~an yang diker-

jakan penduduk juga. memerlukan perbaikan dan bantuan . Jika pendi­

rian tiga sekolah pertukangan !tu disetujui 9 maka tempat dari dua 

yang lainnya dapat ditentukan setelah diadakan pe~ ~lidikan. 
(Rancangan biaya u~tuk sekolah-seko1ah ~ertukangan). 

i 
Dalam sur at Sekretaris Pemerintah . kelas: l; , tangga1 19 Pebruari 1906-

nomor 466, disamping usul-usu1 mengenai reorgan!sasi dan perlu_asan 

pendidikan Bumiputera ke arah teknis, diminta juga pertimbangan 

mengenai .per1uasan dan penambahan scko1ah-seko1ah Bumiputera kc1as 1 

misa1nya dengan per1uasan rencana pelajaran seko1ah kelas 2 agar 

membuat seko1ah itu cocok bagi anak-anak pegawai ne.gcri, dan per1u­

nya perluasan atau penambahan sekolah-sekolah guru. 

Untuk .itu para Inspektur Pendidikan Bumiputera telah mengadakan mu­

syawarah dengan para Residen untuk mempertimbangkan apakah perlu 

menambah seko1ah-seko1ah kelas 1 dan jika perlu dimana. Kemudian 

dua masa1ah itu dibicarakan da1am konperensi para Inspektur tanggal 

8-11 Mei 1906. 

Hasi1nya ia1ah bahwa sekolah-seko1ah kelas 1 telah memenuhi kebutuh­

an, oleh karena itu . jurolahnya per1u ditambah dan rencana pelajaran 

diperluas antar~ lain dengan pendidikan bahasa Belanda •.. 

Dalam Lembaran Negara 1903 nomor 353, pemasukan anak-anak Bumipute­

ra ke Sekolah-Seko1ah Rendah Eropa (E.L.S.) dipermudah dan uang se­

kolah bagi anak Bumiputera diturunkan. Membanjirnya anak-anak Bumi­

putera ke E.L.S. menyebabkan mundurnya pelajaran pada umumnya dan 

bahasa Belanda khususnya, dan merugikan murid-murid Belanda. Oleh 

karena itu perlu penambaha~ personil pengajar di beberapa E.L.S. 

Sebab utama membanjirnya anak-anak Bumiputera ke E.L.S. ialah peno­

lakan Menteri Jajahan untuk member! kesempatan kepada orang-orang 

Bumiputera mendapat pendidikan bahasa Be.landa dari Pemerintah. 
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~ursus-kursus bahasa Beland~ oleh swasta, meskipun mendapat subsidi 

dari Kas Negara, kura~g m~enuhi kebutuhan. Dengan surat tanggal 

11 Desember ,1901 nomor 15521 Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) meng­

usu1kan supaya pada sekolah kelas 1 di kota yang ada E.L •. S. diadakan 

kursus . 2 tahun, dimana pada siang hari dibe~ik~n pendidikan bahasa 
. . 

Belanda kepadn pemuda Bumiputera tatn?tan s~ko1ah ke1£!.s 1. Pelajaran 

bahasa BeJ~nda diberikan oleh guru-guru Belanda dari E.L.S. dengan . . . 
tunjangan bulanan dari Pemerintah, dan murid-murid dikenakan uang 

sekolah. Oleh Mr. Abendanon kursus-kursus ini dianggap sebagai pe­

rint·is untuk memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran di se­

mua kelas sekolah kelas 1 9 kecuali di ke1as terendah. Hal ini tidak 

segera diajukan sebagai usu1 mengingat bahwa guru Belanda 'di seko1ah 

ke1as 1 da1am tahun-tahun pertama tidak cukup tugas mengajar dan su-

1it untuk mendapatkan begitu banyak guru Be1a.nda sekaligus. 

Da1am suratnya tgl. 16- 2- 1904 nomor 2530 atas jat.raban surat Sekre­

taris Pemerintah Ke~as 1 tangga1 16 Pebruari· 1903 nomot 555, Abenda­

non mengemukakan lagi usu1nya tersebut di atas. Usu1 tersebut dise­

tujui o1eh Pemetintah dan dengan Surat tangga1 29 Maret 1904 ~ nomor 
714/10 kepada Pemerintah Belanda diusu1kan supaya di tiap keresiden­

an di Jawa dan Madura pada satu sekolah ke1as 1 diberikan pendidikan 

bahasa Be1anda seperti tertn?ktub da1am usul Abendanon. 

Penye1idikan teliti mengenai hasi1-hasi1 pendidikan bahasa Be-

1anda yang di.berikan "Kursus.:.kursus bahasa 'Belanda': 8wasta ·sama se-
' 

ka1i tidak memenuhi ha rapan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. De- ' 

ngan surat keputusan pemerintah. tanggal 23 Sept~ber 1904 nomor 9 

semua pemberian subsidi kepada Kursus-kursus bahasa Be1anda dicabut. 

Dengan' suratnya t;,mgga1 31 Mei 1904 Litt. A1 nomor 67/1539 Men­

ter! Jajahan m~mberitahukan, bahwa l·mktunya be1um tiba untuk membe­

rikan _pendidikan bahasa Bel anda kepada 'brang-orang Bumiputer-a oleh 

Pemerintah. Dimana sungguh-sungguh ada ;kebutuhan ~upaya dipenuhi 

o1eh prakarsa swastn. 

Konperensi para Inspektur Pendidikan Bumiputera tangga1 8-11 Mei 

1906 menghasilkan pendapat bahwa: 

1. dari kursus siang se1ama dua tahun (usu1 Mr. Abendanon) tidak 

dapat banyak diharapkan; 
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2, untuk ·membuat supaya pemuda Bumiputera dapat mengerti prosa 

sederhana dalam bahasa Belanda, dan dapat bicara dan menulis 

dalam bahasa Belanda dengan mudah, diperlukan beberapa tahun 

dengan jumlah jam yang cukup banyak. 
/ 

:Z.1aka dari i ,tu diusulkan supaya pendidikan bahasa Belanda pada seko-
' lah kelas 1 dimulai di kelas 3 dengan 6 j.am seminggu, ke:).as 4 dengan 

12 jam, kelas 5 dengan 18 jam, ditambah denga~ kelas 6 dimana , diajar-

kan terutapta bahasa Be1anda (22 jam: seminggu) dan mata-mata pe1ajar­

an lainnya dengan bahasa Be1anda sebagai bahasa pengantar .• 

Pendidikan~ahasa Belanda tersebut di atas sementara tidak perlu di­

berikan pada semua sekolah kelas 1, tetapi cukup satu di tiap-tiap 

keresidenan (kecua1:t keresid·enan Priangan, Kedu, Semarang dan Pasuru­

an masing-masing dua , Yogyakarta dan Surakarta cukup satu). Seluruh­

nya keduapu1uh'seko1ah ]cce1as 1 tersebut akan dirombak demikian. 

Untuk pelaksanaan rericana di atas pada masing-masi?gsekolah ke­

las 1 _yang .bersangk.utari akan di.:Sngkat 2 orang guru Belanda, s c>.tu un­

tuk kelas 3 / '4 & S dan' satu untuk kelas 6, dan membantu di kel:J.s-:.-:e­

las lain. Dengan perombakari· ·sekolah•sekolah kelas 1, maka. jcm.lah mu­

rid Bumiputera di beberapa E.L.S. akan berkurang, dan personil pcng­

ajarnya dapat dikurarigi. 

(Rancangan akibat keuangan dari usul tersebut di atas). 

Mengenai sekolah guru akan dibicarakan apakah jumlah murid di 

masing-masing sekolah ditambah, dan apakah diperlukan lebih i.>anya!-: 

sekolah guru. 

Selain itu dipandang perlu bahwa jumlah murid akan ditambah yaitu di 

Bandung dari 50 menjadi 100, 'Yogyakarta dari 75 menjadi 100, Probo-
. ' I • 

linggo dari 75 ~enjadi 100 dan bila .Perlu menjadi 130 (menurut In-. 
spektur Uijtterbroeck). Inspektur Bertsch mengusulkan urituk mendi-

rikan sekolah guru baru dekat Semarang dengan murfd sejumlah 100 

orang. Di · Ja~·ra Timur dan Jawa B~rat sementara tfdak perlu didirikan 

seko1ah guru baru. 
Penambahan jumlah murid memer1ukan penambahan personil ?engajar 

di masing-masing sekolah guru. 
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Mengenai perluasan rencana pelajaran sekolah guru Bumiputera diusul­

kan, supaya bahasa Belanda dimasukkan sebagai mata pelajaran, karena 

perlu sekali untuk dapat meninggikan tara£ pendidikan dari para guru. 

Dengan dapat membaca dan mengerti perpustakaan kejuruan guru dalam 

bahasa Belanda, serta memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang 
\ . 

dengan perpustakaan bahasa Belanda, maka hal seperti itu sangat meng-

untungl~n karena tidak adanya buku-buku seperti itu dalam bahasa-ba­

hasa daerah. 

Dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 3 .Maret 1904 nomor 12 di­

adakan perc_obaan mengajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelaj'aran 

pada sekolah guru Bumiputera di Fort de Kock. Hasil percobaan sangat 

baik. Ini disebabkan, karena pada sekolah tersebut diadakan bagian 

persiapan yang lamanya 2 tahun, sebelum sekolah kejuruan yang sesung­

guhnya. Pada 2 kelas persiapan ini pengajaran bahasa Belanda diberi­

kan 20 dari 36 jam pelajaran seminggu. Dalam kelas 2 persiapan sudah 

dapat dipergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pertgantar ·dalam be­

berapa mata pelajaran. 

Pj. Direktur P.A.K. mengusu~kan pada sekolah~sekolah guru di Jawa ju­

ga diberikan pengajaran bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, dan 

di Amboina menunggu laporart dari Inspekttir yang bersarigkutan. 

(Rancangan akibat keuangan dari usul tsb.). 

Mengenai penambahan jumlah sekolah Bumiputera kelas 2 diusulkan untuk 

tahun 1907: Jawe. Timur 60, Jawa Tengah 67, dan Jawa Ba.rat :>9, selu­

ruh Jawa dan Hadura 186, sedangkan dalam tahun-tahun akhir ini hanya 

10 tiap tahunnya. Dalam tahun-tahun berikutnya diha~apkan lebih ba­

nyak sekolah baru akan dapat dibuka. 

Untuk daerah luar Jawa dan Madura dipandang perlu .t•1ga, dan pada wak­

tunya harus ada penyelidikan mengenai perluasan sekolah Bumiputera. 

Dengan adanya penyelidikan di seluruh Jawa dan Madura maka kepa­

da penduduk Bumiputera telah dibangkitkan harapan·~harapan, bahwa ke­

butuhan pendidikan bagi anak-anaknya akan segera dapat dipenuhi. Di­

harap Gubernur Jenderai sudi mende~ak Menter! Jajahan supaya usul­

usul tersebut dapat segera dilaksanakan, agar tidak mengecewakan lagi 
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harapan-harap~n tersebut di atas.. ·,Hal tersebut akan memakan biaya 
I 

sangat banyak sekali~ tetapi hasilnya juga akan banyak, yakni me-

ninggikan tingkat intelektuil pend:uduk dan mengangkatkedudukari 

sosial ekonomis mereka • . 

Untuk pemenuhi keihginan Menter! Jajahan termaktub dalam ali­

nea 3 dari surat .kawatnya tangga1 1l .Januari 1906 bagian A1 nomor 

24/100, ha1-:hal pokok yang penting · dari. usul-usu1 ini dapat segera 

dikawatkan. 

23. Surat Gubernur Jendera1 (van Heutz) kepada .Menteri Jajahan (Fock) 
( 

tangga1 20 Juni 1906 nomor 840/1. 

(Penyampaian lapora,n Kontr:o1ir Jasper dan usu1~usu1 Pott). 

Dengan surat ini dikemukakan bahwa Gubernur Jendera1 dan Dewan 
\ 

Hindia Belanda ·dapat menyetujui: 

l. Usu1 ·men:genai reorganisasi pendidikan Bumiputera yang me1iputi: 

a. perbaikan pendidikan; 

b. per1uasan korps pegawai inspeksi ; 

c. perbaikan ·kedt.idukan guru-bantu yang tidak ter4idik dan ca1on­

calori guru ; 

d. peibilikan. gedung·-:gedung seko1ah. 

2. Menyetujui pengaturan pendidikan pada seko1ah negeri ke1as 2 

(dengan sedikit pendapat dari Dewan Hi~dia Be1anda) me1iputi: 

a. pengajaran mernbaca dan menu1is dengan huruf Jawa, diganti de­

ngan huruf Le.tin karena .lebih \>;erguna. dartpada huruf · Jawa dan / 

Arab ; 

b. penarnbahan rencana pe1ajaran dengan bahasa Melayu sebagai ma-

ta pe1ajaran •. 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah kelns 1 tanggnl 20 .Juni 1906 

nouor 1739, . Direktur P .ll. .K. ditugaskan untuk rnengadakan tindakan­

tindakan p~laksanaan ad. a tersebut di· atas dan untuk mempertim­

bangkan ad.b dengan pare .Inspektur. 

Me:n:urut Dewan Hindia Belarida bahasa Me1ayu akan dij adikan sebagai 
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nata pelajnran wajib di semua sekolah kelas 2 di Jaw~ dan Madura 

sernentara masih 'akan menemui keberatan-keberatan. 

3. Menyetujui usul perluasan sekolah negeri kelas 2 dengan catatan 

bahwa: Jika pikiran mendirikan sekolah-sekolah desa (laporan ta-­

hun ini nomor 458 dan. nomor 796) dapat dilaksanakan secara umum, 

.mak:a kebutuhan akan pendidik.an bagl sebagian besar penduduk (pe-

tani, nelayan. dll.) ~kan dapat dlpenuhi dengan jalan ini. · Meme­

nuhi kebutuhan tersebut . dengan m~ndirikan sekolah-sekolah negeri, 

menurut pendapat Del-Jan Hindia Be1anda akan meminta biaya yang be­

.gitu banyaknya •. sehingga tidak a1<.an ,· terp:i.kul. 

Jika di satu tempat atau di dekatrtya ada beberapa gol~ngan 

pe~duduk yang bagi anak-anaknya pendidikan di sekolah desa tidak 

mencukupi, mel}dirikan se,kolah n~.geri dipandang perlu •. 

4. Tidak menyetujui usul r'lr. Pott untuk mendirikan tiga sekolah per­

tukangan seperti yang direncanakan oleh Kontrolir Jasper ~ tetapi 
• I 

sementara sebagai .percpbaan cukup mendirikan satu sekolah pertu- . 

kangan di Surabaya. 

Det·ran Hindia berpendapa t : 

a. membanjirnya t enaga kerja yang baik ke pasaran kerja yang ter­

batas di Jm'la akan membawa pengaruh yang tidak diharapkan pada 

keadaan ekonomi ) 

b~ terutama industri Eropa yang ~kan mendnpat keuntungan dari se­

kolah-sekQlah pertukangan tersebut, akan tetapi bagi rakyat 

'Jawa sendiri keuntungarmya hanya sedikit saja ; 

c. perluasan terlalu besar akan lebih merugikan daripada· mengun­

tungkan. 
r 

Hasil yang diperoleh di Sekolah Pertukangan d-i Surabaya akan me-

nunjukkan dalam praktek, ' apakah di tempat-tempat lain juga dapat 

didirikan sekolah semncan itu, dan sampai berapa jauhnya dapat 

melaksanakannya. (Tunjangan bulanan bagi murid-murid Sekolah Per­

tukangari hatus hanya sebagai kekecualian). 

5. a. l1enyetujui 'dan tnendukung usui untuk W.engadakan bahasa Belanda 

sebagai rnatapelajaran pada sekolah~sekolah Bumiputera klas 1; 

b. Menyetuju{ ' usul Kepala Departemen P.A.K • . mengenai perluasan se­

kolah-sekolah guru dan pendirian sekolah' guru yang keempnt. 

Hal ini ada titik kontaknya dalam Surat Menteri Jajahan tonggal 

. 11 Januari 1906 Bg. Al nomor 24/100. 
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PENDIDIKAN BAG! ORANG-OMNG CINA_ 

24. Surat Pj. Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (J.G. Pott) ke-
' 

pada Gubernur . Je.nderal (van Heutz) tangga1 11 Juli 1906 nomor 12064 

(Ringkasan sejumlah surat permohonan orang-orang Cina di Makasar, 

Betawi dan Ambon untuk perluasan kesempatan mene.rima pendidikan · ba­

gi anak-anak Cina yang. ditolak dari Seko1ah Be1anda). 

' Hal-hal penting dal~ surat ini, yang 'dike~ukakan o1eh J.G. Pott: 

1. Pemeri~tah memegang teguh penje1asan pasal 128 Reg1emen Pemerin­

tah (Lampiran Lembaran Negara nomor 1037), bahwa pendidikan bagi 

orang-orang Cina tidak termasuk urusan Pemerintah. Surat .permo­

honan Residen Rembang untuk mendirikan seko1ah khusus diperuntuk­

kan bagi anak- anak Cina di Lasem dito1ak dengan surat Sekretaris 
, r. . 

Pemerintah Kelas 1 tanggal 19 Nopember 1900 nomor 3077 berdasar­

kan nasehat Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) tangga1 19 Oktober 

1900 nom9r 13747. 

2. Direktur P .• A.K. (J .G. Pott) berpendapat bahwa: 

a. Meskipun menurut Reglemen Pemerintah Gubernur Jenderal han~a 

berkewajiban mengurusi pend:l.dikan bagi .penduduk Eropa dan Bu..:. 

miputera , pendidikan bagi golongan-g~longan penduduk lainnya 

per1u juga mendapat .perhatian, jika terbukti ada kebutuhan, 

yang perlu seka1i dipe~uhi. · 

b. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak Cina terbukti 

dari: 

1.. surat- surat permohonan tersebut di atas; 

2. dimanq-mana didirikan sekolah~·sekolah oleh orang-orang Ci-

.na sendiri ; . 

3. perhatian pari Pemerintahan Cine , yang mengirimkan pegawai­

nya Liu Shih Chi untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada 

di Hindia Be1anda. 

Dengan surat rahasia' Sekretari.s Pemerintah ke1as 1 tanggal 
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17 Pebruari 1906 nomor 78 Direlttur P.A.K. ditugaskan untuk 

memberikan kepadanya informasi dart iritroduksi dan kemudian 

melaporkan kepada Pemerintah~ . apa yang diketahui tentang 

pengutusan · pegawai Cina itu. Hal ini tidak dapat dilaksa­

nakan, karena Liu Sh:l.h Chi tidak mencoba menjumpainya. 

c. Terpisah dari rasa keadilan, politik yang bijaksana menghen­

daki, bahwa Pem~rintah memanfaatkan pet~njuk-petunjuk .di atas 

dan menangani sendiri masalah pendidikan bagi anak···anak Cina 

dengan mendirikan· sekolah-sekolah seluruhnya dengan biaya Pe­

merintah dan memberi bantuan keuangan untuk menyelenggarakan . . . . . . . 

sekolah-sekolah yang ada, dan yang akan didirikan, dengan sya-

rat harus diberikan pendidikan bahasaB~landa • . disamping baha­

sa Cina, Melayu dan Inggeris, yang bagi orang- orang Cina pen­

ting sekali. 

Direktur P.A.K. mengharap s supaya Pemerintah memutuskan lebih dahu­

lu, apakah Pemerintah masih teguh berpegang·an pada atau mau melepas­

lr.an pendiriam tersebut di atas. Jika jawabnya "ya", maka terutama 

akan diselidiki sekolah macam ape yang paling dibutuhkan. Dengan 

cara ini dapat diperoleh gambaran mengenai akibat-akibat keuangan, 
I 

dan dapa·t pula diputuskan 6ampai berapa jauh kebutuhan itu dapat di­

penuhi. 

Permohonan tersebut di atas sebaiknya dijawab, bahwa pemberian pen­

didikan bagi anak-anak Cina dari Pemerintah te1ah d·ipertimbangkan. 

Tetap:f. sebe1um ada keputusan tidak akan diberikan janji··· janji, baik 

untuk kep~ntingan t empat atau go1ongan orang-orang tertentu. 

25. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) 

tanggal 21 Januari 1907 nomor 23/157 

Dalam surat ini di~intn perhatian Gubernur Jenderal atas arti­

ke1 dalam nsoer.abajasch Handelsblad" tanggal 30 Nopember 1906 yang 

ditulis o1eh orang Cina Tan mengenai "keadaan pendidikan di ka1~ng­

an penduduk Ctna di Hindia Be1anda". Meskipun kecaman yang dilan­

carkan terhadap Pemerintah da1am artikel itu mungkin tak beralasan, · 
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kenyata~n-kenyataan yang dibeberkan da1am artike1 itu serta lampir­

an nomor 1258 laporan···1aporan tahun 1906, . memperkuat keyakinan Men­

ter!~ ; bahwa masalah pendid;Lkan ini perlu sekali segera dipecahkan. 

Haka dari itu dengan menyusuli suratnya .tanggal 8 Desember 1906 

bg. Al ~omor 15/2704 ~fenteri mendesak _supaya penyelidikan dan penye­

lesaian masalah pendidib1::1 ini selekas mungkin _dipercepat, sehingga 

dapat diperhitungkan ,dengan usul-usul yang bersangkutan pada renca­

na anggaran belanja 1908. 

26. Naaihat Dewan llindia Belanda.- t~nggal 28 Juni 1907 nomor XVI 

Dewan Hindia Belandl:i: dlipat menyetujui. p'endapat Direktur P.A.K. 

da:1am suratnya tanggal ·10 Jtirii 1907 nomor 10679 mengenai pendidikan 

bagi anak-anak Cina dengan catatan bahwa: 

1. Menurut Direktur Per:cl :~_< lkan~ Agama;. dan Ker!1jinan: 

a. sebagian terbesar anak Cina dapat· dito1ong dengan pendidikan 

pada 'sekolah- sekolah Buniiputera; 

· l1aka dari itu diusulkan su~aya pembatasan pemasukan yang ada 

(pasal 2i alinea 2 Reglenten Pemerintah, Lembaran· Negara 1893 

nomor 128) dihapuskan, dan sekolah-sekolah Bumiputera dinyata­

kari t~rbuka bagi semua anak Cina 9 dengan syarat- syarat sama 

seperti a:1ak-:-enak Bumiputera ; 

b: bagi yang mampu membayar uang sekolah yang ditetapkan untuk 

sekdlah Eropa~ -didirikan sekolah menurut model sekolah Eropa, 

yang disebut Sekolah Ciria Belanda ' (Hollandsch Chineesche School 

,.; ir.-c ~ S.) dan ~idirikan di tempat-tempat dimana ada sekolah-se­

kolah Tionghwa (T.H.H.K.). 

Menurut pendapat Dewan Hindia Belamia: 

a. pendirian H.C.S. itu harus tergan'tung dari kebutuhan penduduk 

C1.na. Adanye T.H.H.K •. belum tentu terasa adanya kebutuhan akan 

pendidikan Eropa; 
I 

b. anak--anak Cina dapat masuk sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1, 

dimana telah diajarkan bahasa Belanda. Di sekolah:-sekolah ke­

las 1, d:tmana belu!Q diajarkan bahasa Belanda~ :aupaya s egera di-

adakan; 
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c. di tempat-tempat dimana tidak d;ragukan adanya kebutuhan 

akan pendidikan bagi anak;_anak- Cina~ . sepe.rti di Betawi, Se.~ 
I . "4 

marang dan Surabaya, didirikart HoCoS.; -: ~,J 

:;d. di tempat~tempAt dJ4n,ana ada ~9e1;>erapa , -puluh penduduk· Eropa 
. . . . . i . ~ ~ ~. . . i • " : t< . . 

dan beberapa raeus .. penduduk ·cina., dapat dipertimbangkan un-
. ' . . . ~ 

tuk didirikan E.L.S. (Sekolah Rendah · Erop·a-). . . . 

/ Diterimanya anak-anak Cina di E.t.s. d~~awatirk~n dapat me-
, . . 

nimbulkan bahaya rasa tidnk pu~s di kelangan ·penduduk Bumipu-
,; . 

tera, terutama di kalangan· ba~gsawan dan tokoh terkemuka, ka­

rena dengan . demikian anak Cina ~erajatn~a disamakan dengan 

anak bangsawan. 

Yang tidak mengkhawatirkannya, :mengemukakan bahwa: 

a. ~~u~uhan penduduk .Bumlputera t~lah dipenuhi dengan adanya 

sekolah-sekolah Butriiputera kelas 1~ dengan bahasa Be1anda; 

b. bagi tamatan sekolah .ke1as 1, adh kesempatan mengik~ti 

pendidikan yang lebih tinggi·~ dan dit'erima menjadi pegawai 

: negeri. 

Dalam nasihat Dewan Hindia Be1anda tanggal 14 Juni 1907 no- · 

mor. XII, atas usu1 dalam surat tanggai 12 Juni ·1907 , nomor 

12271 dan 1228 disetujui perluasan sekolah-sekolah 'pendidik­

an pegawai negeri · B'.J!~i.pntera (pangreh p~aja = OSV!~) dan s~­

kolah-sekolah guru (kweekschool), yang menerima tamatan se­

kol~h . kelas 1. 

Jikadi kemudian .hari ternyata ada kebutuhan akari. pendidik­

an model Eropa bagi anak-anak Bumiputera. akan dipen~hi oleh 

Pemerintah. 

Untuk kebutuhan peri.didikan bagi anak-anak Cina ini diperkirakan 

perlu 42 H.C.S. dengan 126 guru Belanda dari berbagai tingkat. 

Dire.ktur P .A.K. hanya memberi · jalan. · bagaimana menyelesaikan 

masalah pendidika~ se~uai dengan tug~s yang ditugaskan k~pada­
nya. Terserah kepada Pemerintah sampai berapa jauh dapat me­

laksanakannya. 

' . 



PEMBATASAN PEMASUKAN PMNG;QMNG BYMIPUTERA_ 

K!...§.§.KOLAH RENDAH EROPA (E .L. S.) 

27. Surat Menteri Jajahan (Fock) kepada Gubernu~- Jendera1 (van Heutz) 

tangga1 23 Januari 1907 nomor 80/214 

Da1am surat ini Menteri mengharap Gubernur Jenderal mempertim­

bangkan dqn menyampaikan pendap~tnya meng4naicasalahpembatasan ma­

suknya murid-murid ~umiputera k~ seko1~h-seko1ah rendah Eropa. De-
• ' I 

ngan sendirinya tiqpk dimaksudkan menolak salJla seka1i; juga di kernu-

diart hari murid-'mudd Bumiputer~ ha:rus cliter;irna di seko1ah rendah 

Er~pa jika mereka cukup mengu~sai bahasa Belanda (Mernori Jawaban 
. ~ . 

Anggaran Belanja 1907 ha1aman 41). 

A1asan-a1~sannya ia1ah : 

1. - Seringkal,i mener:t,ma ke_luhan m~ngenai kemunduran dan hambatan pen­

didikan di seko1ah- seko1ah rendah Eropa. 'f<arepa terlalu banyak 

,Penerima murid Buniputera. 

2. Sudah ada sekola~-sekolah But!liputera kelas 1 dengan ·bahasa Belcm·­

da. dimana mereka l!lendapat kesempatari untuk belajar bahasa Belan­

da. 

3. P.ada pernbicaraan ; anggaran be lanja tahun yang berjalan ini bebera-
.. \ 
p-a kal;i dit4njukkan seb'a gai keuntungan, bahwa dengan qiadakannya 

sekolah-seko1_ah kelas 1 dengan bahas~ pengantar bahasa Be1anda~ ., ' ' -
seko1ah-sekol.ah rendah Erop~ akan lebih 'balk dilindungi terhadap 

mel!lbanjirnya_murid Burniputera. 
:; 

28. Surat Penasehat Uruqan Bumiputera (G.A.J-. Ha~eu) kepnda Djrektur 
.. 

Pendidikan, Agama, dF,n Kerajina,n (J.G. Pott) tanggal 4 Jun~ 1907 no-

mor 48 

Di kalangan Bumiputera terkemuka · sudah biasa untuk mengirirakan 

put~ra-puteranya pada usia masih sangat muda ke salah sa tu ibu kota. 

tnemqndokkannya pada ke luarga·-keluarga Belanda beradab. untuk menda-
' pat pendidikan Barat dan pendidikan persiapan yang sebaik mungkin 

untuk masuk "Hogere Burger School". 

92 
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Keluarga-keluarga BelMda tersebut .rnemenuhi syarat-syarat tertentu 

mengenai peradapan dan ~edudukan. Sekali anak-anak tersebut ditem­

patkan di salah satu ibu kuta , maka ~ereka sepatutnya diterima di 

sekolah yang sebaik ,mungkin sesuai .dengan kedu(lukan dan peradaban 

mereka , yaitu di sekolah yang dipilih ole~1. orang Eropa yang .beradab ... 
dan berkedudukan. 

I 

· Banyak Kepala Sekolah sedemikian bertindak ,semaunya · unt~~ me­

nolak anak-anak Bumiput~ra tersebut di atas, dengan dasar b.unyi pa~ 

sal 14 sub 3 Reglemen Sekolah' Rendah Eropa: · "anak-anak Belanda di-
' 

dahulukan, jangan ada yang ditolak karena terlalu banyak mener·ima 

murid Bumiputera". 

· Anak-a.nak .Bumiputera seperti itu, yatl.g .kedudukan dan peradaban­

nya lebih baik, dikalahkan dengan anak-anak yang dapat menamakan di­

·. ri "Eropa". · Hal ini nienimbulkan keresahan di kalangan para 'Gupa ti 
I 

dan tokoh-tokoh Bumiputera terkemuka . Hal t~rsebut menimbulkan ke-

herana:rt, karena sangat bertentangan dengan. apa· yang .dianjurkan dan 

dijaminkan Pemerintah dalam tahun-tahun akhir ini. Selain itu me­

nimbulkari. kejengkel.an, lutrena ·anaknya yang di kemudian hari akan 

ditempatkan di -jabatan penting, mempunyai hak juga atas pendidikan 

yang sebai~ mungkin seperti anak orang Eropa ~ tetapi ternyata dib~ 

lakangkan .• . 
' Ini dialami Hazeu sendiri , waktu mencoba memasukkan calon-calon 

-
ke sekolah rendah Eropa di Betawi.. Pertama kali 2 adik Bupati Se-· 

rang., kedua adik Bupati Purworejo. dan ket~ga kali putera Bupati 

Pur.vakarta (Krawang) dan putera ajuq. jaksa Yogyakarta. Seorang di-., 
terima, seorang lagi diterima di sekolah lain dan yang lainnya sama 

sekali ditolak karena adanya anak-anak' Belanda yang belum kebagian 

tempat. 

De~i rasa keadilan dan demi p()litik yang bijaksana , ia menen-· 

tang. bahwa anak-anak orang Bumiputera terkemuka dtbelakangkan. 
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29 ~ Surat Direktur P.Emd:idikcin. Againa, dan Kerajinan (J .G. Pott) kepada 

Gubernur Jendera1 ·(van Heutz) tanggal 18 Oktober 1907 nomor 19427 

Dengan surat i~~ dikemuk'akan data-data kenaikan jumlah murid .. 
Bumiputera di sel_tOlah- sekolah Ren<fah Eropa mulai dari tahun 1887 

sampai tahun 1906. Tambahnya murid Bumiputera makin meningkat se-: 

lama tahun 1898-·1905. dan paling tinggi selama tahun 1901-1905. 
" ' . . . .. ' .· ' : . 

Ha~ ini tentu ada hubungan sebab~akibat dari tindakan-tindakan yang 
- ~~ : • . - . . . j . . 

diambil Pemerintah: 

1. Dengan surat ,Keputusan Pemerintah tanggal 15 Januari 1896 nomor 8 

jum1ah murid Bum:f.putera yang dapat diteritila 'di seko1ah rendah 

Eropa tanpa ba:yaran dan . tanpa pengetahuan bahasa Belanda paling 

tinggi 30 orang setiap tahun. . Uengan surat Keputti_san tanggal 

. 26 Juii 1900 nomo~ lOs j~lah tersebut dinaikkan menjadi 80 orang 

.. setahun. 

Kesempatanini diarahkan· 1:1nt\.!k calon murid sekoleh dokter: ·Bumipu­

tera • . Dalam tahun 1875 bahasa t1e1ayu sebagai bahasa Pengantar di 

sekolah dokter Jawa digant;i dengan bahasa Be1anda. dengan diada­

kan kelas-kelas persiapan. Has~lnya tidak memuaskan. Olch kare-
' na itu sejak tahun 189.0 ,diterima murid-murid tamatan sekolah ren-

dah Eropa (E. L. S.) dan anak··anak Burniputera waiaupun tanpa penge­

tahuan bahasa Belanda. Tahun 1900 jumlah mu,rid sekolah dokter 

Bumiputera yang diterima di.naikkan dari 100 menjadi 200, dan oleh 

· sebab itu jum1ah murid ·BumiJ?utera di s~kolah Belanda dinaikkan 

dar,i 30 menjadi 80 setahun. 

Calon murid sekolah dokter ini kebanyakan berasal dari lingkungan 

rakyat bia~a dan kurang mampu . 

2. Dengan surat keputusan tanggal 15 Oktober 1903 nomor 14 diterima 

di ·sekolah-sekolah reridah Eropa tanpa bayaran dan taripa pengeta··· 
I 

huan bahasa Belartda calon~calon murid seko1ah pendidikan pegawai 

Bumiputera (pangreh praja) sebanyaJ{ 60 setahun. 

Murid-murid ini diambil dari 1ingkungan bangsawan~ tokoh terkemu­

ka dan mampu. 



95 

3. Dengan surat keputusan tanggal 14 Oktober 1903 nomor 16 (Lembaran 

Negara nomor 353) tarip uang sekolah diturunkan basi murid Bumi­

putera$ dan diberi kes~patan menerima murid tanpa bayaran bagi 

anak orang Bumiputera dengan gaji kurang dari f.SO.-- sebulan. 
·• ' :: 

Akibat dari keputusan-keputusan tersebut di atas ., terlihat ke-
. I, . . 

naikan penambahan murid Bumiputera di sekolah rendah Eropa dalam 

tahun-tahun 1904 dan 1905, dan sangat rnundurnya mutu pelajaran di 

sekolah tersebut. 

· Beberapa Kepala Sekolah mempergunakan alinea 3 pasal 14 Regie­

men Sekolah untuk membatasi masuknya murid Bumiputera. Tindakan 

ini menyebabkan ·Direktur P.A.K. (J.H. Abendanon) mengeluarkan su­

rat edaran kepada para Residen tanggal 14 Juli 1904 n~mor 12132 

untuk mencegah tindakan tersebut. Salinan surat edaran disampai­

kan kepada para Kepala Sekolah Rendah Eropa untuk diindahkan. 

Keluhan kemerosotan mutu pendidikan: 

Dari tahun 1903- 1905 datang banyak sekali keluhan dari para guru 

dan orang tua murid. Direktur P.A. K. (J.G. Pott) mengeluarkan 

surat edaran berupa angket kepada para Komisi Sekolah Rendah Ero­

pa tanggal 28 September 1905 nomor 16110 dengan tujuan untuk meng­

adakan penyelidikan mengenai pengaruh dari adanya murid-murid Bu­

miputera atas pendidikan sekolah rendah Eropa. 

Pada waktu diadakan angket respondennya adalah 153 sekolah campur-
- ~ . 

an dan 31 sekolah, untuk gadis. Di 20 sekolah untuk gadis sama se-

kali tidak terdapat gadis Bumiputera dan di 11 sekolah 1ainnya de­

ngan jumlah murid 677 hanya ada 36 gadis Bumiputera. Dari 153 se­

ko1ah campuran ada 27 seko1ah ke1as 1. Di 6 sekolah tidak ada mu­

rid Bumiputera, di 21 sekolah 1ainnya dengan jumlah murid 2936 

terdapat 194 murid Bumiputera. Di 121 sekolah campuran lainnya 

jumlah muridnya 13011 hanya terdapat 3450 murid Bumiputera. Sedi­

kit sekali sekolah yang jumlah murid Bumiputeranya sampai 40-·50%. 

Jawaban angket yang masuk dari 153 sekolah dengan jumlah murid 

16624 diantaranya 3680 Bumiputera. 
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Dari pertanyaan angket yang penting ia1ah: . . f 

1. Pertanyaan nomor 6: 

Apakah masuknya murid-murid Bumiputera tel~h, mempunyai pengaruh 

(yang tidak b,aik) atas mutu pendidikan, atau diperkirakan penga­

ruh itu akan ada? Jika "ya" atas dasar apa? 

2. Pertanyaan nomor 7! 

Apakah masuknya murid-murid Bumiputera te1ah mempunyai pengaruh 

j elek at as pengetahuan bahasa Be1anda di ka1angan murid Eropa. 

terutama da1am percakapannya bahasa Be1anda • 
. I 

3. Pertanyaan nomor 8: 

Apakah adanya murid-murid Bumiputera telah mempunyai pengaruh 

atas mutu pendidikan susila di seko1ah .itu 51 atau apakah pengaruh 

itu diperkirakan akan ada? 

Jawaban dari 6 sekolah tidak diikutsertakan, karena : 

a. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera kurang dari 10%; 

b. Di 3 sekolah jumlah murid Bumiputera an tara 80-90% (Kutaraja, 

Amurang, Tondano). 

Tinggal 115 s~ko1ah. dan hasi1nya sebagai berikut : 

Pertanyaan 1: "ya" 78, "tidak" 33 , "ragu-ragu" 3!1 "kosong" 1 ; 

2: uyan 64 ~ atidak" 44, "ragu-ragu" 5!1 11kosong" 2· , 

3: "yau 33, 11 t ,idak" 73. 11ragu-ragu" 5, "kosong" 4. 

Hasi1 angket ini bertentangan dengan pikiran termuat dalam surat 

J.H. Abendanon tangga1 17 Januari 1901 nomor 776. 

Mencabut 2 surat Keputusan Pemerintah tersebut di atas, tidak 

mungkin karena: 

a. STOVIA mengambi1 muridnya dari Sekolah Rendah Eropa ; 

b. OSVIA dapat mengambil muridnya dari Sekolah Bumiputera kelas 1 

dengan p~ndidikan ~ahasa Belanda (tetapi be1urn semua sekolah 

ke1as 1 ada pendidikan bahasa Belanda, dan OSVIA belum mempunyai 

kelas-kelas persiapan. 

Usu1-usu1 untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan da1am cara 

penerapan surat-surat keputusan tersebut di atas akan segera menyu­

sul. 
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Sebagai kesimpulan.Direktur P.A.K. mengusulkan bahwa untuk selanjut­

nya Sekolah Rendah Eropa hanya terbuka bagi murid-murid Bumiputera 

yang patut diterima untuk calon murid STOVIA dan OSVIA~ dan putera 

orang terkemuka yang mungkin akan meneruskan ke HBS (Hoogere Burger­

School). Demikian pula seko1ah kelas 1 juga harus terbuka bagi mere-

ka. 

Pada umumnya mereka mampu mengikuti pendidikan persiapan untuk mengu­

asai bahasa Belanda, dan mampu membayar uang sekolah. 

Sebagai kekecualian, dalam hal 1uar biasa putera bangsawan dapat di­

terima, tanpa pengetahuan bahasa Belanda (a1inea 4·-e, pasal 14 Reg1e­

men Seko1ah). 

M~ngenai surat Dr. Hazeu tanggal 4 Juni 1907 nomor 48 Direktur P.A.K. 

membantah bahwa: 

1. Kepala Sekolah Rendah Eropa tidak bertindak semaunya sendiri, te-
' 

tapi sesuai dengan peraturan, karena banyaknya permintaan ca1on 

murid Eropa, karena itu tidak dapat diberikan tempat bagi murid 

Bumiputera. 

2. Jika Dr. Hazeu dapat membuktikan, bahwa anak yang ditolak itu ha­

rus diterima demi urituk kepentingan neg~ra, ia dapat minta dispen­

sasi dari peraturan pembatasan yang ada. 

3. Anak-anak tersebut yang nand.nya akan meianjutkan ke HBS, sepatut­

nya diterima di s~kolah kelas 1, tetapi membicar-akan hal itu ada­

lah "terlalu jauh. 

Da1am konperensi gabungan antara para Inspektur Pendidikan Eropa dan 

Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Pebruari 1907 dibicarakan 

tindak.an-tindakan untuk membatasi masuknya murid Bumiputera ke-eeko­

lah rendah Eropa , 

Pendapat-pendapat para Inspektur adalah sebagai berikut~ 

' Para Ins~ektur Pendidikan Eropa (Semarang D .c .J. Kool, Betawi l-J .F .den 

Broeder ," Surabaya H .w. de Vriendt) berpendapat bahwa: 

1. Tingkat pendidikan dalahl waktu 10 tahun akhir-akhir ini sangat me­

rosot, dengan adanya murid-murid Bumiputera. 
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2. Ketentuan mengenai penerimaan murid tanpa bayaran dan juga pemba­

yaran uang sekolah kategori 6 dan 7 bagi murid Bumiputera harus 

dicabut. 

3. Jumlah murid Bumiputera dan Timur Asing di sekolah rendah Eropa 

harus ditetapkan persentase tertentu. 

Para Inspektur Pendidikan Bumiputera berpendapat : 

L.G.J. Bertsch (Yogyakarta): 

Dalam tindakan pembatasan tersebut di atas tidak ada yang tidak 

adil. tiasyarakat Bumiputera harus merasa .puas ~ahwa calon murid 

STOVIA dan OSVIA dapat mengikuti pendidikan Eropa. 

Ua~g sekolah untuk sekolah Eropa harus lebih tinggi daripada uang 

sekolah untuk sekolah kelas 1. 

Inspektur H.Th.J. Uytterbroek (Probolinggo) berpendapat bahwa : 

Harus diusahakan supaya anak-anak bangsawan dan orang terkemuka 

kembali masuk sekolah Bumiputera kelas 1, yang sekarang banyak di­

liwati karena terlalu banyak menerima anak-anak rakyat biasa. 

Inspektur G.J.F. Biegman (Bandung) percaya bahwa kejengkelan ada di 

kalangan bangsawan dan terkemuka Bumiputera , tetepi tidak ada da-

sarnya. 

Ajun Inspektur Rd. Kamil menganggap cukup bahwa sekolah rendah Eropa 

terbuka bagi putera- putera Bupati, Patih dan Wedono. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas ~ Direktur P.A.K. meng­

usulkan supaya: 

1. Henarik kembali (mencabut) ketentuan yang mengatur tentang peneri­

maan murid tanpa bayaran .dan tarip uang sekolah golongan 6 dan 7 

dalam pasal 21 sub a Reglemen Sekolah , dengan ketentuan tidak ber­

laku bagi yang sudah jadi .murid. 

2. Murid-murid calon pelajar STOVIA dan OSVIA yang ternyata tidak akan 

mampu mengikuti pelajaran dikeluarkan. 
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3. Ditunjuk seko1ah- seko1ah Eropa yang tidak akan menerima lagi mu­

rid ca1on pe1ajar OSVIA~ karena makin banyaknya seko1ah Bumipu­

tera kelas 1 dengan bahasa Be1anda. 

4. Ketentuan-ketentuan da1am kedua a1inea pasa1 14 Reg1emen seko1ah 

diterapkan betu1-betul. 

l'ENPIDIKAN ,RAKXAT .. 

SEJSOLAH-SEKOLAH DESA DAN SEKOI.AH NEG~RI 

30. Surat Sekretaris Pemerintah Kelas 1 kepada Direktur ·Pendidikan. A­

gama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tangga1 25 Juni 1908 nomor 1790 
. : . ~ 

Pari pembicaraan-pembicaraan dalam rapat anggaran be1anja 

tangga1 29 dan 30. Mei 1908 dapat diketah\li , bahwa Pemerintah bermak­

sud dalam waktu dekat meninjau kemba1i kebijaksanaan mengenai pendi­

dikan Bumiputera. Gubernur Jendera1 berkeyakinan~ bahwa sistern re-· 

organisasi pendidikan Bumiputera seperti yang te1ah diterima dalarn 

anggaranbelanja 1907- terutama mengenaiper1uasan sekolah-sekolah 

kelas 2 dengan langkah-1angkah tersebut . - tidak dapat dilanjutkan 

baik dari sudut pandangan keuangan maupun dari sudut pandangan prin­

sipiil. 

Direktur P.A.K. yang lama (J.G. Pott) dalam suratnya tangga1 30 

April 1908 nomor 7205 telah mengemukakan keberatan-·keberatan prak­

tis. 

Mengenai perubahan bagian ini dari po1itik pendidikan BUJ!liputera 

akan diadakan musyawarah dengan Pemerintah Belanda. 

Dasar-dasar pendapat Wa1i Negara adalah sebagai berikut: 

Dalam surat tanggal 20 Juni 1906 nomor XIX 840/1 Gubernur Jenderal 

menyetujui pendapat Dewan Hindia Be1anda yang dimuat da1am nasehat­

nya tanggal 8 Juni 1906 nomor XIV mengenai laporan Jasper yang di­

sampaikan Direktur P.A.K. (J.G. Pott) dengan suratnya tanggal 22 Mei 

1906 nomor 8811. 
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1. Kebutuhan pendidikan bagi sebagian terbesar rakyat (rakyat jela­

ta) yang terdiri dari petani, nelayan~ pekerja tangan, dll. dapat 

dipenuhi dengan pendirian sekolah desa oleh desa sendiri. Seko­

lah-sekolah desa didirikan agak jauh dari sekolah pemerintah atau 

sekolah swasta yang sejajar. 

2. Sekolah pemerintah diperuntukkan bagi anak··anak ~ yang di kemudian 

hari ingin menjadi pegawai negeri atau mencari penghidupan dalam 

ketrampilan dan perdagangan•' 

Sekolah pemerintah didirikan di tempat dimana terdapat berbagai 

kelas penduduk~ yang menganggap pendidikan di sekolah desa tidak 

cukup bagi anak- anaknya. 

Jika di suatu tempat ~irasakan ~da .kebutuhan 'akan pendidikan, penye­

lesaiannya ialah dengan menjawab pertanyaan dapatkah kebutuhan itu 

dicukupi dengan sekolah desa. r1eskipun dengan pembatasan ini, perlu­

asan sekolah pemerintah tetap perlu. 

Dalam suratnya tanggal 28 Juni 1906 nomor 11288 Direktur P.A.K. 

(J.G. Pott) memperkirakan perluasan dengan 700 sekolah negeri untuk 

Jawa. Menurut GubernurJenderal, perluasan ini jika dibagi dalam be­

berapa tahun, tidak mengkhawatirkan keuangan negara, asalkan dengan 

. demikian dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih meluas di 

Jawa dan Madura. 

Dari perdebatan di D~wan Perwakilan Rakyat Belanda atas t:1emori 

Penjelasan Rencana Anggaran Belanja 1907 dari Menteri Jajahan (Fock), 

d~pat dit~rik kesimpulan bahwa pendirian Pemerintah Belanda mengenai 

pendidikan rakyat Bumiputera ialah bahwa pendidikan rakyat umum oleh 

sekolah-sekolah desa memegang peranan pokok dan perluasan sekolah 

negeri (sekolah kelas 2) memegang peranan sekunder. 

Pendirian tersebut di atas sesuai dengan surat tanggal 2 Juni 1907 

nonor 661/9 yang mengolah nasihat Direktur Pemerintahan Da1am Negeri 

da1am suratnya tanggal 3 April 1907 nomor 1102. 

Gubernur Jenderal, dengan dasar-dasar finansiil dan prinsipiil~ 

menganggap sekarang sudah perlu membatasi pendirien s ekolah ke1as 2 
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pada yang paling perlu saja: 

a. Da1am tiap-tiap keresidenan hanya di tempat-tempat dimana di 

antara kelompok-kelompok sekolah desa dirasakan kebutuhan lemba-· 

ga pendidikan standar untuk pendidikan yang lebih 1uas. 

b. Di pusat-pusat pemukiman dengan mengingat tirtgkat peradaban pen­

duduknya perlu sekali didirikan sekolah kelas 2, dengan pemba­

tasan bahwa jika di daerah itu sudah ada sekolah swasta yang se­

jajar, tidak perlu dibangun. 

Gubernur Jenderal mengharap Direktur P.A.K. segera menyampaikan: 

1. pendapatnya tentang dasar-dasar pokok tersebut di atass 

2. data mengenai jum1ah sekolah kelas 2 yang atas dasar-dasar 

pokok di atas perlu didirikan 1agi di Jawa dan Madura ; 

3. cara-cara bagaimana melaksanakan rencana reorganisasi yang 

akan ditetapkan lebih lanjut mengingat syarat-syarat keuangan 

dan personil. 

31. Surat Direktur Pemerintahan Da1am Negeri (S. de ·Graaff) kepada Gubar­

nur Jenderal (van Heutz) tanggal 18 Agustus 1908 .nomor 2457 

Gubernur Jenderal menugaskan Direktur Pemerintahan Da1am Negcri 

untuk membuat ikhtisa r umum dalam garis besar mengenai pendidikan de­

sa Bumiputera di Jawa dan Madura. 

Dalam suratnya tanggal 3 April 1908 nomor 1102 Direktur P.D.N. 

menyatakan perlunya ada hubungan yang sesuai dengan ma·ksudnya antara 

lembaga pendidikan Bumiputera oleh Pemerintah dan seko1ah desa yang 

akan didirikan oleh desa sendiri, untuk sedapat mungkin mempero1eh 

hubungan sistematis da1am perseko1ahan Bumiputera pada umumnya. 

Da1am sistem persekolahan Bumiputera ada 3 1embaga: 

1. Sekolah kelas 1 dengan waktu belajar 6 tahunp sebagian di bawah 

pimpinan 2 orang guru :::' ::li:mdll untuk mengajar bahasa Belanda, makin 

banyak diperuntukkan bagi anak-anak Kepala Bumiputera dan orang­

orang Bumiputer~ mampu 9 untuk di kemudian hari mendapat pekerjaan 

sebagai pegawai ner,eri. 



102 

2. Sekolah kelas 2 dengan waktu belajar 4 tahun dengan pendidikan 

dasar yang diperluas dalam bahasa daerah dan bahasa Melayu, di­

dirikan di tempat, yang tingkatan peradabannya menuntut pendi­

dikan yang lebih maju bagi anak-anaknya. untuk di kemudian hari 

mengikuti jejak orang tuanya menjadi saudagar, pedagang. peng­

rajin, dll. 

Lembaga ini merupakan pula tillllpat pendidikan guru-gu:ru desa. 

Hal ini diutarakan pula dalam surat Direktur P.A.K. tanggal 3 

Juli 1908 nomor 10393 yang dilampirkan pada surat Direktur PDN 

tanggal 18 Agustus 1908 nomor 2458. 

3. Seko1ah desa, yang didirikan o1eh desa sendiri, hanya memberikan 

pendidikan dasar da1am bahasa daerah dan beberapa pelajaran yang 

sangat perlu bagi orang desa biasa. 

Lembaga ketiga ini mengambil tempat yang terpentingp yaitu di­

peruntukkan untuk memberikan pengetahuan tertentu kepada sebagi­

an terbesar anak-anak rakyat je1ata yang sesungguhnya, yang akan 

terus hidup da1am kelas orang tuanya sebagni petani. nelayan. 

pekerja tangan, dll. 

Mengenai seko1ah kelas 1, jumlahnya relatif cukup kecil, hanya di 

ibukota kabupaten (asisten residen) yang penting. 

Mengenai jumlah dan penyebaran sekolah-sekolah kelas 2 tergantung 

dari: 

1. Kebutuhan akan pendidikan dasar yang 1ebih 1uas, di pusat perda­

gangan dan kerajinan. 

2. Per1uasan seko1ah-sekolah desa di masa depan. karena: 

a. guru-guru sekolah desa dipero1eh dari murid-murid sekolah ke­

las 2; 
b. pada waktu permulaan guru-guru sekolah kelas 2 akan diserahi 

pengawasan atas sekblah-sekolah desa yang ada di sekeliling­

nya (surat Direktur P.A.K. tanggal 3 Juli 1908 nomor 10393). 
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Mengenai sekolah-sekolah desa: 

1. Lama-kelamaan akan diperlukan beribu-ribu sekolah desa untuk da­

pat memberi tempat pendidikan bagi anak-anak rakyat biasa di Ja­

wa dan Madura. 
.. 

2. Tidak dapat diharapkan Pemerintah akan dapat membiayai pendidik-

an rakyat ini dari kas negara. Seperti di negara-negara lain 

harus ditangani sendiri oleh prakarsa setempat (desa). 

3. Sebanyak mungkin desa harus membiayai pendidikan tersebut dari 

keuangannya sendiri 9 d~n Pcmerintah membatasi diri pada: 

a. pengawasan umum etas sekolah-sekolah desa ; 

b. pendidikan guru-guru desa ; · 

c. pemberian buku··buku dan alat-alat pelajaran lainnya dengan 

ketentuan: cuma-cuma bagi yang miskin dan dengan penggantian 

biaya pencetakan bagi yang mampu; 

d. pemberian bantuan keuangan hanya diberikan dalam hal-hal yang 

tidak dapat dihindarkan. 

4. Perluasan sekolah~sekolah desa hanya dapat berjalan secara ber­

angsur, sejajar dengan perkembangan keuangan desa. 

Pada akhirnya diperkirakan sekitar sepuluh ribu . sekolah desa 

yang diperlukan di Jawa dan l1adura 9 atau rata-rata 3 desa 1 se­

kolah desa. 

Pengawasan sekolah desa: 

Makin banyak bertambahnya jumlah sekolah desa~ makin banyak dituntut 

pengawasannya dari Pusat. 

Untuk sementara pimp:i.11an umum dapat tetap diserahkan kepada Departe­

men Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk itu perlu diperbantukan seorang 

Inspektur pada Departemen PDN sebagai pengganti pegawai dengan pang­

kat Asisten Residen, yang sekarang diserahi pengawasan umum. Makin 

meningkatnya jumlah sekolah dan kelompok sekolah maka 'petugas terse­

but tidak akan mungkin mengadakan pemeriksaan di tiap sekolah desa 

satu atau dua kali setahun. }fuka dari itu di bawah perintah Inspek­

tur ini perlu diangkat 3 Ajun Inspektur untuk Jawa Barat, Tengah dan 
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Timur. Ini be1um dapat menjamin intensitas pengewasan. 

Terhadap pendidikan desa, lebih dari pada cabang pendidikan lainnya, 

diper1ukan tenaga inspeksi yang aktif, karena pendidikan personil 

pengajarnya sangat terbatas dan r .'lsa tanggung ja';·lab a tas kewajiban­

nya juga terbatas . Disamping 3 Ajun Inspektur tersebut dapa t juga 

dipergunakan personil Bumiputera untuk inspeksi denp,an pengetahuan 

sedang, asalkan personil itu mempunyai kecakapan praktis. Pada ti­

ap keresidenan per1u diangkat seorang penilik kepa l a? untuk menga~rasi 

·penilik-peni1ik Bumiputera yang diangkat dalam keresidenan yaitu 

1 penilik untuk 50 sekolah desa. Penilik-penilik ini diangkat dari 

korps guru pemerintah. 

(Rancangan b:laya pengeluaran untuk inspeksi yang diusul­

kan, dan biaya pendidikan rakyat di Jawa dan Madura). 

Sul,sidi Pemerintah untuk pendidikan rakyat se1uruh Jawa dan Uadura 

direncanakan f. 1.000.000.-- setahun . Dari jum1ah ini kira- kira 

f. 300.000.--· untuk tambahan pengha~ilan guru desa. Subsidi per se­

ko1ah rata-rata f. 10·' , ··- setahun. 

Pada permulaan mendirikan sekolah desa sering jumlah tersebut 

terpaksa di1ampaui . Sering dijumpai keberatan karena prasangka-pra­

sangka kepala desa dan penduduk desa, terutama dimana penduduk harus 

berkorban. Hal ini disebabkan. karena desa sendiri belt•s cuk.: p ;) C ':­

lengkapan keuangannya dan karena sarana-sarana ekonomi penduduk s a­

ngat terbatas. 

Lembaga perkreditan Bumiputera, yang baru saja beber~pa t ahun yang 

lalu didirikan.~ belum sempat memberi pengaruh pada keadaan ekonomi 

penduduk desa. Malahan dalam periode pertama s ering h<.mya memberi­

kan beban. 

Dimann di . k.alangan penduduk tidak kelihatan adanyn perhatian 

spontan . maka harus ada pendekatan dan bantuan untuk menarik supaya 

penduduk mau kerja sama dalam melaksanakan pendi dikan de sa ini. l1a­

ka dari itu dnlam permulaan pertema bantuan keuangan pemerintah s ~­

ring melebihi jumlah te.rmaktub dalam prinsip di a t as. 
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Sebagian terbesar dari sekolah-sekolah desa yang didirikan da·­

lam tahun 1907 mempunyai 40-150 murid, per sekolah. Kunjungan ke 

sekolah yang kurang itu disebabkan karena kurang cakapnya guru desa. 

Mereka untuk selanjutnya akan dipersiapkan lebih baik buat tugas 

mengajarnya dan akan diawasi oleh seorang ahli dengan teratur~ se­

hingga dalam hal ini akan diharapkan adanya perbaikan. 

Dalam hal lain cukup banyak bantuan dan kerja sama dari pendu­

duk. Bantuan pemerintah untuk pembangunan gedung sekolah tidak le­

bih dari f. 50.-- dan untuk perkakas sekolah f. 25.-- per sekolah. 

Bangunan dibuat dari bahan·-bahan setempat dan dengan dana bantuan 

setempat. 

Sebagai penghasilan guru,desa member! "Bengkok guru desa11 dari 

sawah milik desa misalnya di kabupaten Cirebon dan Majalengka (kere­

sidenan Cirebon), di kabupaten Kebumen (keresidenan Kedu) berkisar 

antara 2 sampai 9 bau tiap orang. Pemberian bengkok guru juga akan 

dilaksanakan di sekolah.,sekolah ~ang akan dibuka tahun 1909 di kabu­

paten Purworejo (keresidenan Kedu), di kabupaten-kabupaten Tuban, 

Bojonegoro dan Blora (keresidenan Rembang). Di keresidenan Priangan, 

Kediri, Semarang dan Sur.abaya dipungut uang s~kolah untuk gaji guru. 

Sedangkan di Pasuruan dipungut sumbangan-sumbangan untuk gaji guru. 

Di Banten desa tiap tahun membeli sawah untuk bengkok guru, sampai 

luasnya sawah cukup luas untuk gaji guru tanpa bantuan pemerintah. 

Di mana penduduk telah membuktikan kesediaannya dan kesanggupan­

nya untuk menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan sekolah desa, 

dapat diharapkan, bahwa makin tampak hasil pendidikan sehingga s~ko­

lah dapat merebut tempat di desa, maka bantuan pemerintah selanjutnya 

dapat dihilangkan. 

Mengenai pengaturan persekolahan dE!sa, selama masih dalam stadi­

um pertama percobaan, dalam praktek berulang kali diperoleh pengalam­

an-pengalaman baru, yang memerlukan perubahan-·perubahan dt:llam garis 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan~ sehin8ga sering perlu diadakan 

penertiban baru untuk perbaikan pendidikan. Misalnya sudah terbukti 

perlunya mengadakan persyaratan yang lebih tinggi untuk me~pr,-rsiapkan 

guru-guru desa. Baru aesudah berjaLm beberapa tahun dan s~dah cukup 
\ 
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banyak sekolah desa yang tersebar di berbagai daerah, maka organisasi 

persekolahan desa akan memperoleh bentuk yang lebih mantap, sehingga 

dapat ditetapkan Peraturan Organisasi Pendidikan desa yang tetap, dan 

juga akibat-akibat keuangan bagi pemerintah dapat diperkirakan lebih 

teliti. 

Jika pelaksanaan pendidi~~n desa dilakukan secara berangsur-ang­

sur, tidak perlu dikhawatirkan bahwa ·rencane subsidi f. 1.000.000.-­

setahun akan dilampaui. Senantiasa perlu diingat, bahwa sekolah desa 

jangan sampai melebihi kebutuhan masyarakat Jawa dan jangan melebihi 

daya tahan ekonomi desa. 

PENQIDIKAN _ERQPA "CBABATl 
BAG! ORANG-ORANG BWUPUIERA 

32. Surat Menteri Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (van Heutz) 

tanggal 3 September 1908 nomor 36/1967 

Dr. H.C. Snouck Hurgronye, ~~haguru Universitas Leiden yang di­

perbnntukan pada Departe~n Jajahan sebagai Penasihat Urusan Hindia 
. ' 

Belanda dan Arab, melaporkan bahwa pemuda-pemuda Bumiputera yang 

ingin menerima pendidikan Eropa seperti yang dapat diperoleh di Hindia 

Belanda sering dihalang-halangi oleh pejabat-pejabat tinggi dan dike­

cilkan hatinya. Sebenarnya mereka harus memberi anjuran dan semangat. 

Pemuda-pemuda Bumiputera yang telah mendapat pendidikan Eropa di Hin­

dia Belanda atau di Negeri Belanda tidak selalu diberi kedudukan yang 

sesuai dan cocok dengan pendidikannya, sehingga ada bahaya bahwa mere­

ka akan kehilangan lagi pendidikan yang telah diperolehnya. 

Menteri mengenggap tidak perlu mengecek kebenaran laporan terse­

but ·di atas dan tidak akan memberikan kritik kepada orang-orang ter­

tentu. Hal-hal yang dilap<;>r~n 'di atas bertentangan sama sekali de­

ngan garis kebijaksanaan pernerint~. Perlu disadari oleh personil kc­

pegawaian pandangan Pemerintah mengenai soal ini. 
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Singkatnya: 

1. Pemuda-pemuda Bumiputera yang ingin menerima pendidikan Eropa 

supaya sebanyak rnungkin diberi dorongan .dan sernangat. 

2. Pemuda B~iputera yang t elah mempcroleh pendidikan Eropa jangan 

ditempatkan di bawah pimpinan orang Eropa atau Bueiputera, yang 

akan berusaha sedap~t rnungkin untuk nmemburniputerakan" mereka 

kernbali. Karena pemuda- pemuda demikian masih merupakan kekecu­

alian, pimpinan yang akan memerintah mereka harus dipilih dengan 

saksamt\. 

Diharapkan bantuan Gubernur Jender~l untuk melaksanakan pendapat 

tersebut di atas dal~ personil kepegawaian di Hindia Belanda. 

33. Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kePada Gubernur / 

Jenderal (van Heutz) tanggal 10 Asustus 1909 nomor 91, Sangat Ra­

hasia 

UAtuk memenuhi surat Sekretaris Pemerintah kelas l tanggal 29 

Mei 1909 nomor 9865 ia ~emberikan nasihat dan pendapat sebagai ber­

ikut: 

Surat kawat Menter! Ja~ahan tanggal 3 September 1908 Bg. Al nomor 

36/1467 itu mengenai mas.!llah yang sattgat penting~ karena · berhubung~· 

an den,kan rencana yang seje.k lama dipertimbangkan untuk mengada;kan 

perubahan-perubahan s ecara berangsur dalam praktek pemerintaha; di 

Hindia Belsnda, · dalam arti bahwa lambat laun kepada para pegawai 

Pemerintah Bumiputera harus diberik.an kebebasan. dan tanggung. ja~·7ab 

yang lebih tinggi, dan tugas para pegawai Pemerintah Eropa hanya 

terbatas pada pengawasan yang lebih tinggi. UBtuk dapat sampai ke 

arah itu perlu sekali bahwa terhadap pare pemuda Burniputera yang 

ingin menerima pendidikan Eropa yane baik, atau yang setelah mene­

rima pendidikan demikian datang melamnr pekerjaan pada Pemerintahan 

Dalam Negeri harus' diperlakukan seperti dimaksud dalam surat kawat 

Menteri Jajahan. Laporan Prof. Dr. Snouck Hurgronje membuktikan, 

bahwa keinginan Pemerintah Belanda dan Peruerintah Hindia Belanda 
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tidak selalu dipatuhi oleh pegawai-pegawai Eropa yang bersangkut-

an. 

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri ~ yans diminta pertimbang·­

an dan nasihat mengenai mnsalah penting ini ~ dalam suratnya tang·· 

gal 16 April 1909 nomor 1276, antara lain ~ 

1. 1idak menyatakan benar atau tidaknya laporan tersebut di atas~ 

tetapi h~nya menyesalkan tidak disebutkannya nama-nama dan fak­

ta-fakta .dalam laporan tersebut. 
. . . 

2. Menganggap, bahwa berita-berita yang bersifat demikian _dan da­

tangnya ciari pihak Bumiputera atau pihak lain tidak perlu_ di­

percaya betul·-betul, karena sering adanya maksud-maksud sam­

pingan. 

3. Menganggs.p juga tidak perlu _memberikan surat perintah meng~nai 

m_asalah ini· kepada para Kepala Pemerintahan keresidenan. 

Cara Direktur P.D.N. mehyelesaikan masalah itu, menyebabkan Pena­

sehat Urusan Bumiputera merasa perlu untuk meneropong masalahnya 

leoih dekat, s~rta memberikan beberapa laporan yang t~liti dan 

terperinci, meskipun tidak dapat menyebutkan nama dan fakta. · La­

poran ini berdasarkan pengalaman dan per~aulan yang lama di ka-· 

langan pegawai Pemerintah ErQpa. 

Singkatnya adalah sebagai berikut: 

1. Kebanyakan pegawai pemerintah Eropa mas~h sangat konservatip 

dan penuh prasangka terhadap ·orang Bumiputera. 

Setelah bertahun-tahun "bekerj'a, ka.rena pengalaman dan kebiasaan 

~ereka sele.lu menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang betul. 

dan mereka kebai terhadap perbincahgan-perbincangan yang masuk 

akal. 

2. Mereka menganggap~ bahwa tidak ada pengajaran, pendidikan dan 

kemajuan yang dapat meru~ah sifat orang Bumiputera. dan bahwa 

mereka akan tetap tidak cakap untuk pekerjaan yang berdiri sen­

diri dan selalu memerlukan pengawasan ketat dan pembinaan terus 
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menerus dari pegawai Eropa. Jadi mengapa diberi pendidikan yang 

lebih tinggi. 

3. Mereka menganggap» bahwa pendidikan yang lebih tinggi hanya akan 

menghasill"..an pegawai Bumiputera, yang 11mau menganut pendapatnya 

sendiri" dan 11menyusahkan"» sombong atas diploma yang diperoleh­

nya, merasa tersinggung diserahi pekerjaan ~'magang 11 dan "juru tu­

lis" dan ingin sekali segera menduduki j abatan yang lebih tinggi. 

4. Banyak yang beranggapan» bahwa pemuda keluaran sekolah pendidikan 

pegawai Bumiputera (pangreh praja = OSVIA) 9 sebagai pegawai beker­

ja kurang memuaskan dibandingkan dengan yang hanya berpendidikan 

dasar, tetapi terbentuk dalam cara yang teruji hanya melalui "se­

kolah belajar dari praktek". 

5. Sehubungan dengan anggapan tersebut di- atas banyak tamatan OSVIA 

diterima sebagai magang dan juru tulis. 

Dr. Hazeu sangat heran, betapa mundurnya mereka setelah beberapa 

tahun bekerja eebagai magang dan juru tulis, sedangkan mereka du­

lu di sekolah murid- murid yang cakap. 

Dapatkah para pegawai pemerintnh Eropa, yang mempunyai anggapan-ang­

gapan tersebut di atas, atas kemauan sendiri tanpa diberi peringatan 

berulang-ulnng akan menjalankan apa yang dikehendaki dalam surat ka­

wat Menteri Jajahan? Tidak mungkin. 

Tetapi di antara para pegawai Pemerintah Ero~a masih ada beberapa, 

yang sadar, melihat dan merasakan perlunya pendidikan lebih tinggi 

di kalangan orang-orang Bumiputera umumnya dan pegawai Bumiputera 

khususnya. 

1. Kebanyakan pegawai Pemerintah Eropa sudah tidak lagi kebetatan 

orang·-orang Bumiputera rnenyekolahkan anaknya ke sekolah rendah 

Eropa. 

2. Tetapi di antara mereka masih ada yang merasa kurang senang~ jika . 

ada orang tua Bumiputern ingin supaya anaknya melanjutkan sekolah­

nya ke Hoogere Burgerschool (HBS). Mereka sering menganjurkan, 
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supaya orang tua dalam rencano menyekolahkan anaknya jan~en ber­

lebih-lebihan, lebia baik anaknya disuruh menempuh ujian pegawai 

kecil (Klein Ambtenaars Examen) atau masuk Sekolah Pendidiknn 

Pegawa i Bumiputera (OSVIA) . 

Banyak pegawai pemerintah Eropa pada umumnya tidak senang, b~hwa 

anak-anak Bumiputera masuk HBS, Kl-JS a tau lembaga- lembaga s e:::~ .:: 8m 

itu lainnya. 

Dalam bulan Juli 1909 dibuka sekolah pendidikan ahli hukum Bu­

miputera (Rechtsschool). Dari pemuda-pemuda Bumiputera yang !llelamar 

masuk .sekolah tersebut , sesungguhnya banyak yang cerdas tetapi pen-

. didikannya telah dirusak, karena mulainya terlambat, tidak teratur 

dan terganggu. Dalam hal ini sesungguhnya pegawai Eropa cl3pat mem­

beri pengaruh yang baik, dengan menunjukkan kepada orang tua perlu­

nya member! pendidikan pada usia yang masih muda 9 pendidikan yang 

berjalan teratur dan tidak terganggu. 

Banyak pegawai pemerintah Eropa menganggapnya tidak perlu bah­

kan berbahaya, jika pemuda Bumiputera mengunjungi lembaga-lembaga 

dimana pegawai pemerintah Eropa dididik, misalnya di HBS, a t au Gym­

nasium bagian B. Untung bagi mereka yang konservatip dan penuh ke­

khawatiran itu, karena diadakan ujian pegawa i besar (Groot A~htenaars 

Examen). Sementara ke:s empatan bagi pemuda Bumiputera ur.tu~< . : :; : , ~ o~.:l 

memberanikan diri memperoleh diploma yang sama seperti ~·ang d!.~-:1:L liki 

pegawai pemerint ah Eropa menjadi sedikit sekali. 

Beberapa orang Bumiputera, yang mengunjungi Gymnasium k:s :! :: n B 

itu, lebih banyak mengalami duka daripada suka , dan sering d:n.:.:1tari 

:-:~ itik atas usahanya yang terlalu berani itu. 

Fakta-fakta mengenai pemuda Bumiputera setelah memperoleh pendidik­

an yang lebih tinggi dan tidak diberi jabatan yang sesuai den3a.n. 

pendidikannya dapat dilihat dari banyaknya tamatan OSVIA yang diha­

ruskan bekerja beberapa tahun sebagai 11magang" dan ~'juru tulis". 

Tamatan Sekolah Pertanian sesudah lulus OSVIA tidak diperlakukan s e­

mestinya. Setelah tamat dari Sekolah Pertanian mereka diangkat 
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menjadi Mantri Tani dengan gaj i f. SO. -·- sa'llpai f. 65. --· sebulan. 

Sesudah mereka belajar mempraktekkan pengetahuan teori yang diper­

olehnya di Sekolah Pertanian ~ mereka mulai k.ariernya dalam peme­

rintahan yang sesungguhnya. Dalam tahun-tahun pertama dari Seko­

lah Pertanian mereka lebih cepat mendapat kenaikan (promosi) dari 

pada yang hanya dari OSVIA. . Tetapi segera ada perubahan, di bebe-

rapa keresidenan t'lereka sa1118 seka~i tidak dibedalr..an dari teman- te­

mannya yang hanya dari OSVIA » ~alahan ada yang dikalahkan • 
. : ~: ·: . ! 

3. Pemuda Bumiputera yang telah lulus ujian uGroot Ambtenaars Examen" 

tidak diberi kedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Eropa (aspiran 

kontrolir). 

a. R.M.A. Koesoemo Joedo, lulu• Groot Ambtenaars Examen di negeri 

Belanda tahun 190.!! , mula-mula diangkat sebagai aspiran"·kontrolir 

tetapi tidak lama keUIUdian ditarik dari pemer intahan dalam nege·­

ri, dan diperbantukan pada Inspektur Perkreditan Bumiputera. 

Pemerintah yan~ berubah pandangan, memutuskan tidak lagt mene­

ri~ orang Bumiputera dalam korps pegawai pemerintah Eropa. 

b. M. MOhammad Ae~d, sebaaai lulusan Gymnasium Willem III Bag. B 

.. -..pub dan lulus Croot Ambteoaars examen tahun 1907. Ia di­

tempatkan di Perkreditan :Buaiputera dan dalam tahun 1909 diang­

kat sebagai jaksa kepala di Serang. 

c. R.M. Sayosa, lulus Groot Ambtenaars Examen di negeri Belanda 

tahun 1905. ditempatkan di Perkredit~n Bumiputera dan kemudian 

diangkat sebagai Mantri Polisi. 

Kedua pemuda Bumiputera tersebut mahasiswa yang cerdns dan uji­

an-ujiannya sangat bagus. 

Haka tertarik untuk dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah Ero­

pa itu bukan semata-mata karena alasan-alasan keuangan, juga tidak 

semata-mata karena kedudukan pegawai pemerintah Eropa yang sangat 

dihormati. Bagi pemuda Bumiputera yang terdidik modern merupakan 

suatu bayangan yang mengerikan, untuk selama beberapa tahun memikul 

beban kepatuhan sebagai budak dan beban pekerjaan yarig mematikan 

prakarsa. lnilah yang mempengaruhi pilihan mereka. 
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Dengan sendirinya timbul kecurigaan terhAdap maksud-maksud pe­

merirttah dalam hati para pemuda Bumiputera, perintis generasi baru, 

yang mendapat pendidikan Eropa yang baik, yang dengan rajin dan ulet 

telah dapat s~pai ke tingkat pendidikan dari rata-rata pegawai pe­

merintah Eropa: · 

Jika Pemerintah mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh, untuk 

lambat-laun dapat memperoleh pegawai;;;.pegato1ai pemerintah Bumiputera 

yang intelektui1 terdidik, yahg dapatdiserah'i tartggung jawab yang 

lebih besar dan diberi k~bebasan : ~erdiri send~ri yang lebih banyak, 

maka: 

1. Seluruh dunia kepegawaian Bumiputera perlu sekali diyakinkan ten­

tang masalah tersebut di atas. 

2. Pejabat tinggi pemerintah Eropa diyakinkan tentang perlunya: 

a. menempatkan pemuda-pemuda Bumiputera yang terdidik modern da­

lam jabatan dan dengan gaji yang sesuai dengan pendidikannya 

yang lebih tinggi; 

b. memberikan kepada mereka kebebasan tertentu (untuk berdiri 

sendiri) dengm1 tanggung jawabnya yang berhubu~ga~'· 'dengan ke-
L .. , . 

bebasan tersebut.; 

c. menempatkan mereka di bawah pimpinan yang ~e~punyi:li · pandangan 
. .. , t. · 

luas. 

3. Pegawai pemerintah Eropa supaya dapat bertind.~k . tanpa . pr:!lsangka 

dan obyektip, tidak lagi memperlakukan mereka dens.n:n .car,a yang 

tanpa sistem dan memban8~itkan kecu~~gaan d~n kedongkolan, dan 

jangan merendahkan mereka dengan menjad.ika.nnya "mesin ketik", 

"pelayan11
, atau "mandor". 

4. Jika ada kesulitan-kes\11itan yang bersifat praktis dan a~minis- ,, 

tratif, maka: 
a. memberikan tempat kepada pemuda Bumiputera yang terdidik lebih 

baik, dimana ada kesempatan menarik manfaat sebany~k mungkin 

dari pengetahuannya yang lebih bany,ak, tanpa mengacaukan sis­

tem pemerintahan; 
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b. mengadakan pembagian tug~s antara pegawai pemerintah Eropa dan 

Bumiputera yang· terdidi.k baik .dan harus segera dengan tegas 

dapat mengatasi ·serta jansaq :terus-menerus ragu-ragu dan me­

ngemukakan keberatan-kebet'at,an •. · Se+f!:in itu jangan merasa puas 

dengan ·tindakan-tindakan setengah-setengah~ yang pada hakekat­

nya hanya menghindari kesulitan untuk memuaskan di~i dan oranf!!;­

orang lain untuk sementara waktu. 

Banyak pemuda Bumiputera, yang tergolong intelektuil ·dan dengan 

moril paling baik dan paling energik, makin lama ~akin menjauhi kari­

er dalam pemerintahan, dan mencari jalan lain untuk memperoleh kehi-

.dupan- yang bebas. · · · · · , .. 
. •. ~ 
' . 

·,.. i' . 

PENPIDII<AN RAKXAT pi DAEMH LVAR JAWA . pAN MADURA 

PENQIDIKfu~ PEGAWAI NEGERI 

. ,. . ,. 

34. Surat Direktur Pendidikan, · Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) kepada 
. •. ~-

Gu'bernur Jenderal (van He~u) tanggal 23 Nopember 1908 nomor 17306 

Deng~n surat Sekretaris Pemerintah tat'\ggal 7 Pebruari 1908 no­

mor 395, Direktur P.A.K. lama (J.G. Pott) diberi . tugas untuk memberi­

kan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat-nasehat, termasuk us~l-usul 

terumus, mengenai masalah termaktub dalam Bagian III paragrap 3 dari 

"Nota tentang kebijaksanaan politik dan urusan pemerintahan di jajah­

an luar Jawa dan Madura 11 yang disusun oleh H. Colijn, mengenai hal-hal 

yang termasuk bidang Departemen ini. 

De~gan 'sritat ' Pemerintah tanggal 4 April 1908 nomor 976, tugas ini un­

tuk sementars 'waktu dibatasi pada Sumatera, terbatas khusus . pada pen­

dapat-penda~at d~tru\i Nota tersebut di atas . me~genai Pendidil·im Pegawai 

Negeri dan .pendidikan rakyat'· Utnum di pulau Sumatera. 

Pendidikan Pegawai 

Setuju dengan pendapat H. Colijn, bahwa menciptakan kesempat~n untuk 

mengikuti pendidikan pegawai yang layak merupakan tuntutan yGn~ mutlak 
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di jajahan luar Jnwa dan Madura. Menurut uraian yang termaktub di 

halaman 71 dan 72 dari Bagian III Nota tersebut di atas (lihat juga 

halaman 117 sub 3 dan 4), H.Colijn berpendapat,-. bahwa mengenai ma­

salah tersebut di jajahan luar jawa dan Madura, dan mengingat kea­

daan sekolah-sekolah rendah Bumiputera di sana, haru~ diatur sede­

mikian sehingga dapat bersambunean dengan sekolah negeri Bumiputera 

kelas 2. Mengenai pendidikan pengetahuan umum bagi murid tidak per­

lu melebihi daripada yang diberikan di sekolah-sekolah pendidikan 

guru Bumiputera. Pada umumnya H. Colijn menyetujui kombinasi, pendi­

dikan pegawai dengan pendidikan guru. kecuali di Sumatera. Menurut 

pendapatnya harus ada 3 sekolah pendidikan pegawai, masing-masing 

untuk Sumatera Utara. Tengah dan Selatan. Untuk sekarang kombinasi 

itu tidak mungkin, karena untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang 

terdidik Sekolah Pendidikan Guru di "Fort de I<oc~" (Bukittinggi) su-
• , ! : ·,. : r I . ·• • ~ 1 : ; •• 

dah ada pada kapasitas maksit£il·. ·. 1-ie~gingat keadaan Keuangan Negara 

H. Colijn mengusulkan didirikan satu sekolah pendidikan pegawai Bu­

miputera di "Fort de Kock" (Bukitting~i). 

(Apakah di Sumatera a~a kebutuhan akan 3 Sekolah Pendidikan 
i r' 

Pegawai perlu diselidiki lebih lanjut. Sekolah pendidikan 

guru di "Fort de Kock" ~ang direorganisir, · dapat juga di­

pergunakan sebagai sekolah pendidikan pegawai. Sekolah pen­

didikan pendidikan pegawai untuk Sumatera Utara dapat didi­

rikan di '11edan) . 

Pendidikan Umum 

Pikiran H. Colijn mengenai Pendidikan Umum yang termuat dalam 

halaman 73 s/d 78 Bagian II-I .dari Notanya (lihat juga' halaman 118 

dan 119 sub 7 s/d 15) pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

Pendidikan rendah Bumiputera harus dengan giat dimajukan juga di 

luar Jawa dan Nadura, agar supaya dalam waktu tidak lama di sana 

akan dapat diperoleh pendidikan rakyat umurn. 

Pemisahan tajam perlu diadakan antara pendidikan yang diselenggara­

kan pemerintah dan pengajaran sete~pat - meskip~n hanya untuk 
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a1asan-a1asan keuangan - dengan pengertian bahwa Pemerintah hanya 

akan mendirikan seko1ab-seko1ah standar di pusat-pusat pemukiman 

yang dipi1ih dengan baik. Seko1ah-sekolah standar ini diperuntuk­

kan unt~k putera K~pa1a-kepa1a dan orang-orang Bumiputera terkemu­

ka, dan se1anjutnya dipl; runtukkan untuk menghasilkan guru bagi pen­

didikan rakyat. 

Di .samping seko1ah-sekolah _standar harus dihidupkan pula .sekolah­

sekolah rakyat yang sangat sederhana dengan mengingat keadaan se­

tempat, yang da1~m prinsipnya tidak dibiayai dari Kas Negara. Se­

kolah-sekolah ini berada di bawah pengawasan penilik sekolah Bumi­

putera, yang diangkat dari guru-guru pemerintah yang terbaik. 

Sekolah s~andar harus merupakan seko1ah Bumiputera kelas 2. Di ti­

aptiap kontrol~ran haru.s ada seko1ah demikial}· Ini berarti jumlah 

sekolah kelas 2 yang sudah ada di Sumatera harus ditambah dengan 40. 

Tindakan-tindakan harua diambil supaya dapat tersedia lebih banyak 

guru yang terd1dik, hal mana dapat dilaksanakan dengan meninggikan 

kapasitas sekolah pendidi' ··'.n guru di "Fort de KockH. 

Harus diselidiki kontroliran (tennasuk pula asisten keres:i..denan yang 

tidak terbagi) yang belum ada seko1ah kelas 2, don dimano yang harus 

dipenuhi 1ebih dahulu. Untu~ itu Gubernur Jenderal diharap memerin­

tahkan ~'ara Residen yang bersangkutan untuk mengajukan daftar nama­

nama kontro1iran yang belum mempunyai seko1ah ke1as 2, dengan urutan 

no~ ·- · urut dalam daftar yang perlu dilJeri 1ebih dahu1u. Untuk ini 

para Residen harus bermusyawarah dengan Inspektur Pendidikan Bumipu­

tera Bagian 4. 

Setelah menerima daftar-daftar tersebut Departemen P.A.K. akan me­

nyusun rencana pendirian seko1ah-seko1ah tersebut, dengan mengingat 

kapasitas produksi Sekolah Pendidikan Guru di "Fort de Kock' 1 yang 

telah direorganisir itu. Setelah disetujui Pemerintah, dan dana 

yang diper1ukan tiap tahun disediakan da1am Anggaran Belanja, maka 

rencana tersebut akan dija1ankan secara berangsur-angsur. 

Mengenai Pendidikan Rakyat 

Dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 10 Ju1i 1908 nomor 14 
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telah dipequhi untuk keresidenan Aceh dan .daerah sekelilingnY:a 

(f. 10.000.-- untuk pendirian sekolah rakyat, dan alat-alat pela­

jaran diberikan cuma-cuma oleh Departemen P.A.K.). Para Residen 

lainnya diminta men$ajukan usul-usul yang · terrumus, dengan mengi­

ngat keadaan yang luar biasa dan mendesak di tiap-tiap keresiden­

an. Sesuai dengan pendapat H. Colijn mengenai masalah ini tidak 

ada pengaturan yang seragam. Kepada para Residen dapat diberikan 

satu exemplar "Petunjuk Pendirian Sekolah-sekolah Desa di Jawa", 

kemungkinan dapat dicontoh. Keresidenan Aceh tidak dapat diambil 

contoh, karena meminta biaya banyak dari Kas Negara, dan ini demi , . 
kepentingan politik. 

Usul-usul para Residen disertai deqgan pertimb~ngan serta nasihat 

harus disampaikan kepada Direktur Pemerintahan palam Negeri dan 

Kepala Kantor Departeme~ P.A.K. SepertJ di Jawa, pimpinari umum 

mengenai masalah ini sementara dapat diserahkan kepada Direktur 

PDN, karena sekarang di Departemen PDN ada Biro Urusan Pemerintah­

an Jajahan Luar Jawa dan l1adura (surat keputusan Pemerintah tang­

gal 22 Nopember 1908 nomor 19, dengan Kepala H. Colijn). 

35. Surat Menter! Jajahan (Idenburg) kepada Gubernur Jenderal (van 

Heutz) tanggal 14 Pebruari 1909 nomor 34/311 

Menteri Jajahan telah menulis di halaman 25 alinea 1 dari 

Memori Jawaban atas Laporan Sementara dari Kamar II mengenai Ang­

garan Belanja Hindia : Belanda tahun yang berjalan, bahwa ia akan 

mengadakan musyawarah dengan Pemerintah Hindia Belanda tentang 

pendirian sekolah-sekolah rakyat di Sumatera Barat menurut contoh 

sekolah mukim di Aceh dan seko1ah desa di Jawa. 

Sehubungan dengan itu Menter! mengharap Gubefnur Jenderal segera 

memberikan pendapatnya mengenai masalah ini dan jawaban atas per­

tanyaan, apakah guru-guru atau kepa1a-kepa1a seko1ah agama (surau) 

dapat dijadikan guru seko1ah rakyat, meskipun diper1ukan beberapa 

pendidikan pendahuluan, seperti pendapat van Ko1 (pembicaraan pada 

Maje1is Rendah 1908/1909 halaman 438 kolom 2). 
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36. Surat Penasehat Urusan Jajahan Luar Jawa dan Madura (ll. Colijn) ke­

pada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (S. de Graaf) tanggal 24 A­

pril 1909 nomor 48 

Menter! Jajahan menurut surat kawatnya t~ngga1 14 Pebruari 1909 

Bagian A1 nomor 34/311 mengharap pE:mdapat Pemerintah Hindia Belanda 

mengenai: 

a. Pemikiran untuk mendirikan seko1ah rakyat di Sumatera Barat me­

nurut contoh sekolah ciukim ;di Acen dan sekolah desa di Jawa; 

b. Pertanyaan apakah da1am pengajari:tn rakyat' 'para guru atau kepa1a 

seko1ah ~gama (surau) dapat · dipak~li~ m~sklpun dengah' mengikuti 

' Beberapa. pendidikan pendahu1uan sebe1umnya. 

Mengenai ad . a 

Henurut Co1ijn ada perbedaan prinsipii1 antara seko1ah ·mukim di Aceh 

dan sekolah desa di Jawa : 

1. Sekolah mukim pada hakekatnya · sej~nis : sekolah Pemerintkih yang mu­

rah, sedangkan sekolah desa di Jawa berdirinya atas kegiatan ma­

syarakat setempat (desa) dan pada pokoknya dibiayai .~syarakat 

sendiri. 

2. Pengeluar&n dari Pemerintah setahun untuk ser~ah-sekolah desa 

di Jawa f. 70.366.-- diantaranya yang f. 54.631.-- untuk tambah­

an penghasilan guru-guru desa, untuk 357 eekolah dengan 20.721 

murid, sehingga rata-rata f. 3.50 diantaranya yang f. 2.50 untuk 

tambahan gaji guru tiap ~urid tiap tahun. 

Di masa depan penge1uaran Pemerintah untuk seko1ah-seko1ah desa 

makin berkurang. Penge1uaran Pemerintah untuk sekolah-seko1ah 

mukim di Aceh f. 9.968 , 73 untuk 38 seko1ah dengan 1266 murid 

atau 1ebih dari f. 7.-- tiap murid tiap tahun. 

Pengeluaran Pemerintah makin lama makin besar, dan 3x lebih besar 

daripada untuk seko1ah-sekolah desa di Jawa , serta jauh 1ebih besar 

daripada pengeluaran subsidi sekolah-sekolah swasta 1uar Jawa dan 

Madura (Lembaran Negara 1895 nomor 146). 

Kebutuhan akan pendidikan terbukti terutar.:a di Tanah Tinggi Padang 

dengan didirikannya sekolah-seko1ah atas prakarsa sendiri. Akhir · 
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Desember 1907 ada 40 sekolah negeri Bumiputer~ :dan 67 sekolah swas­

ta, JQ .:betsubsidi dan 37 tidak, dan dikunjungi :oleh 1848 murid, di­

antaranya 1722 murid membayar, sebagai bukti bahwa untuk pendidikan, 

penduduk mau mengeluarkan uang. Sekolah-sekolah ini sebagian besar 

didir:l,kan dengan musyawarah anta.ra l'.emerintah dan penduduk. 

Pendapat Gubernur Sumatera Barat mengenai pendidikan Bu~ipute­

ra adalah s~bagai beriltut ~ 

1. Perluasan jumlah sekolah perlu dan dianj.urkan supaya penduduk 

menanggung sendiri sebagian besar dari biay9nya. 

2. Pendirian sekolah-sekolah desa yang dimaksud di atas harus kelu­

ar dari masyarakat sendiri, dan bahwa ada kemampuan tidak perlu 

disangsikan. 

Sebelum menjawab Menter!, perlu sebelumnya diadakan musyawarah dan 

persetujuan dengan Gubernur Sumatera Ba~at, supaya dapat mengajukan 
. ;.'\ · . \ \ 1; 

usul-usul, dengan dilampiri program ket:;ja, yang pasti dapat dilak-

sanakan dalam praktek, 

Mengenai ad. b ·.; ·: . , 

Pendapat yang diajukan van Kol nampaknya dipengaruhi oleh uraian 

dari A.W.P. VeTkerk Pistorias dalam bukunya "Ulama dengan pengaruh­

nya pada masyarakat", · Bab VII dari bukunya "Studi tentang kerumah­

tanggaan Bumiputera di Tanahtinggi Padang" ·halaman 223/225. Penda­

pat Verkerk berdasarkan peninjauan dalam tahun .1865-1870. 

H. Colijn tidak dapat menyetujui pendapat van Kol~ karena: 

1. Sekolah agama yang disebut surau, sesungguhnya tidak patut di­

sebut sekolah, sebab: 

a. dalarn semua hal pengaturan dan pengajarannya sangat menyim­

pang dari syarat-syarat pengajaran menurut pengertian Eropa; 
- · . . 

b. tidak ada tertib dan disiplin sekolah, tidak ada jam-jam pe-

lajaran tertentu, tidak ada pengawasan mengikuti pelajaran 

atau tidak~ tidak ada perhatian terhadap kemajuan murid, mu­

rid memutuskan sendiri apakah ia mau belajar atau tidak, dan 

waktu mana yang akan dipergunakan untuk menerima dan meng­

ikuti pelajaran; 
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c. ~urid-murid belajar dalam satu ruangan, tetapi tidak ada 

pengajaran klasikal, rnasing-masing hanya mengingat kemajuan­

nya sendiri. 

2. Murid-murid surau hanya belajar menulis dan membaca huruf Arab, 

membaca Al qur'an dan kitab-kitab keagamaan, tanpa diberi penge­

tahuan yang praktis. 

3. Guru-guru sekolah agama dengan pengetahuan seko1ah dan pengeta­

huan \nnum yang minim, tidak mungkin dengan beberapa pendidikan 

sebe1umnya dibentuk menjadi guru sekolah desa. 

4. Mereka sangat konservatif, fanatik agama, bersikap bermusuhan, 

dan curiga terhadap Pemerintah Belanda. 

5. Mereka tidak mau menerima apapun dari orang "kat:ir" dan karena 

sikap mereka dianggaP, 11suci" oleh murid-muridnya, sehingga mere­

.ka tidak akan mau menjadi guru dibayar dan diawasi oleh orang 

kafir, meskipun sesungguhnya memerlukan uang itu, karena takut 

kehilangan reputasi mereka,. 

6. Pengajaran negeri bersifat netrals dan tidak dapat diharapkan 

bahwa guru-guru agama ·yang fanatik dan picik itu akan dapat me­

nerima pandangan Pemerintah. 

Diusu1kan supaya usul van Ko1 dito1ak. ··'·· . . . 

PERLUASAN PENERIM4AN OR4NG-0RhNG BPMIPVTEBA 

Dl SEKOLAH RENDAH El\OPA - PEJLUASAH 

~j<OLAH BUMIPUTERA KELAS 1 

37. Surat Penasehat Urusan Bumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada Direktur 

l'endidikan, Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 27 Januari 

1909 noinor 17 .. 

Diungkapkan, bahwa didirikannya perkumpulan Jawa "Boedi Utomo" 

yang anggota-ariggotanya mengadakan Konggres dalam bulan Oktober 1908, 
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cabang-cabangnya mengadakan pembicaraan daliun fapat-rapai: terbuka 

di beberapa tempat, menarik perhatian lebih darf yang pern'ah ada 

sebelumnya pada keinginan yang dikandung oleh sebagian besar orang 

orang Bumiputera yang terdidik, terutama orang-orang Jawa. 

Para pembicara, meskipun tidak berpeng~laman, ragu"':'ragu:dan 

saling berbeda pendapat, dalam satu hal mereka serempak mempunyai 

pikiran dan keyakinan yang pasti: "terutama mengingat pendidikan 0 . . . . . . . 

sebagai sarana mutlak untuk kemajuan, : ~~~onomis dan per~umbuh:an ro-

hani". 
. :. f; , :··, . j .' . .' • . 

Hazeu tidak sependapat dengan sementara kalangan yang mengatakan, 

bahwa keinginan pendidikari ini hanya satu mode sementara yang ·kkan 

berlalu dengan sendirinya. Ia menandaskan, bahwa keinginan itu 

merupakan akibat yang wajar dari. lteadaan dan hubungart masyarakat 

yang dalam tahuri-tahun akhir ini berubah dengan sangat cepat, ti­

dak hanya di Jawa tetapi juga hampir di seluruh dunia Timur, yang · 

membangkitkan energi yang selama ini tidur untuk mencari senjata 

yang paling cocok untuk dapat berhasil dalam perjuangan hidup, ya­

itu pengetahuan. 

Di Nusantara (Hindia-Belanda) dalam keadaan sekarang pengetahuan 

dan kemajuan lebih banyak hanya dapat diperoleh dengan perantaraan 

bahasa Belanda. Kemampuan mengetahui dan mempergunakan bahasa Be­

landa merupakan syarat mutlak untuk: 

1. Beberapa jabatan baik negeri maupun swasta yang menetapkan se­

bagai syarat penerimaan yaitu "lulus ujian pegawai rendah" 

(Klein Ambtenaars Examen). 

2. Dapat diterima dan menamatkan pendidikan yang lebih tinggi. 

3. Maju dengan belajar sendiri dengan mempergunakan buku-buku da-

lam bahasa Belanda. 

Maka . <~..al'_i itu , orang-orang Bumiputera, terutama di Jawa dan di ka-·· 

langan terkemuka (yang disebut priyayi) berusaha dengan sekuat te­

naga dengan pengorbanan uang yang tidak sedikit, supaya anak-anak-
- . ~ ' ! . : ~ • • 

nya dapat bersekolah dengan pelajaran bahasa Belanda. Karena ma-

suknya ke Sekolah Rendah Eropa (E.L.S.) sangat dipersulit dan 
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jum1ah seko1ah Bumiputera ke1as 1 masih ~angat kurang, . rna~ dimana 

sekolah sedemikian ada, mereka dengan pral.<arsa sendiri mengadakan . - ; . 

sekolah swasta dengan rencana pelajaran yang diperluas .dan .dengan 

pelajaran bahasa Belanda, deng11n guru-guru swasta yang bermutu se­

dang. Seringkali hasi1nya tidak memadai pengorbanan uang. , Satu­

satunya kesulitan yang besar darLsekolah; swasta ini ia1ah ;"keku­

rangan uangn, sebab di Jawa, di ka1angan masyarakat Bumiplf.~,era ti­

dak ada unsur-unsur yang .kuat k.euangannya • . : Lagi . pula gaj + t>~ra , 

pegawai (kecuali Bupati) rendah dan tidak, meng :!jinkan untuk membi-

ayai sekolah seluruhnya dari keuangan swasta. . , 

Sekolah kelas 1 dengan b~hasa Belanda (Lembaran Negara 1907 nomor 

112) dapat diterima o1eh kalangan Bumiputera, bar~ngkali denga~ 

rasa "terima kasih", tetapi pasti "tidak puas", sebab bahasa De­
landa dimulai di kelas 3 dan 4 . seb<:!-gai ma ta pelaj ar.an , dan. di · ke-

1as 5 dan 6 sebagai bahasa pengantar, dan beberapa mata p~1ajaran 

misa1nya berhitung ternyata ki.Jrang, sehingga sukar uptuk ciapat me­

nempuh uj ian Klein Ambt~. naars. Examen. Anak yang pindah ke lj:. L • S. 

meskipun cerdas (inte1igen) ,sukar mengikuti pelajaran karena .. peng­

ajaran bahasa Be1andanya, ter1ambat diikut;l secara metQdis. 

Bagi anak yang ingin melanjutkan ke H.B.S., K.W.S. dan Rechts­

schoo1 harus masuk E.L.S., sedangkan ,masuknya ke sekolah itu bagi 

anak Bumiputera sangat dipersulit (lihat surat Penasehat Urusan 

Bumiputera kepada Direk~ur P.A.K. (J.G. Pot,t) tanggal 4 Juni 1907 

nomor 48). 

Kepala-kepa1a E.L.S. semena-.~na mempergunakan pasa1 .14 Reglemen 

Sekolah (Lembaran Negara 1894 nomor ;193 diubah dengan Lembaran Ne­

gara 1907 nomor 382). 

Kepala-kepala E.L.S. mempersu11t I'!llisuknya anak Bumiputera, sebab 

takut dimarahi Inspektur dan pendapat pribadi - yang banyak tidak 

penarnya - bahwa pengaruh anak-anak Bumiputera kurang baik terha­

dap anak-anak Eropa .dan jalannya pengajaran menjadi tidak teratur. 

Mereka me1aksanakan peno1akan ini dengan sistem mere~a masing-ma­

sing, dengan catatan: 
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a ·. Hanya mau menerfma sejum1ah murid tertentu, yang mer·eka tentukan 

sendiri, bagi masing-masing ke1as· • 
. ·. 

b. Menentukan syarat-syar3t terla1u berat bagi anak-anak Bumiputera 

da1am pengetahuan bahasa Belanda, tercantum dalam Pasa1 14 Re­

g1emen Seko1ah. 

c. Menurut pandangan dan pikiran sendiri yang ada pada saat itu. 

Sedangkan para orang tua sudah banyak mengeluatkan uang untuk pe1a­

jaran privat atau pengajaran swasta bahasa Be1anda, tahun ini men­

cobs di seko1ah yang satu, kemudian di seko1ah lain dan seterusnya, 

sehingga jika akhirnya · dapat berhasi1 dited.ma, b!l.:::.yd~ w~•\.tu . y c:~:g 

berharga sudah hilang, anak itu tertinggal dengan anak-anak yang 

masuk seko1ah pada usia muda, sering sudah terla1u tua untuk dapat 

menempuh ujian masuk H.B .S. 

Lebih-lebih para Bupati , memondokkari anak-anaknya pada usia sangat · 

muda pada keluarga-keluarga Belanda yang beradab, terdidik dan ber­

kelakuan, supaya anak itu dididik secara Belanda dan kemudian dapat 

menikmati pendidikan yang sebaik mungkin. 1 

Dengan sendirinya penolakan-penolakan itu menimbulkan kedongkolan. 

Konggres Budi Utomo di Yogyakarta dalam prinsiprtyarq.enerima untuk 

mengusulkan kepada' Pem~rintah Hindia Bel~nda, supaya: 

1. Penerimaan anak-anak Bumiputera di E.L.S . jangan terlalu diper­

sulit. 

2. Jika Pemerintah keberatari ? supaya didirikan sekolah-sckolah se­

perti yang didirikan untuk anak-anak Cina (H.C.S.) dan diatur 

sedemikian, sehingga anak-anak kelas tertinggi setelah tarnat 

sekolah dapat seketika melanjutkan pelajarannya ke sekolah-seko­

lah menengah. 

Penasehat Urusan Bumiputera mengusulkan : 

1. Supaya anak-anak Bupati dan priyayi lainnya; yang banyak k-:;mung­

kinannya akan menduduki jabatan-jabatan penting di ke~udian hari 

atau akan melanjutkan pelajarannya ke HBS, ~~S dan Rechtsschool, 

dapat diterima di E.L.S. dengan memperlunak pasal 14 Reglemen 

Sekolah. 
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2. Jika dikhawatirkan seko1ah akan terlalu padat, anak-anak yang 

sekiranya tidak akan cocok untuk sekolah menengah (HBS) setelah 

beberapa waktu tertentu dikeluarkan. 

3. Di sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 bahasa Belanda oulai di• 

ajarkan di kelas 1, dan dipRrgunakan sebagai bahasa pengantar 

di semua kelas, dan rencana pelajaran diperluas, sehingga murid 

murid kelas tertinggi langsung dapat menempuh ujian K.A.E. 

(Klein Ambtenaars Examen). 

Di kalangan Bumiputera yang terdidik hampir tiap hari dibicarakan 

hal-hal dalam bidanK pendidikan - yang mendapat perhatian penuh 

dari apa yang disebut Jon$ Jnva - seperti: sekolah "frobel" (di 

mana anak-anak seeara bermain-main belajar bahasa Belanda), pendi­

dikaft untuk gadis, peftdidikan pertukangan dan pendidikan pertani­

an, perluasan juMlah guru Bumiputera. 

Dikemuk&kan pula adanya beberapa putri Bupati di Jawa Tengah, yang 

mendiri~~n •ekolah-sekolah keeil, yang diajar oleh mereka sendiri 

dan di bawah pimpinan mereka diajarkan beberapa mata pelajaran .se­

kolah reB4ah serta pekerjaan tangan wanita oleh pembantu-pembantu 

mereka {juca putri-putri priyayi). Ini merupakan sesuatu yang ba­

ru, yang beberapa tahun yang lalu tak terpikirkan, suatu bukti 

bahwa sepuluh tahun akhir-akhir ini membawa perubahan-perubahan 

yang pentin& dalam kebiasaan dan pikiran-pikiran kuno. 

38. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal 

Malefi1t) tans&al 8 September 1910 nomor 1139/21 

Dari salinan-salinan yang dilampirkan pada Laporan pos nomor 

313, dapat diketahui bahwa sekarang di Hindia Belanda masalah me­

ngenai masuknye anak-anak Bumiputera ke sekolah-sekolah rendah Be­

lnnda menjadi hangat lagi. Masalah ini telah dikemukakan oleh Gu­

bernur Jenderal lama (van Heutz) dalam suratnya tanggal 12 Januari 

1908 nomor 42/19 dan dalam kawat Menteri Jajahan ad interim waktu 

itu, tangga1 13 April 1908 Bagian Al nomor 62/658 . 
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· Yang memprakarsainya adalah Penasehat · Vrusan Bumiputera 

(G .A1.·J. Hazeu), yang dalam dua suratnya kepada · Direktur Pendidik­

an, Agama, dan Kerajinan tanggal 13 April dari ·1 Sep'tember 1909 

nomor 58 · dan nomor 96 mengusti1kan, supaya keingin:an:...keinginan 

orang-or~ng Bumiputera 1..111rtJmnya : dari kalangan ptija}ii khususnya da-

pat dipenuhi. 

Sete1ah mempertimbangkan naseh'tlt 'dari Inspektur P'end"idikan Etopa 

ia mengusu1kan supaya Reg1emen Seko1ah Eropa diu'bi:l'h "dan supaya 

azas u'rituk mempermudah masuknya anak Bum'iputera ke sekolah : 'rendah 

Eropa dapat dilaksanakan. 

Direktur P .A.K·. (M.S. Kost·er) meskipun bukan' pendukung perlu ... 

a san penerimaa:n miifid · Bumiputera di Seko1ah Rendah · Eropa·, : berpenif · 
• , r • 

dapat bahwa per1u · diambil • tindakan untuk memenuhi' keinglnim dan· ' 

kepentingan orang-orang Bumiputera, yan:g suitgguh-sungguh· memerlu­

kan pendidikan randah Eropa bagi anak-anakny·a ~ · Bagaimaha· cara pe­

laksanaannya sehirigga ; tanpa inerasakan kekurangi!m akib~e ' tnasukriyEf 

murid-murid Buiitiputera ' p~da seko1ah ter1alu . di'ras·akan , :: tff.h't-aikan 

da1am konsep slilfat keputusan perubahan · Re~lemen Sek61ah Eropa ' 

(Lembaran Negara Hirtdia·1 Belanda 1908 · norilor : 312) yAng salin~nnya 

dilampirkan bersama surat ini. I . 

·.f· . . 

Tujuan pokok dari peninjauan kemba.li ·; Regleinen Sekolah · ini 

ialah perubahan ' radikal •dari pasal 14 Reg1emen tersebut adalah 

mengingat di satu pihak: masuknya murid-murid Bumiputera dibatasi 

dengan menerima azas , bahwa seko1ah rendah Eropiii'" hanya terbuka b~ 

gi mereka: 

a. yang mengingat masa depannya di masyarakat .- dengan mengingat 

kedudukan dan tingkat pendidikan orang tuanya dan juga bakat 

intelektuil mereka sendiri - sangat memer1ukan pendidikan yang 

diberikan seko1ah it'l.l ; 

b. yang masuknyake.sekolah rendah Eropa itu disyaratkan untuk 

menghasilkan murid-murid yang baik bagi 1embaga-1embaga pendi­

dikan yang mempersiapkan tenaga untuk jabatan~jabatan pemerintah 
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bagi orang Bumiputera seperti seko1ah pendidikan dokter Bumipu­

tera (STOVIA) dap. seko.lah pendidikan ah1i hukum Bumiputera 

(Rechtsschool). 

Di ,.pihak:i1ain, bagi mereka yang dapat diterima atas dua . da·sar ter­

sebu.t di ata.s :, untuk kemungkinan dapat diperbaiki, · diadakan ke1as 

per{liai?an .bagi m~reka, dan batas umur untuk masuk ke1as l ·diatur 

s~demildan sehingga mereka . dapat duduk 2 tahun da1am ke1as persi­

apan. 

Dewan ll~ndia . Be1anda- yang ,prinsipiil menyetujui M.S.· Koster -

menurut nasehatnya tanggal 12 Agustus ·1910 nomor XXXIII.(salirtan• 

nya ter1ampir) tidak keberatan untuk diadakannya percobaan· seperti 

diusulkari kepa1a Departemen tersebut. Dewan tidak yakin, bahwa 
. . . . ' 

penye1esaian yang diusu1kan ini akan memuaskan. 

Gubernur Jendera1 berp~ndapat bahwa: 

1. Pandartgan Pet\8-sehat Urusan Bumiputera prinsipii1 1ebth · tepat 

da~i pada pandangan Direktur Pendidikan; Agama dan Kerajinan. 

2. Pengurusan pendidikan bagi orang-orang Eropa re1atip k.urang 

. petlt: ing .dari pada .. pengurusan pendidikan · rakyat :.di- · daerah ini 

pada umUmnya, karena kepentingan mereka · pada pemberian pendi­

dikan .. baik yang sesuai - dipandang. dari sudut Pemerintah - itu 

kecil dibandingkan d~ngan kebutuhan akan pendidikan seperti 

itu bagi penduduk Hindia Be1andd lainnya yang begitu besar jum-

1chnya. 

3. Jikc. . terpaksa harus dipilih alternatif antara, sedapat mungkin 

mengikut~sertakan orang-orang Bumiputera dan Timur Asing pada 

pendidikan bukan Bumiputera sehingga harus dimajukan, atau pin­

tu seko1ah rendah Eropa harus ditutup bagi orang-orang Bumipu ... 

tera, jika ternyata penerimaannya merugikan seko1ah itu. 

Gubernur Jendera1 akan 1ebih condong memilih ad. a, dari pada 

penganak-emasan anak-anak Eropa. Jum1ah biaya t~r1a1u besar 

untuk tetap meme1ihara pendidikan demi kepentingan mereka, yang 

merugikan kemajuan dari bagian penduduk 1ainnya yang jauh lebih 

besar. 
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4. Sangat keberatan atas usul mengenai peraturan penerioaan murid 

Bumiputera di sekolah rendah Eropa, dan begitu pula sangat ke­

beratan mengadakan percobaan dengan peraturan itu. 

Mengingat pertanyaan yang mungkin ada dalam pembicaraan dalam De­

wan Perwakilan Rakyat mengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda, 

maka Gubernur Jenderal merasa perlu segera menyampaikan pendapat­

nya dan cara bagaimana penyelesaiannya sementara dari masalah itu 

kepada Menteri Jajahan. 

Kesempatan untuk belajar bahasa Belanda dengan baik, sesuai 

dengan usul Direktur P .A.K. (H.S. Koster) dapat dilaksanakan de·· 

ngan cara lain, yaitu: 

1. Uengubah ·sekolah Bumiputera kelas 1 yang direorganisir sesuai 

dengan usul-usul Direktur P.A.K.: 
., 

a. waktu belajar dari 6 dijadikan 7 tahun ; 

b. jUmlah tenaga pengajar Eropa dari 2 jadi 3 orang; 

c. menempatkan guru-guru Bumiputera 9 yang karena pendidikannya 

yang baru, diharapkan menguasai Bahasa Belanda dengan baik; 

d. perubahan ini hanya di ibu-ibu kota keresidenan di Jawa dan 

Madura. 

Usul Gubernur Jenderal ini didukung oleh Dewan Hindia Belanda. 

Mengingat bahwa di masa depan akan dipakai jauh lebih banyak 

tenaga-tenaga kerja Bumiputera dalam fungsi-fungsi yang sekarang 

dipegang oleh orang-orang Eropa, maka perlu sekali untuk tepat pa­

da waktunya mengadakan organisasi pendidikan Bumiputera dala~ mata 

rantai tengah yang akan dapat memberikan cukup b~nyak tenaga ter­

didik untuk jabatan-jabatan administrasi tingkat rendahan. 

Mengenai pendirian sekolah Belanda Jawa (H.J.S.) pelaksanaannya 

untuk sementa.ra ditangguhkan. 
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~ERIAN SUBSl~ 

KEPAPA SEKOLAH-SEKOLAH BYMJ.:PUTERA SWASIA · 

._.' 

39. Surat Gubernur Jendera1 (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waa1 

Ua1efijt) tangga1 5 April 1910 nomor 352/14 -· 

Komisaris Pemerintah untuk desentra1isasi da1am nasehatnya 

mengenai penetapan jumlah sumbangan dari Pemerintah Swapraja Terna-
, 

te dan Tidore kepada Kas Negara sebagai restitusi pengeluaran Peme-

rintah untuk kepentingan langsung bagi da~rah-daerah itu menegaskan 

bahwa pengeluaran untuk subsidi bagi pendidikan Bumiputera swasta 

sedapat mungkin ditetapkan da1am batas-batas restitusi yang mungkin 

diberikan, dan karena itu dalam pembicaraan-pembicaraan tentang 

permohonan-permohonan subsidi harus diperhitungkan dengan kenung­

kinan restitusi sedemikian. 

Hal ini menyebabkan pertukaran piki-::- ·m yang panjang lebar an­

tara Gubernur Jendera1 Pendidikan, Agama, dan Kerajinan, Direktur 

Pemerintahan Dalam Negeri dan Det~an Hindia ·Belanda. Dalam pertu­

karan pikiran ini berbagai hal prinsipii1 mengenai pendidikan Bumi­

putera dibicarakan sedemikian rupa, sehingga titik tolaknya sendiri 

terdesak ke 1atar belakang. Akibatnya surat kawat Menteri Jajahan 

tanggal 5 April 1909 Bagian A1 nomor 17/579 mengenai pemberian sub­

aid! kepada seko1ah-sek.olah Bumiputera St-7asta dari Perkumpulan Zen­

ding Utrecht yang didirikan di Buru, Ha1mahera. dan Guinea Baru ti­

dak terjawab, sehingga diperingatkan dengan kawat l1enteri tanggal 

4 ~aret 1910 nomor 6. 

Secara singkat pertukaran pikiran tersebut di atas disimpulkan 
··' 

dalam nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 15 Oktober 1909. no. XXX 

Gubernur Jenderal mengajukan kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan 

Kerajinan dua pertanyaan: 

1. Apal,{ah hubungan ·Pemerintah terhadap pendidikan swasta mengijin­

kan, bahwa pemberian subsidi itu dibuat tergantung dari syarat 
restitusi. 
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2. Apakah Pemerintah dapat menganggap, bahwa tugasnya dalam mencu­

kupi kebutuhan pendidikan :di daerah swapraj~ lebih terbatas da­

ripada di daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah. 

Pertanyaan ad. 2 oleh M.S. Koster dijawab: "tidak", dan pertanyaan 

ad. 1 dijawab "ya" dengan pepgertian, bahwaia keberatan, jika di­

buat menjadi kebiasaan bahwa subsidi di daerah swapraja tidak di­

berikan, kecuali jika ada restitusi. 

Mengenai hal ini H. Colijn, Pep~s~hat sementara Urusan Feme-
•• 1 ,, • 

rintahan di jajahan luar .Jawa dap ~~dura, member! nasehat: 

1. Sistem pemberian subsidi .di luar Jawa dan Madura yang ada tidak 

boleh diteruskan, tetapi diubah dengan sistim baru • . 

2. Dalam sistim pemberian subsidi yang baru ini Pemerintah: 

a. menetapkan di masing-masing wilayah, dimana ada persekutuan 

Zending bekerja, jumlah uang yang dapat disisihkan dalam pe­

riode tertentu bagi pendidikan rakyat di wilayah itu; 

b. kemudian mengadakan persetujuan dengan persekutuan yang ber­

sangkutan. Dalam persetujuan ini persekutuan yang bersang­

kutan menanggung kewajiban untuk mengurusi pendidikan rakyat 

menurut beberapa azas umum dengan subsidi sampai jumlah yang 

ditentukan di atas, dih~~ung per-tahun. 

Kepala Departemen P.A.K. (Koster} meskipun dalam beberapa hal da­

pat menyetujui pendapat H. Colijn, secara prinsipiil keberatan 

terhadap sistem tersebut: 

1. Sistim itu tidak dapat dipersatukan dengan pendirian netral da­

ri Pemerintah, yang harus dipegang Pemerintah terhadap bermacam­

macam kumpulan gereja. 

2. Sebagai penyelesaian ia mengusulkan agar peraturan subsidi bagi 

daerah di luar Jawa dan Madura yang ada (Lembaran Negara 1895 . . 

·. nomor 146} - dengan masih tetap memiliki sifatnya yang fakulta-
' 

tif - diubah dan ditambah sedemikian rupa sehingga jika suatu 

persekutuan mendirikan sekolah-sekolah besar-besaran di suatu 

w;layah, maka Gubernur J~nderal menentukan jumlah uang maksimum 

bagi seluruh subsidi yang akan diberikan kepada persekutuan itu 

untuk wilayah tersebut. 
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Tentang surat kawat Menteri Jajahan tanggal 5 April 1909 Bagian Al 

nomor 17/579, M.S. Koster memberi nasehat: 

1. tintuk permohonan subsidi di Buru supaya dipergunakan Peraturan 

subsidi dalam Lembaran Negara 1895 nomor 146 dengan sedildt pe­

nambahan. 

2. Untuk permohonan subsidi di Halmahera dan Guinea Baru (Irian 

Barat) supaya diadakan peraturan subsidi tersendiri, sama dengan 

yang te1ah ditetapkan untuk Borneo Se1atkn dan Borneo Timur. 

Dnlam nasehatnya tangga1 15 Oktober 1909 nomor XXX Dewan Hindia Be­

landa dalam prinsip dapat menyetujui usul-usul M.S. Koster. 

Surat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tangga1 30 September 1909 

nomor 3025 mengenai masalah kewajiban manakah yang harus dipenuhi 

Pemerintah sehubungan dengan mencukupi kebutuhan umum penduduk dari 

daerah-daerah swapraja. ' 

Nasehat mengeriai masalah, apakah Pemerintah yang terikat pada 

keharusan memperhatikan kenetralan dal~m bidang Agama, akan bo1eh 

memaksa Pemerintah swapraja Islam untuk membayar restitusi atas bi­

aya yang te1ah dikeluarkan Pemerintah untuk memberi subsidi pendi­

dikan~ yang bertujuan memajukan penyebaran agama Kristen, dimuat 

da1am surat-surat Direktur P.A.K. tanggal 26 Nopemb~r 1909 nomor 

19094, surat Dewan Hindia Belanda tangga1 25 Pebruari 1910 no.XXI 

dengan nasehat-nasehat tersendiri dari Waki1 Ketua Dewan. 

Pertanyaan tersebut dijawab ''Tidak bo1eh" oleh sebagian besar ang­

gota Dewan Hindia: Belanda~ dan "Boleh" oieh Koster dan van Rees. 

Setelah mempertimbangkan nasehat di atas 9 Gubernur Jendera1 

menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai berikut: 

Pemerintah mempunyai kewajiban moril membawa rakyat Nusantara 

ke tingkat yang lebih tinggi. materiil dan spirituil, dan salah 

satu dari banyak sarana ialah Pendidikan. 

Untuk melaksanakan sarana ini harus diperhitungkan kemampuan 

"personil" dan "finansiil". 

Ada bat.':\s· re1atif sempit pada apa yang dapat dianggap kewajiban 

Pemerintah, begitu pula pada apa yang dapat (• jadi boleh) 
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dilakukan Pemerintah untuk membantu prakarsa swast~ atau gereja 

di bidang pendidikan. 

Untuk Jawa dan Madura Pemerintah telah menerima,- tugas pendidik·· 

an rakyat - sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 dan kelas 2, dan 
' 

di bawah pimpinannya sekolah-sekolah desa oleh organisasi Peme­

rintah yang lebih rendah. Tugas ini belum - dan masih l :: . . :a cia­

patnya - diterima dengan betul-betul di seluruh daerah di luar 

Jawa dan Madura, (kecuali di Minahasa, Ambon dan tanah Batak). 

Perbedaan yang sangat ·besar dalam keadaan sosial dan ekonomis, 

menyebabkan juga kebutuhan-kebutuhan di berba~ai daerah berbe­

da-beda. 

Dapat dikatakan ada hak atas subsidi bagi pendidikan Bumiputera 

swasta, jika pengurusan pendidikan Bumiputera sudah dilaksana­

kan Pemerintah betul-betul sebagai kewajiban femerintah. 

Kepada sekolah-sekolah swasta Gereja yang mengambil-alih tugas 

- yang diterima Penguasa (baik dari Pemerintah atau Swapraja) -

harus diberi hak atas subsidi, demi "kepentingan rakyat", seba­

gaimana disebut oleh H. Colijn dalam nasehatnya tanggal 27 l1ei 

1909 nomor 66. 

Persekutuan zending ~ yang menanggung pelaksanaan pendidikan, 

dapat bersambungan lebih baik dengan sifat-sifat dan kebutuhan­

kebutuhan rakyat dari pada Pemerintah; tidak terikat pada per­

aturan-peraturan kenetralan, dan pendidikan dapat berjalan de­

ngan lancar, dan selain dar:f. itu dapat bekerja dengan piaya mu­

rah. 

Di mana pengurusan pendidikan sudah diakui dengan tegas dan/atau 

dilaksanakan betul-betul sebagai kewajiban Pemerintah dapat di­

pergunakan jasa-jasa yang dilaksanakan persekutuan tersebut ter­

hadap pendidikan, maka persekutuan itu berhak diberi subsidi. 

Di 'mana Pemerintah tidak merasa terpanggil atau tidak sanggup 

mengurusi pendidikan bagi penduduk ·Bumiputera di daerah itu maka 

mereka tidak dapat hak atas subsidi. 

"Sistem borongan" yang dianjurkan H. Colijn akan dapat memba't-18 

masalah yang sulit ini maju selangkah ke arab penyelesaian. 
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Sis tim ini dapat dilaksanakan di luar Jawa dan liadura. Sis tim 

Co1ijn ini mencegah, bahwa Pemerintah - karena tidak tabu atau 
' l. 

tidak sadar - melaku~~an propaganda agama Islam di daerah-daerah 

yang mulai menuju ke agama Kristen. Sistim ini membuat pendi­

dikan (edukasi) berjalan bergandengan dengan agama (religi). 

Dalam suratnya tanggal 3 Agustus 1909 nomor 11941 Direktur PAK 

memberi pandangan mengenai pikiran Colijn: 

a. dasar sistim Colijn ialah "kepercayaan"; 

b. Pemerintah harus selalu mengetahui apa yang terjadi di hi­

dang pendidikan di wilayah yang "diborongkan11
; -

c. Pemerintah dapat minta jaminan, bahwa uang yang dikeiuarkan 

dari Kas l:legara sebagai subsidi 1uga sungguh-sungguh diper­

guna~~n untuk pendidikan. 

Keberatan prinsipii.l da::." i D:i.rektur P .A .K. dan Dewan Hindia Be­

lands tidak dapat disetujui. 

Tujuan pokok bagi persekutuan propaganda agama, mungkin propa­

ganda untuk kepercayaan tertentu, dan bagi Pemerintah ada1ah 

pengurusan kepentingan pendidikan se~ara baik. 

Pemerintah Hindia Belanda, mewakili bangsa yang beragama Kris­

ten, menganggap peng-Kristen-an Hindia Bcianda suatu hal yang 

perlu, tetapi sebagai penguasa tidak dapat membeda-bedakan ber­

bagai kep-ercayaan atau gereja dalam agama Kristen. 

Tidak keberatan, bahwa sistim Colijn dapat menyebabkan pendi­

dikan di suatu wilayah dep<~ ~ menjadi seluruhnya konvensioni1, 

karena orang-orang yang berpikiran dan b~ragam~ lain dapat juga 

mendirikan se1{olah-sekolah , akan tetapi tidak dapat mendapat 

subsidi. Y..enetralan :-wtlak hanya arla dalam teori, dalam prak­

tek tidak ada. Sekolah negeri yang netral malahan jadi propa­

ganda agama Islam. 

Zending ganda (zen ~:L 11g Protestan dan missi Katholik) dapat di­

anggap belum eda. 

Menurut pendapat Gubernur Je~deral, peraturan subsidi di Jawa juga 

harus diubah, ~~rena: 
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a. Pada waktu peraturan tersebut direncanakan be1um ada pendidikan 

rakyat Bumiputera (sekolah-seko1ah desa), yang ada baru pendi­

dikan rendah Bhmiputera (sekolah Bumiputera kelas 1 dan ke1as 2), 

Untuk pemberian subsidi diambil sekolah yang ~erendah, pada wak­

tu itu sekolah Bumiputera ke1as 2. Sekolah kelas 2 swasta Kris­

ten yang memenuhi syarat diberi su~sidi. Tak perlu dikhawatirkan 

tambahnya sekolah-sekolah demikian akan berlebih-lebihan, karena 

1/3 dari biaya ditanggung swasta. 

b. Keadaan berubah, karena sekolah kelas 2 tidak lagi ditujukan un­

tuk mencukupi' kebutuhan pendidikan rakyat pada umumnya, tctapi 

seko1ah desa. 

Pada pendidikan Bumiputera - termasuk sekolah-sekolah desa -

prakarsa swasta dan Gereja harus didahulukan, tindakan Pemerintah 

hanya bersifat tambahan, meskipun sebagian terbesar sekolah-seko­

lah di Jawa dan Madura, termasuk sekolah desa, yaitu sekolah pe­

rnerintah. 

Apa yang dilakukan Pemerintah terhadap sekolah desa yang didiri­

kan oleh desa, harus dilakukan pula terhadap sekolah desa yang 

didirikan oleh Zending. Jika Zending dengan subsidi yang tidak 

akan ditambah dapat juga mendirikan sekolah-sekolah desa, hal itu 

pedagogis dan politis akan disambut dengan baik. 

c. Sekolah Bumiputera ·kelas 2 sekarang jumlahnya dibatasi dan . tem­

pat-tempatnya ditentukan. Di daerah Zending jumlah sekolah ke­

las 2 juga tidak dapat dibiarkan tidak terbatas. Di sini diada­

kan musyawarah dengan Zending untuk menentukan tempat-tempat di 

mafia aka~ didfrikan sekolah oleh Zending dan di mana oleh Peme­

rintah. Zending didahulukan. Di mana prakarsa swasta tampak 

akan memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah jangan mendirikan 

·sekolah, karena masih banyak pekerjaan bagi Pemerintah. 

Ini juga berlaku bagi sekolah Bumiputera kelas 1 dan sekolah Be­

landa Cina (H.C.S.) ~ 

d. Untuk mengadakan perubahan peraturan subsidi di Jawa sebelumnya 

perlu diadakan musyawarah dengan persekutuan-persekutuan Zending. 

Ini berlaku juga bagi sekolah-sekolah pendidikan guru. 
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Mengenai masalah restitusi daerah-daerah swapraja Gubernur Jenderal 

memberikan pandangan sebagai berikut: 

Pemerintah berhak minta restituai dari daerah swapraja atas pe­

ngeluaran yang telah dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

penduduk swapraja, termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pendi-
' dikan. Hal ini ju~a berlaku bagi pengeluaran tidak langsung ba-

gi pendidikan di daerah swapraja yang dilaksanakan oleh Zending, 

jadi juga untuk pemberian subsidi pendidikan Zending. 

Tidak ada keberatan untuk mengadakan syarat "subsidi diberikan, 

jika ada kemungkinan diterimanya restitusi dar:f. daerah swapraja". 

Di daerah swapraja, dimana pengurusan pendidikan tidak betul­

betul di.terima Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah~ pendi-
\ 

dikan Zending tidak ada hak atas subsidi. 

Keberatan atas penolakan permohonan subsidi di daerah tersebut, 

berdasarkan tidak adanya kemungkinan reetitusi dari swa~raja, 

dapat dikesampingkan. 

Pemerintah mempunyai kebebasan untuk menganggap kewajiban meme­

nuhi kebutuhan pendidikan di daerah swapraja lebih terbatas da­

Tipada di daerah yang diperintah secara langsung. 

Di daerah swapraja Pernerintah bukan penguasa langsung, melainkan 

bertindak sebagai wakil penguasa (dari Pemerintah Swapraja). 

Gubernur Jenderal lebih lanjut memberikan pandangan-pandangannya 

mengenai masalah subsidi: 

Beberapa pengubahan dalam Peraturan subsidi yang ada (Lembaran 

Negara 1895 not'llor 146) dari "fakultatif" menjadi "imperati£11 sa­

ma sekali tidak cocok dengari pandangan-pandangannya di atas. 

Kecuali dalam hal khusus yang luar biasa, disamping pemberian 

subsidi den3an cara "borongan" sistim Colijn~ tidak dapat dibe­

rikan subsidi lagi bagi pendidikan swasta yang didirikan di da­

erah yang "diborongkan'1
, baik ne tral maupun konvensionil. 
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Sebagai penutup Gubernur Jenderal mohon .lsabar dari Ment~ri Jajah-

an: 
· . 5 

1. Sampai sejauh mana pendapatnya dapat disetujui. 

2. Jika dapat disetujuis siapa yang akan ditunjuk o1eh berbagai 
. . . . ,., f 

persekutuan Zending itu untuk mengadakan pembicaraan·-pembicara-

an deng~n Pemer.intah untuk dae'itih 1uar' Jawa dari Madura, dan ju­

ga untuk Jawa dan Madura. 

3 • . sambi1 menunggu peninjauan umum menurut usu1-usulnya · mengadakan 

1angkah-·langkah berikut: 

a. ~esudah musyawarah dengan pengurus Perkumpu1an Zending 

Utrecht mohon su~at kuasa Sri Ratu untuk penambahan-penambah­

an Lembaran Negara 1895 nomor 146 ; 

h. menetapkan peraturan subsfdi khusus bagi pulau-pulau Halma­

hera dan Guinea :Baru sepert :l. diusu1kan Direktur P .A.X:. dalam 

suratnya tanggaf 11 Agustus nomor 12382. 

Gubernur Jendera1 juga menyampaikan salinan surat . Sekretaris Peme·· 

rintah ke1as I ta~gga1 5 April 1910 nomor 785 ·mengenai usul mendi-
I '{• • 

rikan sekolah Bumiputera ke1as 1 swasta, dan pemberian subsidi bagi 

seko1ah-seko1ah seperti itu. 

40. Surat Menteri Jajahan (De Waa1 Ma1efijt) kepada Gubernur Jendera1 

(Idenburg) tanggal 17 Oktober 1910 nomor 3/1801 

Menyusu1i suratnya tanggal 6 September 1910 Bagian Al nomor 

51/1552, Menter! Jajahan rnemberitahukanbahwa pandangan-pandangan 

Gubernur Jenderal mengenai Pendidikan Bumiputera dalam suratnya 

tanggal 5 April 1910 nomor 352/14 dapat disetujui. 

Menteri Jajahan dapat m?nyetujui. bahwa sesuai dengan sistim yang 
. •' ) 

dianjurkan oleh H. Colijn~ Penasehat Urusan Pemerintahan di luar 

Jawa dan ~1adura, di llilayah-wilayah Zending di 1uar Jawa dan Hadu­

ra, pengurusan Pendidikan Bumiputera diserahkan kepada persekutuan 

Zending yang bekerj C~. di wi1ayah itu untuk memajukan agama Kristen, 

denp,an pembayaran uang yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal seti• 

ap kali untuk beberapa tahun tertentu. 
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Pemerintah harus senantiasa memegang pimpinan~ tidak hanya menge­

nai biaya-biaya melainkan juga mengenai luas dan sifat pengajaran 

dan juga menjaga jangan sampai memberikan prioritas terus~menerus 

pada satu Gereja, korporasi atau perkumpulan tertentu. 

Menteri Jnjahan mengusulkan supaya sistirn ini mulai diadakan di 

daerah-daerah luar Jawa dan Madura, dimana Pemerintah belurn me­

laksanakan pendidikan rakyat, tetapi sudah ada Zending. 

Ditetapkan jumlah uang yang dapat disediakan bagi pendidikan 

dengan memperhitungkan restitusi yang mungkin akan dapat dite­

rima dari kas swapraja. 

Kemudian ditet~pkan bagaimana menggunakan uang itu seperti: 

a. berapa keperluan untuk mendirikan dan atau menyelenggarakan 

sekolah dari type sekolah negeri kelas 2 - dan sekolah ke­

las 1; 

b. berapa keperluan untuk mendirikan sekolah-sekolah desa. 

Kemudian diadakan persetujuan dengan persekutuan Zending, yang 

bekerja di daerah itu dan sanggup melaksanakan dalam 5 tahun 

program pendidil~n yang telah direncanakan Pemerintah, dengan 

menerima biaya yan? telah disedinkan. Jilr ... "l ada dua persekutu­

an Zending di daerah itu, diadakan kontrak borongan dengan ke­

duanya, dengan mengingat perbandingan ~uasnya pekerjaan musing·· 

masing. Kontrak tidak boleh lebih dari 5 tahun. 

Sesudah 5 tahun persetujuan itu ditinjau kembali, dengan meng­

ingat kepentingan persektituan-persekutuan lainnya. Jangan ada 

prioritas kepada Gereja, korporasi, perkurnpulan tertentu. 

Pengalaman di Jawa harus dipakai di daerah luar Jawa dan Madu­

ra, yaitu jumlah sekolah kelas 2 sangat terbatas karena banyak 

didirikan sekolah desa untuk pendidikan rakyat umum. Menurut 

laporan Residen Tapanuli dalam suratnya tanggal 22 Agustus 1908 

nomor 3421 basil yang diperoleh di sekolah Zending, di mana 

pendidikan rakyat diatur seperti sekolab negeri kelas 2, tidak 

memuaskan. Sekolah-sekolah Zending di luar Jawa dan 1-'f.adura 

lambat laun' harus direorganisir menurut contoh di Jawa. 
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Bagi tiap-tiap kontrak borongan harus diperkirakan, apakah akan 

ada restitusi dari swapraja atau tidak, jika "ya", apakah res­

titus! dapat diperguoa~~n sepenuhnya. 

Dalarn penetapan jUI!llah uanp, yang disediak..:·m untuk masing-nasing 

daerah dan penetapan jumlah sekolah kelas 1 dan 2 Zending dapat 

dirninta nasehatnya liwat para Residen. 

Dalam nasehat H. Colijn tanggal 27 Hei 1909 nomor 66, biaya pendi­

dikan rakyat di Jawa terutama ditanggung oleh desa··desa, sedangkan 

di luar Jawa dan l'iadura sebagian terbesar oleh Pemerintah. Dalarn 

hal ini lambat laun harus juga ada perubahan. Perlu dimusyawarah·· 

kan deogan Zending, bagaimana mengusahakan supaya rakyat dapat 

ikut memberi sumbanean untuk biaya pendidikan rakyat. 

Dengan diadakannya sistim borongan ini, Inspeksi Pendidikan Bumi-· 

putera ,_harus lebih banyak berhubungan denp,an pendidikan rendah 

yang diselenggarakan oleh Zending, untuk memeriksa pelaksanaan 

program pen~ajaran yang setiap 5 tahun ditetapkan, dan sering meng­

adakan inspeksi, untuk meyakinkan apakah azas-azas yanr. diterima 

P~~erintah nengenai penyusunan dan sifat pendidikan dalara praktek 

dilaksanakan .dengan sungguh-sungguh. 

Inspeksi~inspeksi ini supaya diadakan dengan sangat bijaksana. un­

tuk tidak membahayakan hubungan antara Pemerintah dengan Zending. 

Setuju Peraturan Subsidi di Jawa dan M~dura (Lembaran Negarn 

Hind.ia Belanda 1906 nonor 241) ditinjau ke!!lbali. Juga dapat me­

nyetujui pendapat, bahwa di daerah-·daerah Zendint;. j ika Zending 

inein rnendirikan sekolah kelas 1 dan 2, Zending didahulukan. Juga 

harus dipertimbangkan, bagaimana harus bertindak, jika bagian pen-· 

duduk yang beragama Islam memilih sekolah yang di tempat lain di­

dirikan oleh desa. 

~.J:engenai pendirian H.C.S. oleh Zending diharapkan supaya di­

adakan penyelidikan dahulu raengenai sebab-sebabnya perlu didirikan 

sekolah demikian. 

Disebutkan beberapa nama persekutuan Zending yang ada, di ne-· 

geri Belanda yang bekerja di Hindia Belanda ; nama-nama orang yang 
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akan dapat diajak musyawarah di Hindia Belanda ak.an segera disusul­

kan. 

Diperti~bangkan untuk menyerahkan sekolah-sekolah rendah nege­

ri d.i kepulauan Sangir dan Talaud dan di Minahasa . kepada Zending. 

P_ENPIDIKAN RAKYAT DI JAWA DAN MADUFA, 

41. Surat Guber~ur Jender.al (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal 
· ' ; 

, ,Malefijt) tanggal 6 Agustus 1910 nomor 1002/6 

Dengan menarik suratnya tanggal 13 April 1910 nomor 401/.35 

Gubernur Jenderal menyampaikan data-data y~ng disanggupk~n ak.an di­

sampaikan kepada Menter! sebelum pembicara~n Ang~aran Belanj~ tahun 

1911, yaitu data mengenai pendidikan desa tersebut dalam nota In-,. 

spektur Pendidikan Desa tangga1 16 .Juni 1910 nomor 263. 

Gubernur Jendera1 ~ Direktur Pendidikan? Agama ~ dan Kerajinan dan 

Direktur Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyetujui isi nota terse­

but. 

42. Nota Inspektur Pendidikan Desa (J.H. Ziesel) tanggal 16 Juni 1910 

nomor 265 

Dalam notanya tanggal 13 Maret 1910 nomor 25 Inspektur Pendi­

dikan Desa mengemukakan pendapatnya, bahwa sanga t tidak disetujui 

untuk mengadake.n pendidikan desa secara besar- besaran - diperkira­

kan sepuiuhan ribu seko1ah di Jawa dan }fadura atau 1 sekolah tiap 
' 3 desa - secara tergesa-gesa . Dikemukakan sebab- sebabnya antara 

lain sebagai berikut ~ 

tiengadakan pendidikan rakyat secara besar-besaran dalam waktu 

pendek dengan beban pada desa-desa hanya dapat di1aksanakan de­

ngan paksaan besar~ dan di banyak daerah akan menimbulkan keti­

dak puasan, yang akan merugikan popu1aritas sekolah desa. 

Rencana umum dari organisasi pendidikan desa didasarkan pada 

azas, bahwa desa scbanyak mungkin harus membiayainya sendiri. 
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Maka dari itu .pertama-tama harus dihindarkan semua yang dapat 
~ ·. .. . . 

merugikan lembaga itu , dengan akibat bahwa Pemerintah harus me~ 

mikul bagia~ biaya yang jauh lebih besar. 

Di daerah-·daerah , dimana penduduk belum dapat mendukung pendi­

rian umum sekolah desa , maka sangat bijaksanalah bahwa dalam 

lingkungan kecil didirikan sekolah desa - meskipun dengan pak­

s aan halus ... untuk membuat penduciuk l amba t laun t erbiasa dengan 

kerjanya lembaga baru ini. 

Bahwa hal ini disadari oleh para pejabat Pemerintahan terbukt i 

dari surat··surat Residen Banyumas tanggal 19 Januari 1909, 

Asisten Residen Mojokerto tarigga1 21 September 1909 nomor 14/32 , 

Kontrolir Kediri tanggal 18 Oktober 1909 nomor 1277/11 , Asisten 

Resid~n ·Maiimg tanggal 5 Nopember l 909 nomor 81/6 dan Asisten 

Residen Bangi1 tangga1 2 Pebruari 1910 nornor 48/16. 

Percobaan dipersiapkan da lam tahun 1906 dengan dike1uarkannya 1'Pe­

dornan" y~ng disusun oleh Direktur Fendidikan , Agama , dan Keraj i nan 

(J . G. Pott) dan Direktur Pernerintahan Da1am Negeri , yang disetujui 

o1eh Pemerintah. Percobaan dilaksanakan da1am tahun 1907 dimu1ai 

dengan 100 seko1ah , dibagi da1am 6 asisten-·keresidenan 1 dalam 4 ke-­

residenan. Pada tahun 1908 ditambah dengan 200 seko1ah, tahun 1909 

dengan 450 sek61ah , dan tahun 1911 akan ditarnbah dengan 550 seko­

l ah. 

Masalah tenaga pengajar . 

Pendidikan guru desa tidak cukup hanya tamat sekolah Bumipu­

tern kelas 2 ditambah lu1us uj i an guru desa. Jika hanya demi kian , 

tingkat inte l ektuil penduduk de sa t i dak dapat ditingkatkan s ehingga 

dapa t membendung i nvasi Cine ke desa- desa ., 

Harus di adal:an l embaga pendidikan guru desa di sekolah negeri 

di bawah pi mpinan guru- guru yang berpenga laman. Sel.;1 in tenaga yang 

dapa t dit empa tka.n di l embaga pendicfikan guru de sa itu t erbata s jum·-

1'1hnya -· agar supaya pendidikan di seko1ah rendah Bumiputera tidak 

sangat terganggu -- juga jumlah s ekolah ke l as 2 masih s anga t kurang . 
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. Jab~ tan guru desa tidak memptinyai . harepn~ masa depa'n ya'ng ba·­

ik, sehixl:~ga pada waktu ada periuasan-per1uasan di Ja~at~n' :P'egadai­

an Negeri, pada Pendidikan · Negeri ~ pada Perus'abaan K~~~ta Api, ;, pa­

da Pe~sahaan Perkebunan, yang membuka harapan masa depan yang le­

bih baik, para '1ulusan sekolah kelas 2 ~edikit seka1i 'yang mau ja­

di ·guru desa, dengan kehidupan yang sangat sederhana · d~n terbatas. 

Direktur Pem~rintahan Dalam Negeri (de Graaff) mengeluarkan 

surat edar~n 'k~pada para Resid~ri tariggal 6 Januari l909 nomor 51, 

di man~p~~a . Residen dimintk, ja~gan mengangkat guru desa da1am 

jabatan negeri jika ia be1um berdinas sebagai guru desa se1ama 5 

(lima) tahun. 

Dengari per1uasan pendidikan Bumiputera make kekurangan guru 

yang berasal dari s~kolah pendidikan guru sangat terasa', sehingga 

ten~ga Peniiik untuk seko1ah~seko1ah ; d~~a ikut juga kekurangan. 

Mengadakan pendidikan rakyat secara besar- besaran da1am waktu 

singkat akan membawa 1ebih banyak kerugian daripada keuntungan • 
. , .. 

PENDIDIKAN JERTUKANGAN 

43. Surat Inspektur Pendidikan Menengah (M.'G. Hoekstra) kepada Direk~ur 
I 

Pendidikan 2 Agama, dan Kerajinan (M.S. Koster) tanggal 4 Agustus 

1911 nomrir 112 

Sebagai akibat ,pene1itian mengenai kebutuhan penduduk Bumipu­

tera akan keperluan yang lebih baik dan luao .ke arah pendidiY~n 

tekno1ogi yang di1akukan o1eh kontro1ir Jaspet:' da1am tahun 1906, 

maka da1~ Anggaran Be1anja Hindia Belanda untuk tahun 1907 dipu­

tuskan untuk mendirikan 3 seko1ah pertukangan, 1 di Surabaya (Jawa 

Timur), 1 di Betawi (Jawa Barat), . dan 1 di Semarang (Jawa Tengah). 

Biaya untuk masing--masing seko1ah f. 100 .. 000.-- seka1igus dan 

f. 37 .ooo ... -- tiap tahun • 

. Kare,na beberapa sebab s.eko1ah pertukangan di Serabaya dan di . 

Betawi baru dapat dibuka P.ada . akhir ta,hun 1909. dan di Sell).arang da­

lam bulan Nopember tahun 1910. 
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Dalam Memori Penjelasan Rencana Anggaran Belanja Hindia Belan­

da tahun 1907 dikemuk:tkan. bahwa dengan sekolah- sekolah ini,bagi se­

g.c;>longan. penduduk Bumiputera status sosial·-ekono:misnya akan dapat 

ditingkatkan. Peningkatan ini akan dapat dicapai~ tidak hahya de·­

ngan pendirian sekolah-sekolah tersebut:. tetapi juga dengan pemb~-­

rian bantuan uang dan mori1 kepada para lulusan sekolah pertu:kang-· 

an. yang akan mendirikan tempat~tempat ker]a sendiri atau secara 

koperatif. Selain itu dengan mempergunakan pendidikan yang dioeri­

kan di . sekolah pertukangan untuk memajukan industri di kalangan 

penduduk 9 dengan mengkaitkan kepada masing~masing sekolah kursus..,­

kursus pertukangan yang ambulan (mobil). yaitu bengkel~bengke1 yang 

sesudah beberapa bulan .ada di satu desa dapat dipindahkan ke desa 

lain. Diberikan pendidikan praktis dalam satu atau lebih mata pe 

lajaran. Guru-·gurunya diambilkan dari par .~ lulusan sekolah pertU·~ 

kangan. 

Apakah dua tujuan tersebut di atas akan dapat diwujudkan. sekarang 

belum perlu dipertimbangkan karena lulusan pertama di Surabaya dan 

di Betawi baru ada da1am pertengahan II tahun 1912 9 dan di Semarang 

pertengahan II t c.hun 1913 . ·. Selain itu para lulusan pada waktu me·· 

ninggalkan s ekolah hanya mempunyai kecakapan pertama da1am kejuru­

annya. sehingga untuk pernbentukan praktis memerlukan beberapa tahun 

be~erja di pabrik- pabrik industri dan di pekerjaan bangunan. sebe:.:.. 

lum mereka dapat mE: lakukan usaha sendiri atau dapat dipercaya mem­

berikan pengajaran. 

Sekolah pertukangan merupakan sarana yang di1aksanakan untuk merna-· 

jukan pertukangan Bumiputera dan sekolah pendidikan tukang Bumipu·" 

tera bagi industri Pemerintah dan swasta. 

Ha~ap~n kontrolir Jasper terbukti s?ngat optimistis. dari 502 ca1on 
, , 

yang dicatatnya, pada '1.-laktu pembukaan sekolah pertukangan di . Sura-· 

baya yang datang 'hanya 64 ~ dan yang tetap jadi murid hanya 44. 

Keada~n murid sekolah pertulr.angan pada akhir Juni 1911, di ~urabaya 

kelas I 40. dan kelas II 24 (dari kota Surabaya hanya 16). di :Seta·­

wi kelas I 70 , kelas II 44 (dari kota Betawi 19) , di Semaranr. kelas 

I 48~ belum ada kelas II (dari kota Semarang 29). 
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Tarip uang sekolah f. 0.50 tiap murid tiap bulan, dan ada 

yang cuma-cuma.; Penarikan uang sekolah di :Betawi dan Semarang ti­

dak ada kesulitan~ tetapi di Surabaya agak sukar. 

Di ketige sekolah tersebut selama lvaktu. belajar J tahun dibe­

rikan pengajaran dalam pertukangan kayu dan pertukangan besi, da­

lam bidang pertukangan 1ainnya belum dirasakan kebutuhannya. Pada 

umumnya hasilnya baik, dan makin lama makin menjadi baik. , ~1asa 

depan sekolah tidak suram. 

Jika dalam tahun-tahun berikutnya, sesudah meninggalkan seko-
; 

lah murid yang berijazah dapat segera mendapat pekerjaan, maka 

arus masuknya murid akan bertambah, dan hak hidup sekolah tersebut 

akan terbukti. Baru setelah itu ada alasan untuk mempertimbangkan 

apakah jumlah sekolah pertukangan perlu dan dapat ditambah. 

44. Surat Direktur Pendidikan, Arlarna 2 dan Kerajinan (M.S. Koster) ke-
' pada G.ubernur .Jenderal (Idftnburg) tanggal 8 Agustus 1911 no.12848 

Beberapa bulan yang ln.lu Direktur P.A.K. rnenerima tugas lisan 

dari Gubernur Jenderal untuk mempertimbangkan apakah tidak mungkin 

mendirikan sejumlah sekolah pertukangan bagi orang Burniputera di 

samping 3 sekolah pertukang.an yang sudah ada. Dengan surat ini di­

sampaikan surat Inspektur Pendidikan Menengah (M.G. Hoekstra) tang-· 

gal 4 Agustus 1911 nomor 112 mengenai pra-advis tentang masalah 

tersebut di atas. Sesuai dengan pra-advis tersebut Direktur P.A.K. 

mengusulkan supaya lebih dahulu menunggu hasil-hasil dari 3 sekolah 

pertukangan yang sudah ada sebelum mempertimbangkan untuk menambah 

sejumlah sekolah baru. 



PENPIDIKAN UNTUK PERKEMBANGAN LEBIH LANJUT BAG! ORANG BVMIPUTERA_ 

. SEKOLAH BPMIPU.:U:RA BEJ...MrnA (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL)_ 

45 • . Nota . Sekretariat Umum ( tida.k tertan&g;i1) 

I. Urusan Pendidikan · · 

Dengan surat · keputuE,an tangga1 11 Nopember 1910 nomor 14 

diberikan kuasa untuk menambah kursus siang untuk bahasa Peran­

cis pada Seko1ah Cina 13elanda (Hollandsch-Chineesche School); 

sehingga sekolah tersebut secara normal dapat bersambung pada 

MULa. · Pertanyaan diajukan kepada Direktur Pendidikan~ Agama~ 

dan Keraji:nan , apakah kepada Sekolah Bumiputera kelas 1 yang 

direotganisir juga tidak dapat diberikan kursus·-kursus · tambahan 

sedemikian supaya dapat bersambung ·pada MULO. 

Direktur P.A.K. da1am suratnya tangga1 4 Januari 1911 nomor 167 

memberi jawnhan "Tidak dapat", Direktur P .A .K. (H. S. Koster) 

tetap pada pendiriannya dalam notm.lya bulan Oktober 19}.0 seba-
. . . . .. ft . 

gai jawaban atas pidato Hr. Van Deventer tentang masalah pendi­

dikan di Hindin Belanda, yang diucapkan di Museum Koloninl di 

Haarlem. 

Pendirian Koster ia1nh menganggap waktunya belum tiba untuk 

mengadakan perubahan ke arab itu. Ia .menolak tuduhnn. bahwa 

dengan demikian kepada anak-anak Cina diberi 1agi kesempatan 
. , . . ! rr. 

yang 1ebih. baik daripada kepada anak Bumiputera . Titik sambung 
' ' ' 

antara Bumiputera kelas 1 dnn kursus HULO, baik ke bnwahmaupun 

ke atas ~ be1um dapat ditentukan~ karena bnik s ecnr::! praktis ma­

upun teoritis belum dapnt ditentuknn, sampai bernpa jauh peng­

aturnn dan kemajuan para lulusan sekolah Bumiputera 7 talmn 

tersebut. Di samping itu rencana pelajaran kursus ~illLO. juga 

dengan mengingat kebutuhan- kebutuhan murid Bumiputera~ belum 

mantap. 

Banyak sekali unsur ketidak pastian memaksa mengadakan sikap 

menunggu. 

Dari kalangan penduduk Bumiputera belum ke1ihatan ada kebutuhan 

akan pendidikan yang 1ebih tinggi. 

142 
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Gubernur Jenderal - rneskipun dengan rasa · terpaksa -:: menyetujuf ma­

salah tersebut di . atas untuk sementara ditangguhkan. Ia_ .tetap 

menginginkan~ supaya rnasalah tersebut dengan c:ara lain dapat di·-

. laksanakan. Ia menugaskan Direktur P .A.K •• supaya kepada siapa 

yang berhasil untuk mempersiapkan lulusan sekolah kelas. 1 d.engan 

. kursus-kursus bebas menjadi murid MULO diberi premi. Meskipun 

berulangkali diperingatkan, dari. Direktur P .A.K. be.~.um diteriJl¥1 

usul-.usul. 

Direktur Pertanian (H.J • . Lovink) dalam suratnya tanggal 1~ Oktober 

1911 nomor 9356 mengemut:"..akan bahwa MULO dapat dipergunakan s.ebagai 

pendidikan persiapan bagi Pemuda. Bumiputera .untuk .mengikuti seko­

:1:-ah menengah pertanian, kehutanan, dan sekolah menengah dokter he­

wan. · Selain itu mengusulkan supaya lulusan sekolah rendah .J~umipu­

tera 7 tahun diperkenankan masuk MULO. Bersamaan dengan itu men-

.,_ jela$kan pendidikan dan posis :r. teknis dari mereka yang .telah lulus 

dari pendidikan ini agar diajukan _dengan usul yang konkrit. , . '· ~ 
Dalam suratnya tanggal 6 Nopember 1911 nomor 1814~ Pj. Direktur 

P.A.K. (E.A.E. Kalshoven) memberikan pula pendapatnya. Dua .surat 

terakhir ini (dari Direktur Pertanian dan Direktur 1P.A.K.) minta 

. putusan prinsipiil yang penting, karena mengenai azas yang menyane·· 

kut masalah politis, m~teriil dan finansiil. 

Sebelum memberi putusan tersebut lebih dahulu diberikan pandangan 

umum: 

Bagian utama dari penduduk Hindia Belanda terdiri dari gol.ongan 

Eropa dan Bumiputera, masing-~asing mempunya i kebutuhan sendiri
0 

dan dengan sendirinya pendidikan menyesuaikan dengan kebut•J.han 

golongan penduduk tersebut. Maka dm~i itu e.da pendidikan Eropa 

(Barat) d~n pendidik~n Bumiputera, yang hidup berdampingan, ma­
sing-masing dengan kehidupan dan tujuan sendiri. Tidak t e!"dapat 

keseragam?.n dan kesatuan tuj uan sebagai satu sistim umum. 

Pendidikan Eropa terdiri dari pendidikan rendah dan menengah me­

nurut pembagian dalam undang-~undang pendidiknn di negeri B~landa 

dan m12rupakan suatu kesatuan pendidikan tersendiri. Organ--organ·­

nya menuju l angsung ke tujuan akhir atau kernana mereka diarahkan. 
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Tidak ada titik hubungan dengan pendidikan Bumiputera atau bagian 

persiap,annya (kecuali ·-sTOVIA dan I~landse Rechtsschool) , 

Pendidikan Bumiputera terdiri dari 3 lembaga , yang hidup berdam­

pingan masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling bersambungan 

yai tu: sekolah kelas 1 ~ sekolah kelas 2 ~ dan sekolah des a. · · 

Lembaga-lembaga pendidikan Bumiputera tidak dapat mengara:hkan mu­

rid-muridnya ke se"i<Olah- sekolah khusus untuk pendidiknrt lebih ting-· 

gi, "Tidak ada hubungan dan sambungan dengan pendidikan Eropa . 

Sekolah desa tidak ada sambungan dengan sekolah kelas 2. Sekolah­

sekolah ·'ftu sernentara memenuhi synrat-syarat p~ndidikan rakyat da­

lani. arti sempit, dan meuurut syarat-syarat :i..tu telah melAksanakan 

tugasnya dehgan memuaskan. :, '· 

Sekolah kelas 1, termasuk organ tinskat tertinggi dari pendidikan 

rendah Bumiputera, harus menuju ke tujuan akhir tertentu yaitu ke 

kehidupan yang praktis ate.u ke sekoloh persiapan untuk pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Dalam bentuknya yang terbaru yaitu' 7 tahun dengan bahasa Belanda, 

sekolah kelas 1 dapat membawa muri d-muridnya ke tingkat ijaiah pe­

gawai rendah (Klein Ambtenaars Diploma) 9 jadi ke tujuan akhir yang 

praktis. Lain, dari pada itu dapat langsun~ bersarJbungan pada seko-· 

lah pendidikan guru drin tidak langsung pada OSVIA (mr~suk ke bagian 

Persiapan), Namun demikian sekolah tersebut belum bersambungan de­

ngan Inlandse Rechtsschool dan STOVIA, dan ju3a belum bersnmbungan 

pada MULO (sekolah menengah pertama) . 

Organisasi pendidikan B~~iputera sangat kurang effisien ~ karena masing­

masing sekolah menengah Rumiputera mempunya i kursus persiapan scndiri 

untuk mengisi kekurangen- kekurangan. Di samping itu tidak ada "onder­

bouwn yan~ umum, sehingga tidak dapat dibangun 11bovenbouvr ' 7 (bangunan 

atas) umum yang organis terikat . 

Tidak pula memberikan kesempa tan bagi murid-muridnya untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi 9 dan dengan demikian menimbulkan kekacau­

an9 karena anak--anak Bumiputera terpaksa ke s ekolah Erop.:1 ynng tidak 

diperuntukkan bagi mereka ~ juga dalam hal-l~ al yang sesungguhnya anak 

Bumiputera dapat memperoleh kesempatan melalui pendidikan Bumiputera. 
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Karena kurang effisiensinya itu~ organisasi pendidikan Bumiputera 

membawa kesulitan bagi Pemerintah. karena tidak boleh menentang 

hasrat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi bagi anak Bu­

miputera. Pemerintah seharusnya menganjurkannya dan memberikan 

bantuan, t r.:: :: al'i demi untuk kepent:f..ngan Sekolah Eropa ·dan juga un­

tuk kepe~tingan murid Bumiputera sendiri tidak dapat membuka pintu 

Sekolah Eropa bagi mereka semua. Timbul pula kesulitan bagi orang 

tua :Bumiputera sendiris karena untuk menyekolahka~ anaknya ke STO-
' . VIA harus memasukkan anaknya ke sekolah rendah Eropas dan sesudah 

tamat harus masuk ke bagian persiapan STOVIA. Untuk menyekolahkan 

ke OSVIA cukup dari sekolah kelas 1 dan kemudian beberapa tahun di 

bagian persiapan OSVIA. Oleh karena itu orang tua berusaha seawal 

mungkin supaya enaknya dapat diterima di sekolah rendah Eropa. 

Kesulitan yang dihadapi orang tua Bumiputera yang anaknya akan 
. • I 

bersekolah di Sekolah Rendah Eropa ialah ketidak pastia.u mengenai 

dapat diterima atau tidaknya, dan jika diterima dengan pengorbanan 

uGng yang tidak sedikit. Selain itu te~dapat keticak pastian se-· 

telah tamat dan mengenai masa depan anaknya, apakah dapat mengatasi 

persaingan dengan orang Eropa. 

Sering pula effek dari s emua jerih payah dan pengorbanannya ticak 

seimbang lien;; _m hasilnya . 

Tidak akan berguna memperluas kesempatan bagi orang Bumiputera un­

tuk menduduki posisi dalam masyarakat yang lebih baik, jika sarana­

saranA untuk secara beraugsur-angsur menguasa i pengetahuan yang di-

.perlukan untuk posisj_ itu tidak diberikan. 

Dua puluh te.hun akhir··akhir ini telah banyak membawa perubahan be­

sar, dan tidak d:tragukan be.h\17t1 keadaan dan hubungan dalnm waktu de·· 

kat akan berubtth d~ugan lebih cept!t. Di knltcmgan penduduk Bumipu­

tera telah bangkit kesadaran untuk mencap.a i pendidikan intelektuil 

yang lebih tinggi. Kebangkit?-n ini sangat rnenggembirakan, tetapi 

juga s angat mengkhn>vc>tirkan, karena dorongan hasrat m.?.ju itu tidak 

hanya idiil untuk leb i h t f-~hu, lebih mengerti dan leb::th bisa, t ·:: t~pi 

juga untuk merebut tempa t sejajar dengan orang Erop3. 
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Po1itik ya:ng bijaksan.a_ tidak menunggu sampai tuntutan-tuntut­

an ~ebutuhan dinyatakan~ tetapi melihat jauh ke depan dan tepat 

pada waktunya mengadakan perubahan. Perubahan da1am pendidikan 

jalannya sangat 1ambat. Jika sampai kebutuhan itu dinyatakan, su­

dah ter1ambat untuk memperbaiki apa yang selama itu dialpakan. 

Kesu1itan-kesu1itan da~am lembaga pen~idikan rendah Bumiputera 

tertinggi (seko1ah kelas 1) _selain .yang diuraikan di atas ia1ah 

pendidikan Bahasa Belanda • . Kursus-kursus persiapan diadakan. untuk 

mengisi kekurangan, terutama bahasa Be1anda. Kursus persiapan itu 

se1ain dipandang dari sudut organisasi tidak baik, juga jumlahnya 

_kurang, sifatnya eksk1usif dan merupakan hanya tamba1 su1am. 

Pengajaran ,bahasa Be1anda di seko1ah ke1a$ 1 (7 tahun) harus di­

tinggikan sehingga .mencapai tujuan akhir seperti seko1ah rendah 

Eropa. 

Apakah seko1ah Bumiputera ke1as 1 t:tdak dapat diubah dijadikan se­

ko1ah rendah Eropa? 

Ini tidak mungkin, karena bahasa Be1anda dapat diperluas dan 1ebih 

banyak dipergunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi tidak boleh 

d:Uupakan pengajaran bahasa· .. bahasa daerah, meskipun di pendidikan 

yang lebih tinggi pengajaran lanjutan bahasa-·bahasa daereh tidak 

diperlukan 1agi (kecuc=t1i di Seko1c=th Pendidikan Guru dan Sekolah 

Pendidikan Pegawai Bumiputera) , 

.Sistim pendidikan di mana murid dibuat asing terhadap bah::tsa 

daerahnya sendiri tidak dapat disetujui. 

Di Gymnasium bagian B. Sekolah Willem III diberikan pengajaran ba­

hasa-·bahasa daerah, meskipun demikian tetap merupakan organ pendi­

dikan Eropa. Di sini ada titik pertemuan antara pendidikan Eropa 

dengan pendidikan Bumiputera. Apakah yang dapat jadi mata rantai 

sambungan antara sekolah Bumiputera kelas 1 dengan sekolah menengah 

kejuruan, apakah Hogere Burger School atau HULO . 

. Hogere Burger School tidak mungkin, karena jumlahnya sangat terba­

.tas, dan mengingat persyaratannya jika diperluas jumlahnya ··· meski­

pun dalam batas tertentu -~ akan sangat mahal . 
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Rencana pelajaran dan pengaturannya menurut undang-undang pendi·­

dikan di negeri Belanda serta diatur menurut model dan bagian-ba- . 

giannya disesuaikan dengan HBS di Belanda~ selain itu dimaksudkan 

bagi yang akan melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. 

Terdapat banyak keberatan pedagogis terhadap HBS dan keberatan 

ini bagi murid Bumiputera akan lebih dirasaY~n daripada murid E­

ropa. Bagi murid Bumiputera bimbingan merupakan faktor yang sa-· 

ngat penting dalam pendidikan. 

MULO lebih tepat dijadikan basis bagi titik ' peralihan yang dike­

hendaki, karena merupakan organ dari pertdidikan rendah, dan dari 

sudut pandangan pedagogis dapat leb1h baik menyesuaikan dengan 

sistim sekolah Bumiputera kelas 1 karena rencana pelajaran sarigat 

flexible, karena tidak harus patuh kepada syarat-syarat lain~ ke­

cuali yang harus ditentukan di Hindia Belanda sendiri. Dapat di­

dirikan di banyak tempat tanpa banyak keberatan personil maupun 

finansiil. Selain itu pada syarat:.·syarat pengangkatan pegawai .. 
dalam jab~tak·jabatan tertentu ditetapkan harus rnemiliki diploma 

MULO. Selain itu membuka berbagai j a lan keluar bagi murid. MULO 

mempunyai sambungan ke bawah pada sekolah r endah Eropa dan seko­

lah Bumiputera kelas 1 dan sarnbungan ke atas pada sekolah kejuru-

an. 

Sekolah Bumiputera kelas 1 harus bersambungan ,pada MULO supaya 

orang Bumiputera dapat ikut juga rnenduduki jabatan-jabatan terse­

but di atas. Hal ini juga merupakan penyelesaian masalah apakah 

orang Eropa dapat.·diterima di sekolah kejuruan yang diperuntuk~~n 
~' . 

bagi orang Bumiputera. 

Setelah pertemuan dari Pendidikan Bumiputera dan Pendidikan Eropa 

telah terjadi pada MULO~ maka akan dapa t diletakkan basis untuk 

persamaan hak dari rnurid- murid Bumiputera dan Eropa, dan akan 

berguna sekali bagi kepentingan politik yang sangat besar. .Jika 

MULO sudah meliput~ banyak s~gi . maka sebagian dari arus masuk ke 

HBS akan dapat disimpangkan ke MULO . Secara skernatis organisasi 
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ttirsebut di 'lnuka da:pat digambarkan sebagai berikut: 

a. Sekolah 

Hog ere 
· school 

Rendah Eropa b . Sekolah Bumiputera 
·· / ' ---::..___ · ,·: _ yang diperluas 

/ ------ ... ,~-· 
L . ----_j , ~ -~ : · .:. 

Burger- · r~o ·· 
(HBS) t ·· 

Sekolah-s~kolah Kejuruan 

kelas 1 

II. Apakah murigkj_n mengadakan samburtgan :.o organis dari sekolah Buntipute­

ra·,-kelas 1 dengan MUto dan dari MULO dengan Sekolah..,.sekolah Keju-

ruari Bumiptite ra? .... 

Pertama-·tama yang harus dikerjakan ialah mengubah rencana pelajar­

an sekc51ah Bumiputera kelas ·l dengan 7 tahun. Yang harus ditambah 

ialah: · 

1. Bahasa Belai'lda ( tatnatan 'kelas· 7 bahasa Belandanya belum · mEmt.'a -~­

pid tingkatari untuk dapat diterima langsung di kelas 1 MULO) • . 

Bahasa Belartda harus ditingkatkan pengajarannya. 

2. Sejarah (tidak diberikan' di sekolah ini, sedangkan di MULO se­

jarah Hindia Belanda~ Belnndag dan Dunia diberikan). · 

Sejarah harus diajarkan. : 

3. Ilmu Bumi (hanya ilmu Bumi Jaw:1 dan ikhtisar Hindin Belandag · 

sedangkan di MULO diajarkan Iln1U Bumi negara Belanda dan Benua­

benua) • . 

Penga jaran Ilmu Bumi harus ditambah. 

4. Baha sa Peran~;is (sama sekal,i tidak diajarkan) o 

Menurut pendapat seorang ahli, sekolah Bumiputera kelas 1 harus di-­

tambah 1 tahun lagi deng;m k·elas· 8; :urituk penambahan pengajaran ba-· 

hasa Belanda, dan pengajarannycidiawa lkan mulai dari kelas 1 ::1tau 

kelas 2. Menurut pendapat Dr : Snouck J:lurgronje dan Dr o Hazeu, jum·· 

lah jam pelajaran untuk bahasa- bahasa daerah dapat dikurangi ~ dan 

dipergunakan untuk mata pelajaran Sc jarah· dan Ilmu Bumi . 

Bahasa Pere.r.cis dapat diajarkan di kursus . siang hari pa da l"lliLO son­

diri yang diadakan bagi murid berasal dari HCS dan ELS yang tidak 

berkesempatan belajar bahasa Perancis. 
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Kedua: Apakah rencana pe1ajaran MULO tidak dipertimbangkan untuk 

diubah? 

01eh Direktur Pendidikan, Agam<1, dan Keraj inan dijaw~b, bahwa be··· 

1um dapat memberikan kcputusan , ke.rena harus menunggu 1u1usan per­

tama kursus MULO 3 tahun, baru da1am tahun 1913 . Per1u diubah se­

dikit, dengan menjadikan bahasa Perancis mate pelajaran fakulta­

tif. 

Dengan adanya Mt]LO maka bar,ian persiapan dari sekolah-sekolah ke­

juruan Bumiputera yang ada dapat dihapus secara berangsur-angsur 

dan dapat direncanakan pembukaan seko1ah-sekolah kejuruan baru . 

Rencana reorganisasi pendidikan tersebut memerlukan penambahan 

?ersoni1 Eropa tidak sedikit . Untuk tenaga pengajar yang berwewe­

nang mengajar ilmu pengetahuan alam dan kimia perlu diadakan akte­

tambahau , dengan pemberian tunjangan. Sebelum ada cukup guru para 

pengajarnya diambi1kan dari orang-orang di luar bidang pendidikan. 

Pertnnyaan dikemukakan, apnkah 1embaga pendidikan yang diusu1kan 

Direktur Pertanian (H. Lovink) terbuka hanya bagi orang Bumiputera 

atau juga bagi orang Eropa? 

MULO dibuka bagi go1ongan Bumiputer a dan bagi Eropa~ keduanya mem­

punyai hak yang sama dan j A1an keluar yang sama, sahingga, Bumipu·"· 

tera dan Eropa dapat menempuh jalan yang s ama . Lembaga-lembaga 

yang direncanakan H. Lovink dengan demikian terbuka bagi keduanya. 

46 . Surat Gubernux Jendera1 (Idenburg) kepada Menteri J a jahan (De Waal 

Malefijt) tanggal 4 Mei 1912 nomor 528/30 

Dengan surat ini disampaikan salinan surat Sekretaris Peme­

rintah kelas I kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Kerajinan 

tangga l 4 Januari l912 nomor 17 dengan lampiran Notanya . Pandang­

an dan nasehat Direktur P .A .K. (Dr. Hazeu) m~ngenai masalah satri·· 

bungan sekolah Bumiputera kela s 1 dengan MULO dan MULO dengan seko-· 

1ah···seko1ah kejuruan ~ sehingga sistim yang sekarang ada dengan ba-· 

gian persiapan dapat dihapuskan, termuat da1am suratnya tangga1 17 

Pebruari 1912 nomor 2600. Sa1infl.n sure.t ini disampaikan pula kepg~ 

da aenteri Jajahan. 
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Dr. Hazeu menganggap perlu sekali untuk segera memperluas pen­

didikan lebih tinggi bagi or ang .:..orang Bumiputera ... dan jika terda­

pat terlalu banyak keberatan ··· menurut garis dalam Nota Sekretaris 

. Pemerintah ters.ebut di atas. 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Ke1as I tangga1 ·· 21 Pebruari 

1912 :~omor 403 D~wan H.india fi,~la~da · diminta 'memberikan pendapat dan 

nasehat ruengenai masalah tersebut. Dalam nasehatnya tanggal 29 A­

pril 1912 no~or 1 sebagian besar dari an'ggota Dewan Eindia Belande 

menyetujui rencana reorganisasi p~ndidikan B~~iputera menurut.kebi-.. 
jaksanaan dalam Nota, kecuali dua anggota J.G. Pott dan Ebbink. 

Dengan ini disampaikan snlinan surat nasehat Dewan Hindia Be-
·• 

landa serta nasehat tersendiri dari kedua anggota Dewan yang tidak 

dapat menyetujuinya. 

Menurut Gubern.ur Jendercc1 keberatan kedua anggota t ersebut 

disebabkan ka.rena kurang memahami isi kebijnksanaan dalam Nota ten­

tang perobahan pendidikan Bumiputera . Pada akhir Desember 1911 

terdapat kira-·kira 13.000 lulusan sekolah Bumiputera kelas · 1, dan 

karena sekolah i ni tidak ada tuj uan akhir yang memuaskan , maka jum­

lah anak sedemikian banyaknya i tu harus ke mana ~ dan per1u mendapat 

perhatian Pemerintah . 
, f "l 

Kesalahan besar dari pengaturan pendidikan Bumiputera sekarang 
r • • 

i.ni ia1ah tidnk adanya organisasi yang baik dan rasionil. 

Kekhawatiran Ebbink 9 bahvm perub ahan pendidikan Bumiputera 

akati mengakibatknn "ploretariat intellektuilH sama sekali tidak 

bera1asan . Perusahaan·~perusahA.e.n dagang dan industri swast"a lebih 

suka memilih temaga kerj a yang dididik di Eropa , karena pendidikan 

bagi orang Bumiputera di Hindia Bt:~L~nda dalam keada~n serbn kurang. 

Perbaikan pendidikan Bumiputera akan membawa akibat yang baik . 

Permintaan di pasaran tenaga kerja begitu besar~ sehingga pemuda 

.• , Bumiputera yang terdid ik baik alum clapat memperoleh penghidupan .. 
yang layak. Yang 1ebiL mengl"J1ao;·mtirkan ialah bahaya dari golorigan 

ori:mg yang tidak puas, jik£'. tidak tepat pada waktunya diusahakan, 

supaya-' pendidikan disesue ikan dengan kebutuhan dalam kehidupan yang 

praktis. Sekarang dalnm hal ini mas i h banyak kekurangan , sehingga 
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banyak yang terpaksa memasuki Sekolah Eropa. Hal ini tetap tidak 

dapat disetujui, karena sekolah Eropa harus memenuhi syarat-syarat 

Eropa khusus~ sehinge;a di sekolah ini tidak ada kebebasan ,untuk 

memperhitungkan keadaan dan syarat-syarat Hindia Belanda. 

MULO memang merupakan organ pendidikan Eropa~ tetapi dalam 

Nota sudah dijelaskan bahwa tujuannya ialah membuat MULO menjadi 

sekolah Hindia Belanda yang khas~ yang akan memberikan 

pendidikan dengan tujuan akhir mereka~ baik Bumiputera maupun Ero­

pa, yang ingin menempuh jalan lain daripada sekolah menengah (HBS). 

Dalam rencana perobahan pendidikan Bumiputera yang menjadi dasar 

ialah idee pemersatuan (unifikasi) dan persamaan hak untuk menghi­

langkan dualisme. 

Pertanyaan yang dikemukakan oleh Dewan Hindia Belanda apakah MULO 

akan dapat mengganti bagian persiapan dari sekolah kejuruan yang 

ada. akan dijawab oleh praktek di kemudian hari. Jika MULO yang 

direorganisir telah dapat menghasilkan lulusannya dan langsung di­

terima masuk di sekolah kejuruan, bagian persiapan tersebut dapat 

mu1ai dihi1angkan secara berangsur . 

Atas dasar prinsip mau menghi1angkan bagian persiapan maka usu1 

Dewan Hindia Be1anda untuk mengadakan bagian persiapan pada MULO 

tidak dapat diterima. Diusu1kan supaya sekolah Bumiputera ke1as 1 

dengan 7 ke1as dan pengajaran bahasa Be1anda dimu1ai di ke1as 1 di­

tambah 1agi dengan ke1as 8. 

Sebagai tindakan sementaras sebe1um ke1as 8 itu secara umum 

dapat diadakan pada semua seko1ah Bumiputera ke1as 1 dan pengajar­

an bahasa Belanda dimulai di kelas 1, maka pada MULO dapat diadakan 

ke1as persiapan. 

Usu1-usu1 terperinci be1um dapat diajukan dalam rancangan Ang­

garan Be1anja tahun 1913~ karena belum ada penelitian yang harus di­

adakan sebe1umnya. Ter1ebih dahu1u disampaikan garis-garis besar 

dari rencam1. perubahan itu dengan pengharapan Nenteri Jajahan dapat 

menyetujuinya, dan jika demikian supaya dikemukakan dalam Dewan 

Perwaki1an Rakyat, arab mana yang akan ditempuh Pemerintah. 
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Direktur Pendidikan ~ Agalll8.1 dan Kerajinan akan ditugaskan 

untuk tllenye1esaikan se1anjutnya mengenai masalah ini dengan memper­

hitungkan pendapat Gubernur Jendera1 da1am surat tangga1 4 Mei 1912 

nomor 528/30 tanpa menunggu sampai diterimanya pendapat Menter! Ja­

jahan. 

47. Surat Direktur Pendidi kan f Agama 2 dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) ke­

pada Gubernur Jendera1 (Idenburg) tangga1 3 Juli 1912 nomor . 10561 

Memba1as surat Sekretaris Pemerintah Ke1as I tanggal 24 Mei 

1912 nomor 1118. Direktur Pendidikan, Agama , dan Kerajinan mengemu­

kakan bahwa akan dimulai rnengaja.rkan bahasa Be1anda 1ebih awa1 (mu­

lai ke1as 1) dan memperluas pengajaran bahasa Be1anda pada sekolah 

Bumiputera ke1as 1 -· terlepas dari masa1ah rencana perubahan pendi­

dikan · Bumiputera - merupa1:.'ln tuntutan zaman ? dc:m merupakan satu 

syarat yang penting seka1i untuk rneninggikan keiUbali popu1aritas 

seko1ah ke1as 1 di ka1angan masyarakat Bumiputera . sebab popu1aritas 

itu sekarang sangat menurun. 

Masalah tersebut dapat dipisahkan dengan mudah dari rencana perubah­

an pendidikan 1anjuta'n bagi Bumiputera ? dan tidak akan banyak rnen­

jumpai keberatan. 

Para Inspektur Pendidikan Bumiputera dengan surat tangga1 4 'Haret 

1912 nomor 3526 telah diminta pendapat dan nasehat mengenai masa1ah 

tersebut di atas. 

Nasehat para Inspektur bersama ini disampaikan surat as1inya. 

Sete1ah memp~1ajari dengan cermat semua kesuke..ran yang diajukan, 

maka Direktur P.A.K. s~mpai pada keyakinan~ bahwa keberatan itu -

sejauh beralasan ··· tidak akan dapat mengimbangi keuntungan yang akan 

diharapkan d<?.ri pengajar e.n bahasa Be1and.a 1ebih awa l. Diusu1kan 

supaya bahasa Be1anda mulai diajar kan di kelc:s 1 ··· meskipun secara 

terbatas ~ dan dapa t dilaksanakan mu1ai t ahun pe1nj aran 1912/1913 

sesudah 1iburan Puasa. 
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Perubahan rencana pelajaran sekolah Bumiputera kelas 1 untuk 

sementara hanya di 3 kelas terend~h dan berlaku sampai tahun 1914. 

Dalam tahun 1914 reorganisasi pendidikan Bumiputera pada azasnya . 

telah sele~ai dan ~udah ada keputusan tentang dapat atau tidaknya 

sekolah Bumiputera kelas 1 ditambaQ dengan kelas 8.. Perubahan 

rencana pelajaran isinya telah diatur sedemikian ~ sehingga kepu­

tusan mengenai kelas 8 tidak akan mempengaruhinya . .· Pelak~anaannya 

apakah dapat di luar Pemerintah Pusat .serta pembuat undang-undang 

Anggaran Belanja di negeri Belanda atau tidak, dan ji~~ dapat maka 

pengajaran bahasa Belanda di kelas 1 dapat dimulai tahun aj~ran 

1912 ini juga. Kepala Departemen P.A.K. sendiri yang mepetapkan 

perubahan rencana pel~ja~~n~ dan perubahan ini tidak akan mengaki­

batkan penambahan personil. 

Direktur P.A.K. mohon perhatian Gubernur Jendera1 atas . bebe­

rapa. konsekwensi dari tindakan tersebut yang terma~uk ko~pete~si . 

Pemerintah Pusat di negeri Belanda. 

Perluasan pengajaran bahasa Belanda pada sekolah Bumiputera klas 1 

akan sedemikian rupa ~ sehingga sekolah tersebut memiliki lebih ba­

nyak sifat Be'landa dan raembawa akibat yang legis yaitu bahwa Pa~ 

sal 2 dari Surat KeputusP-n Ratu dalam Lembaran Negara 1893 nomor 

125 harus dirubah. Pimpinan sekolah harus pindah dari tangan guru 

Bumiputera ke tangan guru Eropa. Perubahan type sekolah harus di~ 

nyatakan dalam nama sekolah ~ sehingga nama harus diganti d~ngan. 

Hollaridse Inlandse School (H.I .S.) dengan perubahan pase1;l 1 dari 

Sura t Keputusan Ratu t er s ebut di atas . Sekolah II. I.S. yang akan 

datahg ini akan ditempatkan di bawah Inspeksi Sekolah Eropa» yang 

·:!kan 'mengakibatkan perluasan personil Inspeksi tersebut. dan ini 

hc:mya mungkin dengan kerja sama pembuat undang-undang Anggaran Be­

lanja. 

Pada waktunya usul-usul yang bersangkutan a~4n dimajukan kepada 

Gubernur Jenderal. 

Diharapkan supaya Gubernur Jenderal segera mengadakan pembica­

raan dengan Menteri J a j ahan , s~paya Pemerintah tidak merasa 
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dihadapkan pada suatu 11fait a compli". Karena perubahan rencana 

pelajaran itu akan mer.gakibatkan banyak pemind·ahan personil, maka 

sel-aiknya pertU:karan pikiran dengan Menteri Jajahan itu dilakukan 

dengan surat-surat kawat. 

Mengajarkan bahasa Belanda lebih awal mulai kelas 1 pada se­

kolah Bumiputera kelas 1 dapat dilaksanakan tanpa penambahan per­

sonil dengan mengikut · sertakan guru-guru Bumtputera yang bert::aha­

sa Bela:nda dalam mata··mata pelajaran dengan pengantar bahasa Be­

landa - bukan pelajaran bahasa Belanda (tata bahasa dan percakap­

an bahasa Belanda). Jika ini tidak diperkenankan 9 pengajaran ba­

hasa Belanda mulai kela s 1 tidak dapat dilaksanakan ·mulai tahun 

ajaran 1912/1913~ karena untuk perluasan personil Eropa harus a'da 

kerja sama dengan pembuat undang- undang Anggaran Belanja, dan hal 

tersebut akan terbentur pada kekurangan tenaga pengajar Eropa. 

Jumlah guru Bumiputera berbahasa Belanda yang dapat tersedia ki·­

ra-·kira ada 80 , terhitung yang lu1U:s di 3 sekolah pendidikan guru 
' ' ' 

di Jawa (Bandung ~ Yogyakarta dan Probolinggo) tahun 1911 dan yang 

akan lu1us dalam tahun 1912. Mereka mendapat pengajaran bahasa 

Be1anda ada yang 4~ tahun dan ada yang 5~ tahun ~ dan sepanjang 

mereka dididik menurut pasa1 4 Lembaran Negara 1912 nomor 240, 

kecakapan mereka untuk mengajar dalam bahasa Belanda akan bertam­

bah. Dengan memakai t cnaga pengajar Bumiputera ters'ebut .di atas 

rnaka rencana pelajaran baru dapat scgera (dalam tahun 1912) di·­

laksahakan di kcbanyakan - bahkan mungldn di hampir s emua Sekolah 

Bumiputera kelas 1 dengan 7 t ahun di J awa dan thdura , dengan ke­

tentuan bahwa di sekolah- sekolah yang kurang penting harus menung­

gu sampai tersedianya personil yang cukup. 

Kcberatan yang diajukan terhadap cara ini i a l ah apakah pengajaran 

c.!a l&-n bahasa Be landa dengan guru Burniputera akan dapat dicapai ha·-

si1 yang memuaskan? 

Jika harus mGnunggu tersedianya tenaga pengaj a r Eropa , maka 

pelaksanaannya j i ka serempak di sebagian besar a tau di hampir se-· 

mua sekolah Bumiputer:c. kelas 1 akan baru dapat dilakukan di rnasa 

depan yang sangat j auh (tidak dapat diketahui kapan), Jika secara 
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berangsur-angsur pelaksanaannya akan sangat lambat dalam deretan 

tahun yang sangat panjang. 

Jika cara di atas yang akan ditempuh, maka pemerataan~sekolah Bu­

miputera kelas 1 ~ kar!ena banyak sekolah masih menunggu tambahan 

k~las 7, akan tergariggu lagi untuk waktu yang sangat lama. Penam­

bahan kelas 7 dapat selesai da1am 1 tahun~ sedangkan reorganisasi 

baru ini (perubahan rencana pelajaran) al~n memer1ukan waktu 5 a 6 

tahun. 

Mengingat keadaan· yang diuraikan di atas~ maka pemakaian te­

naga .pengajar Bumiputera ·tnenurut Direktur P.A.K . ada1ah cara yang 

terbaik. · · cara ini mungkin tidak akan menghasilkan seketika hasil­

hasil yang diharapkan, teta.p:i membswa keuntungan bahwa reorganisa­

si itu dapet di1aksanakan hampir menye1uruh~ dan tindakan selanjut-
~-, : ,r . • •' . 

nya yang mungkin sekali perlu, dapat dibuktikan dengan pengM,ta.f,q.1l 
, .. '• -

yang te1iti dari hasil yang telah dipero1eh. Tindakan baru hanya 

per1u ditujukan pada perbaikan dari hasil-hasil, yang telah terca­

pai. 

Di daerah- daerah di luar Jawa dan Madura terdapat kesulitan, 

karena kelas 1 dari sekolah Bumiputera kelas 1 itu sambungan dari 

kelas 2 dari seko1ah Bumiputern kelas 2. Lambat 1aun harus ada 
' 

keseragaman? karena kebutuhan akan pengajaran bahasa Belanda yang 

baik bagi Bumiputera terutama di daerah Sumatera Barat tidak ku­

rang besarnya daripada di Jawa dan Madura. Apakah rnungkin m~nga­

dakan perubahan itu dalam tahun ini pada beberapa sekolah,, be1um 

dapat ditentukan ~ karena belum ada data yang diperlukan. 
. r 

Diharapkan segera dapat menerima pendapat Gubernur Jendera1 

rnengenai nasehat Direktur P.A.K. dan kabar tentang hasil pertukar­

an pikiran dengan Menteri Jajahan. 

48. Surat Direktur · Pendidikan, Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Uazeu) ke.:. 

pada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 12 Agustus 1912 no.12969 

· Sampai kini (tahun 1912) di Jawa dan Madura Pemerintah bertu­

juan untuk memberikan sebuah sekolah Bumiputera kelas 1 kepada 
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tiap ibukota keresidenan dan tiap ibukota knbupaten. Tujuan ini 

telah tercapai ~ dan karena itu cara kerj a yang anmpai kini diikuti 

akan dieanti dalam waktu ,dekat dengan sistim perluasan menurut ke­

butuhan. Pemerintah di satu pihak sebanyak mungkin harus memenuhi 

kebutuhan kalangan Bumiputera akan pendidikan Belanda, dan ~i pi­

hak lain harus membatasi jumlah kesempatan untuk itu karena ting­

ginya biaya dan kekurangan personil Eropa. dan harus memelihara 

pembagian .yang m~rata dari apa yang dapat diberikan. Banyak per­

mintaan masuk sekolah Bumiputera kelas 1 terpaksa ~ito1ak karena 

kekurangan tempat. Per1uasan p~ngajaran bahasa Be1anda pada seko­

lah kelas 1 dan , reorgani!i>asi pendidikan rendah l~njutan b'agi Bumi­

putera yang, direncanakan , akan menarnbah sangat kuatnya arus masuk 

ke sekolah itu • . Terpisah dari itu diharapkan 9 bahwa hasrat untuk 

memperoleh- pendidikan y::mg lebih maju akan makin .meninckat di ka-

1angan yang lebih banyak dan lebih luas. Sek~rang jumlah sekolah 

Bumiputcra kelas 1 berbahasa Beland'a sudah mendekati seratus 9 dan 

dalam waktu dekat akan dapat dikalikan tiga tanpa depat memenuhi 

semua permintaan. Bagi Anggaran Belanja Hindia Belanda hal itu 

akan merapakan beban yang berat. PenRe1~aran per tahun per seko­

lah kelas 1 sekarang sud2.h kira·-kira f. 13.000 . -·- ( tic;a be las ri­

bu gulden) . 

Kebu,tuhan pengajaran bahasa Be1anda dalam arti absolut dapat 

diibaratkan sebagai sebuah tonr; t a.npa dasar. Pemcrint11h akan 

menganggapnya sebagai kebutuhan relatif dalam arti ganda yaitu 

bahwa bagi tiap tempat tertentu kebutuhan itu diputuskan dengan 

kebutuhan sejenis di lain tempat. Mengingat batas- batas finansiil 

dalam anggaran belanja untuk bagian ini. 

Dalam rnencari garis kebijaksanaan umum mengenai pendirian sekolah 

Bumiputera kelas 1 tersebut di atas dapat diterima sebagai faktor 

pembatas a?as yang te~~at dalam Pasal 1 Surat Keputusan Ratu da­

lam Lembaran Negara 1893 nomor 125 yang berbunyi "bahwa sekolah­

sekolah tersebut terutama dtdirikan bagi anak--·anak dari Kepala Bu­

miputera dan dari orang Bumiputcra terkeuuka dan beradaH. 
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Azns ini menurut Direktur P.A.K. hanya dapat dipertahankan, karena 

tidak mungkin mengadakan pemilihan rasionil dengan ukuran bakat 

pada anak-anak berumur 6 sampai 8 tahun. i ·. 

Dalam praktek azas ini hanya berharga, jika dengan cermat dapat 

ditentukan orang-orang Bumiputera mana yang dipand·anr; terkemuka 

dan berada, dan mana yang tidak. Tidak suknr untuk menyebut bebe­

rapa kategori dalam masyarakat Bumiputera mana yang termasuk "ter­

kemuka dan berada". Tetapi selalu akan ada 11kelonggaran" terdiri 

dari golongan yang dimasukkan 11 terkemuka dan b.::rada'' yang dipe­

ngaruhi oleh bermacam-·macam pengharga<m. Dalam golongan ini ter-· 

masuk umpamanya paramantri dari berbagai jawatan. Dari kalangan 

ini ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh pendidikan Belanda 

yang baik, dan menurut · pengalaman banyak pemuda berasal dari go­

longan ini tennasuk yang baik. 

Pertanyaan sekarang~ , sampai sejauh mana golongan yang diragukan 

apakah termasuk 11terkemuka dan berada" dapat memutuskan bag) pen­

dirian sekolah baru dengan pendidikan Belanda. Untuk dapat menja­

wab pertanyaan ini , perlu diadakan penyelidikan yang seksama de­

ngan minta dari komisi sekolah Bumiputera di Jawa dan Madura untuk 

mengirimkan keterangan antara lain mengenai jumlah murid yang di­

terima di kelas 1 sekolah kelas 1, mengenai. jumlah anak yang dito­

lak karena kekurangan tempat, dan mengenai kedudukan para orangtua 

anak-anak tersebut (ad.l dan ad.2). 

Keterangan ini tiap tahun dikumpulkan dan berdasarkan itu. dengan 

mengingat apa yang dapat dicapai dengan kead~an finansiil dan per­

sonil, dapat ditetapkan beberapa sifat dan c~ri umum yang dapat 

dipakai untuk menentukan kategori Bumiputera mana yang harus di­

anggap "terkemuka dan berada" dan mana yang tidak. 

Dengan kata lain, dengan kebutuhan golongan mana harus diperhitung­

kan untuk mendirikan sekolah baru dengan pendidikan Belanda. 

Pendirian sekolah tergantung dari permohonan (petisi) dari 

orang-orang yang bersangkutan atau' dari usul dari fihak Pemerintah­

an, tanpa penyelidikan apakah sungguh ada kebutuhan akan sekolah 
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itu. Dan hal ini menyebabkan pembagian yang tidak merata. PenY,e-· 
4 

lidikan yang saksama tiap tahun akan dapat mencegah hal itu. 

Keterangan yang tiap tahun dikumpulkan itu diharapkan akan 

memungkinkan pembuatan rencana kerja yang. rasionil bagi penambahan 

jumlah sekolah kelas 1. Program kerja itu da1am tahun-tahun men­

datang akan dapat diubah menurut keadaan~ dan berangsur-angsur da-· 

p,at dilaksan~kan sepanjang sarana keuangan mengijinkan. 

~SYARAKAT BUMIPUTERA DAN POLITIK PENDIDI~ 

49. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waal 

Ma1efijt) tanggal 7 Oktober .1913 nomor 1196/21 

Dengan surat ini Gubernur Jenderal melaporkan, bahwa akhir­

akhir ini di kalangan orang Bumiputera yang terdidik terdapat jauh 

lebih banyak perhatian daripada sebelumnya pada pembicaraan-·pembi­

caraan da1am De"YTan Perwakilan Rakyat ~ dan terutama mengenai yang 

dibicarakan tentang politik pendidikan. 

Deri dunia Bumiputera dikeluarkan suara-suara dalam pers dan rapat 

yang menyatakan adanya kegelisahan tertentu dan kemarahan tertentu 

- menurut kata orang - mengenai maksud Pemerintah dalam bidang 

pendidikan. Mungkin sekali hal tersebut disebabkan oleh pembica-· 

raan Anggaran Belanja tahun 1913 dalam Dewan Perwakili:m Rakyat ., 

Oleh karena itu perha tian Menteri Jajahan diharapkan atas ha l --hal 

berikut ini ~ 

Pernyataan- pernyataan tersebut di atas tidak dapat dipandang se­

bagai "gelembung (busa) sabun", tetapi memang ada dan sungguh-sung­

guh·. Sebagian besar karena anggapan yang kcliru terhadap rencana 

Pemerintah. i:Api " itu sudah tentu dinya1akan oleh orang-orang 

Eropa yang sudah dan yang belum dikenal dengan maksud tertentu, 

dan api ini bukan ~ 'api jerami". Memang bahan· bakar sungguh ada. 

Masa1ah in:l. telah dibicarakan dengan 'Direktur P .A.K. (J .A.C. 

Hazeu) dan Penasehat Urusan Bumiputera (Dr . N.Adriani) . 
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Penjelasan Dr. Adriani adalah sebagai berikut~ 

Di Nusantara, Agama Islam bagi pemeluknya lebih d_B;ri apa yang 

oleh ·orang Bel~uida di~ebut agama; Islam bagi pemeluknya bukan ha­

nya "ji!lan ke akhirae' melainkan juga "pembawa kes:>rlaran nasional 

bagi orang berwarna coklat terhadap orang kulit putih". Penjajah­

an using dapat terpikul relatif ringan, jika mereka dapat berkata 

kepada orang lain dan kepada diri sendiri~ 

"Tetapi kita memiliki 'Islam 1
, di hari kiamat dan di kehidupan 

abad:f di ·akhirat adalah masa depan bagi kita. dan di dunia ini 

kita merupakan suatu persaudaraan besar ~ tersebar di seluruh 

dunia yang pusatnya ialah Mekka, dan ini adalah bagian kita 

yang tidak dapat diganggu gugat, yang tidak dapat dihan::urkan 

oleh kekuasaan E-r: yL- manapun ... 

Orang-orang Islam di Jawa belum merupakan suatu kesatuan politik, 

kekuasaan Belanda telah menaklukkan mereka. tetapi bagi kesadaran 

mereka Belanda belum membuat mereka satu Negara. Kesatuan mereka 

terl~-'tak pada Islam. Islam adalah satu-satunya milik mereka ynng 

tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat diganggu gugat. 'Mereka 

ingin tetap memiliki Islam, juga bagi anak- anak mereka. 

Hereka tidak menginginkan pelajaran agama dari Belanda. Yang 

mereka inginkan dari kepandaian Belanda ialah ketrampilan. penge­

tahuan duniawi , semua yang diperlukan untuk maju di dunia dan men­

cari uang. Ilmu sesungguhnya, pengetahuan yang lebih tinggi dan 

dalam dan rahasia. dan yang tidak dapat begitu saja diajarkan pada 

setiap orang, itulah yang dibawa Islam, dan itu t 'idak dapat dibe­

rikan oleh Belanda. 

Jika ada paksaan - langsung atau tidak langsung - dengan mem­

berikan hanya pengajaran Krj_sten, maka mereka akan segera merasa 

adanya usaha Femerintah supaya mereka meninggalkan Islam, dan mem­

buat mereka lebih kuat berpegangan pada Islam. 

Islam lebih dari agama. Islam pembawa kesadaran riasional se­

luruhnya sesua i dengan kehidupan rohaniah orang Til!lur . 

Dengan surat ini diusulkan supaya Pemerintah sebanyak mungkin 

menghindari apapun, yang dapat memberi umpan kepada dugaan, bahwa 

PQmerintah baik langsunr. maupun tidak langsung mau mendesak~~n 

agama Kristen kepada orang-orang Bumiputera. 



R_ENDIDIKAN BAG! GADIS BUMIPUTERA 

50. Surat Direktur Pendidikan; Agama, dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) ke­

pada Gubernur Jenderal (Idenburg) tanggal 4 Maret 1913 no.3891 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 9 Juni 1911 

nomor 1407-b kepada Direktur P .A.K. lama (M.S. Koster) diberitahu-­

kan, bahwa usulnya dalam surat tanggal 25 Maret 1911 nomor 5017 

berdasarkan nasehat Dewan Hindia Belanda tanggal 13 Mei 191~ nomor 

XIV, tidak dapat disetujui Gubernur Jenderal. 

Dewan Hindia Belanda - meskipun pendukung dari Seko1ah Bumiputera 

bagi gadi~ ~ t~dak dapa t menyokong usu1 M.S. Koster, karena a1asan 

yang disimpulk~n dar! nasehat para Inspektur Pendidikan Bumiputera 

kurang kuat, dan menimbulkan kesangsian ~ ap~kah sungguh sudah tiba 

waktunya untuk memperluas jumlah sekolah yang dicobaknn di Karang­

anyaJ;. Selain i.tu belum yakin, apakah da1am ntasyaraka~ Bumiputer.:1 

sungguh sudah ada kebutuhan akan sekolah-sekolah tersendiri bagi . 

gadis-gadis Bumiputera. 

Atas naseqat Dewan Hindia Be1anda, maka dengan surat Sekretaris Pe­

merint~h tangga1 9 Juni 1911 nomor 1407-a Fenasehat Urusan Bumipu­

tera (A.G.J. Hazeu) diminta pendapatnya mengenai masa1ah tersebut. 

Sekarang (1913) Hazeu selaku Direktur P.A.K. mohon diperkenankan 

mengirimkan kembali surat tersebut di atas dengan lampirannya . 

Sementara itu kebutuhan tersebut makin terasa . Di ka1angan 

Bumiputera makin banyak suara mendesak supaya kebutuhan itu dipe­

nuhi, dan di beberapa tempat o1eh pihak- pihak yang berkepentingan 

telah diadakan usaha untuk dengan kekuatan sendiri memberi kesem­

patan pendidikan bagi gadis--gadis Bumiputera, misalnya di Bandung 

(oleh Kautamaan Istri) dan di Garut, di Buitenzorg (Bogor) (oleh 

Sekoiah Raden Kartini) , di Tasikmalaya (oleh Kautamaan Istri), di 

Kediri (o1eh Cabang Budi Utomo), 

Da1am rapatnya di Yogyakarta Budi Utomo memutuskan sangat per-

1unya pend irian seko1ah bagi gadis-·gadis Bumiputera. Pengurus Be­

sar Budi Utomo mengajukan s~rat , permohonan tanggal 25 Januari 1913 

supaya gadis-gadis Bumiputera diterima di sekolah pendidikan guru 

169 



161 

Bumiputera. Surat permohonan itu dengan surat Direktur P.A.K. 

tanggal 27 Pebruari 1913 nomor 3534 diteruskan kepada Gubernur Jen·­

deral. Dari Ruhana 9 Direktris perkumpulan wanita "KeraJinan .Amoi 

Setia" di Kota Gadang (Suma.tera Barat) diterime surat permo'Q,onan 

ijin untuk mengadakan lotere kecil-:-kecilan, yang hasilnya akan di·­

pergunakan sebagai biaya pendirian dan pengaturan pertama sekolah 

bagi gadis-gadis Bumiputera. 

Yang menggembirakan ialah . bahwa di sana-sini sudal1 ada prakar-" 

sa sendiri da:ri pihak Bumiputera. 

Hengenai masalah apakah Pemerintah harus mendirikan sekolah . . 

Bumiputera kelas 2 bagi gadis-:gadis Bumiputera dLbeberapa tempat» 

dan .apakah sekolah ini akan dihargai oleh yang berkepentingans pen­

dapat yang diterima dari para Residen dan para Bupati sangat ,.berbe­

da-beda. Juga belum mungkin ditetapkan suatu type tertentu bagi 

sekolah gadis dengan rencana pelajaran yang tersusun baik. 

Kebutuhan masyarakat Bumiputera harus diberi kesempatan untuk 

menyatakan diri dalam cara pengaturan pendidikan bagi gadis, dan 

cara ini · dapat diubah menurut keperluan yang ternyata kemudian dan 

pendapat yang berubah. Baru setelah percobaan berulang-ulang dapat 

terbentuk sebuah tipe tertentu 9 yang dapat memberi kepuasan kepada 

sebagian terbesar dari orang-orang yang berkepentingan, dan pula 

tela'h d·iketemukan suatu ukuran yang terpercaya untuk menentukan ke­

butuhan akan pendidikan bagi gadis di suatu tempat~ maka sudah ti­

balah waktunya» pendirian sekolah bagi gadis dalam jumlah yang le­

bih besar dari pada kemampuan prakarsa swasta, daripada ditangani 

sendiri oleh Pemerintah. 

Sementara itu telah ternyata 9 bahwa prakarsa swasta tanpa ban­

tuan Pemerintah. tidak dapat melaksanakan tugas yang telah diterima 

sebagaimana mestinya. Sarana keuangan untuk pembi::1yaan sekolah itu 

tidak cukup diperoleh hanya dari sumbangan dari orang·-orang yang 

menaruh minat dan yang berkepentingan. Dari permohonan subsidi 

yang diterima - yang sudah dipenuhi dan yang m~sih dalam pertimbang­

an - terbukti» bahwa bantuan Pemerintah sangat perlu. 
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Peraturan pemberian subsidi da1am Lembaran Negarlil tahun 1895 

nomor 146 dan Lembaran Negara tahun 1906 nomor 241 memungkinkan 

untuk memberi bantuan seperti itu. Tetapi masih adn kesulitan bah­

wa peraturan itu tidak'memberi kesempatan untuk mengatur seko1ah 

bagi gadis-gadis menurut ciua yang diinginkan ~ karena menurut Pasal 

1 a1inea 2 sub 2 ~ dari tiap tenaga pengajar disyaratkan harus mem­

punyai bukti tcntang wewenang dan kecakapan untuk ;memberi pengajar­

an da1am mata-mata pe1ajaran yang diberikan. · Jum1ah bantuan, ter-· 

maktub da1am Peraturan da1am Lembaran Negara nomor 146 untuk .peng­

aturan pertama dan pengeluaran se1anjutnya, dan bantuan yang ter­

maktub dalam Peraturan da1am Lembaran Negara nomor 241 untuk gaji 

personil s~rta biaya peme1iharaan biasa dan penambahan pengaturan 

pertama, ditambah dengan penerimaan 1ainnya (penerimaan sendiri) 

ternyata masih kurang untuk membiayai s ekolah tersebut . 

Juga dalam beberapa hal peraturan pemberian subsidi tersebut di 

atas kurang cocok untuk diterapkan pada seko1ah-seko1ah gadis, dan 

maka dari itu diusu1kari supaya diadakan peraturan khusus. 

Bersama ini dil~pirkan konsep peraturan pemberian subsidi kepada 

sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera, serta penjelasannya. 

Jika Gubernur Jenderal dapat menyetujuinya, maka diusulkan su­

paya Gubernur Jenderal ~ 

1. Mengadakan pembicaraan dengan Menteri Jajahan mengenai P~r­

nturan Pemberian Subsidi kepada sekolah bagi gadis-gadis Bu­

miputera menurut konsep tersebut. 

2. Mohon kepada Henteri Jajahan supaya pada penyusunan Rencana 

Anggaran Belandj n untuk tahun 1914 sudah dimasukkan pos untuk 

pembiayaan pelaksanaannya sebesar f. 83.000 . •-



PENDIDIKAN .UNT1JK PERKF.MBANGAN .LEBIH LA.JqJUT BAGI . BUMIPUTERi\. . 

_SEKOLAH BUMIPUTERA BEJANDA (HOLLANDS INLANDSE SCHOOL) 

t : 

51. Sur at D.irektur Pendidikan 2 Agama? dan Keraj inan (G .A .J. Hazeu) kepada 
. , .. . . ' 

Qubernur Jendera1 (Idenburg) tanggal 17 Maret 1913 nomor 4674 

· Da1am suratnya tanggal 17 .Pebruari 1912 nomor 2.600 Direktur PAX 

menje1askan peridapatnya dan persetujuannya meng~nai Reorganisasi pen­

didikan yang mendidil~ lebih lanjut bagi orang Bumiputera menurut · azas 

azas termaktub dalarn Nota Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 4 Ja­

nuari 1912. 

Sekarang (1913) Direktur P.A.K. menjelaskan usul-usulnya yang . 

pada pokoknya rnengikuti garis-garis dalam Nota tersebut, sebagn.ima.na 

juga dalam garis-·garis pokoknya telah dikemukakan Menter'.i· Jajahan ke· .. 

pada Kamar ' Kedua. Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tidak ·keberatan 2 bahwa MULO yang dikaitkan dengan beberapa sekolah 

rendah Eropa (E.L.S.) aknn diperuntukkan menjadi Lembaga Pendidikan 

Rendah Lanjutan : bagi para tamatan sekolah Bumiputera .kelas 1 yang te~ 

lah mehdapat pendidikan tambahan. · Sekarang telah ternyata bah>va 

mun:gkin seka1i untuk mengadakan perubahan yang tidak begitu mendalam 

da1am rencana pelajaran MUL0 2 supaya dapat dipergunakan sebagai basis 

umum untuk berbagai macam pendidikan kejuruan. : ~ ; 

Akibat praktis yang dapat tercapai dengan tindakan tersebut di atas 

banyak tergantung dabi "jumlah1
' dan "mutu" tenaga pengajar yang di·­

perlukan untuk pe1aksanaannya . Terutmna faktor terakhir ini yang SF> · 

lalu tidak pasti ~ sehingga beberapa bagian dari reorganisasi lebih 

banyak mengandung sifat percobaan. 

Unsur-unsur terpenting dari ket:i,dak pastian semantara ialah apakah 

perlengkapan yang direnc.;makan bagi seko1ah Bumiputera kelas .1 akan 

dapat membawa s ekolah-sekolah itu sampai dan tetap pada mutu yang di~ 

inginkan~ La in daripada itu apakah meskipun hasil nyata akan memuas­

kan, akan dapat dite rima oleh kalangan Bumiputera terdidik. yang se-· 

lalu menguj t · kesempatan pendidikan yang · diberikan kepada mercka de-· 

ngnn apa yang t e lah dikerjakan Pemerintah bagi orang-orang Cina. 
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Reorganisasi ini dapnt disetujui Direktur · P.A~K. meskipun lebih ba­

nyak bersifat percobaan, karena ada jam!inan, bahwn jika hasiln~a 
tidak memuaskan tidak akan dihapuskan. tetapi dilangsungkan da1am 

arah yang sama d€ngan mencari jalan untuk memperbaiki 'keku~~hgan-' 
kekurangan yang ~ampak. 

Dalam pengisian kekurangan tenaga pengajar Eropa sampai kini be1um 

ada perbaikan. malahan di masa de-pan nampaknya tidak menggembira-· 

kan. 

Dengan surat Pemerintah tanggal 15 ·Pebruari 1913 nomor 4646 disam­

p~ikan kepada Direktur P.A.K. surat kawat Menteri Jajahan tanggal 

11 Januari 1913 Bagian A1 nomor 47/84 l!ntuk mengusahakan supaya pe­

menuhan kebutuhan tenaga pengajar dapat dijamin. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas diusulkan s supaya kepnda 

orang-orang Indonesia diberi kesempatan untuk dididik buat menempuh 

ujian mencapai wewenang mengajar menjadi guru Eropa (akte Eropa). 

Jum1ah personi1 Bumiputera yang dididik sedemikian rupa sehingga 

diharapkan akan dapat mening~ikan mutu sekolah Bumiputera kelas 1, 

sementara be1um dapat mengisi tempat teriaga pengajar Eropa di seko-

1ah itu. Mengerahkan (= merekrut) tenaga pengajar di negeri Belan-· 

da, dengan memperbaiki peraturan mengenai kedudukan guru Eropa di 

Hindia Belanda. 

Dalmrr prinsip tidak dapat disetujui. bahwa H.I.S. yang akan ada, 

ditempatkan di bawah peraturan pendidikan Bumiputera yang sudah 

ada, dan mengusulkan supaya dengnn surnt keputusan Ratu tersendiri, 

ditentukan: 

1. Bahwa sebagai Kepn1a Seko1ah Bumiputera ke1ns 1, dimana hampir 

seluruhnya diberikan mata-mata pe1ajaran yang sama seperti di 

Seko1ah Rendah Eropa (E.L;.S.) diangkat guru Eropa pada E.L.S. ne­

geri. 

2. Seko1ah tersebut di ad.l diberi nama Sekolah Bumiputera Belanda 

(Hollandsch-·Inlandsche School = H. I. S.) • 

3. Pengaturan dari dan pengawasan atas sekolah- seko1ah tersebut di­

atur oleh Gubernur Jenderal. 
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Wewenang tersebut ;(ad.3) ha~us d~i'aksa:nakan berdasarkan Reglemen · i 

Sekolah Eropa ~ s~rt~ . tarnbahan..:. tambahannya yang perlu. · 

Bers'ima i .ni .. dilamp,i_~k~n kot;15ep re~~an~·" Surat Keputu~an Ratu t'erse-

but. 
. ··~ .... 

(Sur at Keputusan Ratu tanggal f6c · P~bruati ·i914 nomor :2·3 

dala.m Lerabaran Negara 1914 nomor 359). 

(Pembagian d~ri Bagian V dari . iagian Anggaran ;Belanja harus 
•J·· · r.· 

juga dirubah). 

Juga dimph~nkan perhatian atas bangunan gedung sekolah BUiniputera. 

kelas 1,. jika dibandi,ngkan deng~n ;b'angunan gedung ' H.C.S.~ kelihat~ . . 
. . .. ~, . . 

an buruk sekali. Tidak mengherankari, bahwa orang Buniiputet;"a meli-· 

hat di dalarn bukti yang nyata. bahwa Pemerintah mendahulukan orang 

Cina • . Diusulkan supaya Direktur Pekerjaan uinum: diberi instruksi 

untuk mempapgun gedung H.I.s. menurut proyek E.L.S. 

r ! . ' ' ' ~ 

Sambungan H. I •. S • dengan MULO 

Salah satu rnasalah dari'reorganisasi tersebut yang paling banyak 

diperdebatkan dan paling sulit ·ialah mengenai H.I.S. kelas 8 yanr, 

dapat langsung atauH.I.S. kelns· 7 yang tidak lan~sung tetapi me-
• I ' . ' 

lalui kelas persiapan masuk ke MULO. Akhirnya yang dipilih ialah 
' · : 

H.I.S. kelas 7 dengan kelas persiapan di MULO. 

MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs = Pendidikan Rendah 'yang di­

perluas) 
.. 

Dipertimbangkan kernungkinan MDLO untuk dipergunakan juga sebagai 

lembaga pendidikan rendah lanjutan bagi tamatan sekolah Bumiputera 

kelas 1, menimbul~an pertanyanns apakah tidak akan menyebaqkan ra­

sa tidak puas di k~l~rigan penduauk Eropa. 

Pada permulaan jumlah tamatan H.I.S. yang akan mempergunakan ke­

s~mpatan masuk MULO sangat sedj_kit·, dan juga murid-murid Bumipute­

ra dari E.L.S. yang aken ke· Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputera 
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tidak akan masuk MULO~ sehingga penduduk Eropa masih lama ada ke­

sempatan untuk membiasakan diri pada keadaan yang berubah. 

(Dalam rencana pelajaran MULO akan diadakan perubahan 

untuk membuat kursus ini cocok sebagai persiapan masuk 

ke lembaga pendidikan kejuruan seperti OSVIA~ Rechts­

school, STOVIA, dll.) •. 

Pada waktu MULO dipersiapkari' Dlrektur P.A.K. lama (M.S. Koster) 

sudah mempertimbangkan untuk melapaskan t-UJLO dari £.L.S. dan menja·­

dikannya suatu lembaga tersendiri, tetapi tidak dilanjutkan karena 

khawatir akan merugikan sambungan dan kerja sama dengan sekolah 

rendah, dan tanpa diketahui tiDLO akan menempuh jalan sendiri ke 

pendidikan menengah. 

Sekarang sudah tiba waktunya untuk merubah MULO menjadi sekolah 

l'1ULO, karena dengan diadakannya kelas persiapan bagi Bumiputera dan 

arus masuk murid yang besar • tidak mungkin lagi pimpinan sekolah di·· 

rangkap oleh Kepala E.L.S. dan pengajaran dirangkap oleh guru-guru 

MULO bersambungan ke bawah dengan bermacam··macam sekolah rendah 

(E.L.S., H.C.S., dan E.I.S,) dan ke 'atas dengan bert.agai sekolah 

kejuruan, di masa depan harus diatur sebagai lembaga pendidikan 

yang berdiri sendiri, dan meskipun masih diberiken pendidikan ren­

dah (di kelas persiapan) ·akan menduduki tempat sebagai sekolah lan­

jutan di Hindia Belanda, 

{Diusulkan supaya penghasilan tambahan sebagai guru MULO 

sebanyak f, 50 . --~>· per bulan dinaikkan dengan jumlah yang 

sama). 

Apakah untuk pemberian pengajaran, alat-alat pelajaran serta alat­

alat tulis cE,n pemondokan, harus ditarik pembayaran dari orang tua 

atau tidak . Jika 11ya' ' • berapa jumlahnya; dan jika utidak" • diusul­

kan supaya tidak semua murid dibebaskan dari pembayaran, tetapi 

pembebasan hanya diberikan kepada mereka, yang mau mengadakan ikat­

an, bahwa setelah selesai dari pendidikan kejuruan akan bekerja pa~­

da Pemerintah untuk beberapa tahun tertentu. Pembebasan pembayaran 

dapat disert t:li dengan bantuan untuk paktlian dan makrm. 
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Masalah pemondokan bagi murid-murid Bumiputer:a M.tJLO. 

Untuk menyelesaikan masalah i~i dipertimbangkan beberapa pemikiran 
. ', . 

sebagai berikut : 

1. Murid-~m.urid berkelompok paling banyak 10 orane ·dan dipondokkan 

pada keluarga Belanda yang beradab dan terd;ldik, untuk membia sa " 

kan mereka mendapat pengaruh baik dari penghidupan keluarga :Be-· 

landa yang berad~b, dan membiasakan bahasa p~rgaulan Belanda. 

Ternyata pelaksanaari pikiran ini menjumpai banyak keberatan yang 

tidak dapat diatasi 9 seperti konsekwensi keuangan. Dengan tak·· 

siran rendah uang pondokan yang diminta oleh keluarga Eropa un­

tuk tujuan ini adalah f. 50.-- per murid per bulan. Jika selu­

ruhnya dibebankan pada Pemerintah akan merup~kan pengeluaran 

yang sangat besar . . Jika separo dikeluarkan oleh Pemerintah dan 

separo l agi oleh orang tua, ternyata yang akan dapat memperguna­

kan kesempatan tersebut justru pemuda dari kalangan yang sesung­

guhnya tidak memerlukan MULO sebagai tujuan akhir (finishing 

touch). Sebagian terbesar murid sekolah Bumiputera kelas 1 

(nantinya H.I.S.) berasal dari kalangan orang tua berpenghasil­

an f. 50 . - ke bawah 9 yang tidak mungkin menyisihkan f. 25 .- un­

tuk seorang anak . Belum diperhitungkan biaya-biaya lainnya. 

Di Betawi sa ja sangat sukar untuk menemukan beberapa keluarga 

Belanda yang memenuhi .syarat beradab dan terdidik dan yang mau 

menerima pondokan anak- anak Bumiputera 9 lebih- lebih di kota la-· 

innya , Pikiran ini tidak dapat dilaksanakan. 

2 . Mendirikan internat (asrama murid) untuk paling banyak 50 murid 

di bawah pengawasan seorang guru Belanda yang cakap (paling ba­

ik guru :HULO sendiri) dengan _tunjangan f . 50. - ·· sebulan dan pe ·· 

rumahin percuma, yang dibangqn di kompleks asrama . Pimpinan 

asrama di bewah pengawasan Direktur 11ULO , yang dengan demikian 

menj adi pimpinan umutn asrama • . Tugas ini tidak sukar dan tidak 

mnkan waktu bngi Direktur MULO, dengan penghaisilan yang sudah 

tinggi (gnj i akhir f. 725, ··). . Interna t di bawah · pengawasan In-, 

spektul:; Pendidikan Rendah (dalam tahun- tahun pertama Inspektur 

H.LS . ). 
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3. Mencari rumah··rumah pondokan Bumiputera yang dipi1ih denga:h , ·• 

saksama dan di bawah pengawasan yang diatur sebagaimana mesti­

nya. 

Kepada murid-murid yang sungguh berbakat isfimewa tetapi orangtua­

nya tidak mampu~ dan tanpa bantuan Pemerintah tidak a~~n mampu 

mencapai masa depan yang lebih baik, diusulkan supaya diberi bea­

siswa untuk pakaian dan makan 1 menurut standar hidup setempat dari 

f. 10.- sampai f.15. - per bulan. Bagi murid Eropa dan Timur Asing 

yang tidak mampu ~ dan tidak tinggai bersama orang tua, harus juga 

diberi bea-siswa maksimum f.20.- sampai f.25. - per bulan. 

Pendidikan k~juruan. 

Karena keadaan keuangan dari rnurid-murid di beberapa sekolah penei­

dikan kejuruan itu sangat berbeda~ maka tidak disetujui semunnya 

dibebaskan dari pembayaran. Da1am prinsip rnenentang pemberian pen-· 

didikan secara cuma-cuma ~ maka tidak setuju ~ bahwa orang tua yang 

mampu membayar pondokan, makan dan pakaian anak- anaknya yang berse·· 

kolah~ dibebaskan seluruhnya atau sebagian dari pembayaran. Poli­

tik pendidikan yang bail<:: rnenghendaki , bahwa orang tua yang dapat 

membayar, _. harus dipungut sumbangan oenurut kemampuan untuk biaya 

yang te1ah dike1uarkan Pemerintah. Dengan sendirinya . di bawah ke-· 

adaan tertentu, rnene ingat hukum tawaran dan permintaan yang tidak 

dapat dihindarkan demi _ kepentingan negara, terpaksa menyimpane dari 

azas- azas tersebut di atas. Pembebasan pembayaran hanya diberikan 

hanya jika sungguh per1u. 

52. Direktur Pendidikan , Agama. dan Kerajinan (G.A.J. Hazeu) kepada Gu­

bernur Jenderal (Idenburg) tanggal 7 Ju1i 1913 nomor 11522 

Dengan surat Pj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tangga1 24 Juni 

1913 nomor 1532 disampaikan kepada Direktur P.A.K. salinan surat 

kawat Menteri Jajahan tangga1 21 Mei 1913 Bagian 1 nomor 50/11.91 

yang mengharap kabar mengenai tindakan yang telah diambi1 Gubernur 

Jenderal untuk mencegah arus masuk murid·-murid ,ke H.I.S. 
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Permintaan ~·ienteri ini disebabkan oleh surat Hindia Belanda 

tanggal 9 Oktober 1912 nomor 1204/5, yang ~enyebutkan angket yang 

diadakan oleh Direktur P.A.K. seperti diusulkan dalam suratnya 

tanggal 12 Agustus 1912 nomor 12969. 

Angket-angket tersebut sesungguhnya tidak dimak;udkan untuk 

mengadakan tindakan mencegah arus masuk murid-murid kc H.I.S. teta­

pi dipakai untuk membatasi perluasan sekolah H. I. S. dalam ba tas···ba·· 

tas yang patut dan sebanyak mungkin menm: at urutan urger.sinya yang 

sungguh-sungguh ada. 

Jika penduduk Bum.iputera dibagi dalam 3 Jmtegori •· dalam kenyataan 

hal ini di masa depan akan lebih tampak - maka dalam golongan mene­

ngah hasrat untuk memperoleh pendidikan Be1anda akan makin bertam­

bah, dan justru dari kalangan intelektuil Bumiputera banyak yang 

berasal dari golongan ini . 

Karena tidak ada ukuran lain untuk mengadakan pemflihan 9 maka 

azas dalam pasal 1 Surat Ke~utusan Ratu, Lembaran Negara 1893 nomor 

125? meskipun m~nurut keadaan sel~rang sudah usang dan bersifat 

aristokratis dan plutokratis mengingat hubungan masyarakat masih 

dapat dipakai dalam penerima::m murid, dengan menurunkan batas·-ba­

tasnya sebanyak mungkin ke bawah , untuk disesuaikan dengan kepen­

tingan Kas Negara dan dengan t ersedianya personil pengajar. 

Hasil angket t ahun 1911 dan 1912 sesurlah dia tur dan disusun akan 

disampaikan kepada Gubernur Jendera1. A~~n tetapi hasilnya kurang 

memenuhi syarat untuk dapat dipakai sebagaimana dimaksudkan? karena 

cara pengisian dafter pertanyaan di san.a-·sini banyak kekurangannya. 

Periode untuk peneliti an ter1a1u pendek. Beberapa komisi sekolah 

Bumiputera tidak memiliki pendapat yang betul mengenai azas yang 

harus diperhatikE.n pada pencrimaan murid. 

Direktur P.A.K. lama (M.S. Koster) dalam surat r ahasianya tangga1 

29 Oktober 1910 nomor 235 telah menyatakan~ bahwa pada penerimaan 

murid pada se~wlah Bumipute:ca kelas 1 pertama· .. t am::l harus dipertim­

bangkan dahulu c.nak·-anak dari orc>ng bangsawan . terkemuka , dan her­

ada " dan jika anak- anak tersebut sudah dapat diterima semua dan 
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masih ada tempat kosong, baru anak-anak lain. Menurut surat Se­

kretaris Pemerintah Kelas I tanggal 12 Desember 1910 nomor 2822, 

Gubernur Jenderal dapat menyetujui pendapat Koster, tetapi meng­

anggap tidak perlu mengadakan surat edaran kepada para komisi se­

kolah Bumip~tera. 

Akibatnya di antar.:, komisi-komisi sekolah Bumiputera banyak yang 

menolak permintaan masuk, hanya didasarkan karena tidak termasuk 

terkemuka dan berada~ bahkan .ada yang menerima hanya berdasarkan · 

prioritas waktu mengajukan permohonan masuk, sehingga yang lebih 

dahulu mendaftarkan diteri~~ . dengan akibat yang diterima murid­

murid dari bermacam- macam golongan seperti ada orang tua yang, 

ber.penghasilan f. 12. ·-· misalny.-:t Opas, sedangkan banyak anak dari 

orang terkemuka karena terlambat mendaftarkan ditolak karena ti·­

dak ada tempat lagi. 

Naka dari itu dipandang perlu untuk segera mengeluarkan surat 

edaran kepada komisi-komisi sekolah Bumiputera seperti yang diren­

canakan Koster dengan beberapa petunjuk: 

a . Pada penilaian apakah seorang Bumiputera termasuk "terkemuka", 

jika orang itu juga tidak termasuk '1>erada::. jangan hanya meli­

hat pada gelt\r bangsawannya saja. tetapi harus diselidiki apa~­

kah dia di k::itanga'n masyarakat sungguh:.."sungguh dipandang "ter-· 

kemuka11
• 

b, Pada pemil5.han calori untuk sisa tempt.!t, sesudah semua anak "ter-· 

kemuka 11 dan nberada" diterima, harus didahulukan mereka. yang 

keadaan lingkungannya diharapkan akan banyak melakukan kerja sa­

ma dengan sekolah. 

c. Tanggnl penutupan pemasukan pendnftaran harus diurnumkan secara 

luas, dan dib cri penjelasan bahwa pendaftaran yang terlambat ba­

ru akan dipertimbangkan jika masih ada tempat. Direktur P.A.K. 

mengharap Gubernur Jenderal akan memberikan pendapatnya dan me­

ncruskannya kepada Henteri Jajahan. 



PENDIDIKAN PERTUKANGAN 

53. Surat Gubernur Jenderal (Idenburg) kcpada Menteri Jajahan (De Waal 

Malefijt) tanggal 1 April 1913 nomor 359/22 

Berdasarkan tugas lisan Gubernur Jenderal untuk mengadakan 

pemikiran te'ntang pendidikan ke arah industri bagi orang Bumipute­

ra di luar ibukota dan kemudian mengajukan usul, maka Direktur '· 

Pertanian, Kerajinan~ dan Perdagangan (H.J. Lovink) menyampaikan 

pendapat serta ustil- usulnya dengan surat tanggal 4 Mci tahun itu 

nomor 3867. Sebagai hasil pembicaraan dengan berbagai penguasa~ 

Lovink mengemukakan bahwa dalam bidang ini ada .3 hal yaitu: 

1. pertukangan (besi, batu, kayu, dll.); 

2. industri kecil (pembakaran genteng, batu merah; dll.) ; , 

3. kerajinan tangan (seni). 

Saat ini hanya dibicarakan mengenai dua hal y~ng pertama. 

Dalam bidang tersebut dapat dicapai sesuatu dengan pendidikan dan 

penyuluhan. Pendidikan bagi calon tukang dan calon pengrejin , pe­

nyuluhan bagi yang telah mengerjakan pertukangan dan kerajinan, 

satu dan lain berhubungan dengan keadaan setempat. 

Sekolah pertukangan yang sudah ada di 3 ibukota di Jawa, tidak da­

pat dipakai untuk tujuan ini. karena murid-muridnya diambil tidak 

dari kalangan rakynt pekerja tetapi dari kalangan yang lebih ting-· 

gi, yang menganggap terlalu tinggi untuk menjadi tukang, sedangkan 

tujuan sesungguhnya ialah memajukan pertukangan di kalangan peker­

ja. Sekolah itu hanya dapat dipakai, untuk menberikan tenaga 

p~ngajar bagi peni,ajaran pertukangan rakyat. 

Sekolah~·sekolah pertukangan swasta yang ada ... kebanyakan dari 

Zending ~ karena kekurangan tenaga pengajar yang baik tidak dapat 

memajukan kerajinan Bumiputera secara berarti. 

Lovink menyetujui pendapat Inspektur pendidikan menengah (Hoekstra) 

bahwa perlu didirikan sekolah pertukangan kecil~ dimana terutama 

diberikan pendidikan praktis. Tempat sekolah dipilih di pusat ke~· 

rajinan yang sudah ada di luar ibukota. Untuk mulai cara kerja 
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yang sudah ada dari para pengrajin diperbaiki dan dibuat lebih 

ekonomis . Hanya mernalui jalan ini rakyat kecil dapat dicapaL 

Herekalah pertama~· tama yang harus dipE;!rtimbangkan untuk dibentuk 

menjadi tukang~tulmng yang baik. 

Diusulkan untuk memenuhi kebutuhan personil Eropa, agar supaya 

guru-guru sekolah pertukangan Negeri Belanda yang baik, setelah 

setengah tahun dididik di Hindia Belanda, diangkat sebagai Kep2la 

Sekolah Pertukangan dibantu oleh seorang tenaga pengajar Bumipu­

tera, tamatan dari salah satu dari 3 sekolah pertukanganyang ada. 

Yang diterima menjadi murid harus memenuhi syarat lulus sekolah 

Bumiputera biasa (yakni Sekolah Desa). Tugas personil pengajar 

pertama-tama memberi pengajaran kepada para pemuda (= murid), dan 

kedua memberikan penyuluhan kepada para tukang dan pengrajin yang 

sudah ada, sehingga di daerah letak sekolah pertukangan dapat di­

tinggikan mutunya. Selanjutnya diusulkan pula untuk mengangkat 

seor<mg Eropa~ ahli dalam satu pertukangan tertentu, menjadi se­

macam guru kel:Uing dengan tugas untuk menyelidiki kekurangan yang 

ada pada pertukc1.ngan di daerah-daerah dan berusaha mc::mpcrbaiki ke­

kurangan itu dengan memberikan metoda-metoda y'lng lebib banyak dan 

lebih baik, dengan mengadakan demonstrasi rnaupun dengan penyuluhan 

pendahuluan secara lisan, 

Hisalnya untuk memperbaiki perusahaan kecil s2perti pembakaran 

genteng dan batu bata, Lovink rnengusulk~n untuk mendatangkan sao­

rang ahli dari negeri Belanda. 

Dalam suratnya tanggal 19 Juni 1912 nomor 9627 Direktur Pen· .. 

didikan dan Agama menyatakan pcrsetujuannya dengan pendapat dan 

usul Lovink. 

Dewan Hindia Belanda yang dimohon pendapatnya dalam suratnya 

. tanggal 2 Juli 1912 nomor XIV antara lain mengemukakan bahwa usul 

Lovink dan Hoekstra bukanlah h'.11 baru, karena t e lah diusulkan le-· 

bih dahulu oleh Kontrolir J.E. Jasper dnlam Rencana Perluasan dan 

Perubahan Pendidikan Bumiputera (memori penjel<:'..san Rencana Angga·­

ran Belanj.?, tahun 1907. halaman 20). Rencana ini belum dapat 
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dilaksanak.an, ·k.ai-ena ·sekolah 'pertuk.angan yang ada belum berumur 3 

(tiea) tahun dan belum menghasilk.an tamatan . . J~ka u.sul Lovink/ . 

Ho~kstra diterima ? maka pembiayaarinya akan jauh lebih besatdari­

pada pelaksanaan rencana Jasper. Sangat disesalkan, bahwa baik 

Direktur Pertanian, Kerajinan . dan Perdagangan maupun P.irektur 

Pendidikan dan Agama dengan sepatah katapun tidak menyinggung Ren­

cana Jasper , sedangkan Rencnna itu 'dalam semua bagiannyn telah di­

terima. 1 Karena itu tidak murigkin ·untuk mengajukan ma~alah ini ke­

paqa Dewan Perwakilan Rakyat tanpa tnemheri pertanggungan jawab me·· 

ngapa sekarang akan menetnpuh jaian yang lebih mahal daripada pelak-
. . . !.•: 

. sanaan Rencana Jasper yang telah disetujui oleh Pembuat Undang-Un­

dang (Legislptif). 

Sebaga i percobaan dapat disetujui pengangkatan guru Eropa untuk 

perbaikan perusahaan pembakaran genteng dan batu bata. 

Dewan Hindia Belanda m~ngharap dari Lovink penilaiannya yang ber­

alasan mengenai Rencana J.E. Jasper. 

Dengan surat Fj. Sekretaris Pemerintah Kelas I tanggal 18 JU;li 

19_12 nomor 1464 permintaan Dewan Hindia Belanda diteruskan kepada 

Lovink. Dalam suratnya tanggal 13 Nopember 1912 nomor 1064 Lovink 

mengemukakan bah,-Ia pada pelaksanaan ·n.encana Jasper juga diperlukan 

personil Eropa untuk pembinaan dan pengawasan. Dari se~olah per­

tukangan ambulan (mobil) Rencan8. Jasper tidak dapat diharapkan ha·­

sil yang baik , karena tidak murigkin ~ntuk dalam beberapa bulan s a-· 

j a dapat rnemajukan pertukangan yang masih dalam keadaan primitif. 

Da.lam suratnya t nngeal 4 Pebruari 1913 nomor XIV Dewan Hindia Be­

l anda menya t ak.t.qn kesimpulan, bahwa Rencana J e.sper tidak dapat di­

l aksanakan. Menyetujui pendirian sekolah pertukangan kecil yang 

permanen seperti di usulkan Lovink. 

Dari pertimbangan- pertimbangan di a tas, Gubernur Jenderal menyetu­

jui sekali usul Lovink ~ dan akari melaksanakannya sementara dengan 

car e kecil- kecilan. 
. : . . 

(diharapkan dal am Anggaran Belanja 1914 · sudah dapa t diperhitung-" 

kan pos untuk pendidikan pertukangan yang diusulkan. Pengurusan 

sekola!'l pertukangan dilimpahka:n dari Departemen Pendidikan dan 

Agama kepada Depart~men Pertanian , Kerajinan ~ dan Perdagangan). 



.SEKOL.AH MENENGAH HINDIA BELANP~ 

54. Surat Gubernur Jendera1 (Idenburg) kepada Menteri Jajahan (De Waa1 

Ma1efijt) tangga1 17 Juli 1913 nomor 839/2 

Jika reorganisasi seko1ah Bumiputera ke1as 1 dan seko1ah MULO 

sebagaimana termaktub da1am surat Direktur Pendidikan dan Agama 

tangga1 17 Maret 1913 nomor 4674 dan dalam Memori penjelasan duri 

pembicaraan Rencana Anggaran Be1anje Hiridia Be1anda tahun 1914 su·­

dah ter1aksana~ maka lembaga pendidikan yang sa1ing bersambungan 

ini akan membuka kesempatan -untuk memperoleh kedudukan yang .baik 

da1am masyarakat Be1anda dengan atau tidak dengan me1alui pendi·-­

dikan di seko1ah kejuruan. Lembaga-1embaga pendidikan ini secara 

herangsur-angsur dan da1am jumlah yang 1telatif besar akan didiri --· 

kan tersebar di seluruh Hindia B_elanda • . -Dengan dernikian 1ebih ba­

nyak orang tua Erqpa dan bukan -Eropa akan dapat mertemukan pendi·­

dikan yang cukup baik bagi anak-anak mereka dan tidak terlnlu jaub 

dari t~mpat tinggq1~ dengan biaya yang tidak ter1alu tinggi dan 

tanpa .terpaksa mengirimkan anak-anaknya y:mg masih rlluda begitu j a­

uh dari .rumah tanpa pengawasa:p. pribadi atas pendidikan mereka. 

Reorganisasi pendidikan lamba~ - 1aun a~~n memberikan PGrbaikan -ya~g 

berarti bagi sebagian besar penduduk~ tetapi U.dak titemberikan apa~ 

apa kepada mereka yang ingi.n memberikan kepada anak-anaknya pendi­

dikan untuk mencapai jabatan-jabat('ln yang memer1ukan ijazah H.B.S . 

atau untuk melanjut~an pelajaran ke Universitas di Negeri Belanda 

atau ke Seko1ah T~knik Tinggi. Ja1an ke jabatan-·jabatan dan ke 

lembaga-lembe.ga pendidikan tinggi itu hanya dapat melalui H .• B . S. 

5 tahun . 

Semua orang tua di luar Jawa dan Madura d.:!n kebanyakan orang tua 

di Jawa, ,jikc.'l men8iFtg inkan anak-anak mereka mendapat pendidikan di 

H.B.S. 9 harus mengirimkan anak-anak mereka dengan usia masih muda 

a tau ke lleger i Belanda atau ke salah satu ibukota di Jawa. P.agi 

anak-·anak Bumiputera masih ada 1aei keberatan khusus. 

II.B.S. di Hindia Bclanda harus dia tur menurut model ILB.S. di Ncge ­

ri Belanda supaya memungkinkan pindahan murid dari H.B.S. Hindia 
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Be1anda ke HoBoS. Negeri Beianda dan sebaliknyao Haka dari itu 

untuk ujian masuk H,BoSo (juga- d. i Hindia Be1anda) disyaratkan sedi­

kit pengetahuan bahasa Perancis ~ dan ini hanya mungkin bagi murid­

murid 1ulusan EoL.S. Hanya sedikit orang Bumiputera yang dapat 

menpero1eh prioritas sedemiki.an bagi anaknya. karena tidak saja 

tempat yang tersedia hanya ~~ngat · ;sedikit, tetapi juga biaya sangat 

mahaL Bagi anak Bumiputera umur 12 ·~13 tahun syarat untuk se1ain . 

harus menguasai bahasa Belanda teta.pi harus l!lengetahui sedikit baha­

sa Barat 1ainnya (Perancis) sangat berat 9 dan menambah satu rin­

tangan besar lagi di ja1an menuju ke HoBoSo 

Timbul pertanyaan~ apakah ada kebarusan HoB.So di Hindia Be1anda 

ha:tus sejajar de.ngan HoB .So Negeri Be1anda 9 d'ar1 j ika tidak per1u 9 

apakah tidak dipertimbangkan deng.~m sungguh-sungguh, , supaya syarat 
. ~·l 

pengetahuan bahasa Perancis ur.tuk ujian masuk Ho:S.So .. Hindia Belan-

da dapat dihapuskan ? dan bahasa Belanda lebih diaju~n ke dep?~· 

Apakah tidak dapat dipertimbangkan suatu HoBoS o yang pada umurmy<"'. 

menjamin mutu pendidikan yang diminta HoB.S. Negeri Be1anda, tetapi 

yang dalam bahan pelajaran dan rencana pelajaran 1ebih memper~itung­

kan keadaan··keadaan di Hindia Belanda. 

Per1uasan HoE.S. dalam jumlah yang berarti 9 supaya dalam jangkauan 

l2bih banyak orang tua 9 tidak mungkin karena terbentur pada biaya 

yang E~:::.ngat tinggi, diperkirakan f .868.-·- per murid per tahuno Ba­

gi penduduk Bumiputera sesungguhnya jalan melalui H .B 0 S 0 membawa ke-· 

rugian ? karena jalan dan rencana pelajaran terlalu sedikit m~mperhi-

tungkan keadaan yang khas HindiQ Bele;ndao · . :. 

Apakah tidak mungkin untuk Rengadaknn sekolah~sekolah menengah 2 ta­

hun, yang bersambungan dr:!ngan dan melanjutkan pengetahuan yang di·" 

peroleh di sekolah HULO, yang akan membawa ke d.ngkat pendidikan dan 

ujiari akhir 9 yang tidak "sama" (= gelijk) tetapL "dip~rsamakan11 

(= gelijkr.v<:l.~~dig) dengan lulusEm 1-i ol:' .S. 5 tahun~ sehir1gga merel<a 

yang lulus ujian akhir sekolah menengah itu dapat dit~rima di fakul--
\, ·> j . '· ~ • . • 

tas~fakultas . kedokteran, ilmu pasti dan ilmu alam dari Universitas 

Negeri Belanda, at~u di Sekolah Tinggi Teknik. 
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Henurut pendapatnya~ hal ini mungkin sekali~ mengingat makin 

lama makin banyak lulusan STOVIA - yang pendidikannya tentu tidak 

begitu jauh dari pendidikan di sekolah menengah yang diusulkan -

dapat memperoleh ijazah dokter di negeri Belanda tanpa begitu ba­

nyak bersusah payah. 

Direktur Pendidikan dan Agama ditugaskan untuk menghubungi 

berbagai ahli pendidikan di Hindia Belanda mengenai pikiran Guber­

nur Jenderal tersebut 'di atas. Nasehat-nasehat mereka - yang her·· 

sama ini disampaikan dalam aselinya - pada umumnya tidak mengun­

tungkan. Andaikata Gubernur Jenderal tidak memperhatikan tujuan 

sosial yang sangat luas dan merupakan keharusan dari masalah ini, 

yang perlu mendapat penyelesaian yang dapat diterima , maka masalah 

tersebut akan didiamkan. Kesan dari nasehat-nasehat tersebut ia­

lah terlalu banyak memperhatikan "pendidikan yang sama" dan sama 

sekali tidak mengingat ' ~pendidikan yang dipersamakan;'. 

Sekolah MULO merupakan suatu keseluruhan yang terpisah dan tersen­

diri~ sedangkan H.B.S. 3 tahun tidak merupakan suatu keseluruhan, 

tetapi pertengahan pertama dari H.B.S. 5 tahun. Sifat dari kedua 

lembaga pendidikan itu berlainan, jadi juga rencana pelajarannya 

berbeda. Bahwa murid yang lulus ujian akhir sekolah MULO dalam 

pendidikan umumnya terbelakang dengan murid yang naik kelas 4 HBS 

5 tahun, itu tidak benar. 

Pertanyaan sekarang, ialah bagaimana dapat mempersiapkan mu­

rid untuk ujian akhir yang sama hampir seluruhnya sama dengan 

ujian akhir HBS 5 tahun, mana yang lebih baik, yaitu dengan meng­

ikuti HBS 5 tahun atau dengan menamatkan sekolah ~1ULO dan kemudian 

mengikuti sekolah menengah 2 tahun. 

Jika tidak mengingat segi sosialnya, pertanyaan itu akan dijawab 

"dengan mengikuti HBS 11 
• . Tetapi mengingat tujuan sosial yang sa-· 

ngat luas, pikiran tersebut di atas tidak dapat dikesampingkan 

begitu saja, dan mengusulkan kepada Menteri Jajahan supaya menun­

juk beberapa ahli pendidikan di negeri Belanda yang terkenal dan 

banyak berpengalaman untuk menyelidiki, apakah tidak mungkin seko­

lah MULO dapat disambung dengan sekolah menengah 2 tahun yang 
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me!ilberi pendidikan sampai ujian akhir dengan "civil effect" yang 
. - . 

sama seperti ujian akhir HBS 5 tahun yang sudah ada. Penyelidtkan 

dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemilihan ahli­

ahli tersebut diserahkan kepada Menteri Jajahanp hanya perhatian 

diharapkan atas Guru Besar J. Woltjert ketua dari apa yang disebut 
11Komisi penyambungan 11 (penyambungan pendidikan rendah-menengah­

tinggi "' "ineen schakelings commissieli). 

Jika Menteri dapat memenuhi permohonan itup maka diharap sege­

ra memberitahukan nama-nama para ah1i yang akan diminta nasehatnya, 

dan pada lvaktunya pula dj_harap memberitahukan penilaian mereka. 

55. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur 

Je~deral {Idenburg) tanggal 16 Maret 1914 nomor 5080 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah. Kelas I tangga1 9 Januari 

1914 nomor 96 Direktur Pendidikan dan Agama ditugaskan o1eh Guber­

nur Jendera1 untuk mengadakan langkah-langkah serta mengajukan usu1·· 

u~ul untuk memenuhi keinginan Menteri Jajahan, agar supaya di Ban­

du~g pada permu1aan tahun ajaran 1915/1916 didirikan HBS 5 tahun 

menurut po1a HBS yang sudah ada di Hindia Be1anda. Da1am surat ter­

sebut di atas ternyata Gubernur Jendera1 menginginkan, supayaber- · 

sama-sarna dengan pengajuan usu1 anggaran be1anja juga dapat diteri­

ma usul tentang pendirian HBS 5 tahun yang bersifat 1ebih khusus 

Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bumiputera. 

(Usul mengenai dana . personi1 dan bangunan-bangunan untuk 

HBS 5 tahun di Bandung). 

E.L.S. di Hindia Be1anda merupakan sa1inan dari E.L.S. di Negeri 

3el~nda, begitu pula denga!l HBSdi Hindia Be1anda yang sudah ada. 

H·:•nya HUI.O, mulai tahun ajaran yang akan datang. akan kehi1angan 

sifat Belandanya dan akan merupakan kekecua1ian. Reorganisasi ini 

harus ada. karena berbagai sekolah kejuruan, yang merupakan sambung­

an I-IULO, harus terbuka bagi lapisan luas dari masyarakat Bumiputera. · 

Sekolah-£:ekolah kejuruan itu misa1nya sekolah pertanian', kedokteran 

h (;vmn, dll. Untuk mencapai tujuan ini MULO supaya ke bawah dapat 
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bersambungan dengan sekolah-sekolah Bumiputera kelas 1 (yang sudah 

dirubah) 9 dan ke .atas dengan sekolah-sekolah kejuruan tersebut di 

atas. Rencena p~lajaran I1ULO harus dirubah untuk .memberikan le,bih 

banyak jam pelajaran bagi pendidikan pengetahuan alam 9 dan juga 

untuk memberikan samQungan dengan sckolah Bumiputera kelas l dengan 

diadakannya 1 atau 2 kelas persiapan (voor-klas) pada MUL0 9 dengan 

mcnghilangkan pengajaran bahasa l'erancis. Dijadikannya bahasa Pe­

rancis menjadi pelajaran pilihan {fakultatif) tidak akan ada kebe­

ratanp karena bahasa Perancis tidak diperlukan di sekolah kejuruan 

tersebut di atas. Di Hindia Belanda dalam praktek bahasa Perancis 

kurang berharga dibandingkan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Jer-

man. 

Meskipun MULO ba~u tahun ini dibuka bagi muri~-murid sekolah Bumi­

putera kelas 1 9 akan tetapi sekarang sudah dapat dikatakan dengan 

pasti ~ bahwa seba~an besar pemuda Bumiputera tidak akan puas de­

ngan jalan yang, tfah ditentukan bagi ~e~eka yang menuju _titik 

akhir ijazah sekorh kejuruan tersebut. Nereka ak.qn minte. sekolah 

menengah baik sebagai tujuan akhir s maupun sebagai persiapan untuk 

pendidikan tinggi. Dengan kata-kata lain, mereka menginginkan sam­

pai memiliki ijazah yang memb~rikan keuntungan yang sama seperti 

ijazah HBS ~ tahun yang sudah ada . 

Direktur Pendidikan dan Agama menganggap keinginan mereka itu wajar 

sekali dan dapat dibenarkan. Menurut pendapatnya tuntutan politik 
' 

pendidikan yang tidak dapat ditolak ialah tidak menunggu sampai Pe-· 

merintah didesak ke arab itu ~ tetapi dengan melihat jauh ke depan 

dan atas kemauan sendiri sekarang sudah mulai menarik garis baru. 

Henurut garis tersebut unsur-unsur terbaik d~ri masyar.3.kat Bumipu·­

tera akan dapat bergerak dalam beberapa tahun,. yang akan datailg. 

Semoga jalan yang telah diambil Pemerintah dalam masalah pendidik­

an Cina dapat meiljadi peringatan. Pemerintah janganlah menjauhkan 

kawula_.kawul£mya sendiri, tetapi penuhilah tepat pada waktunya ke­

inginan-keiriginan mereka di bidang pendidikanp juga keinginan yang 

di kemudian hari mungkin sekali menuju pendidikan tinggi. 
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Pokoknya sekolah menengah yang bersifat khas Hindia Belanda harus 

ada, apakah itu dengan kursus lanjuta~ 2 atau 3 tahun sesudah MULO 

a;:au dengan HBS 5~6 tahun, yang bersambungan dengan seko1ah Bumi­

putera ke1as 1, 1angsung atau dengan kelas persiapan, E.L.S. dan 

H.c.s. 
Inspektur Pendidikan Menengah (Hoekstra) telah dimohon untuk mem-

, ' 

Luat rencana pelajaran bagi H.B.S. khas Hindia Be1anda, yang ber-

scmbu~gan dengan E.L.S. Dengan suratnya tanggal 14 Desember 1913 

nomor 46 Hoekstra mengajukan konsep rencana pe1ajaran tersebut de­

ngan 1ampiran-1ampirannya. 

I•ala,1 konsep rencana pelajaran ;ttu, bahasa Perancis tidak diberi­

kan can bagi beberapa mata pelajaran lainnya seperti bahasa Belan­

da, i~mu bumi, sejarah, dan tata n~gara diberikan ba,han pelajaran 

lai~· tetapi t~dak kurang daripada ,yang diberikan di H.B.S. 5 ta­

bu::. yang sudah ada. H. B.S. ini terdiri dar:;l 2 bagian yakni "onder­

oouw11 (bagian bawah) - 3 tahun - ,.dan, 11bovenbouw11 {ba:gian atas) -

2 taimn. 

Baginn bauah ini berbeda dengan 3 tahun pe1ajaran H.B.S. 5 tahun 

yang sudah ada~ karena sifa~~yq yang khas Hindia Belanda dan mem­

berikan pendidikan yang dibu~atkan jadi satu keseluruhan. Ijazah 

bag~_an bawah ini sama tinggi dengan ijazah MULO, bagi yang tidak 

T.elanjutkan. 

r:azah akhir dari bagian atas sama dengan ijazah H.B.S. 5 tahun 

yang sudah ada. 

R~r.cana Hoekstra ini sesuai dengan MULO ditambah dengan kursus 

lanjutan 2 tahun sambungannya. 

::;e!:a:cang beltm,t dianggap tiba wak,tunya untuk menentukan rencana na­

~~ yens akan dipilih, juga belum waktunya untuk membicarakan pe­

rincian-perincian dari konsep Inspektur Hoekstra. 

Ditegaskan , bahwa syarat hidup bagi sekolah menengah Hindia 

Bele1nda ini ialah, bahwa tanda lulus ujian penghabi$annya antara 

lain harus dapat membuka jalan ke lembaga-lembaga pendidikan ting­

gi yang sama, yang terbuka bagi pemilik ijazah akhir H.B.S. 5 tahun 
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yang suclab ada. Bagian Gymnasium yang diusu1kan . d~ngan surat tang­

gal 16 Haret 1914 nomor 5088, ijazahnya harus dipersamakan dengan 

ijazah Gymnasium Negeri Be1anda. 

Penerimaan azas 7'pendidikan H.B.S. yang khas bagi Hindia Be1anda" 

te~sebut di ·atas. membawa konsekwensi ekstrim untuk mengadakan re­

organisas:i. selm:uhnya dari 3 HBS 5 tahun yang sudah ada. Reorgani-
. . 

sasi ini tidak dapat dilakukan mendadak sekaligus, tetapi harus se-

cara. berangsur-angsur. 

Denga~ H.B.S. 5 tahun yang ke-IV yang akan didirikan di Ban­

dung, akan segera dimulai dengan meninggalkan sistim yang lama dan 

mulai nene:rapkan sistim barn, yang dipe:rhitungkan untuk kebutuhan 

semua bangsa. dau semua 1apisan atas penduduk Hindia Belanda. 

Direktur Pendidikan dan Agania dapat menyetujui pendapat Hoekstra 

dalam suratnya tanggal 12 Januari 1914 no~or 5, bahwa H.B.S. 5 ta­

hun yang ke-·1V di Bandung didirikan sebagai H. B.S. 5 tahun khas 

Hindia BeJ.anda, yang terbuka bagi murid-murid E.L.S., murid-murid 

terba:tL sekolah Bumiputera k"")as 1, dan H.C.S. Dan H.B.S. inilah 

y ;c·~~g i ::'. ~.t S:,i 1 .' :c~:·~· untuk dilaksanakan. 

Di kala~gan panduduk Belanda tentunya tidak setuju dengan di­

Jirikai'i.~ya F. .n .S. sedemikian, tetapi kebutuhan sebagian kecil ha­

~us mcng31ah demi kebutuhan bagian terbesar penduduk Hindia Belan­

da. Penduduk golongan Belanda masih akan lama dapat menikmati 

hak-·hak yang diistime'!llrakan, mereka masih dapat memilih salah satu 

H.~.S . 5 tahun yang sudah ada di Betawi, Surabaya dan Semarang. 

Gubcrnur Jenderal dimohon untuk mengusulkan kepada 't-1enteri 

Jajahan, j :i.ka beliau dapat menyetujui pandangan-pandangan tersebut 

di a t as, aear I1enteri menghubungi dan mengusu1kan kepada Menteri 

Urusa:i Dalam Negeri, supaya ijazah sekolah menengah Hindia Belanda 

seperti yang dj_rencanakan di atas, baik yang bersambung ke bawah 

dengar. MULO yang sudah ada. maupun yang bersambung dengan E.L.S., 

selcola~ Rumiputera ;kelas 1 dan H.C.S., oleh Pemerintah dinyatakan 

cl.alar.1 seu:ua hal sama tingginya dengan ijazah H.B.S. 5 tahun yang 
. I 

s~dah ada di Hindia Belanda dan H.B.S. 5 tahun di Negeri Belanda. 
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Setelah pernyataan persamaan itu te1ah dipero1eh~ maka akan 

perlu ada pembicaraan lebih lan~ut antara Mente'ri Jajahan dengan 

Pemez:int;ah Hindia Be1anda , apakah sekolah menengah Hindia Belanda 

akan diatur menurut rencana Inspektur Hoekstra· dengan perubahan ji-
,_. 

ka dipandang perlu, atau kursus lanjutan dari MULO. 

Baru sesudah itu dapat dibuat rancangan untuk pos Anggaran Be1anja 

yang bersangkutan. 

56. Surat Gubernur Jendera1 (Idenburg) kepada ~enteri Jajahan (Pleijte) 

tanggal 19 Mei 1914 nomor 535/1 

Untuk memenuhi surat Menteri Jajahan tanggal 4 Desember 1913 

~agian A1 Nomor 53/2857 9 Gubernur Jendera1 te1ah menugaskan Direk­

tur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usu1-usu1 tentang pendi­

rian sebuah H.B.S.5 tahun di Bandung yang tepat pada waktunya se­

hingga akan dapat diperhitungkan dalam Anggaran Be1anja tahun 1915. 

Sebelumnya Gubernur Jenderal telah menugaskan Direktur P.A. untuk 

mempertimbangkan kemungkinan pendirian sebuah H.B.S. yang lebih 

bersifat khas Hindia Belanda dan bersambungan dengan pendidikan Bu­

miputera. Kedua tugas itu telah dipenuhi dengan suratnya tanggal 

16 Maret 1914 nomor 5080 9 dimana Dr. Hazeu mempertimbangkan supaya 

sekolah baru di Bandung itu dijadikan H.B.S.S tahun khas Hindia Be-

. landa, yang menghilangkan pengajaran bahasa Perancis dan dengan 

perubahan bahan pelajaran di beberapa matapelajaran lainnya akan 

dapat memberikan pendidikan umum dan kecakapan untuk pendidikan 

· tin8gi sama seperti H.B.S. yang telah ada menurut model H.B.S. Be­

landa. 

Menurut Dewan Hindia Belanda, dalam nasehatnya tanggal 1 Mei 1914 

nomor XXXI, Dewan setuju dengan Direktur P.A. untuk memenuhi kei­

nginan-keinginan kalangan Bumipute~a untuk mernperoleh pendidikan 

yang dapat mencapai diploma yang memberikan fasi1itas yang sama se­

perti diploma H.B.S.S tahun. Tetapi Dewan tidak dapat menyetujui 

cara yang diuraikan oleh Dr. Hazeu dalam suratnya di atas. Jika 

toh persamaan diploma bagi H.B.S. khas Hindia Belanda dapat di.per­

oleh, Dewan tidak setuju azas-azas baru ini diterapkan pada sekolah 
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baru di Bandung~ tetapi seyogyanya pada salah satu dari 3 sekolah 

yang sudah ada. misalnya H.B.S. di Semarang • . 

Gubernur Jenderal rtiengakui, bahwa karena telah diputuskan dalam 

rencana anggaran belanja 1915 mengenai pendirian H. B.S.S tahun di 

Bandung, sekolah itu didirikan menurut model lama,. dan azas-azas 

baru akan diterapkan pada ILB .s. yang telah ada mi$alnya di Sema­

rang, tidak akan menunggu sampai ada keputusan mengenai -azas "n:en . 

dirikan sekolah menengah khas Hindia Belanda 11
• 

Ia menjelaskan, bahwa ia dan Dr. Hazeu ,sama sekali tidak .~be~:m~ksud 
/-. ... ... - .. .. . 

u,ntuk sebag.'li konsekwensi' d:ati -penerimaan .azas-azas yang. diiiS.tJ.lkan, 
. . -~ . .. . . ·, 

untuk merubah seketika dan seluruhnya 3 H.B.S . yang sudah ada, de­

ngan merugikan kepentinganibanyak orang Eropa ~ang tinggal di Hin­

dia Belanda. Ia akan merasa puas dengan ~iterimanya aze1~ L.u dan 

diterapkannya di satu. H.B•.S . saja, dan di kemt}di.'\n har'i tl ~ngan 
mengingat apa _yang diajarkan dalam praktek dan arah yang ak&n di­

ambil ol,eh pe~ubahan pendidikan di Negeri' Belanda , aka1~ dapat di­

tent.ukan sampai sejauh mana jalan yang telah ditempuh C:a:;1. dapat di­

lanjutkan. 

Mengenai azasnya sendiri , Gubernur Jenderal mengharap perbati­

an Menter! Ja.1ahan atas pandangan yang 'dikemukakan Jalam suratnva 

tanggal 17 Juli 1913 nomor 839/2. Dikemukakan kesukaran-kesuknran 

yang ditimbulkan oleh pengaturan pendidikan menengah cii Hindia .Be­

landa bag:f, orang·-orang .Bumipui:era , yang ingin masuk Universitas di 

Negeri BelanGa atau lembaga-lembaga yang menuntut _syarat Jiploma 

H. B.S.S .t.ahun. 

Karena syarat pengetahuan bahasa Perancis pada ujian masuic,. 

maka praktis bagi orang Bumiputera tidak ada jalan lain kecual:t . me-· 

nempuh, jalan melalui E.L.S., yang hanya mungkin bagi beber~p? ge­

lint~r orang Bumiputera saja ~ Bagi mereka-pun, yang telah menikn~ati 

pendidikan rendah yang ;terbaik - yang 1dip 1~runtukkan Pemerintah . la­

g! mere~ yakni H.I.S. - tertutup juga jalannya untuk menc~pa:i. di­

ploma yang mcmbukakan pintu masuk ke pendi!likan tinggi di Negeri 

Belanda. 
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Dalarn surat tersebut di atas Gubernur Jenderal mencarikan jalan pe­

nyelesaian kesulitan ini dengan mengadakan sekolah menengah 2 tahun 

yang khas Hindia Belanda yang bersambungan dengan MULO~ yang akan 

dapat memberikan pendidikan .. yang tidak sama tetapi dipersamakan 

dengan pendidikan H.B.S.5 tahun , sehingga murid-murid yang dididik 

di sekolah itu dapat di.t erima ujian masuk sekolah tinggi teknik 

atau sekolah untuk mencapai diploma dokter. 

Untuk dapat memungkinkan sambungan dengan dan pindahan ke H.B.S. di 

Negeri Belanda pada tiap saat yang dikehendaki, maka H.B.S. di Hin­

dia Belanda harus sama dalam pengaturan dan rencana pelajaran. 

Kenyataan, bah~a sekar1;mg akan didirikan H.B .S .5 tahun yang 

keempat, maka timbullah pertanyaan~ apakah keseragarnan dengan H.B.S. 

Negeri Belanda akan masih harus tetap dipertahankan. Masalah ini 

harus dengan sungguh-sungguh ditinjau kembali sekali lagi~ dan un­

tuk ini tugas diberikan kepada Direktur Pendidikan dan Agama. 

Sekarang di Hindia Beland a sud~.h ada 3 H. B.S. 5 tahun yang memberikan 

kepada orang-orang Eropa yang . tinggal di sini pendidikan yang sama 
i . . 

dan sama bentuknya dengan yang ada di Negeri Belanda. Dapatkah 

orang mengatakan, jika di H.B.S. ke-4 yang akan didirikan ini dibe­

rikan lebih banyak perhatian pada golongan penduduk lainnya, bahwa 

kepentingan pendidikan penduduk ELopa dikorb~nkan bagi kepentingan 

Bumiputera dan Timur Asing? Apakah kepentingan penduduk Eropa, yang 

sangat menghargai paralelisme dengan H.B.S. Negeri Belanda, tidak 

diperhatikan lebih dari cukup, jika 3 dari 4 H.B.S. diatur menurut 

kebutuhan· mereka? Apakah .bukan suatu tuntutan yang wajar dan adil, 

bahwa satu H.B . S. dengan sengaj~. memperhatikan kepentingan murid­

murid Hindia Belanda - terutama murid Bumiputera, yang tidak memer­

lukan paralelisme dan jt.:stru menjumpai rintangan besar dari paralel­

isme di jalan pendidikan mereka? Dirasakan sangat ber:J i: bagi murid 

Bumiputera untuk di samping harus menguasai secara mendal am bahasa 

Belanda sebagai bahasa as ~~ng, masih juga harus menguasai 3 bahasa 

Barat lainnya. 
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H.B.S. dengan sifat yang dipikirkan bagi murid Bumiputera juga 

akan membe~i~~n banysk keuntungan bagi murid-murid Eropa dan Indo-
-

Eropa di Hindia B~landa. 

Menurut pendapatnya adalah hak bagi penduduk Bumiputera ~ bahwa ia 

dengan mer,lpergcnaken pendidikan di H.I.S. dengan berangsur-angsur 

dapat menem!'uh j alan ke pendidikan tinggi. Karena dengan jalan ini 

tidak perr..ah diberikan pendidikan bahasa Perancis~ pada ujian masuk 

ke Universitas atau perguruan-perguruan tinggi di negeri Belanda, 

syara't pengaasaan pengetah\•.an bahasa Perancis harus dihapuskan. 

Jika dibandingkan dengan luar negeri misalnya di Inggeris , ternyata 

bahwa bahasa Per~ncis bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat di­

hilang~~~n ~ Dan 'tidak perlunya bahasa Perancis terbukti pula dari 

penga lc:m2.n dokter-cokter Jawa yang dapat memperol~h · diploma dokter 

di Negeri Bela~da. 

Syarat untuk menguasai• 3 bahasa Asing disamping penguasaan ba­

hasa 3"" 1 .. -; ::~ ·1 a hagi murid Bumiputera merupakan palang pintu penutup 

untuk clapa t r.::1snk Universitas Negeri Belanda, dan syarat ini harus 

diha!->us k .1n:. 

Tuntutan ini bukan hanya tuntutan hak dan kead:!-lan, tetapi da­

pat dikatakan juga tuntutan politik dari zaman, tuntutan kepe~ting~ 

an nas ional. 

Tidak s~~ka-r untuk melihat ke depan, akibat apa yang akan ~iin­

bul jika kesenpatan untuk memperoleh pendidikan .tinggi negeri Be~ 

landa- terus-r.::ene~us tidak diberikan kepada anak Bumiputera menurut 

jal<!m yn::.g ch'.j:!at ditempuh secara praktis: Orang akan memperolehnya 

di te~pat lain, yang tidak diberikan oleh negeri Belanda. Mereka 

belajar di universitas luar negeri, memperoleh diploma ilmiah dari 

fuar negeri~ karena Diploma Belanda tidak dapat ·atau terlalu sukar· 

dicapai oleh mcreka, karena kakunya program pendidikan Belanda. 

Keluhan semacam itu juga didengar dari para mahasiswa dari lu­

ar negeri, yang ingin ·bel ajar di negeri Belanda. Kekakuan dalam 

progra~ pendidikan Belanda merugikan posisi Belanda di dunia, dan 

ini akan J~b ih '!Jesar artinya, jika banyak kawula Hindia Belanda 
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mencari kesemp~tan pendidikan tinggi di negeri- negeri lain. T~dak 

disangsikan, bahwa peraturan pendidikan tinggi dan syarat-syarat 

untuk dapat mengikuti pendidikan ters~but dengan hasil baik, yaitu 

dengan ujian masuk yang ditetapkan, per~ama-tama hqrus diuji pa~a 

kebutuhan Belahda dalam arti sempit. Tetapi jika negeri Belanda 

tidak mau melepaskan pimpinan dan pembinaan atas pendidikan intel­

lektuil di b~gian-·bagian lain dari negara. yaitu di Hindia Belanda, 

makin lama harus makin banyak memperhatikan kebutuhan dari bagian­

bagian lainnya. ~erutama sesuatu dari keseragaman yang kaku dalam 

syarat-syarat ujian masuk harus dikorbankan. 

Saat yang menguntungkah untuk me1akukan dorongan ke arah ini 

rtampaknya telah tiba?. ~rena sekarang peraturan persiapan pendidik- -

an tinggi Negeri B~ianda akan ditinjau kembali. Saat ini harus d~­

. pergurtlikan unt.uk memperjuangkan kepentingan Hindia Be1anda kepac:la _ 

Menteri Urusan Dalam Negeri. 

Dimohon bantuan Menteri Jajahan untuk membuka ja1an bagi seko­

lah · menengah Hindia Be1anda, yang bersambungan dengan H.I.S. dan 

membuka jalan masuk ke lembaga pendidikan seperti diploma akhir . 

H.B.S.S tahun sekarang. 

?ENDIDIKAN EAGI ORANG-ORANG CINA 

57. Surat Penasehat Pemerintah Urusan Cina (W.J. Oudendijk) kepada Gu­

bernur Jendera1 (Idenburg) tanggal 2 Oktober 1913 nomor 52 Rahasia 

Dengan adanya surat Direktur Pemerintahan Da1am Negeri tanggal 

15 Agustus 1913 n9mor 272/A, maka Gubernur Jendera1 dimohon perha­

tiannya atas hal-hal berikut. ' 

Pada pembicaraan mengenai masalah bagaimana mengatur pendidik­

an bagi orang-orang keturunan Cina, pertama- tama haru$ diinsyafi 

tujuan yang harus dicapai. Dengan jujur harus diakui, bahwa ·tujuan 

itu bercabang dua. Pertama-tama. bagaimana caranya memberikan ke­

pada anak-anak penduduk keturunan Cina - pembayar pajak yang baik -

' 
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kesempatan untuk maju secara rohaniah menurut tuntutan zamari modern, 

agar supaya menjadi anggota masyarakat Hindia Belanda yang baik, 

berguna, dan setia kepad3. Pemerintah Eelanda. 

Kedua, bagaimana taranya mencegah mereka ke suatu arah, yang mereka 

tempuh akhir-akhir ini karena terpaksa. 

Untuk mencapai tu:juan ini, harus selalu diinga t 'ttintutan dan keingin­

an yang berhubungan dengan pendidikan, yang telah dikemukal~n para 

kawula keturunan Cina. Harus segera diambil tindakan untuk mencapai 

tujuan kedua . tersebut d:l. atas. 

Perlakuan terhadap orang-·orang keturunan Cina, yang · selalu me­

lukai perasaan , menyakitkan ha ti dan membuat mereka berdendam, telah 

menyebabkan bahwa mereka - juga yang turun-temurun tinggal di sini -

makin lama rna kin lma t · berpal i.ng ;ke ' Gina. negera dari mana mereka 

mengharap akah dapat datang pertolongan , s eh:i!ngga mcreka juga di hi­

dang pendidikan menyesuaikan dir i dengan keadaan··keadaan di Gina ba­

ru. Penduduk 11Timur Asing 11
' berusaha untuk sungguh-·sungguh menjadi 

asing. 

Dilihat tidak ada bahayanya ba.hwa orang--orang Cina ingin belajar ba·­

hasa Cina, karena hal itu adalah keinginan yang· wajar. Lama kelama­

an mereka, yang telah ber diam di sini untuk selama~lamanya, akan me­

ngetahui bahwa bahasa ':Mand&rin11 di sini "harga pasarannya" tidak 

tinggi. Banyak orang Cfria ·mengatakan 0 apakah benar atau tidak, bah-

wa: 

"Pemerintah Belanda mengangga:: kita sebagai otnng...;orang yang ku­

rang berharga; kita boleh ~embayar pajak. teta'pi kita tid'ak · mem­

p,unyai hak-hak bai~ dari orang Belanda maupun orang Asing~ pendi­

dikan pun tidak diberikan kepc.da kita ~ maka kita a kan berusaha 

sendiri dan kita akan menunjukkEL i.1. bahw.a kita dapat berdiri sendi­

ri tanpa Pemerintah Belanda ; ,a,kh it:nya kita toh orang Cina. meski­

pun kita sejak lama berdiam dL sini, dan di sana ,.C,ina - negq.ra 

leluh~r kita - .yang mendirfkan sekolah-sekolah modern dan yang 

menaruh perhat ian kepada kita ;! j adi kita mendirikan sekolah-seko­

lah Gina saja dan t:.i.dak amb:Ll perduli lagi dengan orang-orang Be­

landa", 
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Itulah pikiran yang ada di semua sekolah Cina~ - dan dengan didirikan­

nya sekolah-sekolah H .C.S~ tidak akan melemahkan semangat itu, bah­

kan sebaliknya di sana- sini memperkuatnya. Tetapi tidak semua orang 

Cina berpikiran demikian. Banyak yang meskipun ikut- ikutan dalam 

gerakan baru itu sesungguhnya menginginkan pendekatan lebih banyak 

pada peradaban Belanda 9 dan i~ilah yang menjadi tujuan utama dari 
I 

Pemerintah Hindia Belanda. Maka dari itu tidak perlu cemas, untuk 

mengadakan tindakan melawan a rus. dengan menarik sebagian besar pe­

muda Cina - terutama Cina Peranakan - ke sekolah-·sekolah Pemerintah 

dengan pengajaran yang lebih baik . 

Pendidikan Belanda tidak akan dapat membuat pemuda Cina menjadi war­

ganegara yang setia~ yang di masa depan akan merupakan kekuatan di 

Hindia Belanda dan akan kerja sama dengan Belanda dalam memajukan 

; Hindia Belanda ke arah yang diinginkan Pemerintah, jika semua per­

aturan kekecualian dalam hukum terhadap warga keturunan Cina tidak 

·' , d:lhapuskan, sehingga kewarga negaraan mer1..1pakan-· k.ebanggaan bagi me-

l . , . 

reka. Maka .dari itu diusulkan supaya sistim surat Pas bagi warga 

Cina dihapuskan, sehingga mereka di tanah kelahirarl" di mana mereka 

- hidup di ba'to7ah Pemerintah yang menganggap mereka sebagai warganega-

ranya mempunyai kebebasan bergerak . 

Tidak dapat diharapkan untuk membuat seorang Cina menjadi orang Be­

'landa, tetapi cukup ~ jika ia menjadi warga negara Hindia Belanda 

yang setia. Dan ini tidak dapat diharapkan dari sekolah-sekolah Ci­

na. Mereka diusahakan supaya menjadi warga negara Republik Cina, 

juga bagi Cina peranal~~n. 

Harus dipergunakan semua sarana yang ada untuk menghancurkan penga­

ruh sekolah-sekolah Cina. Sarana-sarana itu ada 3 macam~ 

1. Memberikan lebih banyak kesempata,n bag~ .anak-anak C:ina untuk di­

terima di semua sekolah yang disebut '.'Sekolah Erop-a ri · dengan per­

lakuan yang sama. 

2. Mengadakan sambungan sekolah H.C.S. dengan sekolah H.B.s·. dan se­

kolah MULO, dengan penerimaan yang cukup besar. 



188 

3. Mengadakan persaingan di da1am bidangnya send~ri~ dengan membe­

rikan pengajaran bahasa Cina, secara pi1ihan (faku1tatip) dengan 

jam-jam pe1ajaran pada sore hari. 

Ad.1 

Dengan menarik suratnya tanggal 21 Juli 1913 nomor 20 ia meng­

usulkan lagi supaya di semua seko1ah yang disebut ."Sekolah Ero­

pa" ditentukan ]um1ah tempat tertcntu (jumlah tidak kecil) yang 

diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputera dan Cina. Keberatah ti­

dak mengetahui bahasa Belanda dapat diatasi dengan mengadakan 

kelas-kelas persiapan, dengan jumlah tempat yang seimbang dengan 

tempat yang disediaka.n bagi mereka. 

Ia mengusulkan supaya H.C.S. diubah sedemikian rupa sehingga pen-

. . didikan hanya diberikan sampai dengan kelas 3 • dan kemudian sete­

lah diuji kecakapan bahasa Belanda murid-murid tersebut disuruh 

pindah masuk kelas 4 dari "Seko1ah Rend<lh Umum" . yang akan didi·· 

rikan dan dibagi da1am ke1as nomor 1 dan ke1as noruor . 2 menurut 

tarip bayaran · sekolah. Di ke1as 4 semua murid cukup menguasai 

bahasa Belanda. "Sekolah separo" seperti H.C.S. yang diubah ini 

dapat juga didirikan bagi anak-:-anak Bumiputera. 

E.L.S. yang pada asa1nya diperuntukkan bagi a~ak-anak Eropa, ke­

nyataannya sekarang terutama dikunjungi oleh anak-anak berdarah 

. campuran. 

ia tidak dapat mengerti, dengan hak apa Negara menge1uarkan biaya 

yang sangat· besar dari sarana-sarana pajak untuk pendidik?n dan 

dengan mudah begitu saja menutup kesempatan masuk bagi sebagian 

besar warganegara - pembayar pajak - karena dianggap orang yang 

kurang berharga. Pemberian hak istirr..ewa (kepada beberapa orang 

Eropa) 1ama·-kelamaan tidak akan dapat dipertahankan • . Usaha untuk 

membu:at Hindia Belanda menjadi bagian dari Negara yang berdiri 

sendiri, dengan tujuan kemakmuran sendiri~ perkembangan sendiri 

menurut garis-garis peradaban Belanda, perasaan kesatuan sendiri 

atas dasar nilai·"nilai Be1anda, harus mem.iju ke azas, bahwa semua 

sekolah yang didirilv1.n dan dikelola dari keuangan umum, tidak 
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dapat hanya diperuntukkan bagi go1ongan orang-orang yang diisti-

mewakan, tetapi harus menjadi a1at dan s~rana untuk memberikan 

peradaban dan pengetahuan kepada tiap orang (\varga negara) yang 

mengingirtkan dan dapat membayar. Dengan demikian Negara meme­

nuhi panggilannya dan memperhatikan keadi1an terhadap tiap warga 

negaranya. Per1u mu1ai diakhiri pemberian hak istimewa di hi­

dang pend,idikan. E.L.S. dengan penge1uaran yang besar~ jangan 

hanya diperuntukkat:l untuk beberapa ge1intir anak Eropa dan ·bebe­

rapa anak Indo-Eropa, tetapi harus menerima anak-anak Bumiputera 

dan Cina da1am jum1ah tertentu tetapi besar. 

Seko1ah rendah "separoi' (ke1as 1 s/d ke1as 3) dapat mu1ai didi­

rikan bagi anak-anak Ciba dan Bumiputera yang kemudian dipersa­

tukail pada "Seko1ah Rendah Umum"~ bagi semua bangsa~ seperti 

yang tel~ti diusu1kan di atas. 

Usu1-usu1 tersebut dikemukakan dari sudut pandangan keadi1an, 

karena akan menuju ke pembentukan ~uatu Masyarakat Hindia Be1an­

da yang terdidik modern menurut garis-garis pe£:adaban Be1anda, 

dan dimana semua go1ongan penduduk akan dapat merasa, bahwa mere­

Y~ ikut termasuk di da1amnya. Da1am keadaan sekarang dapat juga 

membantu ka1angan Cina yang berada, untuk mema1ingkari pandangan­

nya dari seko1ah-seko1ah Cina. Mereka akan bangga, bahwa anak 

mereka bo1eh masuk Seko1ah Eropa. 

Banyak orang Eropa mungkin _seka1i tidak mau 1agi memasukkan anak­

anaknya ke seko1ah Eropa demikian itu, karena tidak menginginkan 

anak-anaknya duduk bersama-sama dengan anak Indo-Be1anda, anak 

Bumiputera dan anak Cina. Mereka dapat saja mendirikan seko1ah 

Eropa Khusus, seko1ah Be1anda swasta, baik o1eh perkumpulan seko­

lah maupun o1eh usaha gw~sta dan didirikan di tempat-tempat de­

ngan hawa sejuk seperti di Bandung, Sukabumi~ Lembang, -dll. 

Ad,2 

Bagi banyak orang Cina pendidik~n di sekolah rendah saja tidak 

cukup. Maka diusulkan supaya sekolah-sekolah H.c.s. yang seka- · 

rang ada dapat bersambungan dengan H.B.S. dan MULO, dan dapat 



·190 

mener!ma banyak murid Cina. Hal ini mungkin sekali dapat mengu­

rangi hasrat masuk ke sekolah ~ropa. Terutama bagi orang-orang 

Cina yang telah mengurtjungi sek6lah menengah Belanda dan Univer­

sitas Belanda merupakan .orang Cina yang paling setia kepada Be­

landa. karena lebih clendalami peradaban Belanda. 

Ad.3 

Untuk mematahkan pengaruh perkumpulan sekolah Cina diusulkan pe­

ngajaran bahasa Cina, sebagai kursus pilihan (fakultatif) pada 

sore hari. 

Pengajaran bahasa Cina yang semata-mata tidak demi bahasanya, 

akan tetapi untuk menyaingi sekolah-sekolah Cina, harus dapat 

niemberikan gambaran (cara) yang sangat menarik dan diingini orang 

Cina, yaitu bahasa-tulis Mandarin. Apakah warga orang Cina bica­

ra bahasa Cina yang baik atau yang tidakbaik, bahkan tidak bela­

jar apa-apa dari pengajaran bahasa Cina, tidak menjadi soal bagi 

Pemerintah. ., _ 

Pengetahuan bahasa-tulis Mandarin perlu untuk mengadakan dan me­

melihara hubungan dagang dengan Cina •. Hubungan dagang di Hindia 

Belanda berada di tarigan orang-orang Cina. Dengan pengetahuan 

bahasa~tulis Mandarin, Cina~cina peranakan akan dapat lebih baik 

mengatasi persaingan dengan orang-orang Cina totok, yang makin 

lama makin banyak masuk ke sini. ~elupakan sama sekali bahasa­

tulis Mandarin oleh penduduk Cinayang sejak lama berdiam di sini 

akan merugikan. karena menjadi lebih perlu datangnya orang-orang 

baru dari Cina secara terus-menerus~ 

Kepada murid-murid Cina di· H.C.S. mulai umur 8 tahun, jadi se­

telah beberapa tahun mendapat bahasa Belanda. diberikan pengajar­

an bahasa Cina _pada kursus pada sore hari. Pelajarah ini pilihan 

(fakultatif). dan bahasa Cina diberikan tidak sebagai bahasa peng­

antar. tetapi sebagai mata pelajaran. Kursus ini diberikan di 

H.C.S. yang sudah ada, dan di H.C.S. yang terdiri dari kelas 1 's/d 

kelas 3 (yang diusulkan) dan di 3 keJ.as tertinggi dari "Sekolah 

Rendah Umum" (yang diusulkan). 



191 

Jum1ah 'H.C.S. jauh be1um mencu~pi u:ntuk -mencapai semua pendu­

duk Cina, demikian juga masih tidak cukup bagi penduduk warga-nega-
. . 

ra saja dan meskipun dengan d~batasi padh pembayar-p~bay~r pajak 
. . . - . . 

yang baik saJa. Untuk memenuhi ini diperiukan biciya yang besar • 

. Diusu1kan. jika _keadaan mengijin~n, untuk mendirikan seko1ah 

Belanda bagi pendidikan guru Cina, yang akan diserahi pendidikan 
. . . 

~e18nda di semua seko1Ah di tempat-tclnpat yang be1um ada sekolah E-

ropa, tetapi sudah ada sekolah perkumpu1an Cina. 

Untuk mela~kan pengawesan yang cukup atas pengajaran bahasa 

Cina. terutama pada pehgaturan pertama, per1u mengangkat seorang 

ah1i Cina, yang d:i bawah pimpinan seo;rang pejabat da;ri Urusan Gina 

(paling baik yang mengerti ~ahasa Mandarin), akan mengatur ~elas­

ke1as pelajaran Cina, menetapka~ program bacaan dan membantu pada 

pengangkatan guru-guru. Ia mengusulkan untuk mengirimkan seorang 

pejabat muda dari Urusan Cina ke Peking untuk selama 1 tahun mempe-

. 1ajari bahasa Mandarin. 

Kursus bahasa Cina sudah dapat dimulai, tanpu menunggu kemba-

1inya pejabat itu dari Peking. 

Tidak keberatan untuk sement.;tra mempergunakan buku-buku bacaan, 

yang sekarang dipakai di sekolah-seko1ah .Cina • . Di Cina sedang ,di­

susun buku-bukU bacaan dengan dasar P.e1ajaran Kong Hu Cu~ dan j~ka 

itu sudah diterbitkan, buk.u itu1ah yang dipakai. 

Dalam tahun 1907 pern~h dikemukakan masalah pengajaran bahasa 

Mandarin di sekolah H.C.S._ kepada_ Pemerintah Be1anda di Den Haag. 

Perlu sekali lagi ditegaskan, bahwa tujuan usul. pengajaran baha~a 

Mandarin ialah. untuk menyaingi seko1ah-sekolab ~ina yang ada. Se­

lain itu karena pengetahuan bahasa-tulis Mandarin bagi warga negara 
. . . 

. ~india Belanda keturunan Cina perlu seka1i, dengan mengingat juga 

perkembangan dagang Hindia Be1anda ada di tangan Cina perana~n. 
' ' I ' 

Bersama surat ini juga dilampirkan terjetr.than dari beberap~ Bab da-

ri Nota seorang guru Cina di Jawa, yang mengemukal~n perlunya didi­

rikan sekolah-sekolah pertukangan bagi anak-anak Cina. 
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58. Surat Gubernur Jenderal (Iden~urg) kepada Menteri Jajahan (Pleijte) 

tanggal 5 Juni 1914 nomor- 617/11 · 
'i 

Menyusu1i laporan pos nomor 671 Gubernur Jenderal menyampaikan 

kepada Menteri Jajahan sa1inan dari nasehat Dewan Hindia Belanda 

tanggal 15 Mei 1914 nomor XXII , m~ngenai usu1 Direktur Pendidikan 

dan Agama untuk mengadakan kursus-kursus bahasa Cina pada sore hari 

di beberapa H.C.S. sepetti termuat dalam suratnya tanggal 1 April 

1914 nomor 628. Da1am konperensi para ahli yang diadakan oleh Di­

rektur Pendidikan pada tanggal 28 Pebruari 1914 yang dihadiri a.l. 

oleh Oudendijk dan B.A.J. ,van Wettuni, Penasehat Urusan Jepang dan 

Cina, ditentukan bahwa sapga~ sedik;tt- diharapkan dari tindakan yang 

diusulkan sebagai sarana untuk meny~ingi sekolah-sekolah. Tiong Hoa 

Hwee Koan. 

Dewan Hindia Belanda dalam 'nasehatnya; ,antara .lain mengemukakan bah­

wa tidak dapat dianggap kewajiban Pemerintah, untuk memenuhi kebu­

tuhan pengajaran bahasa tulis Cina dan salah satu bahasa dialect 

Mandarin sebagai bahasa percakapan, yang dibutuhkan kalangan Cina 

bagi perdagangan dan perniagaan mereka dengan negeri Cina. 

Bahwa jika usul pengajaran bahasa Cina di H.C.S. dilaksanakan, maka 

akib~tnya mungkin sekali jika didataQ,gkan guru-gur1,1 bahasa Cina da­

ri negeri Cina, akan membahayakan jiwa yang baik dari murid-murid 

H.S.C. Disamping itu kepada murid akan ditanamkan rasa keterikatan 

pada kebudayaan Cina dan patriotisme Cina dalani arti sempit. 

Sifat-sifat tersebut sesungguhnya tidak perlu dipupuk bagi warga 

negara Belanda dengan keuan8an Negara. 

Bahwa jika usul tersebut dipenuhi, maka semU:a penduduk Timur Asing 

lainnya juga akan menuntut perlakuan yang sama. 

Bahwa kesimpulannya ialah mengusulkan supaya ~sul Direktur Pendidik­

an yang berdasarkan pendapat bekas Penasehat Urusan Cina - (Oudendijk 

berhenti dalam bulan Mar~t 1914) - jangan dilaksanakan. 

Bahwa kemajuan penduduk Hind-ia Belanda keturunan Cina seharusrtya di·· 

bina dalam jiwa Barat dan bukan dalam jiwa Cina kuno. 

Bahwa belum dapat ditentukan, apakah tindakan-tindakan yang diper­

timbangkan oleh Hazeu akan menghasilkan 11buah yang baik" atau malah­

an sebaliknya "buah yang buruk". 



193 

Gubernur .Jendera1 · d?pat menyetujt,~i se1uruhnya ·nasehat Dewan Hindia 

Belanda. Ia belum dapa t mengambil kepu!usan yang definitifi tanpa 

lebih dahulu member:Uwn kesempatan kepada Henteri untuk menelaah 

dan menilai masalahnya dan mungkin menyatakan pandangan yang lain. 

Jika ada sesuatu dari pendapat Oudendijk akan dapat dilaksanakan. 

maka saatnya yang tidak akan datang lagi ialah sekarang. Sekarang 

akan dapat diadakan tindakan-tindakan ke arah itu , tanpa menimbul­

kan kesan bahwa ada paksaan dari luar . 

Meng:f.ngat rnasih adanya kemungkinan, bahwa Hente.ri akan menyu­

ruh melaksanakan pendidikan kepada orang-orang· Cina rnenurut cara 

yang diusulkan Oudendijk. maka Gubernur Jenderai merasa berkeuajib­

an untuk memberil<Gn pilihan agar rnemungkinkan Menteri mengarnbil su­

atu keputusan dalam pembicaraan Anggaran Belanja untuk tahun yang 

akan datang. 

PENDIPIKA,.'l P.AKYAT - SEKOLAH-SEKOLAH BUMIPU"::: ;:RA KELAS 2- & 

SEKOLAH···SEKOLAH LANJUTAN (VERVOLG SCHOOL)* 

59. Surat Menteri Jajahan (Pleijte) kepada Gubernur .Jenderal {Idenburg) 

tanggal 9 Januari 1914 nomor 35/72 

Dalam pembicaraan rnengenai Anggaran Belanja Hindia Belanda ta­

hun 1914 dalam Hajelis .Rendah Dewan Perwakilan Rakyat. beberapa 

anggota mendesak supaya diadakan perluasan yang besar dari jumlah 

sekolah Burniputera kelas 2 dan menyesalkan, bahwa rencana perluasan 

jumlah sekolah Bumiputera yang telah diterima dalam tahun 1907 ti­

dak dilaksanakan sepenuhnya , 
• 

Dalam Memori Jawaban Menteri menunjuk pada garis politik yang 

diikuti pendirian sekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 baru (menarik 

surat Gubernur Jenderal lama tanggal 8 Nopernbernomor 1510/12). 

* Catatart penyadur: 
Istilah sekolah "lanjutan11 bukanlah dalam arti sekolah menengah 
seperti keadaan sekarang, tetapi istilah tersebut adalah terje­
mahan dari "vervolg11 yang berart:i, (ke)Lajutan dari Sekolah Da­
sar (Desa) 3 tahun. 
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Henteri juga mengemukakan pendapatnya~ bahwa Sarekat Islam - sebagai 

pernyataan kebangkitan masa yang besar dari Penduduk Bumiputera -

teb.h mengemukakan perlunya mengurusi pendidikan rakyat yang lebih 

baik den harus didirikan lebih banyak sekolah Bumiputera kelas 2. 

Jika dikemukakan bahl-Ta pendidikan di sekolah ini lebih baik da­

ripada di sekolah desa~ hal itu bukan semata-mata dilihat dari ren­

cana pelajarannya yang lebih sederhana daripada sekolah Bumiputera 

kelas 2. t2tapi di:i.ihat juga dari mutu tenaga pengajarnya. Pendidik­

an mcreka dibandingkan dengar. pendidikan guru-guru Pemerintah. tanpa 

ais<mgsikan lag:l kurang memberH·..an jaminan bagi pendidikan rakyat 

yang baik. Dalam hal ini sekolah-sekolah desa akan dapat diperbaiki 

tef:api mungkin sekali tidak akan mudah mengadakan perbaikan dengan 

segera dan secara besar- besaran. karena pengangkatan tenaga pengajar 

yang terdidik lebj_h baik dan menuntut penggajian yang lebih tinggi. 

sela in tergantung de.ri kekuat.:m keuangan dari desa dan keikhlasan 

serta kesediaan para warga desa untuk ~emberikan lebih banyak pengor­

bc:.nan .. ~emi sekolah mereke. Perkembangan yang cepat dari pendidikan 

desa yang menyangkut jumlahnya dapat disetujui sepenuhnya. Tetapi 

sehubungan dengan keadaan tersebut di atas, dan memperhatikan tanda-

tanda j5man. Mer.teri berpendap~t bahwa tambahnya jumlah sekolah desa 

tidak boleh menghalang-halangi perluasan yang kuat dan juga perlu 

bag:J. kesempatan nntuk. menyediakan pendidikan Sekolah Bumiputera yang 

lebih baik bagi penduduk. 

Mengirrgat hal inis maka menurut pendapat Menteri garis politik 

termaktub dalam lampiran Lembaran Negara nomor 7478 perlu sekali di-

::ubnh • 

.Jika. di suatu tempat diketahui. bahwa jumlah permintaan masuk 
' me;jadi murid sekolah Pemerintah begitu besar sehingga tidak semua 

permii.1taan de.pat dipenuhi. sedangkan perluasan ruang sekolah tidak 

mungkin lagi, maka menurut pendapGJ.tnya keputusan bahwa di sana akan 

d:J.dirikan sebuah sekolah baru. tidak perlu menunggu sampai terbukti 

bahwa sekol~h desa yang akan didirikan di sekeliling tempat itu ti-

6ak a:kan dapat memenuhi kebutuhan .pendidikan rakyat. tetapi pembuka­

an sekolah baru itu harus segera dilaksanakan. 
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Sementara tidak per1u dikhawatirkan 9 bahwa pener~pan p~1itik . 

yang 1ebih 1onggar te~l1iidap ~eko1ah Bumiputera 'ice'1as . ~ , - seperti ,. 

yang '<iU.nginkan - tidak ak~n merupakan persaingan be~at pada ~eko:-
··. . ,, . . . . ., . ;. . ,-:. ._,. . .. . 

lah.:..seko1ah' 'desa, mengingat '!nihwa di bidang pendidikan rakyat la-. .. _,.,. 

pangan k~:r:'j~ niasih terbentang 1uas. 

di atas dan m~tarik apa yang 
-, ... 

Sehubungan dengan hal terseb~t 

telah dibi<i~~akan da1an: pembicar.~an anggaran be1anja dal~m 'Hajelis 

ha1aman 381 kc1om 1), Henteri 
... · ,',. \' 

. . ·. ' ·. 

Rendah ·{pembicaraan tahun 1913- 1914 

mchon kepada Gubernur Jend-~ra1 supaya pada pendirian seko1ah kelas 

2 yang baru selanjutnya diusahakan bekerja menurut ' renc.~_na sedemi­

kian rupa sehingga memungkinkan perluasan besar dari jumlah seko­

lah Bum:i,.putera kelas 2 .. yang .telah dilaksan:akan dalam tah\intahun · •, 
. , ·; . _ .. 

1908-19l2 9 dilanjutkan dengan cara dan kecepatan yang saiila. 

. Jika waktu yang tersedia tidak mengijinkan untuk mengajukan 
.· .. 

rencana terperinci pada pembicaraan rencana anggaran belanja tahun 

1915 9 maka akan sangat dihargai- bah~<Ta dalam rencaYis'l anggatan belan'­

ja itu diusulkan jum1ah sekolah baru yang jauh- lebih besat daripada 

yang diperhitungkan untuk tahun .anggaran yang ·berjalan ini. 

60. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J ·. Hazeu) kepada Gubernur 

Jenderal (Idenburg) tanggal 7 April 1914 nomor 6663 

Gubernur Jenderal dalam bulan-bulan akhir tahun 1913 menugas­

kan Direktur Pendidikan dan Agama untuk mengajukan usul perluasan 

sistematis dari jumlah sekolah Bumiputera kelas· 2 di Jawa dan Madu­

ra. Masalah ini telah dibicarakan pada kesempatan konperensi para 

Inspektur Pendidikan Bumiputera dalam bulan Nopember 1913 mengenai 

berbaga::f: .. tindaldm yang perlu diambil berhubung dengan makin mening­

katnyq kebutuhan pendidikan. 

Sebagai hasil konperensi dianjurk3n untuk menentukan angka perban­

dingan tertentu antara jumlah sekolah yang akan didirikan dan jum­

lah penduduk. Menurut data dalam bulan Nopember 1913, ternyata 

ang~ perbandingan itu untuk seluruh Jawa dan Madura ialah satu se­

kolah untuk 43.000 penduduk 9 sedangkan jumlah sekolah yang ada 'dan 
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ters·ebar di berbagai residensi ada1ah sebagai berikut: 

Bantam 269 Betawi 42~ Priangan 80, Cirebon 53, Madura 26, Pasuru­

an 69, Besuki 32 9 Banyumas 47, Peka1ongan 35, Semarang 55. Rembang 

30, Surabaya 53, Kedu 58~ Madiun -34 ~ Kediri 47, Surakarta 29, dan 

Yogyakarta 21. 

Untuk penyebaran merata dari jum1ah seko1ah Bumiputera ke1as 2 di 

Jawa dan Madura tiap keresidenan ada hak untuk mempunyai jum1ah 

seko1ah menurut angka perbandingan tersebut, jadi : 

Jum1ah penduduk 1 k 1 h 
43.000 x se o a 

Jika sekarang angka perbandingan ini ditetapkan satu seko1ah per 

25.000 penduduk, maka jum1ah seko1ah akan meningkat jadi 1276 dan 

terbagi: Bantam 33 9 Betawi 89, Priangan 112 , Cirebon 73, Peka1ong­

an 84, Semarang 107 , Rembang 61, Surabaya 100 , . Madura 70, Pasuru­

an 84, Besuki 42 , Banyumas 62, Kedu 99, Madiun 59 9 Kediri 80, Sura­

karta 48 dan Yogyakarte 73. 

Da1am penetapan angka perbandingan tersebut di atas ada .sesuatu 

yang tidak memuaskan ~ knrena penetapan itu semeu-maunya , dan jum1ah 

persentase dari mereka yang akan menikmati pendidikan dibandingkan 

dengan jum1ah persentase dari mereka yang tak b.erhak 1agi mengikuti 

pendidikan. 

Di Jawa dan Madura jum1ah murid seko1ah Bumiputera ke1as 2 rata-ra­

ta 139 per seko1ah 9 sedangli:an jum1ah anak berumur masuk seko1ah 

ada1ah 16.000 per 100.000 penduduk. 

Maka dari itu dipertimbangkan untuk pengganti dari a,ngka per­

bandingan tersebut diambi1 pembagian administratip Jawa dan Madura 

sebagai dasar. Dari 1288 ibukota kecamatan (di 1uar Swapraja) yang 

sudah ada seko1ah Bumiputer a ke1as 2 ada 497 . 

· (Ikhtisar dari penambaha.n jum1ah seko1ah Bumiputera kelas 2 

menurut kriterium ini) . 

Mengingat kenyataan , bahlva Departemen Pekerjaan Umum tiap tahun ha­

nya dapat membangun ' gedung seko1ah da1am jum1ah terbatas, maka diu­

su1kan untuk membangun 60 untuk anggaran b~1anja tahun 1915, 80 un­

tuk tahun 1916 , 100 untuk tahun 1917, dst. 
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Karena menurut surat kawat Menteri Jajahan tanggal 9 Januari 

1914 )Bagi-an Al .;nomor 35/72 dikehendaki ;perluasan yang 1ebih cepat, 

maka denganDirektur Pekerjaan Unium di~dakan· pembicaraan 1agi dan 

jum1ah 60 tersebut diatas dijadikan 70, dengan ketentuan bahwa ti­

dak ada kepastian mutlak bahwa gedung-ged_ut:tg terseb~t akan dapat 

se1esai tepat pada waktunya. Da1am pembangunan sekian banyak ge­

dung sekolah dapat saja timbul keadaan yang bersifat teknis tak 

~erduga yang dapat menghambat pekerjaan. 
{ . ..... :- : ' . · ·:· · ; ; · ' 

Diusulkan supaya di tempat-tetnpat dimana ternyata mungkin da·-

pat menyewa gedung atau ruangan sekolah yang diperlukan, atau dapat 

mempero1eh gedung pemerintah, sekolah-sekolah baru dapat dibuka pa­

da _permu1a:an tahun 1915, - dan bukan pada pertengahan Agustus 1915 

sesudah Liburan Puasa. 

(Perhitungan biaya personil dan inateriil untuk per1uasan 

·yang d iusu1kan) • 

Dengan Nota tangga1 23 Pebruari 1914 nomor 14 Ziesel menjelaskan 

tugas dari Gubernur Jenderal yang disampaikan kep~da Direktu:r Pen­

di~dkan dan Agama, supaya dipertimbangkan kemungkinan untuk membe­

rikan kesempatan pada .-.lt!rid-murid tamatan seko1ah desa yang- 1etak­

nya berdekatan untuk mempero1eh pendidikan 1anjutan. Dengan akan 

didirikannya sekolah Bumiputera kelas 2 tidak 1engkap o1eh Pemerin­

tah yang terdiri dari ke1as 3 dan 4 pada seko1ah ke1as 2 biasa, 

maka akan terbentuk semacam seko1ah Lanjutan (Vervo1g school). 

Mengenai .. ini per1u 1ebih dahu1u dibicarakan dengan para In­

spektur Pendidikan. Bumiputera dan Inspektur Pendidikan Desa. Maka 

dari itu diusu1kan supaya pe1aksanaan tindakan mengenai seko1ah 

1anjutan dipisahkan dari pelaksanaan perluasan seko1ah ke1as 2 yang 

dikemukakan di atas. 

Jika Gubernur Jendera1 mungkin almn memutuskan segera me1aksa­

nakan pikiran Ziezel pada tahun 1915 dengan mendirikan seko1ah di 

beberapa tempat misalnya 25 seko1ah 1anjutan, maka da1am anggaran 

belanja tahun 1915 dapat dimasukkan pos pembiayaannya sebagai ber­

ikut: 
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1. Personil: dihitung 1. guru per sekolah, untuk tahun pertama 

12 
x f~ ~O + 70 

= f. 660.- peJ: seko~ah, un::uk 25 seko­

lah . = f.16.50Q .... -

2. Materiil: untuk pengaturan pertama f.250.-- per sekolah, untuk 

25 sekolah = f. ··,. 250.--

Untuk alat-alat pelajaran tidak perlu diadakan pos tetsendiri, 

karena dibiayai dari pos anggaran belanja · lain yang dE.pat ditam­

bah. 

61. Su~at Se!cretaris Pemerintah kepada Direktur Pendidikan dan Agama 

(G.A~. Hazeu) tanggal 7 Mei 1914 

(Gubernur Jenderal menyetujui usul perluasan berangsur-angsur 

dari jt•mlah sekolah Bumiputera kelas 2, dan bersama dengan 

Dewan Hindia Belanda menyetujui "demi kepastian11 jumlah tam­

baha~ 60 sekolah). 

Hengenai p:f.kiran Inspektur Pendidikan Rakyat Bumiputera (Zie­

sel), untuk tidak mendirikan sekolah Bumiputera kelas 2 yang leng­

kap di mana saj a , tetapi di sana-sini mendirikan semacam ~ekolah 

kelas 2 yang bersambungan dengan sekolah desa, maka perlu diberi­

tahukPn bahlm pikiran itu disetujui oleh Gubernur Jenderal dan De­

wan Hindia Belanda. 

Gubernur Jendcral sangat menginginkan supaya Direktur Pendi­

dikan dan Agama tanpa me~unggu kembalinya Ziesel dari perjalanan 

dir..as ke Haluku sege~~ m~nangani masalah itu, dan mempelajarinya 

dengan sm1gguh-sungguhuntuk men~arikan penyelesaiannya dengan . se­

ba:tk-ba::knya. 

Mengajukan usul~·usul mengenai anggaran belanja untuk pelaksanaan-

nya palj_ng lambr1t dalam bula,n .. Juli • 
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62. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur 

Jenderal (Id~nburg) tanggal 2 Desember 1914 nomor 2409 

Memenuhi perintah dalam surat Sekretaris Pemerintah tanggal 

7 Mei 1914 nomor 1137 dan diperingatkan lagi dengan surat tanggal 

13 Nopember 1914 nomor 2680 ~ supayc mengajukan usul-usul anggaran 

belanja .untuk mendirikan s ekolah-sekolah Bumiputera kelas 2 t:ldak 

lengkap, sekolah lanjutan dengan kelas 3 dan kelas 4 (mungki~ se­

kali ~elas 5), y;:lng harus bers~m.pungan dengq.Il kelas 3 dari sekolah , 
· ·: J . 

desa sebagai basil buah pikiran dari Inspektur Pendidikan Rakyat 
:-::.-: 

Bumiputera (Ziesel), Direktur Pendidikan dan Agama mengemukakan 

mengenai hal tersebut sebagai berikut: 
' Seperti telah dikemukakan dalam surat tanggal 7 April 1914 nomor 

6663 - yang diputuskan dengan Surat Keputusan tanggal 7 Mei 1914 

nomor 10 - Direktur P.A. mengemukakan bahwa belum dapat segera di­

ambil keputusan mengenai masalah tersebut di atas karena memerlu­

kan pertimbangan dari para Inspektur Pendidikan B~miputera. 

Dua dari tiga Inspektur yang diminta pertimbangan menyatakan setu­

ju dengan pikiran Inspektur Pendidikan Rakyat. Dala~ sur.atnya 

tangga1 1 Juni 1914 nomor 1002 Inspektur Pendidikan Bumiputera Ba-· 

gian I (Jawa .Barat, J.C.J. Bemmel) menyatakan bahwa dari sudut 

pandangan ilmu pendidikan di keresidenan Priangan tidak ada kebe­

ratan terhadap pendirian sekolah "vervolg". Banyak tamatan sekolah 

desa dapat mengikuti dengan baik pelajaran kelas 3 dari Sekolah 

Bumiputera kelas. 2 . Banyak guru sekolah desa di wilayahnya bermu­

tu tinggi, dan menurut pendapatnya tidak akan memal1.fkan jika .di­

angkat guru pada sekolah kelas 2 . . 

Dalam suratnya tanggal 2 Juni 1914 nomor 897/J,., Pj. - Inspektur Pen­

didikan . B~miputera Bagian II (Jawa Tengah: B.J. Visscher) menyata-
J .· • 

kan bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan tidak ada keberatan. 

Kerugian bagi anak yang bersangkutan ialah bahwa mereka harus ber­

s~k0lah 1 tahun lebih lama daripada j!ka ia langsung masuk sekolah 

Bumiputera kelas 2, dan menurut pendapatnya tidak mengimbangi (mem­

peroleh) keuntungan finansiil. Setiap kasus harus ditinjau secara 
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tersendiri . dan dinilai oleh kondisi sekolah setempat ~ apakah d_i 

suatu tempat perlu didirikan sekolah kelas 2 lengkap atau sekolah 

vervolg. 

Bahwa murid kelas 1 dan 2 di .sekolah Bumiputera kelas 2 berkurang 

disebabkan karena banyak anak-anak oleh penilik sekolah disuruh rna-· 

suk ke sekolah desa setempat ~ dan beberapa sekolah 'Bumiputera ke­

las 2 berubah menjadi sekolah lanjutan. Hal ini terbukti pada kun­

jungan inspeksi yang dilakukannya. 

Dalam suratnya tanggal 23 .Juni 1914 nomor 1230, Inspektur Pendidik­

an Bumiputera Bagian III (Jawa Timur~ H.Ch. Croes) menyatakan bahwa 

nilai sekolah desa tidak sama dan bahwa sekolah desa yang jelek -

dan ini banyak terdapat di t-Tilayahnya - hampir tidak patut untuk 

dinamakan sekolah. Bahwa di sek~lah-sekolah yang terbaik~ mutu 

pendidikannya masih terlalu rendah untuk dapat dijadikan dasar da-· 

pat mengikuti pendidikan lanjutan dengan baik. 

Mutu rendah pendidikan tersebut disebabkan tenaga pengajarnya ter­

lalu kurang pendidikan, tidak cukup pengetahuan urnum, masih terla­

lu muda 9 dan harnpir tanpa pengawasan dan pembinaan. 

Sekolah-sekolah laajutan akan dapat didirikan di tempat-·tempat di 

mana mutu pendidikan pada umumnya baik. 

Direktur PendidiY~n dan Agama pada kunjungan pribadi di beberapa 

sekolah desa dan sekolah Bumiputera kelas 2 di Jawa Tengah dan Jawa 

Barat mendapat kesempatari urttuk dengan pengamatan sendiri memperoleh 

kesan tentang nilai di kedua kategori. sekolah tersebut. Beberapa 

kali dengan sengaja kunjungan pad~ hari yang sama di sekolah desa 

dan di sekolah Eumiputera kelas 2 membuktikan adanya perbedaan cara 

rnenyajikan pengajaran di kedua sekolah tersebut. Cara menyajikan 

pengajaran di sekolah kelas 2 oleh guru yang pada urnumnya tehnis 

terdidik lebih bermutu dan terutama lebih mendidik bagi murid-murid­

nya daripada pengajaran secara masinal dari kebanyakan guru desa. 

Dari banyak pihak - terutama dari orang-orang Bumiputera yang 

berkepentingan a.l. .Dwidjosewojo guru p·ada Sekolah Pendidikan Guru 

Bumiputera di Yogyakarta -- dikemukakan bahwa perlu ad~nya perbaikan 
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da1am pemdiclikan dan penggaj ian guru desa . Se1airi itu harus ada 

tindakan pen'cegaha~ agar seorang guru tidak mengajar di dua ke1as. 

Karena 'rendahnya 'penghasilan guru desa~ maka banyak guru desa yang 

seteiah b'ebe'rapa tahun dapat memperci1eh pengetahuan umum dan dapat 

dihatapkan menjadi tenaga pengajar yang baik~ pergi mencari dan 

memp~roieh peke1:'jaan lain yang gajinya 1ebih baik. Mereka diganti 

o1eh ' tenaga baru,' masih .ter1a1u muda. tidak berpenga1aman d~n ber-:­

pendidikan sedikit sekali. Tidak jarang seorang guru yang masih 

muda da:~ tidak berpenga1aman ~liserahi dua ke1as yang besar. 

Direktur Pendidikan dan Agama tetap mem..<mdang seko1ah desa 

sebagai satu-satunya sarana untuk mengadakan pendidikan rakyat _yang 

nyata dan seumum mungkin .da1am batas-batas keuangan yang memungkin­

kan. Tetapi ia tidak akan- membiarkan ke1uh ·kesah mengena'i seko1ah 

desa, yang begitu banyak9 ber1a1u begitu saja. ·. 

Ke1uh kesah yang bertujuan ·supaya 1ebih baik didirikan seko1ah­

seko1ah Bumiputera ke1as 2 saja, tidak dapat· dipenuhi. Kel\ihan ha­

rus · menjurtis ke arah perbaikan pendidikan guru desa dan perbaikan 

penghasi1an guru desa, .yang sedemikiari 'rupa sehingga mereka t'idak 

akan berusaha mencari pekerjaan ·1ain. 

Da1am Nota Inspektur Pendidikan Rakya't ·. tangga1 23 Pebruar:i: 1914 no­

mor 14 a:ntara 1a'in dikemukak~n, bahwa banya:k murid ke1as l dan 2 

dari beberapa Seko1ah Bumiputera ke1as 2:9 terutama di tempat-tempat 

yang kurang penting? ke1uar dari seko1ah dan ini disirnpu1kan bahwa 

di tempat-tempat ,itu sekolah ke1as 2 tidak cocok karena ter1a1u · 

tinggi bagi petani yang sederhana: ~ dan 1ebih baik di situ didirikan 

seko1ah desa saja. 

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima pendapat 

tersebut karena rencana pe1ajaran kelas 1 dan 2 dari Seko1ah Bumipu­

tera ke1as .2 seperti membaca dan venitlis bahasa Melayu, bahasa Dae­

rah dengan huruf Jawa dan Latin, berhiturtg dengan bilangan bu1at~ 

tidak berbeda ·dengan pelajaran di sekolah-desa. Bedanya hanya ter­

letak pada mut:u tenaga penga·jar dalam hal · umur 9 pengalaman, · tingkat 

pengetahuan. : ·.· 

Keluarnya murid kelas 1 dan 2 sekolah Bumiputera kelas 2 harus dicari 
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dari sebab-sebab lain misalnya karena terlalu sedikitnya keinsyafan 

orang tua akan perlunya masuk sekolah secara teratur dan manfaat 

pendiiikan pada umumnya. Terlalu sedikit pengaruh orang tua atas 

anak- anak dan penggunaan tenaga anak-anak sangat muda dalam peker­

jaan pertanian. 

Telah sering terbukti pula~ bahwa keluarnya murid seperti tersebut 

Ji atas terdapat juga pada sekolah-sekolah desa. Kecuali jika ada 

tekanan dari atas - yang biasanya pengaruhnya hanya sementara -

tampak ada perbaikan dalam roasuknya murid. Jika di tempat dimana 

sekolah kelas 2 mengalami banyak "drop-outs" murid kelas 1 dan 2, 

diganti dan didirikan sekolah desa, maka tidak disangsikan lagi 

bahwa akan banyak terjadi "dropouts" pada sekolah tersebut. 

Pendidikan Bumiputera di luar Jawa dan ~fudura. 

Banyak keluhan, baik dalam surat-surat dinas maupun dalam majalah­

majalah~ bahwa pendidikan pemerintah bagi Bumiputera tidak cocok 

bagi anak-anak kampung yang masih sangat sederhana, terlalu teoritis 

dan terlalu tinggi, dan terlalu sedikit berhubungan dengan kebutuhan 

dari suatu daerah khusus. C. Lulofs menulis dalam sebuah artikel 
I 

dalam Majalah Pemerintahan Dalam Negeri~ bahwa kemajuan yang sangat 

sedikit di bidang ekonomi dari suku-suku bangsa di daerah-daerah 

yang kurang maju di bagian timur Hindia Belanda disebabkan karena 

kekurangan yang ada pada pendidikan. 

Direktur Pendidikan dan Agama tidak dapat menerima kecaman ini, dan 

mengemukakan bahwa kecaman-kecaman itu akan dapat mengancam dan me­

ngeruhkan politik pendidikan Pemerintah. Masalahnya harus dipandang 

dengan cara lain, yaitu segi metodik pengajaran yang sampai kini 

dipandang sebagai yang paling baik, ialah metodik yang mengarah ke 
11mengerti" yang teoritis dan doktriner. Metodik ini dianut juga di 

Hindia Belanda dan dalam beberapa hal sangat baik ~ tetapi ada segi 

kelemahannya yang terutama terasa, jika diterapkan dengan segala 

konsekwensinya, juga di daerah-daerah dimana penduduknya masih sa­

ngat primitif. Diakui bahwa beberapa penguasa dalam bidang pendi­

dikan kadang-kadang sikapnya berlebih- lebihan dan tidak mau mengerti 
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dan .memenuhi kebutuhan khusus dari penduduk. Hal ·seperti itu tentu 

salah. tetapi dapat dimengerti. · Selalu ada saja ~orang-orang' yang 

karena berlebih- lebiha:n dan: f~natismenya rue .. 1buat tindakan yang pada 

dasarrwa baik menjadi sebuah ukarikatur 1
' . Tetapi metodenya sendiri 

secara umum diterima , yang, lraik dari metode ini ' dihargai, mula-mula 

t:idak terlihat kekurange.nnya, dan tidak ada seorang pun memikirkan 

pe1:ubahan r adikal, 

Pendidikan swa~r'-:- a · d i · sini pad a umumnya m2rul)akan · kopy dari Peridi­

dikan Pemer i ntah. Hanya ada sedikit kekecualian s' olehpendidikan 

swasta belum pernah diadakcn sesuatu yang baru. · ~~lahan sebaliknya, 

kekurangan-kckurangan itu serirtg menjadi lebih parah~ ' karena tenaga 

pengajarnya yang kurang terdidik, 

Baru akhir-akhir ini mulai diragu-ragukan kebenaran 'dan efisi­

ensi dari metodik pengajaran yang telah diterima di mana-mana, dan 

di Eropa keragu- raguan itu · dinyatakan dalam banyak :;tulisan. Piklr­

an~pikiran baru dik€mukakan; berbagai usul diajukan dan juga perco­

baan-percobaan dilakukan. Tet2pi semua masih jauh untuk mencapai 

penyeles~ian yang memuas~~n,dalam hal ini termasu~ hal yang berhu-

. ,bungaiJ. dengan pendidikan tlumiputera. 

Dari beberapa piha k diterima usul-usul supaya menambahkan· pendidik­

an pertukangan, pertanian atau perkebunah pada pendidikan secara 

sederh;ana di sekolah- sekolah rakyat (= _sekdlah desa). · Di r: .·,iJerapa 

tempat telah diadakan percobaan denganpendidikan pertantan, tetapi 

. m;:tsih banyak hal yang tidak menentu eehing·ga tinggal tetap eebagai 

percobaan:. 

Pendirlikan rakyat (ol~h desa) dan pendidikan s~-1iJ.'sta adalah ti­

dak lain daripada tiruan daripada pendidikan pemerintah. Ap'a yang 

di sana-sihi mungkin sekali dicapai dengan menggun!ikan arah baru 

dan akan dapat dicapai di masa depan, akan dapat juga dicapai oleh 

pendidikan Pemerintah. 

'.Pend:l;dikan rakyat itu bukan.1 pendidikan yang diperbaiki yang 

lebih men~arah kepada k~butuhan suku-suku bangsa primitif, tetapi 

dapat dianggap sebagaipenyederhanaan pendidikan Pemerintah, yang 
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sangat diharuskan karena pertimbangan finansiil~ supaya dalam masa 

depan yang tidak begitu jauh di sini semua al~an dapat memperoleh 

bagian dad. pendidikan. Mutu yang lebih rendah bukan keberatan di 

daerah-daerah yang primit~f dan kurang maju~ karena untuk sementa­

ra sudah dirasakan cukup dengan pendidikan yang sangat elementer. 

Di daerah-daerah yang leb:i.h maju sementara terpaksa diterima dengan 

perasaan "iebih baik sestiatu daripada tidak ada apa-apa". Sebanyak 

mungkin keberatan-keberatart terutama yang berhubungan dengan mutu 

tenaga pengajar harus segera dapat diatasi. 

Direktur Pendidikan dan Agama mendukung pendidikan rakyat 

(oleh desa) hanya karena pertimbangan- pertimbangan finansiil dan 

dengan syarat supaya di daerah-daerah yang lebih maju, seperti ba­

nyak bagian di Jawa dan Sumatera Barat~ harus ada perhatian luar 

biasa supaya segera dapat diperoleh dan dipertahankan tenaga penga­

jar yang terdidik sebagaimana mestinya. 

Di mana terbukti~ bahwa dari sudut pandangan ilmu pendidikan 

tidak ada keberatan untuk melaksanakan pikiran Ziesel, terutama de­

mi pertimbangan finansiil dapat didirikan sekolah-sekolah lanjutan. 

Meskipun pendirian sekolah tersebut lebih murah daripada pendirian 

sekolah kelas 2 lengkap, penghematan biaya yang akan diperoleh tidak 

akan sebesar seperti diharapkan dalam nota Pj. Inspektur Pendidikan 

Rakyat (Mantz). Di Jawa~ dengan hasrat memperoleh pendidikan yang 

makin besar itu ~ apakah akan ada jaminan, bahwa dengan dapat dica­

painya sekolah kelas 2 melalui sekolah desa , pemasukan ke sekolah­

sekolah desa akan bertambah. Sesudah tindakan baru ini berjalan 

beberapa waktu~ maka segera akan timbul pendapat pada anak-anak, 

bahwa mengunjungi sekolah desa saja belum cukup dan harus dilanjut­

kan ke sekolah lanjutan, sehingga hasrat untuk masuk sekolah peme­

rintah akan bertambah. Dengan demikian sekolah lanjutan tidak akan 

cukup dengan satu kelas 3 dan satu kelas 4 saja. akan tetapi harus 

dengan _4 kelas atau lebih, sehingga tidak akan lebih murah daripada 

sekolah kelas 2 yang lengkap. 

Hanya tamatan sekolah desa yang baik dapat diterima di sekolah lan­

jutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pendirian sekolah 



lanjutan adalah s eoagai berikut : 

1. Harus dise lidiki apa.kah sungguh ada kebutuhan pendidikan lebih 

lanjut daripada apa y .::-.::1g diberikan olel1 s ekolah desa. 

2. Untuk tiap tahun. harus ' ditetapkan berapa sekolah lanjutan yang 

akan didirikan. 

3 . Karena sekolah- sekolah desa s endiri masih dalam stadium perta­

ma ; jumlah s e luruhnya sekclah lanjutan yang akan dibutuhkan, 

be lum dapat dir encanakan . 

4 . Sukar ditentukan ber apa besa~nya biaya pe~ sekolah lanjutan , 

karena jumlah t enaga pengajarnya tergantung dari jumlah .murid 

sekolah desa yang a 'Y-an t!lasuk s ekolah lanjutan. 

Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pe rtanyaan. apakah sudah 

ada usul pendirian sekolah- sekolah lanjutan yang diterima dan apa­

kah ·pendirian sekolah- s ekolah Bumiputera kelas 2 yang lengkap akan 

masih dilanjutkan menurut jalan yang termaktub dalam surat Hindia 

Belanda t anggal 7 Mei 1914 no;,1or 482/10. Mungkin seka li . bahwa di 

· suatu _tempat yang t ad i nya akan diberi sebuah sekolah kelas 2 leng­

kap . sekarang ternya t a cukup dengan s ebuah sekolah lanju~n. Kri­

terium untuk i tu 9 pertama - t ama dan terutama harus mengingat sifat 

penduduk dan keade.e.n el~onominya . misalnya di tempat- tempat yang 

a~ak besar (maju) diperluk~n seko l ah- s ekolah kel1 s 2 lengkap. 

( . 
Diharap Gubernur J ender a l s udi menyampaikan kepada Menteri Ja-

j_ahan rencana pend irian s ekolah- sekolah lanjutan dan mohon perluas-

an jumlah s ekolah Bumi pu t era kela s 2 yang lengkap dapat dikurangi ,. 
daripada yang semula d ihar a pkan da lam sura t Hind ia Belanda tersebut 

dan kepada Gubernur J endera l d i ber i!<an kua s a untuk menentukan di 

mana harus didirikan s ekolah kelas 2 lengkap dan di mana harus di-
' 
dirikan s ekolah l anjutan . 

· : · 

Karena ma sih t er dapa t banyak kota dalam t iap keresidenan di 

Jawa dan Madura . di mana mas ih d i butuhkan s ekola h kela s 2 lengkap, 

maka dalam t ahun-tahun per t ar. a t idal< da pa t diharapkan pengurangan 

jumlah sekolah l engkap untuk digant i dengan sekolah lanjutan . Un­

tuk anggaran belanj a tahun 1915 diusulkan tetap adanya 60 sekolah 

lengkap dan untuk s emcntara d i t ambah 30 s ekolah lanjutan. 
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Jika dari Direktur Pekerjaan Umum tida k ada keb ,-!i' a tan dan ti­

dak ada kesempatan untuk meriyewa ruangan ya n g diperl 1l a n, n•.aka da­

lam tahun 1915 gedung-gedung seko1a h l a njut a n d i ba.n g 11 semtmtara 

dengan 2 ke1as. Jika penambahan 30 seko1a h lanjuta~ ~ id ak ~ungkin 

da1am tahun 1915~ maka diusu1kan dilaks anakan d a l a m t 1hun 1 H6~ d a -­

ripada mengorbankan sekolah-·sekola h keV~s 2 l e ngkap . 

(Rencana penge1uarar.. untuk s ekolah·- s c kolah } 'l: g diust· l kan 

tahun 1915). 

Mohon diusu1kan da1am anggaran be1anj a tamb2han (sup: e t o ir) Un hun 

1915 untuk 30 seko1ah 1anjutan yang aka n did i rike1n .:J :1m.1 t a hJn ya ng 

akan datang (= 1915). 

PEND!DIKAN SWASTA BERSUBSIDI ~_E12l:.JEN':'"UKAN PENDJ~:KMf AGAi't:\ 

MENJADI FAKULTAT:::F . s= 

63. Surat Henteri Jajahan (P1eyte) kepa da Sri Ratu , tar t ;a l 6 . Nop enbe r ' 

19i4 . no~J: , .S.2 

Da1am berbagai peraturan sub s idi k :~pada sekola 1· sekolah S\4.Sta 

untuk penduduk BtllJiiputera , yang d ~-~ eluad:P.,n . a kl:dr - .:: : ~t. ir in i dimasuk­

kan ketentuan bahwa kepada anak·· i' ' 'a::( , y!'.mg orang tu: ~nya telah me: \be­

ritahukan keinginannya~ harus dib•::.: r:·. ;J ernb ebasan da r :·_ ,Jengaj a ran ~ga­

ma dan tindakan-tindakan keagamaan . Sr i Rat!.! dipe r ::Jla hl'...<i!J mem. ~Yik­

sa peratura n -·peraturan yang termuc-. t d .:1 l an1 Lembaran l gara Hindic: Be­

landa 1912 nomor 579 (pasa1 1 , a y a t 2 . sub 4 ) , 1913 : omor 309 ClaJ"a- · 

grap 3, aya t 3) dan 1913 nomor 524 (pasa1 1 , sub 5) 

Dalam pembicara an a~~garan b ela :J. j.a yang s ed a ng :H rj a lan i n i di 

Dewan Perwakilan Rakyat oleh beb e r c p.1 ~mggota dinya t a l<an sangat } E!l" ­

lunya untuk juga mengadakan sya r a t s ::demikia n bag i s el:o J.ah-sekolah 

swasta bersubsi.di lainnya selain dc:r t s e kola h rendah, yang b ersang .. 

kutan dengan peraturan-peraturan t er ;>ebut di a tas (la pora n sementa\'a 

Hajelis Rendah, halaman 4). 
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Pend~pat ini s egera dapat disetujui. Dalam pembicaraan da lam 

~jelis Rendah dan dalam _Memori. Jawaban. atas .La;p~ran Sementara Ma­

jelis Tinggi (halaman _1~- /15) dikemukaltim p~ndap<'ltnya ~ bahwa Peme­

rintah _harus memelihar.:1. , supaya pendidikan ha,rus .memenuhi keinginan 

dan k~butuhan dari mer eka. untuk siapa pend:i,4ikan i .tu _diadakan. 

runt~tan ini tidak hany~ berlaku bagi pendidikan yang ,diberik~n 

olel;l Pemerintah~ tetapi juga bagi pendidikan yang diberikan sw;;u::ta 
.... _ ; r : . .: -· -·' '.~ :. ~ . , . . . ~ .. . 
dengan bant,uan Pemerintah . 

Keharusan ini ser:aris dengan pertimbangan yang dikemukakan 
) :.1. . u . :t ... -. . ' .• . 

oleh Henteri Jajahan lama Keuchet1-iue: dalam s4ratnya kepada Sri, .Ratu 
. ' , · : , ,;' .I ' 

tanggal 29 Juli 1889_Letter A 1 nomor 16/1336. untuk menetapkan 

legalitas pemberian bantuan kepada. sekolah-sekolah s.wasta Kristen 

untuk penduduk Bumiputera bJ-I;kan Kr~sten. 

Mengingat kenyataan. bahwa dalam praktek pada pemberian kepu­

tusan atas permohonan untuk bantuan subsidi bagi sekolah-sekolah 
··- i . 

demikian tidak diselidiki . apakah di tempat dimana sekolah itu te-
··;:·· .··- ' 

lah didirikan sungguh~sung_guh ada kebutuhan akan pendidika-q, agama 

Kristen. Tetapi bahwa menurut kenyataannya dimana ada ,kebutuhan 

akan pendidikan dalam arti umum tanpa disebutkan lebih lanjut me­

ngenai "arahnya" sudah cukup untuk membe.l;.'ikan. subsidi kepada seko-
w· ,• •. , ' I • 

lah itu. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan jaminan 

bahwa orang-orang yang beragama lain yang karena keadaan. misalnya 
. . . . ·· -~- . ' 

karena tidak ada a tau kurang cukup sekolah yartg sesuai · dengan ke-
.r . . • 

percayaannya. terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke · sekolah swasta 
. t: .. ·'-· . . . 

Kristen atau agama lain. yang diberi subsidi oleh Pewerintah, akan 
; : ; .. \ ' . . 

bebas menentu~~n apakah anak~anak itu akan mengikuti atau tidak 

pendidikan agama atau upacara keagamaan yang diberikan di sekolah 

tersebu~. 

Dal~m 11aj~lis Rendah (pembicaraan-pembicaraan 1913-1914 hale­

man 225/226) d=!-kemukakan pula . bahwa jaminan ini tidak harus berla-
. ( , . ' : . . ' 

ku .ta11pa syarat. Dalam hal-hal, dimap.a penduduk ada cukup pilihan 

kesempatan pendidikan~ sehingga mereka tidak seluruhnya atau sebagi­

an , haru~ terJ.kat mema sukkan anak-anaknya_ .ke sekolah-sekolah swasta 

beragama. jaminan itu tidak ·diperlukan. 
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Sesuai dengan yang dijanjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

telah diadakan pertukaran pikiran dengan Guberhur Jenderal mengenai 

masalah ini • . Menurut suratnya tanggal 29 Mei 1914 nomdr 589/68 , 

Gubernur Jsnderal menyetujui untuk mengadakan ketentuart baru itu 

secara umum dalam peraturan pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah 

swasta beragama, dan mempertimbangkan supaya peraturan umum dalam 

Lembaran Negara 1895 nomor 146 dan .l906 nomor 241 , begitu pula per­

aturan yang hanya berlaku bagi Halmahera dan Irian Barat dalam Lern­

baran Negara tahun 1911 nomor 112 ditambah dengan ketentuan baru 

tersebut. 

Jika dalam peraturan itu sudah ada ketentuan (pasal 1, alinea 3) 

bahwa Gubernur Jenderal dapat memberikan pembebasan dari satu syarat 

atau lebih yang telah ditentukan, maka tidak perlu diadakan peratur­

an khusus , yang memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk 

memberikan pembebasan dari ketentuan baru itu bagi tempat dimana di 

samping sekolah swasta dengan dasar agama terdapat banyak sekolah 

Pemerintah atau sekolah swasta lain yang tidak berdasarkan agama. 

Lebih lanjut akan diadakan per t ukaran pikiran dengan Gubernur 

Jenderal, sampai sejauh mana ia akan mempergunakan wewenangnya, ji­

ka dari pengurus sekolah-sekolah swasta beragama Kristen rnenaruh ke­

beratan terhadap ketentuan baru itu bagi sekolah mereka, yang telah 

mendapat subsidi Pemerintah berdasarkan peraturan yang lama. Dari 

2 surat permohonan yang telah diterima Menteri Jajahan terbukti ada­

nya keberatan demikian di beberapa kalangan Zending. Sampai seka­

rang sebagian besar dari Zending belum mengajukan keberatan terhadap 

ketentuan baru itu. 

Penambahan ketentuan baru itu dipandang tidak perlu ditambahkan 

pada peraturan untuk Halmahera dan Irian Barat, karena akan diganti 

dengan peraturan baru sejiwa dengan Peraturan pendidikan untuk Sumba 

dan Flores yang sudah mengandung ketentuan tersebut (Lembaran Negara 

1913 nomor 309). 

Sri Ratu dimohon memberikan kuasa kepada Gubernur Jenderal un-

tuk menambahkan ketentuan: "murid-murid , yang orang tua dan atau 



209 

wa1inya mengiilginkan ~ harus dibebaskan dari pendidikan agama dan 

tindakan keagamaan 11 pada peraturan da1am Lembaran Negara 1895 nomor 

146 dan 1906 nomor 241. 

SEKOLAH BUMIPUTERA BELANDA (HOLLANDS INLANDSE SC~OOL) 

~SUKNYA ANAK-ANAK EROPA 

64. Surat Direktur Pendidikan dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur 

Jenderal (Idenburg) tangga1 20 Nopember 1914 nomor 23349 

Di beberapa tetnpat di Nusantara seko1ah-seko1ah Bumiputera ke-

1as 1 (yang iiegera akan ganti nama menjadi Ho11andsch-Inlandsche 

School) merupakar1; satu-satunya kesempatan untuk mendapat pendidikan 

Belanda, karena tidak adanya E.L.S. dan H.C.S. Tempat·· tempat itu 

misalnya Cilegon . Sumedang, Kuningan, Ciamis~ Hagetan, Pacitan, 

Probolinggo, Lamongan, Payakumbuh. 

Di tempat-tempat tersebut jumlah anak yang dapat digolongan 

"anak Eropa" terlalu kecil, sehingga dapat disyahkan pendirian se­

kolah E.L.S. Dengan demikian mereka tidak dapat menerima pend1.dik­

an, sepanjang ' merel'-a tidak berkesempatan masuk sekolah di tempat 

lain. 

Dari dua diantara tempat-tempat tersebut di atas, telah dite­

rima permohonan dari beberapa anak Eropa untuk dapat diterima di 

sekolah Bumiputera kelas 1 (H.I.S.) yang ada di tempat itu. Pada 

prinsipnya tidak ada keberatan terhadap permohonan itu. Sebaliknya 

permohonan itu jika mungkin harus dipenuhi, karena dengan demikian 

merupakan langkah pertama ke jalan pemersatuan (unifikasi) dalam 

pendidikan renda.h biasa~ yang harus diusahakan karena berbagai per­

timbangan antara lain pertimbangan finansiil. 

Akan tetapi dalam pertimbangan permohonan itu dijumpai kesulit­

an besar, yang disebabkan karena kenyataan, bahwa bagi hampir semua 

sekolah Bumiputera kelas 1 jumlah calon murid - terutama untuk ke­

las 1 - selalu melebihi jumlah tempat yang tersedia. Bagaimana ha­

rus bertindak terhadap calon-calon murid Eropa dalam hal sedemikian? 
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Jika mereka didahulukan~ hal tersebut akan merupakan ketidak _ 

adilan terhadap orang-orang tua Bumiputera. Kesempatan bagi anak­

anak mereka untuk dapat diterima di sekolah Bumiputera kelas 1, 

yang sampai sekarang mereka sangat hargai, akan berkurang demi un­

tuk kepentingan anak-anak Eropa, yang di -bidang_ pendidikan telah 

begitu banyak diberi hak-hak istimewa •. 

Maka dari itu diusulkan, supaya calon-calon murid Eropa Qanya 

· dapat diterima di H.I.S., jika tidak atau tidak akan menyebabkan 

ditolaknya beberapa anak Bumiputera atau yang dipersamakan dengan 

Bumiputera. Bagi calon murid Eropa kesempatan untuk diterima di 

kelas 1 kecil, tetapi di kela:s lebih tinggi kesempatan itu besar, 

jika mereka bersedia mengingat kepada perkembangan anaknya di kemu­

dian hari. Bagaimana dengan uang sekolah dari murid-murid Eropa 

di H.I.s •• apakah menurut tarip murid Bumiputera di H.I.S. atau 

menurut tarip murid Eropa di E.L.S. Menurut pendapatnya lebih 

1ogis dan adil diusu1kan yang pertama. 

Peraturan uang sekolah murid-murid Eropa di H.C.S. (Lembaran 

Negara 1908 nomor 348 paragrap IVc) dianggap kurang rasionil, dan 

tidak per1u diikuti di H.I.S. 

Dianggap rasioni1, apabi1a murid-murid Eropa di H.I.S. tidak 

diwajibkan mengikuti pengajaran yang diberikan dalam bahasa daerah 

dan bahasa Melayu. 

Jika pandangan di atas dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka 

diusulkan supaya · pada Paragrap I dari pasal 2 dari konsep Sur at Ke·· 

putusan Gubernur Jenderal mengenai Peraturan dan Pengawasan H.I.S. 

ditambahkan alinea 2 dan a1iriea 3 yang isinya s~bagai berikut: 

(2) Di tempat·-tempat, dimana tidak ada E.L.S., pada H.I.S. ba­

gi anak-anak Bumiputera dan yang dipersamakan dapat juga 

diterima anak-anak Eropa dan yang dipersamakan, jika pene"'"' 

rimaan itu tidak menyebabkan atau tidak akan menyebabkan 

anak-anak Bumiputera dan atau yang dipersamakan harus di­

tolak karena kekurangan tempat. 

l• 



(3) Anak-anak dari orang-orang Eropa da~ atau yang dipersama­

kan, yang diterirna sebagai murid H.I.S. tidak per1u meng­

ikuti pendidikan yang diberikan da1am bahasa daerah atau 

bahasa Me1a~~~ jika orang tua atau wa1inya menghendaki­

nya. 

Catatan: 

H.I.S. diadakan dengan Surat Keputusan Sri Ratu tangga1 16 _Pebrua­

ri 1914 nomor 23 (Lembaran Negara 1914 nomor 359) sedangkan Per­

aturan dan Pengawasan H.I.S. ditetapkan dengan Surat Keputusan Gu­

bernur Jendera1 tangga1 14 Desember 1914 nomor 17 {Lembaran Negara 

1914 nomor 762). 



212 · 

Lampiran I 

SISTIH PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA BELANDA 

Pendidikan Dasar 

Volk sch. 

DO-D 

2 de Inl. sch~ 
(SD Kelas II 1 

--, 

Schakel sch. (Sek. Perallhan) 

LYCEA (5-6tahun) 

THS (ST Teknlk) 

o-oo-o-o 

KETERANGAN' 

~ Voorklas 
~ Kelas pendahuluan 

G7.T Vak School 
~ Sekolah Kejuruan 
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DAFTAR MENTER! URUSAN DAERAH JAJ~! 

1900-1940 

J.T. Cremer 27- 7-1897 sampai 

Jhr. Mr. T.A.J. van Asch van Wijck 

J.W. Bcrgansius ~ a.i ~ . 

A.W.F. Idenburg 

Mr. D.Fock 

Mr. Th. Heemskerk~ a.i. 

A.W.F. Idenburg 

J.H. de Waal :Halefijt 

Mr. Th. B.Pleijte 

A.W.F. Idenburg 

S. de Graaff 

H. Colijn, a.i. 

Ch. J.I.M. Welter 

Dr. J.C. Koningsberger 

S. de Graaff 

D:::. li. Coli~n 

Ch. J.I .M. Welter 

C. van den Bussche 
/ 

Ch. J.I.~. Welter 

.-: , · ·. 

~- .. '. 

1- 8-lSOl " 
10- 9-1902 " 
25- 9-1902 II 

17- 8-1905 II · 

12.:;· 2-1908 II 

20- 5-1908 II 

16- 8-1909 " 
29- 8-1913 H 

' 9- 9-1918 II 

13-11-1919 II 

4- 8-1925 II 

26- 9-1925 -· II 

8- 3-1926 II 

10- 8-1929 n 

26- 5·-1?33 fl 

24- 6-1937 It 

25- 7-1939 " 
10- 8-1939 ll 

1- 8-1901 

9- 9-1902 

25- 9-1902 

16- 8-1905 

11- 2-1908 

io- 5-1908 

16- 8-1909 

29- 8-1913 

9- 9-1918 

13-11-1919 

4- 8-1925 

26- 9-1925 

8- 3-1926 

lo- 8-1929 

26- 5-1933 

24:... 6-1937 

25..:. · 7-1939 

10- 8-1939 

20-11-1941 
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DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA 

1900-1940 

w. Rooseboom 3-10-1899 sampai 1- 10-1904 

J.B. van Heutz 1-10-1904 " 18-12-1909 

A.W.F. Idenburg 18-12- 1909 II 21- 3-1916 

Ur. ,T .P. graaf van Limburg Stirum 21- 3- 1916 II 24- 3-1921 

Mr. D. Fock 24- 3-1921 II 7- 9-1926 

Jhr . Mr. A.C.D. de Graeff 7- 9-1926 II 12- 9-1931 

Jhr. Mr . B.C . de Jonge 12- 9--1931 II 17:... 9-1936 

Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer 17- 9-1936 II 8- 3-1942 

DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA 

1900-1940 

Mr. Th. H.dc Heester 

P.M.L. de Bruyn Prince 

Jhr. 0. van der Wijck 

D.F.W. van Rees 

J.B. van der Houven van Oordt 

Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff 

H.N.A. S~T&t't 

Dr. E. Moresco 

W. Frij1ing 

Hr . K.F. Cr eutzberg 

Ch. J . I.M. Welter 

C. vl . Boti cnhausen 

Dr. J.W. Meyer Ranneft 

C. van d·::a Bussche 

Hr. H.J e Spit 

Diangkat 
i l 

il 

II 

II 

!1 

II 

ri 

" 
fl 

II 

" 
II 

H 

II 

27- 5-1898 

. 24- 9-1904 

29-· 9-1905 

24- 4-1908 

3.::. 9-1914 

2- 1-1917 

2-· 9-1918 

25-· 2-1922 

9- 11-1923 

3- 11-1924 

10-·10-1929 

4- 3-1931 

26 - 4-1933 

23- 6-·1936 

21-11~-1938 
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Lampiran III 

DAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA (DAN KERAJINAN) 

1900-1940 

Mr. J.H. Abendanon 

A.J.G.A. Wiemans, (wd) 
secr.dept.O.E. en N. 

Mr. J.G. Pott 

Mr. dr. M.S. Koster 

Dr. G.A.J. Hazeu 

Dr. E. Moresco (wd) 

Mr. K.F. Creutzberg 

J.F.W. van der Meulen, onderdir.(wd) 

Hr. K.F. Creutzberg 

P. de Man (wd) 

J.F.W. van der Meulen 

P. de Man, onderdir~ (wd) 

J. Hardeman 

Dr. B.J.O. Schrieke 

Dr. A.D.A . de Kat Angelino 

Dr. P.J.A. Idenburg 

Prof.Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja~ 
diningrat (fd) 

4- 3-1900 sampai 4- 3-1905 

4- 3-1905 

15- 8-1905 

3- 5-1908 

3- 1-1912 

3-12-1914 

18-12-1916 

6- 3-1922 

19- 7-1923 

-11-1923 

2- 2-1924 

2-12-1925 

24- 3-1926 . 

6- 5-1929 

16- 5-1934 

31- 5-1937 

15- 5-1940 

" 

II 

" 
" 
" 
!I 

" 
" 

" 
" 
" 
II 

" 
II 

15- 8-1905 

3- 5-1908 

3- 1-1912 

3-12-1914 

18-12-1916 

6- 3-1922 

19- 7-1923 

-11-1923 

2- 2-1924 

2-12-1925 

24- 3-1926 

6- 5-1929 

16- 5-1934 

31- 5-1937 

15- 5-1940 

28- 5-1941 




